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PRAKATA 
Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 

Sumatera Baral, baru dimulai tahun 1979/ 1980 yang lalu. Tujuan 
Pembangunan dari Proyek ini adalah melaksanakan lnventarisasi Jan 
Dokumentasi aspek-aspek Kebudayaan Daerah yang mengandunµ nilai­
nilai luhur bangsa dalam rangka. memperkuat penghayatan dan 
pengamalan Pancasila, untuk terciptanya ketahanan nasional dibidanµ 
Sosial Budaya. 

Sasaran dari Proyek ini untuk Tahun Anggaran 1984/1985 antara 
lain adalah untuk menghasilkan 5 ( lima) judul Naskah Kebudayaan 
Daerah dan menerbitkan I ( satu) judul Naskah Kebudayaan Daerah 
sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pengesahan Daftar lsian Proyek 
(DIP) Tahun Anggaran 1984/1985 Nomor: 414/XXllI/.Vl98.4 tall!!!lal 
15 Maret 1984 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Kode 
Program: 09.3.04 dan Kode Proyek: 09.3.04.584283.2Hl6.08. 

Sesuai dengan petunjuk Pimpinan Proyek lnventarisasi dan Doku­
mentasi Kebudayaan Daerah ( Pusat) Jakarta, Naskah yang akan 
dicetak untuk tahun ini adalah "Sistem Kepemimpinan di Dalam 
Masyarakat Pedesaan Sumatera Baral" yang merupakan hasil Proyek 
I DK D Surriatera Ba rat tahun 1983/ 1984. 

Berhasilnya Proyek ini" dalam mericapai sasarannya adalah berkat 
bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Pimpinan Proyek Inventac 
risasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah ( Pus<_lt) Jakarta, Direktorat 
Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Departemen Dikbud 
Republik Indonesia, Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Dikbud 
Propinsi Sumatera Baral, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II di 
Propinsi Sumatera Barat, Bappeda Tk. I Sumatera Baral, Pimpinan 
Perguru·an Tinggi yang ada di daerah ini dan pihak-pihak lainnya baik 
dari lnstansi Pemerintah maupun badan-badan Swasta. Alas bimbingan 
dan bantuan tersebut kami menyampaikan penghargaan dan terima 
kasih yang sedalam-dalamnya. 

Mudah-mudahan · buku ini dapat memberikan sumbangan bagi 
niemperkaya Kebudayaan Nasional dan ada manfaatnya terhadap 
bangsa dan negara. 
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PENGANTAR 

Proyek Jnventarisui dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Dt­
rektorat Sejara'h clan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebuctayaan 
Departemen Pendidikan clan Kebudayaan telah men,ha.~ilkan bebtrapa 
·macam naskah kebudayaan daerah .cfiantaranya ialah naskah : Sistem 
Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Ped~an Sumatera Baral Tahun 
1983/1984'. 

_..-

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah. merupakan suatu hasil 
penclitian yang mendalam. letapi baru pada tahap pencatatan. yan~ 
diharapkan clapat disempurnakan pada waktu-waktll selanjutnya. 

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat 
Sejarah dan Nilai Tradisional denpn Pimpinan dan S~~f Proyek 
Jnventaris~si dan Ookumentasi Kebudayaan Oaerah, i Pemerintah 
Daerah, .Kantor Wilayah Dei.iartenien Pendidikan dan .Kebudayaan. 
Perguruan Tinggl, Leknas/LIPI d~n tenaga akhli perora~ga~ di daerah. 

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini. maka kepada semua 
pihak yana tenebut cliatas kami menyampaikan pengharpan dan terima 
kasih. 

Demikian pu1a kepada tim penulis naskah ini di daerah yanJ terdiri 
dari Ors. Nur Anu 7.aidan; On. Yuuizal Saaduddin; Ors. Marnis Nawi; 
Ors. Anwar Ibrahim; dan tim penyempurnaan naskah di puqt yanr 
terdiri dari Ors. Su[liarto Dakun,; Wahyuningsih B.A. 

Harapan kami terbitan ini ada manfaatnya.-

Jakarta, .I September 1984 ·· 

Nip. 130146112 
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KATA SAMBUTAN 
Sejak Tahun Anggaran 1981/1982 yang lalu Proyek lnvenlarisasi 

dan Dokumenlasi Kebudayaan Daerah Sumalera Baral lelah mendapal 
kepercayaan dari Proyek IDKD Pusal, Direkloral Sejarah dan Nilai Tra­
disional, Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia unluk mencelak di daerah naskah hasil penelitian 
yang pernah dilakukan pada lahun-lahun sebelumnya: 

Naskah yang telah diterbitkan lersebut adalah : 
1. Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Sumatera Barat 
2. Permainan Rakyat Daerah Sumatera Baral 
3. Sejarah Pendidikan Daerah Sumalera Baral 
4. Sistem Kesaluan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat 

Untuk tahun anggaran 1984/1985 judulnya adalah ; "Sistem K~ 
pemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat" ini yang 
merupakan hasil inventarisasi dan dokumentasi tahun anggaran 
1983/1984 yang telah disempurnakan oleh tim penyempurnaan naskah 
di pusat sehingga dapal dilerbitkan dalam benluk yang sekarang ini. 

Atas kepercayaan, bimbingan, dan pelunjuk yang diberikan oleh 
Proyek IDKD Pusal dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direk­
loral Jenderal Kebudayaan Deparlemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia naskah ini dapal dilerbitkan sesuai dengan rencana 
yang lelah digariskan. Di samping ilu berkal adanya kerja ·sama yang 
baik dari semua pihak baik di pusal maupun di daerah, terutama Bai> 
peda Tingkat I Sumalera Baral, Perguruan Tinggi (UNIVERSITAS 
ANDALAS dan IKIP Padang), Pemerinlah Daerah, dan Lembaga­
lembaga pemerintah lainnya serta badan-badan swasla yang ada 
hubungannya dengan pengembangan kebudayaan nasional. 

Kiranya naskah ini akan bermanfaat bagi scmua pihak dalam 
rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional 
baik di lirigkat daerah maupun di'lingkal nasional. Selain dari 'pada itu 
penerbitan ini semoga merupakan sumbangan dalam peningkalan usaha­
usaha di bidang pcrbukuan dan perpuslakaan. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini. 

Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Pendidikan da!l. Kebuday_aan 

Propinsi Sumatera Barat 

~~ 
Drs. Lukman Ali 

IX NIP. 130054915.-
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada · hakekatnya seluruh wilayah pedesaan di, Indonesia pada 
dewasa ini, baik secara ketat maupun secara longgar, telah berada di 
bawah kontrol kekuasaan admini~trasj pen1erintah Indonesia. Bahkan 
kelompok-kelompok komuniti kecil yang setengah mengembara, yang 
biasanya digolongkan sebagai kelompok-kelompok suku-suku bangsa 
terasing, dengan satu dan lain cara telah berada dalam kontrol adminis-· 
trasi pemerintah (antara lain, melalui pengaturan administrasi oleh 
Departemen Sosial, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, 
dan Lembaga-lembaga Pendidikan/ Agama) . 

Keaneka ragaman corak pedesaan di lndonesia(Geertz, 1967; Koen­
tjaraningrat, 1967, Suparlan, 1978) terwujud dalam bentuk: 

I. Tingkat kebudayaannya, yaitu dari "primitij" sampai dengan yang 
sudah mengenal peradaban "modern". 

· 2. Sistem ekonominya, yaitu dari yang masih hidup berdasarkan sistem 
perladangan (me111bakar hutan/belukar dan menyebar bibit 
tanaman dengan tugal) yang berpindah-pindah dan meramu sampai 
den~an yang bersawah dengan sistem irigasi rumit dan yang 
sebagian telah tercakup dalam sistem a~ri-bisnis yang modern. 

3. Corak masyarakatnya, yaitu dari yang terwujud dalam bentuk k0-
muniti-komuniti kecil, setengah mengembara dan teriso/asi, sampai 
dengan yang terwujud sebagai masyarakat- masyarakat pedesaan 
yang besar dan padat penduduknya dengan corak struktur-struktur 
sosialnya yang kompleks yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan 
perkotaan atau urbanisasi. 

4. Kesukubangsaannya, yaitu dari yang bercorak tunggal, bersifat 
korporasi (klen, lineage) dan tertutup sa111pai dengan yang bercorak 
majemuk kesukubangsaan warga masyarakatnya dan bersifat 
terbuka. 

5. PrinsiJ>-prinsip yang melandasi sistem-sistem sosial sebagaimana 
yang terwujud dalam ~ukum adat dan adat istiadat yang berlaku, 
yaitu yang berdasarkan pada ikatan kekerabatan, teritoria/, atau 
kombinasi dari keduanya. 

Daiam hubungan ini dapat pula dikemuka'kan bahwa istilah '' desa'' 
yang diambil dari Jawa, sering menyebabkan bal\wa kita terlampau 
cepat t~rpengaruh oleh gambaran tentang suatu ··rruitani desa yang 



'tertentu, ialah desa seperti apa yang ada di pulau Jawa yang berdasarkan 
sistem bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi yang intensif, 
padahal ada banyak macam desa yang lain di Indonesia. Walaupun 
demikian, sulit untuk mengganti istilah i"tu dengan istilah lain yang lebih 
luas arti dasarnya, dan yang lebih luwes sifatnya, karena dalam bahasa 
sehari-hari, dalam tulisan-tulisan ilmiah, dalam tulisan-.tulisan resmi, 
dan oleh karena "Undang-undang tentang Desaprajo ..... ", istilah desa 
itu telah menjadi terlampau lazim dan resmi (Koentjaraningrat, 1964). 

Adanya keaneka ragaman corak kebudayaan, sistem ekonomi, dan 
sistem sosiaLdi pedesaan Indonesia mengacu kepada dan menjadi 
landasan dari adanya keanekaragaman sistem politik yang berlaku di 
masing-masing masyarakat desa. Walaupun secara tipoloRi keanekara­
gaman sistem-sistem politik yang berlaku di masing-masing masyarakat 
desa tersebut telah menjadi lebih sederhana karena adanya pengaruh 
kekuatan politik dari sistem administrasi nasional, tetapi keanekara­
gaman tersebut tetap ada karena adanya : 

I. Pengaruh kekuatan politik dari sistem nasional yang tidak seragam 
waktu mulai pengaruhnya di pedesaan Indonesia. 

2. Orientasi politik dan kekuatan politik yang ada pada sistem kepe­
mimpinan dan pemimpin di desa yang bersangkutan. 

3. Besarnya pengaruh kekuatan kebudayaan atas sistem politik yang 
berlaku setempat dan alas sistem kepemimpinan, yang secara ke­
seluruhan di pedesaan Indonesia itu beraneka ragam, dalam me­
nanggapi masuknya pengaruh kekuatan dari sistem nasional. 

Pengaruh dari kebudayaan atas corak sistem politik dan kepemim­
pinan amat besar, yang kaitannya antara satu· dengan lainnya dapat 
diumpamakan seperti kaitan hubungan antara air dengan ikan. 
Fried ( 1967) memperlihatkan bawha masyarakat dengan kebudayaan 
yang sederhana mempunyai sistem politik dan kepemimpinan yang juga 
sederhana, dan sebaliknya masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang 
kompleks juga mempunyai sistem politik dan kepemimpinan yang 
kompleks. 

Sedangkan Swarta (1968) memperlihatkan bahwa pada tingkat 
masyarakat setempat, yang dinamakannya dengan tingkat lokal dalam 
perbandingannya dengan tingkat nasional, proses-proses politik yang 
terwujud merupakan suatu hasil perpaduan antara hasil- hasil permainan 
si~tem-sistem . politik nasional; niasyarakat setempat (atau lokal), dan 
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kebudayaan yang berlaku setempat, sehingga secara aktual memberikan 
suatu corak yang tersendiri pada sistem politik dan kepemimpinan yang 
berlaku pada tingkat lokal tersebut. Thamrin Hamdan ( 1980) yang 
dengan rrienggunakan modal Swarta tersebut telah memperlihatkan 
bahwa corak sistem politik dan· kepemimpinan y~ng secara aktual 
berlaku di Lintang Empat Lawang, Sumatera Selatan, ditandai qleh 
adanya perpaduan antara peranan- peranan yang dijalankan oleh orang­
orang yang menggµnakan sistem nasional, sistem politik tradisional. 
sistem-sistem kekerobaton, dan berbagai sistem penguasaan sumber daya 
ekonomi. Dengan menggunakan konsep jaringan sosial (Suparlan 1978) 
dan model kompetisi y:ntuk sumber daya (Suparlan, 1977), Thamrin 
Hamdan memperlihatkan pula bahwa corak sistem politik dan kepe­
mimpinan yang berlaku pada tingkat masyarakat setempat muncul 
sebagai hasil interaksi dan permainan antara unsur-unsur yang datang 
dari kota. 

A. MASALAH 

Yang menjadi masalah penelitian adalah sistem kepemimpinan di 
pedesaan Indonesia. Dalam pendekatannya, desa dilihat sebagai suatu 
satuan sosial yang merupakan satuan kebudayaan dengan coraknya yang 
tersendiri dan merupakan s:ilah s~.tu unsur dari sistem jaringan admi­
nistrasi, 'ekonomi, politik, dan sosial, yang pusatnya 'terdekat adalah 
kota kecamatan. Melalui sistem-sistem jaringan tersebut, pengaruh 
sistem nasional (kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial) memasuki 
dan memberi corak pada kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat 
desa setempat. 

Sistem kepemimpinan akan dilihat sebaga1 suatu perwujudan dari 
pelaksanaan sistem politik yang berlaku dalam masyarakat setempat, 
dan sistem politik akan dilihat sebagai hasil perwujudan, atau perangkat­
perangkat model-model pengetahuan yang digunakan unhik menang­
gapi berbagai masalah dan gejala yang berkaitan dengan pengaturan tata 
kehidupan manusia, dari kebudayaan masyarakat setempat. Sistem ke­
pemimpinan yang operasionalisasi kegiatan- kegiatannya dilakukan 
melalui struktur kepemimpinan, yang merupakan sebagian dari struktur­
struktur dalam sistem politik yang berlaku setempat, menciptakan 
adanya kedudukan- kedudukan a tau jabatan-jabatan yang masing­
masing menjalankan peranan untuk 1nencapai tujuan penataan atau 
pengaturan tata ke!Udupan masyarakat vang be11Sangkutan. 

Secara ideal struktur kepemimpinan ini akan dapat ~rjalan sccara 
eftktif tanpa harus mendapat dukungan dari struktur-struktur sosial dan 
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kekualan lainnya yang ada dalam masyarakal yang bersangkulan. 
Telapi secara aklual slruklur kepemimpinan hanya mungkin dapal ber­
jalan secara efeklif kalau mendapal dukungan dari berbagai sarana dan 
slruklur yang ada dalam masyarakal selempat. Hal ini disebabkan 
karena, kepemimpinan menunlul akumulasi kekualan-kekualan sosial, 
ekonomi, polilik, dan fisik yang secara bersama-sama mewujudkan 
adanya kekuasaan alau kesanggupan unluk menyuruh orang alau 
sejumlah orang lain melakukan sesualu sesuai dengan yang dikehendaki­
nya. Seringkali slruklur kepemimpinan yang ada, yang lerwujud dari 
sislem polilik selempal, lidak menyajikan alau lidak dilengkapi secara 
baik dengan kekualan-kekualan lersebul, sehingga dalam kegialan­
kegialannya harus meminjam dan menggunakan kekualan-kekualan 
yang lerdapal dalam slruklur-slruklur lainnya yang ada dalam 
masyarakal selempal maupun yang berasal dari luar masyarakal 
lersebut. Slruklur-slruklur kekualan yang berasal dari luar masyarakal 
lersebul biasanya lerdapal di pusal jaringan sosial, adminislrasi, 
ekonomi, dan polilik yailu di kola kecamalan ·alau di kola kabupalen. 
Ada beberapa kasus, seperli yang dikemukakan oleh Thamrin Hamdan 
( 1980), sumber-sumber kekualan lersebul bukan hanya yang berasal dari 
kola kecamalan dan kola kabupalen, lelapi juga dari ibukola propinsi 
dan dari Jakarla(ibukola negara). 

Dengan demikian, corak sislem kepemimpinan di pedesaan di 
Indonesia lerlihal sebagai hasil perwujudan dari inleraksi unsur-unsur 
yang menjadi landasan kekualan sosial, politik, dan fisik dari kepemim­
pinan itu dalam mengatur tala kehidupan masyarakatnya yang sum­
bernya berasal dari masyarakal desa yang bersangkutan dan dari kola. 
Ruang lingkup sasaran masalah penelitian lersebut dapat dilihal sebagai 
sama dengan model yang dikembangkan oleh Redfield ( 1941, 1953, 
1955) yang melihat hubungan antara kota dengan desa sebagai hubungan 
anlara dua macam struktur sosial yang prosesnya berjalan lerus 
menerus. 

Berdasarkan uraian dan lalar belakang masalah lentang sislem ke­
pemimpinan seperti yang dikemukakan di atas, maka permasal;1han 
sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan dapat dirumuskan 
sebagai b~rikut: 

"Sejauh mana jaringan kebudayaan, ekonomi, politik dan sosial 
berpengaruh terhadap sistem kepemimpinan di dalam masyarakat di 
pedesaan Indonesia pa& liO\Qmnya alau di pedesaan daerah Sumatera 
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' Baral pada khususnya dalam kaitannya dengan struktur sosial kola 
dan desa" . 

B. TU JUAN 

Adapun tujuan dari inventarisasi dan dokumentasi ini adalah agar 
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Dikbud , Republik 
Indonesia mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan u'ntuk 
k_eperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan 
masyarakat. 

Rumusan tersebut mengandung hal yang bersifat umum dan 
bersifat khusus yang sekaligus dapat menjadi tujuan umum dan tujuan 
khusus atau tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari inventarisasi 
dan dokurnentasi kebudayaan ini . 

I. Tujuan Jangka Pendek alau Tujuan Khusus 

Mengumpulkan dan menyusun laporan/naskah "Sistem Kepemim-, 
pinan di dalam Masyarakat Pedesaan". Naskah atau laporan tersebut 
mengungkapkan masalah kepemimpinan dihubungkan dengan politik, 
ekonomi, sosial dan budaya. 

2. Tujuan Jangka Panjang alau Tujuan Umum 

Tujuan jangka panjang ini bermaksud agar tersusunnya kebijak­
sanaan nasional di bidang kebudayaan yang meliputi pembinaan kebu­
dayaan nasional, pembinaan kesatuan bangsa dan peningkatan keta.: 
hanan nasional. 

C. RUANG LI NGK UP 

I. Maleri 

Bertitik tolak alas corak sistem kepemimpinan di pedesaan di 
Indonesia adalah sebagai hasil perwujudan interaksi aspek-aspek sosial, 
ekonomi, polilik dan fisik dari kepemimpinan yang berasal dari 
masyarakal desa selempal dan dari kola, maka secara hipotesis ditemui 
tiga corak atau tipe kepemimpinan di pedesaan Indonesia yaitu: 

a. Sistem kepemimpinan tradisionalnya kuat dan mendominasi 
berbagai . struktur dan kegialan polilik yang berlaku dalam 
masyarakal desa. 

b. Sistem kepemimpinan lradisional dan kepemimpinan yang 
berasal dari sislem adminislrasi polilik nasional sama-sama 
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kuatnya dan secara bersama-sama merupakan suatu satuan · 
yang mengatur tata kehidupan dalam masyarakat desa. 

c. Sistem kepemimpinan yang bersumber pada sistem administrasi 
politik nasional .kuat dan mendominasi bidang-bidang dan 

. kegiatan-kegiatan politik dalam kehidupan masyarakat di desa, 
sehingga sistem kepcmimpinan tradisional terkesampingkan· dan 
tidak berf ungsi lagi. 

Berkenaan dengan tiga sistem kepemimpinan pedesaan yang 
menjadi obyek penelitian ini mencakup banyak dimensi atau variabel 
yang berhubm:1gan den'gan bidang politik, sosial, ekonomi, agam~, dan 
pendidikan seperti, sistem administrasi politik, tingkat pemahaman 
masyarakat tentang asas dan program organisasi politik, sistem dan 
.hubungan kekerabatan, sistem nilai dan harga, pengorganisasia:n ke­
giatan ekonomi, peredaran uang dan barang, sistem pengorganisasian 
kegiatan-kegiatan keagamaan, tingkat pengamalan dan penghayatan 
keagamaan masyarakat, sistem kepemimpinan pendidikail, kurikulum 
dan penyelenggaraan sekolah dan variabel-variabel lainnya yan~ 

menyangkut kelima bidang tersebut di atas. 

Kai;ena terbatasnya tenaga, dana dan fasilitas yang dimiliki, maka 
dalam penelitian atau inventarisasi dan dokumentasi sistem kepemim­
pinan ini ruang lingkup penelitian hanya mencakup keterangan­
keterangan yang berkaitan dengan: 
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a. Corak kebudayaan dan masyarakat desa yang diteliti. 
b. Sistem kekerabatan dan kel.ompok-kelompok kekerabatan. 
c. Sistem admlnistrasi politik di desa dan struktur kepemimpinan­

.nya. 
d. Agama, sistem pengorganisasian kegiatan-kegiatan keagamaan, 

dan struktur kepemimpinan pelak.sanaan kegiatan-kegiatan 
keagamaan. 

e. Sistem ekonomi, pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi, 
dan struktur kepemimpinan kegiatan-kegiatan ekonomi 
terse but. 

f. Tokoh-tokoh dalam masyarakat yang mempunyai kesanggupan 
untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau yang 
mempunyai pengikut-pengikut. _ 

g. Hubungan-hubungan kekerabatan, sosial, ekonomi, .dan politik 
diantara tokoh-tokoh masyarakat. 

h. H ubungan tokoh- tokoh tersebut dengaf! pejabat/ pejabat-pe­
jabat di kantor kecamatan, kantor kabupaten, dan kantor 



gubernuran, atau dari kantor-kantor lainnya; melalui jalur-jalur 
hubungan kekerabatan, sosial, ekonomi, dan kepartaian/Gol­
kar. 

i. Cara-cara pengangkatan/penunjukan lurah; dan dalam kebijak­
sanaan yang berhasil dan yang tidak berhasil dilaksanakan lurah 
atau kepala desa hanya berpegang pada kekuatan administrasi 
politik nasional yang diembannya, hanya dengan kompromi 
dengan keputusan- keputusan kebijaksanaan dari tokoh-tokoh 
masyarakat/ pemimpin tradisional, atau lainnya. 

2. Operasional 

Ditemui kenyataan di lapangan, desa dalam pengertian Undang­
undang n'omor 5 tahun 1979 belum diterapkan secara sempurna di 
Propinsi Sumatera Barat disaat penelitian ini berlangsung. Dengan kata 
lain dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut baru 
dalam proses transisi. Artinya telah ditetapkan desa-desa . menurut 
undang-undang dimaksud tetapi proses pemilihan Kepala Dcsa belum 
terlaksana sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1979. Di samping 
itu Lembaga Musyawarah Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa 
belum seluruhnya terealisir. Dengan demikian sistem kcpemimpinan 
desa sukar untuk diteliti karena belum lengkap strukturnya dan aparat­
aparatnya. 

Sehubungan dengan ini " Nagari " yang merupakan unit pemerin­
tahan terendah di bawah kecamatan yang disebut Desa dalam PrQpinsi 
Sumatera Baral sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1979 dijadikan 
sebagai sasaran operasional dalam penelitian ini. Seiring dengan itu 
dilihat dari kacamata adat Minarigkabau "Nagari" adalah merupakan 
suatu komunitas etnis yang terkenal dengan sebutan "adal salingkuang 
nagari" atau adat selingkung negari yang artinya negari atau desa 
dimaksud merupakan satu kesatuan hukum adat. 

Dihubungkan dengan ruang lingkup materi penelitian seperti di­
ungkapkan pada bagian terdahulu maka keterangan-keterangan atau 
informasi yang diperlukan atau dijaring dalam penelitian ini diharapkan 
dapat dipero,leh dari sebuah "Negari" (Desa) secara lengkap dan 
menyeluruh. 

Dengan demikian, sebuah desa akan dilihat sebagai satuan sasaran 
penclitian. Untuk sebuah propinsi akan diteliti dua buah desa secara 
mendalam. Dua desa itu dalam satu kecamatan tetapi bukan kecamatan 
dalam wilayah kota Administratif atau kotamadya. Pilihan atas desa 
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yang akan dilelili yailu desa yang lerlelak di kola kecamalan, di mana 
jaringan komunikasi sudah lerbuka. Sebuah desa lagi diambil yang 
lelaknya jauh dari kola kecamalan, di mana jaringan komunikasi di desa 
tersebul masih lerlulup '. 

Didasarkan alas ruang lingkup operasional ini maka "Negari" alau 
desa yang lerpilih sebagai <?byek alau sasaran penelilian ini adalah: 

a . Negari Suliki yang lerlelak diibu kecamalan Suliki Gunung Mas 
Kabupalen 50 Kola. 

b. Negari Mahal yang lerlelak di daerah pinggir bagian Ulara 
Kecamalan Suliki Gunung Mas Kabupalen 50 Kola. 

D. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH 

I. Populasi 

Menurul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) 
Tingkal I Sumalera Baral pada lahun 1981 di Propinsi Sumalera Baral 
lerdapal 14 daerah lingkal II yang lerdiri dari JOO kecamalan dengan 562 
Negari alau Desa (sebelum berlakunya Undang-undang nomor 5 lahun 
1979). 

Menurul BAPPEDA Tk. I Sumalera Baral Dalam Buku Sumalera 
Baral Dalam Angka Tahun 1981, dilelapkan jumla_h Desa/Kelurahan di 
daerah ini 3518, terdiri dari"Jl 12 Desa dan 406 Keli.Jrahan sesuai dengan 
rtraksud yang diatur dalam UU No. 5 lahun 1979 lenlang Pemerinlahan 
Desa. 

Seperti lelah disinggung pada bagian lerdahulu penerapan peme­
rinlahari desa menurul undang-undang ini karena masih dalam lransisi 
dan perorientasi kepada kepemimpinan pedesaan dalam pengertian adal 
Minangkabau yakni "adat salingkuang nagafi" atau "Negari" sebagai 
suatu kesaluan hukum adal, maka desa sebagai obyek kepenelitian ini 
adalah dalam arli negari yang jumlahnya sebanyak 562 negari . 

2. Kerangka Sampel 

Sepanjang informasi yang diperoleh dan berdasarkan pengamatan 
tim peneliti aspek sistem kepemimpinan dalam masyarakal pedesaan 
Sumatera Baral lernyata dari 77 kecamalan yang ada dalam daerah 
kabupalen (8 kabupaten) di propinsi ini 29 alau 380/o diantaranya 
mempunyai satu atau dua "Negari" dalam masing-masing kecamatan 
tersebut relatif masih tertulup jaringan transporlasi atau komunikasinya 
di daerah tersebut. 
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Jika diperhatikan secara teliti tingkat ketertutupan desa-desa dalam 
29 kecamatan dimaksud tidaklah begitu berbeda secara berarti 
maksudnya "Negari-negari" at au Desa tersebut belum dijangkau oleh 
kendaraan bermotor roda em pat, kecuali beberapa nagari/ desa yang 
baru sejak awal tahun anggaran J 983/ 1984 telah mulai ditempuh 
kendaraan bermotor roda em pat walaupun masih berupa rintisan. 

Patut pula dikemukakan bahwa desa-desa yang relatif tertutup ini 
pada umumnya dapat dibagi atas tiga kelompok besar ditinjau dari segi 
letaknya dari ibukota propinsi. Tiga kelompok desa tersebut adalah: 

a. Letak relatif sangat jauh dari ibukota propinsi . 

b. Lctak atau jaraknya sedang dari ibukota propinsi. 

c. Letak dan jaraknya relatif dekat dari ibukota propinsi . 

Mengingat keadaan yang demikian dan dikaitkan pula dengan 
terbatasnya tenaga, fasilitas dan dana yang tersedia maka dipilih daerah 
yang menjadi obyek penelitian ini secara purposive yaitu Kecamatan 
Suliki Gunung Mas di Kabupaten 50 Kota yang berjarak sedang dari 
ibukota Propinsi Sumatera Baral. Adapun desa yang akan diteliti 
dengan mempedomani ruang lingkup operasional yang telah digariskan 
se~lumnya adalah : 

a. Negari/Desa Suliki yang terletak diibukota kecamatan dengan 
jaringan transportasi/ komunikasi yang sudah la near atau 
terbuka. 

b. Negari/ Desa Mahal yang terletak ± 25 km dari ibukota keca­
matan dengan jaringan transportasi/ komunikasi yang masih 
kurang lancar atau tertutup. 

3. lnforman dan Responden 

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini selain dari mem­
pelajari bahan kepustakaan yang ada juga dikumpulkan informasi/ data 
dari para informan kunci dan responden kepala-kepala keluarga. 

a. Inf orman kunci 

Yang dimaksud dengan informan kunci disini adalah para nara 
sumber yang diduga benar-benar memahami materi atau masalah yang 
tercakup dalam penelitian sistem kepemimpinan di dalam masyarakat 
pedesaan ini. Nara sumber tersebut terdiri dari antara lain, pemimpin­
pemimpin pemerintahan di desa, tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin 
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masyarakat seperti ninik, mamak, cerdik pandai dan alim ulama, baik 
yang tergabung dalam suatu organisasi maupun tidak . Tokoh-tokoh 
atau pemimpin masyarakat ini di Sumatera Baral dinamakan "tungku 
tigo sajarangan" atau "tali tigo sapilin" ( tiga tungku sejarangan atau 
tiga tali · sepilin) artinya adalah tiga unsur pimpinan utama dalam 
masyarakat Minangkabau sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. 
Apabila ketiga pimpinan ini sudah semufakat tentang sesuatu, biasanya 
semua gagasan atau rencana yang akan dijalankan akan diterima atau 
dilaksanakan oleh warga negari yang dalam masyarakat Minangkabau 
dinamakan anak kemenakan. 

Di samping itu. para informan kunci ini juga terdiri dari pemimpin­
pemimpin organisasi baik politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pen­
didikan. Pengambilan informan kunci ini juga mempertimbangkan ke­
lompok generasinya yaitu mewakili generasi muda dan generasi-generasi 
sebelumnya: begitu j.uga yang mewakili kaum wanita . . 

Bertolak dari pengkategorian informan kunci seperti dikemukakan 
di atas maka telah dipilih sebanyak 100 orang informan dengan perin­
cian sebagai berikut: 

Jenis /nforman Suliki Ma hat Jumlah 

I). P~impin peinerintahan 14 n 25 
2). Pemimpin bidang organisasi sosial 8 8 16 
3). Pemimpin bidang organisasi 

ekonomi 8 8 16 
4) ·remimpin bidang organisasi 

agama JO 12 22 
5). Pemimpin bi dang · organisasi 

pendidikan JO 7 17 
6). Pemimpin bidang organisasi 

politik 2 2 4 
Jumlah 52 48 ]()() 

b. Responden 

Yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah 
kepala keluarga. Menurut catatan yang diperoleh pada Kant9r Carnat 
Suliki Gunung Mas dan Kantor Kepala -Negari/Desa.di kedua daerah irii 
jumlah kepala keluarga pada masing-masing Negari/Desa adalah 
sebagai berikut : 
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I). Negari/Desa Suliki 
2). Negari/Desa Mahal 

Jumlah 

555 KK 
1385 KK 

1940 KK 

Karena lerbalasnya lenaga, fasili1as dan waktu yang tersedia jumlah 
kepala keluarga yang akan dijadikan responden lidaklah seluruh kepala 
keluarga yang ada di kedua negari/ desa ini. Unluk ilu dilarik sampel 
dengan ketentuan sebagai berikul : 

I). Sampel diambil 5% dari negari/desa yang jumlah kepala ke­
luarganya di alas 1000 orang. 

2). Sampel. diambil 10% dari negari/desa yang jumlah kepala ke­
luarganya di bawalt 1000 orang. 

Karena pada kedua desa ini klas·ifikasi sampel meliputi kedua 
kalegori dimaksud, maka jumlah responden pada masing-masing desa 
adalah : 

I) . Negari/Desa Suliki 
2). Negari/ Desa Mahal 

Jumlah 

55 orang 
70 orang 

125 orang 

Perincian jumlalt responden pada masing-masing negari atau daerah 
penelitian ini seperti terlihat pada halaman 12 berikut ini. 

Karena kepala keluarga dalam kedua negari/ desa ini mempunyai 
mata pencaharian yang sating berbeda yaitu bertani, berdagang, pegawai 
negeri, bertukang dan jasa lainnya, maka pada setiap strata mata penca­
harian iniditarik sampel sebanding sehingga responden sampel ini benar­
benar mendekati sampel yang representation. Berdasarkan hat tersebut 
maka jumlah responden menurut mata pencaharian di kedua ,iegari/ 
desa ini seperH berikut ini . 

Mata pencaharian Suliki Ma hat Jumlah 

I) . Tani 30 47 77 
2) . Dagang 5 5 10 
3). Pegawai 10 5 15 
4) . Tukang 6 5 11 
5). Jasa lainnya 4 8 12 ---

Jumlah 55 70 125 
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JUMLAH RESPONDEN, KEPAl,A KELUAR<;A DAN 
Pt:NYEBARAN Pt:NDUDUK 

Desai Jumlah 
Kele-

No. 
Negari 

Jorong • Res- rangan 
Penduduk K.K. ponden 

I. Suljki I. Suliki Pasar 495 99 10 Respon- · 
2. Suliki Baruh 468 94 10 den 100/o 
3. Alas Kolo 321 64 6 
4. Padang Lawas 349 70 7 
5. Jariangau 308 61 6 
6 . Taratak 358 72 7 
7. Sarik 308 61 6 
8. Guguk Palano 170 34 3 

2.777 555 55 

2. Mahal I. Koto Gadang 915 183 9 Respon-
2. Sunga Tanjung 617 123 6 den 50/o 
3. Koto Tinggi 1.937 387 20 
4. Ronah 968 194 10 
5. Sopan lanah 571 114 6 
6. Sopan gadang 337 67 3 
7. Nenan 312 62 3 
8. A. Gadang I 411 82 ~ 
9. A. Gadang 11 563 113 6 

10. Aur Duri 298 60 3 

6.929 1.385 70 

2 18 9.706 1.940 125 

Keterangan: 

• Jorong bcrdasarkan Keputusan Mendagri No. 4 Tahun 198 L 
dirubah stalusnya menjadi Desa dalam rangk~ penerapan UU No. 5 
tahun 1979 lenlang Pemerintahan Desa. 
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4. Teknik Penlumpulan Dalal lnformasi 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode: (a) 
pengamatan; (b) wawarn:ara, dan (c) studi dokumentasi. Dalam studi 
dokumentasi Tim penelitian mempelajari berbagai dokumen-dokumen 
( surat-surat keputusan, perjanjian- perjanjian, surat-surat perintah, 
surat-surat kabar dan lain-lain yang terwujud dalam bentuk catatan 
tertulis) yang berkaitan dengan desa dan masalah penelitian di desa 
tersebut; baik yang secara langsung ada kaitannya maupun yang secara 
tidak langsung. 

Dalam metode pengamatan, dua macam metode yang dilakukan, 
yailu: 

a. Metode pengamatan biasa yang bertujuan untuk memperoleh 
berbagai keterangan dengan menggunakan kaca mata peneliti 
yang telah di- filter oleh masalah penelitiannya. 

b. Metode pengamatan terlibat yang bertujuan untuk memper-oleh 
berbagai keterangan yang makna keterangan tersebut sesuai 
dengan makna yang diberikan oleh informan terhadap 
keterangan yang dimaksudkan. 

Sedangkan dalam metode wawancana, peneliti akan menggunakan 
dua macam metode, yaitu : 

a. Wawancara bebas, yang tujuannya adalah untuk memperolch 
ketcrangan yang sifatnya informal atau tidak resmi, yang biasa­
nya terwujud dalam pembicaraan-pembicaraan yang santai 
(ngobrol). Dalam setiap kegiatan wawancara dalam ruang dan 
waktu yang berbeda-beda. Tim pencliti tidak mcmpersiapkan 
f asilitas wawancara. Namun dcmikian dipersiapkan sebuah pe­
doman wawancara sehingga keterangan-ketcrangan yang ingin 
dipcrolch dapat dijaring.-

b. Wawancara berstruktur, yang bertujuan untuk memperoleh 
keterangan-keterangan yang khusus yang berkaitan dengan 
masalah pcnelitian dan disusun dalam bentuk kuesoiner seperti 
terlampir pada bagian belakang naskah ini. 

5. Jen is Data YBRK Dikumpulkan 

Pada umumnya data/ informasi yang dikumpulkan dalarn penelitian 
ini dibagi alas tiga golongan besar yaitu : 

a. Data/informasi mengenai keadaan desa dan isinya serta kondisi 
lingkungan dan sosial desa. 
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b. Data/inform,asi mengenai sejarah desa. 

c. Data/informasi tentang kehidupan sosial. 

Materi atau variabel yang akan dijaring pada setiap klasifikasi data 
tersebut adalah seperti di bawah ini. 

Ad.a. Data/informasi mengenai keadaan desa dan isinya serta kondisi 
lingkungan dan sosial desa. 
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I). Keadaan fisik dan lokasi desa(tipologi). 

2). Sistem administrasi desa dan pembagian wilayah-wilayah-
nya. 

3). Pusat-pusat kegiatan ekonomi (pasar, toko dan sebagainya) 
dan sosial ( tempat- tempat pertemuan dan hi bu ran). 

4). Penggolongan-penggolongan wilayah desa (termasuk juga 
ba~agian-bahagian desa) menurut usia didirikannya (se­
belum dan sesudah perang kemerdekaan). 

5). Berbagai perbaikan desa yang telah dilakukan oleh peme­
rintah selama Pelita I, II, III. 

6). Mencatat seluruh angka-angka mengenai keadaan sosial, 
ekonomi, dan kependudukan dari desa yang diteliti. 

7). Mencatat seluruh data mengenai desa yang diteliti dan Ke-­
negarian serta wilayah-wilayahnya. Begitu juga mencatat 
macarn-macam pengumuman kepemimpinan masyarakat 
desa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa. kepada 
wilayah di bawahnya mengenai berbagai kegiatan di desa 
terse but. 

8). Membuat peta desa, wilayah (propinsi) setempat yang di­
dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut: 

a). Jalan-jalan/lorong-lorong (macam, keadaan dan tipe/ 
kelas). 

b). Selokan-selokan dan stin¥ai-sungai berikut jembatan. 
c). Penyebaran Perumahan Penduduk. 
d). Rumah-rumah; 

e). Tempat-tempat beribadat, sekolah, kantor, gardu Han­
sip/ ronda/ gedung pertemuan perkumpulan. 

f). Tempat-tempat berjualan seperti pasar, toko, warung, 
kios, dan tempat penjaja makanan. 



g). Tempat ngobrol/berkumpul/hiburan bagi penduduk 
desa pada umumnya maupun k~usus bagi Bapak­
~apak, ibu-ibu, orang tua (bapak/ibu), pemuda­
pemudi, anak-anak bermain. 

Semuanya dilakukan dengan ; mengamati, mewawancarai 
pejabat pemerintah yang berwenang dan melakukan studi ke­
pustakaan/ data yang ada di kecamatan. 

Ad.b. Data/informasi mengenai sejarah desa. 

I). Siapa atau siapa-siapa pendiri pertama desa tersebut. 

2). Asal mereka, maia pencaharian, apa yang mereka lakukan 
di tempat tersebut, kapan, dan bagaimana proses perkem­
bangannya hingga sekarang. 

3). Proses perubahan kondisi fisik dan lingkungan pemukiman 
desa dari mula berdirinya hingga sekarang, siapa yang 
berperan. 

Ad.c. Data/lnformasi tentang kehidupan sosial. 

l).Jumlah dan komp0sisi penduduk (termasuk mobilitas dan 
suku bangsa) . 

2). Mata pencaharian pada umumnya. 
3).Kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari yang biasa mereka la­

kukan secara umum. 
4).Corak hubungan-hubungan sosial diantara sesama warga 

desa dengan tetangga. 
5).Macam-macam perkumpulan sosial yang ada (arisan, 

kematian dan sebagainya) dan organisasi Olahraga, Ke­
senian, Pemuda. 

6). Hal-hat yang biasanya yang menjadi sumber konflik 
diantara sesama warga. 

7).0rang-orang/tokoh-tokoh yang biasanya menjadi pe­
nengah dalam konmk; dan kedudukan sosial efonomi 
mereka dalam masyarakat desa. 

8).Up~ara-upacara keagamaan dan upacara-upacara rituil 
lain yang masih dilakukan, siapa biasanya yang berperan. 

9).Kesenian yang ada dan organisasinya. 

10). Peranan dan kcikutsertaan dalam masyarak~t. 
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6. Pen2olahan dan Analisa Data/lnformasi 

Untuk diperolehnya penemuan-penemuan dan kesimpulan-kesimpulan 
dalam ~nelitiarl ini semua data dan informasi yang telah di,kumpulkan 
diolah sedemikian rupa dengan menggunakan analisa-anatisa statistik 
des.kriptif dan pengelompokannya sesuai dengan kebutuhan penelitian 
sistem kepemimpinan dalam masyarakat perdesaan ini. 

Hasil pengolahan data tersebut diinterpretasikan dan dibandingkan 
dengan data/informasi sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi/ 
kepustakaan yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian akan diper­
oleh kesimpulan-kesimpulan yang akan dijadikan bahan dalam peffi.. 
bahasan dan rekomendasi penelitian. Tidak itu saja dalam merumuskan 
kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi yang diusulkan juga dikaitkan 
dengan hasil pengamatan tim penelitian di lapangan yang dijalin secara 
sistematis dan rasional diantara kedua negari/ desa yang diteliti. 

7. Sislem Penulisan l.aporan 

Sistem t>enulisan laporan ini adalah didasarkan alas petunjuk yang 
disusun dan disampaikan oleh Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi 
Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta dan Direktorat Sejarah dan Nilai 
Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan yang diberikan secara khusus dalam pekan penataran 
tenaga peneliti/penulis kebudayaan daerah seluruh Indonesia yang telah 
diadakan sebelum penelitian ini berlangsung. 

Sistem penulisan yang dipakai adalah sistem penulisan untuk satu 
suku b<t:ngsa dengan mempedomani organisasi atau kerangka laporan 
sebagai berikut : 

Bab I. P E N DA H U L U A N 

A. Masalah 
8. Tujuan 
C. Ruang Lingkup 
D- Pertanggungan Jawab llmiah 

Bab 11. I D E N T I F I K A S I 

A. Lokasi 
8. Penduduk 
C. Sejarah Pemerintahan Desa 
D. Latar Belakang Sosial 8udaya 
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Bab 111. GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MA­
SY ARAKAT PEDESAAN 
A. Organisasi Pemerintahan Desa 
8. Sistem Kepemimpinan 

· · Bab IV. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PE-
DESAAN DI Bl DANG SOSIAL 
A. Organisasi dalam Kehidupan Sosial 
8. Sistem Kepemimpinan 
C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan dalam 8idang Sosial 

dalam Masyarakat 
Bab V. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PE-

DESAAN DI BIDANG EKONOMI 
A. Organisasi dalam Kegiatan Ekonomi 
8. Sistem Kepemimpinan 
C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Ekonomi 

dalam Masyarakat. 

Bab VI. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PE­
DESAAN DI 81DANG AGAMA 
A. Organisasi dalam Kegiatan Keagamaan 
8 . Sistem Kepemimpinan 
C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Agama 

dalam Masyarakat 

Bab VII. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PE­
DESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN 
A. Organisasi dalam Kegiatan Pendidik~n 
8. Sistem Kepemimpinan 
C. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Pendidikan 

dalam Masyarakat · 

Bab VIII. 8E8ERAPA ANALISA 

A. Pengaruh Kebudayaan terhadap Sistem Kepe.nimpinan di 
Pedesaan 

8. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan dengan 
Sistein Administrasi Politik Nasional 

C. Sistem Kepemimpinan Pedesaan dalain Pembangunan 
Nasional 

BJBLJOORAFI 
LAMPI RAN 
INDEKS 
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BAB II 

IDENTIFIKASI 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi yang dapat diperguna­
kan untuk memahami gambaran umum dan pota kepemimpinan datam 
masyarakat pedesaan Sumatera Baral pada bagian ini akan diungkapkan 
hat-hat yang berhubungan dengan desa sasaran penelitian ini sebagaima­
na dik-emukakan dalam bagian pendahuluan yaitu desa yang relati f Ian­
car sistem komunikasi/transportasinya dan desa yang masih ~t di­
nyatakan sebagai "daeroh tertutup" karena belum dija?~au oleh ken­
daraan bermotor roda empat yang mantap dan kontinue serta jaringan 
, transprotasi lain secara mudah seperti sarana transportasi perairan. 

Sebagai pengenalan daerah akan diuraikan secara berturut-turut 
:entang lokasi, penduduk, sejarah pemerintahan desa dan latar belakang 
sosial budaya masyarakat di kedua desa yang menjadi obyek penelitian 
ini. Penggambaran latar belakang daerah ini adalah penting karena 
sistem dan pola kepcmimpinan masyarakat mempunyai hubungan yang 
sangat erat dengan situasi dan kondisi sesuatu daerah. 

A. L 0 I\ AS I 

Sebagaimana telah dinyatakan dalam ruang lingkup pcnelitia11 pada 
bagian terhadutu, desa yang dipitih sebagai sasaran penelitian mi adatait 
Desai Negari Suliki dan Desai Negari Mahal di Kecamatan Sulild 
Gunung Mas, Kabupaten 50 Kota: Kecamatan Suliki Gunung Mas ini 
lterletak sekitar ± t50 km dari ibukota Propinsi Suma&era Barat 
(Padang); sedangkan dari ibukota Kabupaten 50 Kota (Payakumbuh} 
berjarak ± 25 km ke arah ufara. Untuk jelasnya tokasi daerah pcnelitian 

J ini dapat dilihat datam Peta I pada halaman berikut. 

l. Letak Ge6jlrafis 

Secara pasti tidak dapat diperoleh informasi tentang letak astron<>­
mis dari kecamatan dan desa atau daerah penelitian ini. Namun demi­
kian kiranya tidak banyak berbeda dengan tetak astronomis daerah 
Kabupaten 50 Kota yaitu : 0°22'LU - 0°23'LS dal\ 100°16' - 100°51' BT. 
SCdangkan tetak astronomis Propinsi Sumatera Barat adalah 00 54' LU -
3°30' LS dan98°36' BT- 101°53' BT. 

Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota berbatas sebdah : 

Utara dengan Kabupaten Kampar Propinsi 'l{iau 
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dengan Kabupaten Tanah Datar Prop. Sumatera Baral 
dengan Kabupalen Kampar Propinsi Riau 

Sela tan 
Timur 
Ba rat dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam Pro­

pinsi Sumatera Baral 

Kecamatan Suliki Gunung Mas berbatas sebelah: 

Utara 
Selatan 
Timur 
Baral 

dengan Kecamatan Kapur IX, Ka bu paten 50 Kola 
dengan Kabupaten Agam 
dengan Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota 
dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman. 

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam Peta 2 pada halaman berikut. 

Seiring dengan ini perlu pula dikemukakan bahwa letak geografis 
kedua desa/ negari penelitian ini adalah berbatas sebelah: 

a. Desa/Negari Suliki 

Utara dengan Negari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki Gu­
nung Mas. 

Selatan dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten 
Agam. 

Timur dengan Negari Limbanang, Kecamatan Suliki Gunun¢ 
Mas dan Negari K ubang Kecamatan Guguk. 

Baral dengan Negari Kurai Kecamatan Suliki Gunung Mas. 

b. Desai Negari Mahal 

Utara dengan Kecamatan Kapur IX 
Selatan dengan Negari VII Koto Talago Kecamatan Guguk ser­

ta Nagari Guntung dan Nagari Koto Tangah 
Kecamatan Suliki Gunung Mas. 

Timur dengan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kab. 50 K0-
ta dan Nagari Talang Maur Kecamatan Guguk . 

Baral dengan Negari Baruh Gunung Kecamatan Suliki Gu­
nung Mas. Untuk jelasnya dapat dilihat pada 
Peta 3 dan Peta 4 pada halaman selanjutnya. 

2. Keadaan Alam 

Kecamatan Suliki Gunung Mas mempunyai luas ± 62.942 ha dian­
taranya terdapat dataran tinggi seluas 7611/o dari luas seluruhnya dan 
dataran rendah seluas 240/o . Topografi kecamatan ini sebagian besar 
mempunyai bentangan alam yang bergelombang dan sebagian lainnya 
merupakan dataran rendah dan dataran tinggi. 
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Di kecamatah ini terdapat beberapa sungai yaitu : Batang Sinamar. 
Datang Mahal, Batang Karimun dan Batang liki. Batang Sinamar dan 
Datang Mahal berhulu sendiri-sendiri. Batang Sinamar mengalir ke 
Timur menjadi Batang Kuantan dan lndragiri bermuara ke Sela! 
Malaka. Datang Mahat mengalir ke Timur menjadi satu dengan Datang 
Kampar yang juga bermuara ke Selat Malaka, sedangkan Datang 
Karimun mengalir kearah Baral dan melintasi Kabupaten Pasaman dan 
bermuara ke Lautan Hindia. Datang Liki merupakan anak dari Datang 
Sinamar menyatukan diri di Desa/Negari Sungai Rimbang yan!? tidak 
berapa jauh dari Negari Suliki. 

Sejalan dengan itu dapat pula dikemukakan bahwa pada sebagian 
daerah ini terdapat hutan-hutan yang lebat terutama di Desa/Negari 
Mahal, Kolo Tinggi, Baruh Gunung, Pandam Gadang, dan Kurai. Di 
nagari-nagari ini terdapat hutan "simpanan negara". Umumnya hasil 
hutan yang banyak ditemui di daerah ini adalah kayu banio yang baik 
untuk bahan bangunan. Pada sebagian daerah perbukitan terdapat 
tanah atau bukit yang kritis yang pada saat ini telah dilaksanakan rebo­
isasi dan tanaman penghijauan . 

Keadaan iklim dan musim sepanjang tahun adalah sedang bagi 
daerah di dataran rendah seperti Negari/ Desa Limbanang, Mahal, 
Sungai Rimbang, Suliki, dan Kurai, sedangkan di desa-desa lainnya 
berhawa dingin karena terletak di daerah dataran tinggi. 

Sebagian besar daerah Kecamatan Suliki Gunung Mas ini adalah 
merupakan daerah yang cukup subur sama halnya dengan daerah­
daerah dalam Kabupaten 50 Kola lainnya. Di daerah perbukitan, baik 
ditanami dengan tembakau terutama di Desai Negari Danjar Lawas, 
Kolo Tengah, Sungai Naning, Baruh Gunung, Pandam Gadang, dan 
Suliki. Tembakau yang terkenal di daerah ini adalah tembakau Saut di! 
Desa/Negari Suliki, tembakau Guntung dan t~mbakau Padang Langang .. 
Di Desa/Negari Pandam Gadang terdapat jenis tembakau yang dinama­
kan "tembakau Batu Putih ". Hasil tembakau di kecamatan ini terkenali 
di luar daerah dengan nama "tembakau Payakumbuh". Selain dari tem­
bakau, di kecamatan _ini banyak pula dihasilkan kopi, gambir, kelapa,• 
dan daerah ini juga terkenal penghasil padi. 

Berkaitan dengan daerah penelitian ini dapat pula dikemukakan 
bahwa·Desa/Negari Suliki luasnya adalah ± 5.200 ha (8,260/1) dari luas 
Kecamatan Suliki Gunung Mas dan Desa/Negari Mahal luasnya 16.380 
ha (26,020/o) dari luas kecamatan ini. Desa/Negari Suliki terletak pada 
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kelinggian .± 514 m dari permukaan laul dan DesalNegari Mahal ~ ~00 

m dari permukaan laul sedangkan Kecamalan Suliki Gunung Mas -t 6'i0 
m di alas permukaan laut. 

Sudah diularakan di muka bahwa Kecamalan Suliki Gunung Mas 
adalah beriklim sedang. Adapun curah hujan di daerah ini termasuk 
Desai Negari Suliki dan Mahal adalah sekitar 1385 - 2249 mm per tahun, 
sedangkan lama hujan atau banyak hari hujan dalam selahun sekitar 124 
- 186 hari. Data ini diperoleh dari Dinas Pertanian Kecamatan Suliki 
Gunung Mas berdasarkan observasi lima lahun terakhir yailu dari lahun 
1977 - 1982 . 

Sama halnya dengan daerah Kecamalan Suliki Gunung Mas lainnya 
lopografi kedua desa yang menjadi obyek penelitian ini adalah berge­
lombang atau berbukit-bukit pada sebagian besar daerah dan sebagian 
kecil lainnya merupakan daerah dataran. Kemiringan tanah Desai 
Negari Suliki sekitar 60° - 75°. DesalNegari Mahal antara 40° - 65" , 
sedangkan rata-rata kemiringan tanah Kecamatan Suliki Gunung Mas 
berkisar antara 30° - 75°. 

Sebagai ilustrasi pada halaman yang berikut dapat dilihat folo 
dokumentasi sebagian dari keadaan alam Desa/Negari Suliki (Gainbar 
II.I dan 11.2) dan Desa/Negari Mahat (Gambar 11.3 dan 11 .4) yanµ 
direkam pada waktu penelitiap ini berlangsung sek.itar bulan Juni dan 
Juli 1983 yang lalu. 

Berkaitan dengan keadaan alam ini dapat pula dilaporkan tentang 
tala guna lanah di kedua desal negari ini. Luas sawah di Desai Negari 
Suliki ± 188 ha alau 3,620'/o dari luas daerah seluruhnya sedangkan di 
DesalNegari Mahal lerdapal sawah seluas ± 1200 ha atau 7 ,330/o dari 
luas seluruh daerah ini. Di samping ilu terdapal 469,2 ha legalan alau 
kebun di DesalNegari Suliki alau 9,020'/o dari luas desal negari 
seluruhnya. Adapun di DesalNegari Mahal terdapat pula legalan/kebun 
seluas ± 2148, I ha alau 13 ; II O'/o luas daerah seluruhnya. 

Selain daripada ilu di kedua desalnegari ini lerdapal "hutan 
negara" yang Cl)kup luas yaitu ± 2728,2 ha alau 52,470/o dari luas 
seluruh desalnegari ini, sedangkan di DesalNegari Mahal lerdapat 
hutan negara seluas 9515,5 ha atau 58,090/o dari luas seluruh DesalNe­
gari Mahal ini. Penggunaan lanah lainnya adalah untuk tanah perka­
rangan/ halaman, padang rumpuVpengembalaan, kolarn/tebat ikan dan 
lain-lain . . Untuk jelasnya dalam Tabel. II. I berikut ini dicanlumkan 
secara terperinci lidak saja untuk kedua desal negari yang menjadi obyek 
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Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek /\epemimpinan dalam 
Masyarakat Pedesaan Sumatera Baral Tahun 1983. 

Gambar I/. I. Sa/ah satu JarinRan jalan di Daerah Perhukitan di De.m 
Ne{!.ari Suliki 

Sumber : Foto Dokumentasi Tim Pene/itian Aspek Kepemimpinan 
da/am Masyarakat Pedesaan Sumatera Baral Tahun 1983. , 

Gambar 11.2. Suatu Perkampungan penduduk di daerah dataran tinggi 
don dataran rendah di Jorong Suliki Baruh dalam Desai 
Ne1tari Suliki. 
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Sumber: Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinun 
do/am Masyarakat Pedesaan Sumatera Baral Tahun 1983. 

G,ambar 1/.3. Seba~ian daloran rendah di Desai Ne1:ari Mahal dilihal 
dari puncak bukil Simun ( daerah persawahan rakyat). 

'sumber: Foto Dokumentasi Tim Penelilian Aspek Kepemimpinan' 
do/am Masyarakat Pedesaan Sumatera Baral Tahun 1983. 

Gambar //.4. Sebagian dari daerah perbukilan atau dataran tinggi di' 
Desai Negari Mahal di kawasan dusun K oto Tingg'i. 
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penelilian tetapi juga pada desa/negari lainnya dalam Kecamatan Suliki 
Gunung Mas. 

3. Pola Perkampdn~an 

Berbicara tentang pola perkampungan pada kedua desa/negari ini 
Tim Penelili Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakal Pedesaan 
Sumalera Baral, berpijak atas dua pola atau pokok pikiran mengenai hal 
dimaksud yaitu : 

a. Pola tempal kediaman penduduk desa alau rural setlelemenl 
type yakni memperhatikan penyebaran rumah penduduk desa 
dan membentuk po\a terlentu. 

b. Pola desa alau village type yakni memperhatikan penyebaran 
rumah penduduk desa be~erta lanah pekarangannya. 

Berdasarkan alas kedua pola dimaksud dapat dilaporkan bahwa 
pola tempal kediaman penduduk di kedua desa/ negari ini saling berbeda 
salu sama lain di samping adanya persamaan-persamaan pada daerah­
daerah lertentu. 

I) Polo tempo I kediomon 

a). Desai Negari Suliki 

Dari delapan Jorong atau desa setingkat di bawah negari di 
Desa/Negari Suliki ini, dua jorong diantaranya yaitu 
Jorong Suliki Pasar dan Suliki Baruh penyebaran r~mah 
penduduknya adalah mengelompok atau bertype aimParl 
settlement artinya jarak antara satu rumah kediaman relatif 
dekat. 

Pada enam jorong lainnya penyebaran rumah penduduk 
pada umumnya terpisah-pisah atau ber:ype fragmented 
stelllement. Namun demikian pada tempat-tempat tertentu 
terdapat juga rumah penduduk yang mengelompok tetapi 
jumlahnya relatif kecil dan jarang ditemui. 

Sepanjang pengamatan tim peneliti faktor-faktor yang 
mempengaruhi pola tempat k~iaman penduduk yang 
mengelompok di desa/ negari ini adalah : 

(I) Terdapatnya kawasan tertentu yang meruP;Jkan pusat 
perbelanjaan penduduk atau pasar mingguan di negari/ 
desa ini. 
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~ TABEL 11.1 : PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN SULIKI GUNUNG MAS TAHUN 1983 

N Peka- Padang Tanah 
Tanah Perke-

0 rangan Tengga- rump\lt Kolam/ yan!! Hulan 
Na1ta ri Jumlah Luas Ladanw kayuan bu nan Tanah Luas m halaman Ian/ ren1:t- semcntara Neg a-

Penduduk Saw ah Hu ma Tebar hulan negara/ lain-
0 scki1ar kebun 1tembala lak d~ ra daerah 

r an usahakan 
rakyal swasla nya 

nya 

I. Limbanang 6.632 473 235 520,8 - 68,84 J8,36 32 JOO - - JOO J.548 

2. Sei. Rimbang 2.49J 23J J 14 459,6 - 20,72 16,80 25 300,88 557 - 275 2.000 

3 s u l i k i 2.723 188 124 469,2 - 21 ,J5 J0,93 30 J J43,5 2728,22 - 485 5.200 

4. l<urai J.370 J27 110 261,3 - J 1,78 5,65 25 200,27 I 159 - JOO 2.000 
5. Pd. Gadang 4 .705 286 97 818,3 - 36,89 5,50 29 1750 2927,31 - 450 6.400 
6. Talang Anau 3.478 239 85 701,9 - JJ ,64 6,30 25 1223, J 2109,06 - 379 4.800 
7. l<oto Tinggi 6 .226 600 120 1155,8 - 52,10 6,07 25 900 4041,03 - 500 7.400 

8. Baruh Gunung 5.075 386 63 1021,8 - 46,06 8,05 25 1429 3334,09 - 465 6.778 

9. Sei. Naning 4.407 176 50 822 - 37,05 7,30 40 542,65 - - 325 2.000 
JO. l<oto Tangah 3.189 220 170 633 ,3 - 29,00 9,63 29 1529,6 500,37 - 415 3.536 

11. Banjar Lawas 3.571 308 147 737,8 - 23,26 I I ,55 31 1575 1546,39 510 4.900 

12. Mah at 7.010 1200 185 2148 25 61,51 14,86 34 i400 9) 15,53 - 1796 16.380 

Jumlah 50.867 4.434 1500 9750 25 ' 450 121 350 12.094 28.4t8 - 5.800 62.942 

Sumber : I< an tor Camat dan Diparta Kee. Suliki Gunung Mas 



(2) Terdapatnya kawasan yang reliefnya hampir bersamaan 
pada lokasi tertentu yang menjadi sasaran pcnduduk 
untuk bertempat tinggal. 

(3) Tersedianya s11mber di kawasan tertentu sebagai sumbcr 
daya yang sangat menentukan kelangsungan hidup 
secara layak . 

(4) Di luar Jorong Suliki Baruh dan Suliki Pasar pengc­
lompokan tempat kediaman penduduk tersebut dise­
babkan pengaruh yang kuat dari sistem kekerahatan 
yang berlaku pada daerah bersangkutan ( sistem Ke­
kerabatan Minangkabau). 

Patut dikemukakan bahwa di Jorong Suliki Pasar dan 
Suliki Baruh ini penduduknya relatif telah banyak 
bercampur karena mirip dengan "desa urhan" yang 
terdapat di daerah pedesaan. Tegasnya sistem kekera­
batan disini kebanyakan telah mengarah kepada sistem 
kekerabatan dalam pengertian luas atau tidak begitu 
terikat dengan keluarga batih. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola tempat kediaman 
penduduk yang terpencar-pencar pada enam jorong di 
Desa/Negari Suliki ini adalah : 

(I) Pada umumnya daerah tersebut bertopografi kasar be­
rupa pergunungan a tau perbukitan ( Bukit Guguk Pa­
lano, Bukit Kondung, dan Bukit Kamang). 

(2) Pada sebagian daerah terdapat permukaan air yang 
dangkal atau anak-anak sungai yang memungkinkan 
penduduk memperoleh air bersih secara mudah se­
hingga perumahan penduduk dapat didirikan dengan 
pemilihan tempat yang relatif bebas. 

(3) Kesuburan lahan yang relatif berbeda antara suatu 
kawasan dengan kawasan lainnya sehingga penduduk 
memencar mencari lahan yang subur. 

(4) Faktor keamanan di desa/negari .,ini :relatif baik atau 
tidak ditemui gangguan-gangguan keamanan baik dari 
binatang buas atau gangguan lainnya sehingga pendu­
duk cukup berani berten1pat tinggal secara menyebar. 

31 



32 

Sebagai ilustrasi di bawah ini dapat dilihat tempat 
kediaman penduduk di Jorong Alas Kolo Suliki dan Jorong . 
Suliki Pasar. Umumnya di jorong atau di desa ini rumah­
rumah pemukiman penduduk berdiri secara mengelompok 
mengikuti jalur jalan dan di daerah lereng perbukitan yang 
mudah diperoleh sumber air bersih seperti mata air dan 
sebagian kecil air bersih ini bersumber dari aliran sungai 
yang juga terdapat di daerah ini. 

Penyebaran Pemukiman Penduduk di Negari Suliki dapat 
dilihat dalam Peta 5 pada halaman 34. 

b). Desai Nel{ari Mahal 

Sama halnya dengan Desa/Negari Suliki pola tempat 
kediaman penduduk Negari/ Desa Mahal sebagian besar 
adalah terpencar-pencar atau bertype fral{menled sell/e­
ment. Dari sepuluh jorong yang ada delapan diantaranya 
tempat kediaman penduduk bertype fragmented settlement 
ini. Ha~ya dua dari jorong dimaksud yaitu Jorong Ronah 
dan Koto Tinggi yang pola pemukiman penduduknya 
bertype mengelompok atau compact selllement. Walaupun 
pada beberapa daerah tertentu yang jumlahnya relatif kecil 
di delapan jorong lainnya juga terdapat tempat kediaman 
penduduk yang mengelompok yang pada_ umumnya berlo­
kasi di pusat-pusat perbelanjaan (warung) dan di persim. 
pangan jalan. 

Didasarkan alas kenyataan yang ada faktor-faktor yang 
mempengaruhi pola tempat kediaman penduduk yang me­
ngelompok di Desa/Negri Mahat ini adalah hampir sama 
motivasinya dengan pola tempat kediaman masyarakat 
Desa/Negari Suliki. Hanya saja di daerah ini yang agak 
menonjol adalah: 

(I) Terdapatnya kawasan tertentu yang memiliki lahan 
yang subur untuk jenis tanaman pokok tertentu antara 
lain tanaman padi dan kelapa. 

(2) Terdapatnya pengaruh yang kuat dari sistem kekero­
batan yang berlaku pada masyarakat setempat (sistem 
kekerabatan Minangkabau). 



Sumher : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpin1111 
do/am Masyarakat Pedesaan Suma/era Baral Tahun 1983. 

Gamhar 1/.5. Sa/ah satu tempo! kediaman penduduk yam: memenrnr 
di Jor<>nl! A las K oto Su/iki. 

Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan 
do/am Masyarakat Pedesaan Sumatera Baral Tahun 1983. 

Gambar 11.6. Sa/ah satu tempat kediaman penduduk y,ang mengelom­
pok di Jorong Suliki Pasar. 
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Sumher : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan 
dalom Mosyorokot Pedesoon Sumotero Baral Tahun 1983. 

Gombor II. 7. So/oh sotu tempot kediomon penduduk di Desai Ne1?ori 
Mahal yang terletak di kowoson Johan yang subur. 

Faktor yang mendorong masyarakat memilih tempat ke­
diaman yang menyebar juga sama alasannya dengan masya­
rakat di Desa/Negari Suliki, baik dari segi topografi, 
kemt.idahan rnendapat sumber air dan faktor keamanan. 
Berikut ini dapat dilihat salah satu dari tempat kediaman 
penduduk di Desai Negari Mahat yang terikclt dengan ke­
suburan lahan untuk pertanian. Penyebaran Penduduk 
Mahat dapat dilihat dalam Peta 6 pada halaman 36. 

2). Pola Deso 

a) Desai Negori Suliki 

Penyeba.ran rumah penduduk beserta tanah pekarangan di 
Desa/Negari Suliki lebih beraneka ragam dibanding dengan 
Desa/Negari Mahat. Oi beberapa ~empat tertentu ditemui 
pola "line vi/age" atau penduduk hampir seluruhnya 
mendirikan tempat tinggal di sepanjang sungai dan di 
sepanjang jalan. Umumnya pola ini ditemui di Jorong 
Suliki Pasar, Suliki Baruh dan Joron~ Sarik. 
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Pola desa lainnya yang terdapat di daerah ini adalah polo 
radial dan linP villaKe. lni pada umumnya juga terdapat 
pada Jorong Suliki Pasar dan Suliki Baruh. 

Perkampungan penduduk terdapat di pinggiran bukit dan 
memanjang menurut jaringan sungai yang ada di daerah 
bersangkutan . 

Pola desa yang sifatnya menggerombol atau menumpuk 
terdapat di Jorong Suliki Pasar atau tegasnya di sekitar 
"Pasar Mingguan ". Di Pusat Jorong Sarik pola desa yang 
semacam juga ditemui di daerah ini. 

Selain dari jorong-jorong tersebut di atas umumnya penye­
baran rumah penduduk beserta tanah perkarangannya 
adalah dalam bentuk open country village artinya 
pemukiman penduduk menyebar secara terpencar- pencar 
hampir di seluruh pelosok jorong yang bersangkutan. J~rak 
perkampungan dan rumah penduduk umumnya relatif jauh 
satu sama lain rata-rata kira-kira dua kilometer, walaupun 
juga ditemui jarak perkampungan tersebut hampir sejauh 
empat kilometer terutama di Jorong Taratak, Batu Palano 
dan J orong Jariangau. 

Patut dikemukakan disini bahwa jarak perkampungan di 
desa-desa yang mempunyai pola "line village"dan nucliated 
village adalah relatif dekat berkisar antara 200-800 m. 
Secara murni pola perkampungan menurut para ahli 
geografi dan sosiologi sukar ditemui dalam DesalNegari 
Suliki ini karena keragaman bentangan alam dail pengaruh 
sistem kekerabatan. 

b). Desai Negari Mahal 

Karena berbedanya kondisi transportasi antara Desai 
Negari Mahat dengan Desai Negari Suliki maka pola 
perkampungan atau desa di kedua daerah ini juga sating 
berbeda. Jika di DesalNegari Suliki ditemui pola perkam­
pungan "line villoge"dalam arti perkampungan 
memanjang jalan dan memanjang sungai maka di 
Desai Negari Mahat ini karena transportasi dan jaringan 
jalannya masih sangat terbatas, maka pola perkampungan 
walaupun sama-sama berbentuk "line village" tetapi 
sebagian besar perkampungan adalah memanjang sungai. 
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Pola ini hampir merata ditemui di seluruh Jorong di 
Desa/Negari Mahat ini . 

Pola perkampungan yang juga relatif banyak ditemui di 
desa ini adalah pola menyebar atau perkampungan yang 
terpencar mirip dengan bentuk "open country-villo!!,e" 
artinya antar perkampungan terdapat jarak yang cukup 
jauh dan tersebar di seluruh desa/ negari. Pola desa yang 
berbentuk mengelompok hanya ditemui pada pusat-pusat 
perbelanjaan dan pusat-pusat jaringan perhubungan. Disini 
jarak antar kampung adalah relatif dekat sekitar 500 m. 
Pada pola perkampungan yang menyebar bahkan terdapat 
jarak perkampungan penduduk disekitar tiga kilometer. 

3). Penyebaran bangunan-bangunan umum dan jaringan transpor­
tasi tidak berbeda secara menjolok, penyebaran bangunan­
bangunan umum seperti gedung sekolah, mesjid, klinik 
kesehatan, dan kantor-kantor pemerintahan di kedua 
desa/negari ini. Maksudnya adalah bangunan-bangunan terse­
but mengikuti lokasi pusat-pusat pemukiman penduduk dan 
jaringan transportasi dan komunikasi yang relatif lancar. 

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan . bahwa letak 
gedung Sekolah Dasar dengan perkampungan penduduk atau 
tempat tinggal murid berada dalam radius lebih kurang dua 
kilometer. Gedung sekolah menengah dibandingkan dengan 
te.mpat tinggal muridnya pada kedua desa/ negari ini melebihi 
jarak atau radius Sekolah Dasar tadi, diperkirakan rata-rata 
tempat tinggal murid SMP jaraknya dengan gedung sekolah 
berkisar rata-rata dalam radius lima kilometer. 

Letak bangunan lembaga kesehatan dan Kantor Desa/Negari 
karena jumlahnya sangat langka jarak jangkau pelayanannya 
berbeda antara masyarakat yang tinggal di pusat Desa/Negari 
dibandingkan dengan yang tinggal di daerah pinggiran. Diper­
oleh informasi di kedua desa/ negari ini terdapat anggota masya­
rakat yang jarak tempat tinggalnya lebih dari 7 ( tujuh) 
kilometer dari lembaga kesehatan dan Kantor Desa/Negari. 

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa jarak jangkau anggota 
masyarakat dengan bangunan-pangunan langka ini walaupun 
sama secara fisik di kedua desa/ negari ini namun implikasinya 
berbeda antara Desai Negari Suliki denaan Mahat. Perbedaan 



ini terutama disebabkan berbedanya pula keadaan jaringan 
transportasi di kedua daerah. Pada umunya di Desa/Negari 
Suliki pcnycdiaan jaringan jalan dan fasilitas kenderaan adalah 
lebih baik dibandingkan dengan Desa/Negari Maha!. Justru 
karena itu masyarakat Negari Suliki relatif lebih mudah men­
jangkau gedung-gedung pemerintahan dan prasarana masya­
rakat lainnya dibandingkan dengan masyarakat Desa/Negari 
Mahal, yang pada umumnya masih mempergunakan jalan 
selapak atau hanya sebagian kecil masyarakat yang mempunyai 
fasililas kenderaan bermotor roda dua. 

Patut dikemukakan disini bahwa sejak permulaan kemerdekaan 
RI, Desa/Negari Mahal baru dalam rintisan dilalui oleh kende­
raan roda empat sejak awal tahun anggaran 1983/1984 yang 
baru lalu. Sebelumnya daerah ini tidak pernah ditempuh ken­
deraan roda empat bahkan pengangkutan barang pada 
umumnya mempergunakan "kuda hehan " . 

l<enderaan beroda empat yang mulai masuk ke daerah ini sejak 
awal tahun anggaran 1983/ 1984, frekuensinya masih sangat 
jar-ang sekali dan itupun baru merupakan rintisan atau perc0-
baan . Pada waktu penelitian ini berlangsung sedang ditingkat­
kan pelayanan transportasi dengan menggunakan kenderaan 
roda empat ini unluk dapat beroperasi minimal I x dalam satu 
hari. Karena baru berkembangnya pola transportasi dan k0-
munikasi ini sepanjang informasi yang diperoleh belum banyak 
mempengaruhi pola/sistem kepemimpinan dalam masyarakat 
pedesaan di daerah ini. I<emungkinan perubahan tersebut akan 
dapat dilihat dalam beberapa tahun yang akan datang. 

Berkenaan dengan penyebaran bangunan-bangunan umum 
at au penting di kedua desa/ negari ini dalam Peta 7 dan Peta 8 
pada halaman berikut dapat dilihat menurut keadaar bulan Juli 
1983 atau pada waktu penelitian ini berlangsung. 

8. P E N DU DU I< 

I. Jumlah, Komposisi dan Kepadatan 

Pada tahun 1982 jumlah penduduk Desa/Negari Suliki adalah se­
banyak 2.777 ji~a terdiri dari l.344 orang laki-laki dan l.433 orang 
wanita. Dengan demikian sex ratio penduduk daerah pedesaan ini 94 

.39 

-·' 



u 

1 
PENYEBARAN BANGUNAN P£NTING 

KENEGAAIAN SULIKI 
KECAMATAN SULIK! GUNUNG MAS 

SXALA ! o 195.000 

HENZ!GJU\JAN' 
MURAI 

L£GE.NDA 

++++~~ Bohas Kenc:tjorion 
- ·-·-·- · &las ~s. /Jor01113 

KAB . 
AGAM 

_..__ J•lon Rayo o..8111 
--- _., Jalcin Oesa • -LPM 

... • Jalon Selopo!. a.P,,.i. • .,.,, •• 
~ Jcml:tofan A.K•joJ.soon ---= Svn~· ..a.Kosrk 
1t SD. es A .RSV 
-& 50. Fi iol A.Gedv"'.l Ptmm..•aJ. 
• SM P. N"<J•ri £3. Lctp°"'"" &ol• IL.lei 
• TK . A;syiOI, m.TK .Bundo K-av"'l 
a TK .Cenclrawosil. IJ . Mujicl/Mv.Jsollo 

llf.P-

40 

. 
x..,.+~,.. '++-.,....,. ..... 

+ 
+ ... 
+ .. 
+ }{.f.N~GARJAN 
~ t.JMBt.NANG 
+ 

~(' ... t 

... ··· 

~ 

+ 
· .. + ·, ~ 

' . 
. " 

.... ~ "" 
-·- -L• 

'" I • 

/_.,.,,..! ~ 
I • 

I~ ...... 
I ··. Jr 

\ . Jr..-. 
\T .... of l!. • 

\ . 
\ .. 
\ . 
I > 
I )( MEC . 
", ...._ ·:x )C GUGUH 

~--

)( ... 
+ K£C. 
+P.AYAtcu 
+ l!IUH 

• x 
)( 

" x 
" 



'"' -

U 
J(ilt'/."" .Kl.CA.MATAN KAl'Ull J)( I(+,,,.,...,.. ... ~ ... ,I( 

Jt ...: JI. I 1' 1'+ ~ \.EGENDA 

1 
k"' "')C "".+"' / : • 

~ J( .., ._'I>+ ....... ""'.... )("" ....... v. )t / + ... 
"' \ )C .. \ .... .... 

+ ·, "' ~ + + . _., " + 
"\ • .r---;,._ "t -+..,. +- __,.,- ~ 

................ 

-
Ba~a• K .... ,.,..;°" 
Bahaa Ona/J""°"'.! 
Jolc:m Roy• 

--- - · J.oLm o. ... 
.. ~ Joj.,.. Sc•opak , . .. 

""" I >' .. 
" I "+Jif 

•"' \} 1 ~ NettC111 

! "" • . 
" . 
" ... 
+ . 

... 
-/. . 

• • • • -. - .... 

---= 
~ 

~ 

~ 

• a 

"' ... 

5,,.,, ... 
SO. mprc• 
50 .N•'"" 
MQ•j;d 
SMP 
Bola; Pengoboltm 
Po...,. 
Jfon1o,. Kepolo NeQ•n 

KE.NEG.AP.JAN ">' Y. 'f. 
eAl\UH CiVNUNG 'f... x 

Sopan Tonah -: 
_,.,_-_,.. :::-1-+-t( 

i 

" .. .. 
+ ... 
x . 

+ - . 

Kata Ge 

- - , ' , \ 
,,." I -t- Ji t..:.t'\M ATAN 

-- .. . + 
Bun90):"'1jim9 . ..-. +.,. . ... .. 
.,\ ~ : 
.... : '(,..-~~"'.... ·~,,.-- -/- ... , 

GtJGUM 

"'J ! H~.: ~---------------,~ 

Mtptm<j Godo"'! II', ) : "z.· •" · •-..... . . •. . ··•; 
//: '· .,,.+ ·: .... ,,:···"'---4'-~ + :. • • 

I "f... ' -"_... f : 
""l" '· )()C ... '!' :··+":,.. 

"':,' ........... + 1'"' \ It"' ";• .. --.,.·.·,:-·:.····~ 
---"'~ .+,.. "'"' .-Jr ·, ./'11!.N. ,/· :·~: .... l 

.,_ -t E.N . .KOTO TANGAH N \ -f' MNJA.f\ 111·+,.•• + .. •. .,,. 
lt ·, • '( •••• •: -:;;.i 

PENYEBARAN BANGUNAN PENTING • +..,.. ., •·.. ,• : : •
1 

~ 
KENEGARIAN MAHAT "• i +· · ~ . ..( :• .•. ~· ...... 

KE:. CA MATAN SULI I< I GUN UNG MAS " : ' ~ • . •." . . .. •• .. 1-=p'"'r."'T~A,.-"'s-=1T"'11~A""s~,,.....,1 1 
SKALA I : 60.000 • .. >r 'SKALA ' : 600.000 



Artinya jumlah penduduk laki- laki lebih sedikit dibandingkan dengan 
jumlah penduduk wanita. 

Dalam tahun yang sama di DesalNegari Mahal penduduknya pcr­
jumlah 6.929 jiwa terdiri dari .LW5 orang penduduk laki-laki dan 3.534 
orang penduduk wanita. Ini berarti sex ratio daerah pedesaan Mahal ini 
adalah 96 atau lebih tinggi dari sex ratio penduduk negari Suliki. Dapal 
pula dinyatakan bahwa penduduk perempuan tidak begitu berbeda 
jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki . 

Jika dibandingkan dengan sex ratio penduduk Kabupaten 50 Kola 
angkanya relatif sama dengan penduduk Desai Negari Suliki, sedangkan 
sex ratio DesalNegari Mahal seperti dikemukakan di alas lebih besar 
angkanya yaitu 96 atau melebih sex ratio penduduk Daerah Propinsi 
Sumatera Baral seluruhnya yakni 95. Daerah lain dalam Kabupalcn 50 
Kola ini yang melebihi angka sex ratio DesalNegari Mahal adalah 
DesalNegari Pangkalan Kola Baru yakni 99 atau jumlah penduduk laki­
laki dan perempuan hampir bersamaan angkanya. Lain halnya dengan 
desa atau daerah y;rng disebutkan di atas di Kecamatan Guguk 
Kabupaten 50 Kola sex ratio penduduk ini relatif rendah angkanya yaitu 
89 dan merupakan sex ratio yang terendah di Kabupaten yang 
bersangkutan. 

Dari uraian di alas dapal disimpulkan bahwa para pemimpin di 
kedua DesalNegari penelilian ini lebih banyak pengikulnya dari 
kalangan wanita dibandingkan dari kalangan laki-laki, namun di Desai 
Negari Mahal kelebihan jumlah wanilanya lebih banyak dari desa 
Suliki. lmplikasinya adalah aspek-aspek kepemimpinan yang dibutuh­
kan untuk membina kalangan wanita a tau "Bundo Kandung" lebih 
diperlukan di Desa ini. 

Ditinjau dari sudul jumlah anggola keluarga yang dipimpin di 
kedua DesalNegari penelilian ini lebih banyak pengikulnya dari 
kalangan wanita dibandingkan dari kalangan laki-laki, namun 
DesalNegari Mahal kelebihan jumlah wanilanya lebih banyak dari Desa 
Suliki. lmplikasinya adalah aspek-aspek kepemimpinan yang dibutuh­
kan untuk membina kalangan wanita atau "Bundo Kandung" lebih 
diperlukan di Desa ini. 

Ditinjau dari sudut jumlah anggola keluarga yang dipimpin oleh 
kcpala Keluarga ternyata di kedua Desa ini lebih berbeda satu sama lain 
yaitU 5 - 6 orang. Karena dari jumlah ini termasuk seorang ibu rumah 
tangga maka rala-rala jumlah anak I Keluarga batih adalah 4 - 5 orang. 
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Guna lebih menghayal i lenlang masalah kependudukan ini ada 
baiknya dikemukakan jumlah penduduk menurul mala pem:aharian 

secara garis besarnya di kedua Desa/Negari ini. Di . Desa Suliki presen­
lase penduduk yang berlani lebih rendah dari Desa Mahal sedangkan 
penduduk yang bermala pencaharian sebagai pegawai, pedagang dan 
lukang lebih besar persenlasenya dibandingkan dengan Desa Mahal. 

Dengan perbedaan lalar belakang penduduk menurul lapangan 
usaha ini jelas menimbulkan aspek-aspek anlropologi budaya lerlenlu 
dikalangan masyarakal dikedua Desa bersangkulan. Hal ini akan 
me.mpunyai dampak lerlenlu pula lerhadap pola kepemimpinan di kedua 
daerah. Maksudnya adalah kepemimpinan masyarakal Desa Mahal 
relalif lebih banyak berorienlasi kepada aspek-aspek kebudayaan yang 
dipengaruhi usaha-usaha perlanian sesuai dengan mayorilas masyarakal 
penduduknya, di Desa Suliki walaupun masyarakal 1ani juga lebih besar 
jumlahnya lelapi aspek-aspek usaha lainnya perlu lebih dipahami secara 
dalam, karena masyarakal pendukungnya jumlahnya lebih berarti di­
bandingkan den$an Desa Mahat. U ntuk lebih jelasnya jumlah penduduk 
menurul mala pencaharian di kedua Desa ini adalah sebagai berikul : 

Mota Pencaharion Suliki Mo hot 

I. Tani 1.515 (54,55070) 4.652 (67,14070) 
2. Dagang 252 ( 9,09%) 495 ( 7, I 4070) 
3. Pegawai 505 (18,1807o) 495 ( 7,1497o) 
4. Tukang 303 ( 10,91%) 495 ( 7,1407o) 
5. Jasa Lainnya 202 ( 7,27%) 795 (I l,4407o) 

Berkailan dengan sislem kepemimpinan ini ada baiknya pula 
digambarkan lenlang komposisi penduduk menurul pengelompokkan 
umur di kedua Desa yang menjadi sasaran penelitian ini. Jika penduduk 
dikalagorikan menjadi dua kelompok besar yakni Kelompok Generasi 
Muda yang berumur antara 0 - 24 lahun dan Kelompok Generasi Dewasa 
yang berumur 25 tahun keatas ternyata di Negari Suliki 51, 17.,, dari 
penduduk seluruhnya adalah para generasi muda dan di Desa Mahat 
kelompok yang sama berjumlah 5 I ,950Jo dari jumlah penauduk. 

Perincian jumlah penduduk menurul kelompok umur tertentu pada 
tahun 1982 diperkirakan seperti t..ercantum .dalam ·daftar berikut: 
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l\e/ompok Umur Suliki Mah at 

0 - 4 .B7 (12,14%) 864 ( 12,470/o) 

5 - 9 .B5 ( 12,780/o) 914 (D,190/o) 

IO - 14 273 ( 9,830/o) 700 (IO, IOO/o) 

15 - 24 456 ( 16,420/o) 1.122 (16,190/o) 

25 - 49 861 (31,000/o) 2. 114 (30,510/o) 

~50 495 ( 17,830/o) 1.215 (17,540/o) 

Jumlah 2.777 ( 1000/o ) 6.929 ( 1000/o ) 

Segi lain yang perlu dikemukakan dalam masalah kependudukan ini 
adalah pengelompokan umur dari segi Budaya atau fungsional yang 

· lazim dibagi alas 3 kategori yaitu anak-anak yang berumur 0 - 12 tahun, 
remaja yang berumur 13 - 18 tahun, dan dewasa yang berumur 18 tahun 
keatas. Didasarkan alas pengolahan data yang dikumpulkan dilapangan 
ternya(a persentase penduduk dari segi budaya ini tidak begitu berbeda 
antara kedua desa bersangkutan. 

fegasnya adalah sebagai berikut : 

Kelompok Umur 

Anak : 0 - 12 tahun 
Remaja: 13 - 18 tahun 
Dewasa : 18 tahun ke atas 

Suliki 

30,86 11/o 
I0,48 OJo 
60,31 11/o 

Mah at 

31,72 11/o 
I0,52 11/o 
59,37 11/o 

Dari kelompok umur pendidikan dasar yaitu penduduk. yang 
bcrumur 7 - 12 tahun persentase yang bcrsekolah atau net enrollemnt 
rn!i.Qnya. sudah cukup menggembirakan yaitu di desa Suliki dari 378 
anak yang berumur sekolah dasar tersebut 97 ,880Jo atau 370 orang 
diantaranya telah bcrpartisipasi dalam Sekolah Dasar (SD). Di desa 
Mahal angka N.E.R tersebut adalah 9511/o atau 921 orang dari 969 jiwa 
penduduk usia 7 - 12 tahun telah pula bersekolah ditingkat pendidikan 
dasar. 

lnformasi tentang tingkat partisipasi pendidikan dasar ini 
memberikan indikator bahwa pada daerah-daerah yang relatif terisolir 
tidak menunjukkan keterbelakangan dari sudut aspirasi belajar atau 
menuntut ilmu pengetahuan. Perlu ditambahkan bahwa pada saat 
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penelitian ini berlangsung di Desa Mahal lelah pula didifikcln kelas jauh 
SMP Negeri Limbanang Kecamalan Suliki Gunung Mas yantz 
mempunyai murid Kelas I dan Kelas 2 sebanyak 144 orang dalam lahun 
ajaran 1983/ 1984. Dengan semakin berkembangnya lingkal pendidikan 
penduduk di Desa Mahal ini seperli juga halnya di Desa Suliki pada 
beberapa lahun sebelumnya maka pada gilirannya dimasa yang akan 
dalang diduga akan terjadi pergeseran pola dan pengaruh kepemimpinan 
dalam masyarakal pedesaan daerah ini. 

Terakhir palul dikelahui bahwa kepadalan penduduk Desa Mahal 
lebih rendah dibandingkan dengan Desa Suliki. Pada tahun 1982 
kepadalan penduduk Desa Mahal 43 jiwa per km2, sedangkan di Desa 
Suliki 52 jiwa per km2 . Walaupun angkanya saling berbeda 
dibandingkan kepadalan penduduk Kecamalan Suliki Gunung Mas yailu 
81 jiwa km2 maka kedua Desa ini lermasuk daerah yang berpenduduk 
jarang. lni disebabkan karena masih banyak daerah yang berhulan lebal 
belum didiami oleh manusia. 

2. Mobilltas Penduduk 

Berbedanya faktor kelancaran lransporlasi dan komunikasi serla 
latar belakang pendidikan dan mata pencaharian penduduk menyebab­
kan mobilit.., penduduk Desa/Negari Suliki relatif berbeda pula dengan 
mobilitas Desa!Negari Mahat. Perbedaan yang dimaksudkan disini 
adalah dalam hubungannya dengan kcgiatan penduduk meninggalkan 
desanya masing-masing, atau bepergian ke luar desa baik di· tingkat 
kecamatan, kabupaten, propinsi dan daerah lainnya. 

Sepanjang pengamatan tim peneliti mobilitas penduduk di dalam 
desa ini tidak terdapat perbedaan yang berarti. Pada umumnya 
masYarakat tani yang mayoritas jumlahnya di kedua desa ini pada 
umumnya setelah shalat Subuh pergi ke lokasi pertaniannya baik ke 
sawah atau pertanian tanah basah maupun di peladangan. Kegiatan ini 
dilakukan sampai sore hari atau menjelang magrib. Dengan demikian 
berarti bahwa sebagian besar penduduk daerah ini tergolong ·"tenaga 
kuat" di luar para pelajar dan siswa mempunyai aktivitas yang tinggi 
setiap hari. 

Pada musi~musim turun kesawah dan kelada~ atau musim panen 
sekalipun waktu istirahat dari penduduk tani ini hanyalah pada ja~ jam 
makan atau sarapan. Pada waktu-waktu senggang, yang umumnya 
setelah 5elesai bercocok tanam dan memungut h:isil panen para petani ini 
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melakukan · pekerjaan sambilan sebagai peternak, pemelihara dan 
penangkap ikan serta melakukan kegiatan kerajinan anyaman dan 
malah ada sebagian dari masyarakat ini yang berdagang. 

Pada malam hari umumnya masyarakat kedua negari ini melakukan 
shalat berjamaah di rumah-rumah ibadat dan setelah itu sebagiannya 
melakukan usaha kerajinan anyaman dengan mempergunakan bahan 
baku pandan, bambu dan mensiang yang relatif cukup banyak tumbuh 
di daerah ini. Usaha kerajinan pada malam hari ada kalanya mendapat 
bantuan dari anak-anak yang sekolah di berbagai tingkatan pendidikan 
pada siang hari, walaupun tidak merupakan tenaga inti . 

Mobilitas penduduk yang berdagang di kedua desa ini berbeda 
keadaannya satu sama lain. Umumnya di Negari Suliki yang lebih 
banyak dijumpai para pedagang yang mempunyai lransporlasi yang 
lebih lancar daerah jangkauan dan kegiatannya sehari-hari lebih luas dan 
lebih aktif dibandingkan dengan masyarakat pedagang di Negari Mahal. 
Cukup banyak para pedagang di Negari Suliki melakukan aktiv itasnya 
di pasar-pasar mingguan yang ada di sekitar Negari Suliki ini bahkan 
sampai ke ibukota kabupaten dan ibukota propinsi yang frekuensinya 
juga cukup banyak dalam satu minggu. 

Selain dari pegawai negeri, pedagang dan pemimpin masyarakal 
atau tegasnya para pelani yang merupakan sebagian besar penduduk 
Negari Mahal pada umumnya lidak banyak melakukan perjalanan 
keluar desanya; lebih-lebih ke kota kabupaten, propinsi dan daerah 
nasional lainnya. Sebagian besar masyarakal pelani ini hanya sibuk 
dengan pekerjaannya dilapangan perlanian dan kegialan lersebut meru­
pakan pekerjaan rulin sehari-hari. 

Umumnya masyarakal pelani berkunjung ke ibukota kabupaten 
dan kota lainnya paling linggi sebanyak dua kali dalam setah.un unluk 
berdarmawisala/ rekreasi yang waklunya biasa mereka lakukan seliap 
selesai panen. Bepergian ke ibukola kecamatan sering dilakukan dalam 
rangka menjual hasil panennya dan ada kalanya unluk urusan 
administrasi pemerintahan seperti urusan perkawinan •. dan pengurusan 
sural-sural yang berhubungan dengan kependudukan. 

Perlu dikemukakan disini bahwa sarana lransporlasi di Negari 
Mahal masih sangal minim dan menyedihkan, tidak saja sangal 
kurangnya alal lransporlasi baik kenderaan bermolor maupun k,ende­
raan yang dilarik dengan lenaga binalang. Jaringan jalanpun masih 
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sangal kurang sekali, kecuali jaringan jalan untuk jalan setapak, antar 
kampung dan jorong (desa) . Justru karena itu Negari Mahal ini masih 
dapat diklasifikasikan sebagai daerah teriso/ir atau relatif tertutup di­
bandingkan dengan kebanyakan negari di Propinsi Sumatera Baral. 

Pada waktu penelitian ini berlangsung telah dirintis transportasi 
dengan niempergunakan kenderaan bermotor roda empat yang 
berukuran kecil. Hanya saja frekuensi kenderaan ini masih sangat jarang 
yaitu paling banyak dua k'ali dalam satu hari, itupun tidak selalu atau 
seluruhnya dipergunakan untuk mengangkut penumpang tetapi sering 
untuk mengangkut barang hasil pertanian yang akan dijual ke ibukota 
kabupaten . Jaringan jalan yang dapat ditempuh dengan kenderaan 
bermotor ini masih terbatas di ibukota kenegarian atau pusat pasar, 
sedangkan antar kampung dan jorong masih mempergunakan jalan 
setapak . 

Sebagai ilustrasi dalam gambar di bawah ini dapat dilihat keadaan 
badan jalan yang masih terdiri dari tanah dan dalam proses penkrekelan 
serta jenis kenderaan yanJ? beroperasi ke neJ?eri ini. 

'Sumber : Folo Dokumentasi Tim Pene/ilian Sislem Kepemimpinan 
di do/am Masyarakat Pedesaan Sumalera Baral 1983. 

Gambar 1/.8. Keadaan badan jalan don jenis kenderaan perinlis yang 
baru saja beroperasi ke Negari Mahal. 
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Sumber : Foto Dokumenlasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan 
di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Baral 1983. 

Gambar 1/.9. Prayek Jnpres No. 8 Tahun 1983 pem:erasan jalan ju­
rusan Guntung-Mahal Kee. Suliki Gunung Mas yang 
sudah selesai pekerjaannya pada akhir April 1983 yang 
lalu. · 

Sehubungan dengan mobilitas penduduk ini untuk lapisan masya­
'rakat yang tergolong pemimpin dan pegawai negeri, mobilitas di luar 
Negari Mahal lebih menonjol dari lapisan masyarakat petani dan rakyat 
biasa, maksudnya adalah dari kelompok masyarakat ini relatif sering 
melakukan perjalanan ke luar desa/negari untuk berbagai macam 
urusan seperti, urusan kemasyarakatan, menghadiri rapat-rapat, 
rekreasi dan untuk kepentingan keluarga. 

Menurut informasi yang diperoleh dari anggota masyarakat kelom­
pok pemimpin dan pegawai negeri ini ternyata sekitar 700Jo diantara 
mereka pernah melakukan perjalanan ke ibukota kecamatan, ibukota 
kabupaten dan ibukota propinsi dalam setahun; malah ada diantaranya 
yang pergi ke propinsi lain di Sumatera dan Jawa. Tujuan perjalanan 
yang bersangkutan kebanyakan untuk urusan kekeluargaan dan 
sebagian kecil untuk urusan rekreasi. 

Perlu pula dilaporkan bahwa sebagian besar kelompok masyarakat 
ini ~elakukan perjalanan ke luar desa sekurang-kurangnya sekali dalam 
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sebulan dan sebagian lainnya melakukan perjalanan lebih dari dua kali 
dalam sebulan. Berkenaan dengan kunjungan ke luar desa ini hampir 
dari seluruh responden menyatakan : besar pengaruhnya terhadap 
pemahaman dan peningkatan penget~huan yang bersangkutan di bidang 
pembangunan negara baik dari segi ekonomi, pendidikan, kebudayaan, 
kemasyarakatan dan keagamaan. 

U mumnya para responden menyatakan timbulnya dorongan-do­
rongan untuk melakukan hal yang serupa di desa yang bersangkutan 

1 

dalam mengejar gerak langkah pembangunan di daerah-daerah maju 
yang mereka kunjungi di dalam segala aspek kehidupan termasuk 
tatacara dalam pertanian, kegotong-royongan dan kebersamaan. 

Dalam hubungan ini diperoleh pula informasi bahwa perubahan­
perubahan yang mereka laksanakan di desa bersangkutan sesuai dengan 
penghayatan yang diperoleh dalam perjalanan didukung oleh masya­
rakat setempat karena masyarakat Negari Mahat termasuk masyarakat 
yang peka terhadap pembaharuan dan kemajuan-kemajuan mutakhir 
dalam meningkatkan taraf hidup. Dalam penerapan gagasan-gagasan 
baru ini pelaksanaannya berlangsung se~ara bertahap, hati-hati dan 
selektif. 

Sehubungan dengan mobilitas masyarakat ke luar daerah pedesaan­
nya di Negari Suliki lebih banyak dan lebih sering masyarakat petani 
atau masyarakat biasa melakukan perjalanan dari masyarakat Negari 
Mahat seperti diuraikan di atas. Karena letak Negari Suliki pada jalur 
jalan propinsi yang sering dilalui oleh kenderaan bermotor yang 
beroperasi di sekitar daerah kabupaten dan daerah propinsi, maka 
masyarakat Suliki pada umumnya lebih sering melakukan perjalanan 
antar kota dan malah antar pulau terutama ke pulau.Jawa. 

Alasan masyarakat petani ini melakukan perjalanan sama saja 
dengan masyarakat Mahat yaitu untuk urusan kekeluargaan, rekreasi 
dan urusan-urusan individu lainnya. Di Desa Suliki ini masyarakat 
relatif mudah memperoleh fasilitas kenderaan untuk bepergian kedaerah 
manapun dibandingkan dengan masyarakat daerah Mahat yang pada 
umumnya banyak melakukan jalan setapak. 

Di samping itu dari kelompok masyarakat yang tergolong pemimpin 
atau pegawai negeri, hampir sama persentasenya yang telah mela~kan 
perjalanan ke luar desa baik ke ibukota kecamatan, . .kabupaten, clan 
propinsi maupun ke propinsi-propinsi "lainnya di Sumatera. dan Jawa. 
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hanya saja frekuensi melakukan perjalanan lebih sering masyarakat desa 
Suliki dibandingkan dengan masyarakat desa Mahat. 

Mengenai pengaruh yang diperoleh dalam perjalanan dikaitkan 
dengan penerapannya di daerah pedesaan masing-masing lebih menon 
jot di desa Suliki dibandingkan dengan di desa Mahat, karena tidak saja 
disebabkan masyarakatnya sama-sama peka terhadap pembaharuan dan 

· pembangunan, tetapi di desa Suliki fasilitas pendukung untuk melaku­
kan pembaharuan dan penerapan kegiatan tersebut lebih banyak tersedia 
seperti refatif cukup adanya dana dan tenaga terdidik serta fasilitas 
komunikasi. 

C. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA 

I. Asal-usul 

Di Indonesia desa yang kita kenal sekarang sudah dikenal sejak 
zaman . Hindu. Perkembangan sejarah nasional yang dimulai dengan 
kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah berlangsung berabad-abad 
lamanya timbul dan lenyap dalam prosesnya masing-masing. Kekuasaan 
politik yang meliputi sebagian atau .selun.ih wilayah Indonesia sHih 
berganti. Namun desa sebagai kesatuan pemerintahan yang terendah 
tetap bertahan dan hidup terus, bahkan selama itu pula susunan peme­
rintahan pada umumnya tidak mengalanii perubahan yang berarti. 

Apakah faktor-faktor yang ikut menunjang hal tersebut? Diantara 
faktor lain, faktor sejarah ( historis) dan faktor tujuan ( teleologis) dari 
pcmerintahan dan desa itu sendiri. Kedua faktor itulah yang memegang 
pc,ranan penting dan dominan dalam sejarah pedesaan di Indonesia serta 
sating terikat dan terjalin . 

. Sesuai dengan sejarah yang berunsurkan dua aspek, yaitu aspek 
pcristiwa .dan sekaligus aspek latar belakangnya, dimana tujuan di -
proyeksikan, dikejar dan ditaksanakan, maka timbullah masalah yang 
menyangkut desa, khususnya pemerintahan desa, dengan latar belakang 
sejarah pedesaan yang demikian panjangnya ( R. Soeparmo, 1977). 

Untuk mengetanui sejarah pemerintahan desa itu secara menye­
luruh perlu ditelusuri asal- usu I desa itu secara mendalam baik berupa 
ceritera yang berestaf et tu run temurun maupun kepercayaan yang 
sekarang berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Dihubungkan 
de:ngan. kedua desa yaps me11jadi obyek penilaian ini yaitu Desa/Negari 
SUliki dal). Desa/Negari Mahat di Kecamatan Suliki Gunung Mas, 



Kabupaten SO kota, maka asal-usul pemerintahan desa di kedua daerah 
tidak terlepas dari asal-usul masyarakat yang mendiami kedua negari ini. 
Sepanjang informasi yang diterima dari para informan kunci yang pada 
umumnya adalah orang tua-tua di dalarri desa, asal-usul negari Suliki 
dan Mahat adalah seperti di bawah ini. 

a. Nexari Suliki 

Dalam waktu yang tidak dapat dipastikan tetapi jelas sebelum ma­
suknya pengaruh Islam ke daerah Sumatera Barat, sekelompok · 
penduduk yang berasal dari daerah Tilatang Kamang di Kabupaten 
,Agam yang berbatasan dengan desa ini, datang-·dan mengadakan perla­
dangan di daerah yang dikenal dengan nama Suliki sekarang. 

Daya tarik penduduk Tilatang Kamang ini untuk datang ke Suliki 
yang terutama adalah disebabkan kesuburan tanah yang amat baik di 
daerah ini yang terletak dikaki perbukitan, dilalui oleh sungai dan juga· 
mempunyai sumber-sumber air tanah yang sangat diperlukan ·untuk 

'pengairan lahan, pertanian. Karena hasil pertanian yang diharapkari 
relatif cukup untuk menampung kebutuhan hidup, maka kelompok 
masyarakat pendatang ini menjadi betah tinggaldan berkemb:m~ biak di 
:laerah ini sampai sekarang. 

b. NeRari Mahal 

Sama halnya dengan Desa Suliki masyarakat di Negari Mahat ini 
juga berasal dari daerah lain pada mulnya yaitu dari Desa Mungka di Ke­
camatan Guguk yang berbatasan dengan Negari Mahat dan daeiah lain­
:nya di Sumatera Barat serta dari propinsi lain seperti Riau dan Aceh. 
Pendatang dari daerah Timur umumnya berasal dari daerah Kampar di 

·Propinsi Riau. Kelompok ini datang rilelalui jaringan suniai. Datang 
Mahat dari daerah hilir. Sekarang keturunan mereka sebagian beSar 
termasuk kelompok Pesukuan Domo (clan). Gelar penghulu darrper-' . 
sukuan Domo ini adalah Datuk Kampar yang sampai saat ini masih 
diteinui' di daerah ini. Penghulu pucuk da_ri persulcuan Domo iiti bergelar 
Datuk Siri. 

Dari arah Utara melalui Bukit Gadang di Kecamatan Bonjol Kab~ 
paten Pasaman kelompok pendatangnya terhimpun di dalam persukuan 
Melayu yang penghulunya bergelar Datuk ~ti. Dan daerah Barat yaitu · 
dari Kab~paten Agam ronibongan pendatang ini mengelompot dalam· 
persukuan Pitopang dengan penghulu bergeiar'Datuk-- Manuung. Daii 
arah Selatan pendatang berasal da.ri Keqlmatan Gu,at inel8tui lllikit. 
Pi'ilga1 ( Puncak Si mun) yang · sekarang ·tei'gabung dalam penukuan 



Kampai dengan penghulu bergelar Datuk Marajo dan persukuan 
Mandahiling dengan penghulu bergelar Datuk Majo lndo. 

Di samping itu penduduk asli Mahal ini berasal dari Pagaruyung 
kabupaten Tanah Datar dan Pariangan Padang Panjang. Kelompok ini 
terhimpun dalam persukuan Piliang dengan gelar penghulu Datuk 
Bandaro Kayo. 

Dihubungkan dengan terdapatnya situs " kelompok menhir" di desa 
ini maka jelas Negari Mahat telah didiami sebelum datangnya pengaruh 
Hindu ke Sumatera Baral. Kedatangan kelompok masyarakat ini adalah 
juga untuk mencari daerah pertanian dan karena desa ini terletak di 
bagian hulu "Boiani!. Mahal" yang cukup air dan subur serta disekitar 
lembah yang dikelilingi perbukitan maka hasil pertanian yang diharap­
kan dapat memenuhi kebutuhan hidup para pendatang ini sehingga para 
pendatang ini menetap terus menerus dan berkembang biak walaupun 

, pada mulanya hanya dimaksudkan sebagai daerah peladangan bagi 
masyarakat Negari Mungka. 

Kembali kepada asal usul pemerintahan desa di kedua daerah ini, 
sepanjang penemuan tim peneliti polanya, hampir sama yaitu kelompok 
111asyarakat itu hidup dan berdiam di dalam ruang lingkup daerah yang 
pada mulanya disebut "laralak ", kemudian berkembang menjadi 
;'dusun", "kolo " dan terakhir menjadi "nal!,ari". Pola perkembangan 
masyarakat ini kelihatannya sama dengan perkembangan negari/ desa di 
sebagian besar daerah Propinsi Sumatera Baral lainnya. 

Hidup dalam daerah yang dinamakan taratak.adalah daerah tempat 
berladang secara bersama-sama. Bagian tanah yang dikerjakan masing­
masing anggota kelompok adalah merupakan milik anggota kelompok 
tersebut. Rumah tempat tinggal biasanya disebut "danf!.au" atau 
bangunan darurat yang mempunyai empat buah tiang dan di dalamnya 
terdapat suatu ruangan. Biasanya di taratak ini belum mempunyai surau 
atau mushalla dan begitu juga "rumah bergonjonl!. " (rumah !!.Odon!!.) . 
Segala kegiatan sosial pada mulanya direncanakan di kampung asal atau 
pusat ntgari. 

Untuk mengurus atau memimpin kelompok masyarakat di taratak 
ini diangkat seorang atau beberapa orang diantara peladang tersebut 
yang disebut "iuo larut(lk''· ,yang_ harus mendapat persetujuan dari 
penghuh,a dari kampung asal. Dengan demikian berarti bahwa kehidupan 
masyarakat asli Negari Suliki dan Mahat ini pada mulanya tidak terlepas 
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dari norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari 
kampung asal. 

Sesuai dengan perkembangan alam dan bertambahnya jumlah 
penduduk di taratak ini akibat perkawinan antara masyarakat 

·pendatang dan masyarakat dari desa lain maka jumlah clan atau suku di 
taratak ini menjadi bertambah. Justru karena itu maka taratak 
berkembang menjadi dusun, tetapi hat-hat yang berhubungan dengan 
harta warisan, perkawinan dan upacara adat masih terikat dengan 
"penghulu" di kampung asal. Karena pengaruh Islam maka di dusun ini 
telah dapat didirikan surau atau mushalla tet~pi belum boleh mendirikan 
mesjid dan pimpinan dusun disebut "tuo dusun". 

Mengikuti perkembangan masyarakat selanjutnya dusun ini 
menjadi . koto karena telah terdapat lebih dari dua suku atau 
sekurangnya . tiga suku . Kaum atau suku ini telah dibolehkan untuk 
mengangkat pemimpinnya yang diberi gelar datuk yaitu "penghulu 
andiko" atau penghulu kaum yang merupakan wakil dari penghulu suku 
tertua di kampung asal. Di daerah yang d·inamakan koto ini telah dapat 
didirikan "balai adat" dan telah mempunyai "tepian" (tempat mandi), 
"pandam"(tempat perbukuran) dari masing-masing kaun:i dan suku. 

Dengan adanya balai adat tersebut maka segala sesuatu kegiatan 
dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat koto telah ciapat lang­
sung diselesaikan oleh penghulu-penghulu yang bersangkutan. Jika 
penghulu- penghulu dimaksud gagal mencari penyelesaian, maka dimin­
takan bantuan aan ikut campur penghulµ di kampung asal. 

Karena masyarakat semakin berkembang dan jumlah sllku semakin 
banyak atau sekurang-kurangnya empat suku yang bukan sekerabat atau 
se-clan dan masing-masing suku .telah pula mempunyai "tanah ulayat" 
maka koto berubah menjadi " nagari". Setelah masuknya Islam ciri-ciri 
adanya nagari tersebut adalah terdapatnya mesjid atau tempat ibadah. 

Karena Negari/ Desa Suliki dan Negari.Mahat berada dalam wilayah 
Minangkabau, maka sistem pemerintahan . negarildesa mengikuti salah 
satu dari dua pola pemerintahan. Negari menurut adat Mi~gkabau 
yajtu siste~ adat "Bodi-Caniago dan sistem adat J;oti>Piliang. Salah 
satu pola pemerintahan yang diterapkan di kedua desa tersebut adalah 
pemerintahan negari yang disusun berdasarkan sistem adat Koto Piliang. 

Sistem adat Koto Piliang agak bersifat aristokratis yang berjenjang 
naik bertangga turun. Penghu/u andiko dari suatu suku memerintah atas 
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sukunya dan penghulu andiko ini dipimpin olel'f penghulu suku. 
Penghulu suku yang disebut Keempot Suku dipimpin oleh Penghulu 
Pucuk yang melaksanakan pemerintahan negari bersama-sama denga.n 
penghulu-penghulu andiko. ~pala-kepala suku atau penghulu suku 
dibantu oleh : "Monti" 1:mtuk urusan pemerintahan umum, 
"Dubolong" untuk urusan keamanan dan "Molin" untuk urusan 
agama. Kepala suku bersama dengan tiga pembantunya tersebut disebut 
'. 'urong ompek jinih' '. 

Pelaksanaan · demokrasi a tau pemerintahan desa dijalankan oleh 
~erapatan Adat Negari. Anggota-anggota Kerapatan Adat Negari ini 
,,adalah penghulu-penghulu. Pada sistem Kolo Piliang ini "kepolo 
/paruik", "kepolo koum" dan "keempot suku" dipimpin oleh "peng­
:hulu pucuk". Rapat adat melakukan musyawarah·. untuk mencari 
kata mufakat. Dalam keadaan tidak dapat mengambil keputusan karena 
ada anggota yang tidak setuju, maka penghulu pucuk dapat memberi 
keputusan sebab kedudukannyua adalah "biong non mombuek, 
gontieng non momutuih" atau menembus yang hampir tembus dan 
memutus Y,ang geriting atau yan"g hampir putus. . 

Sebagai bahan informasi perlu kiranya dikemukakan sistem adat 
Bodi Coniogo yang bersifat demokratis artinya penghulu-penghulu 
andiko semuanya sederajat, duduk sama rendah1

· tegak sama tinggi. 
Penghulu tersebut melaksanakan pemerintahan ntgari atas kedudukan 
yang sama. Dewan dari penghulu-penghulu itu disebut Keropoton Negari 
yang memegang ke~uasaan tertinggi dalam pemerintaha_n negari. Suku­
suku berdiri sendiri secara berdampigan satu sama lain. 

Deinikianla~ asal usul pemerintahan desa di kedua negari ini yang 
pada prinsipnya melaksanakan sistem pemerintahan menurut adat Mi­
nangkabau di negeri asalnya, walaupun sebelumnya ada yang menganut 
sistem adat Bodi Caniago tetapi sesuai dengan perkembangan daerah, 
dan niasyarakat di kedua negari ini rupanya sistem odat Kolo Pili~ng i 
lebih dominan mengatur j>emerintahari desa·di negari ini. 

2. Periode Penjajahan Beland& 

Pemerint~han desa pada zaman penjajahan .Belanda pada 
umumnya tidak banyak dicampuri dengan peraturan- peraturan khusus, 
tidak saja di Negari Suliki dan Mahat tetapi juga di desa-desa atau negari 
lainnya di Propinsi Sumatera Barat. Ini terbukti dengan tindakan 

· Belanda sendiri dalam mengatur pemerintahan desa, baru disusun dalam 



tahun 1938 dengan dikeluarkan Staatsblad Hinda Belanda Nomor 490 
tentang ketentuan-ketentuan umum tentang cara mengatur dan menye­
lenggarakan un.isan rumah tangga negari-negari di tanah seberang atau 
hllands Gemeente Ordonnantie voor Buitengewesten (1008). Jelas 
disini pen~aturan tentang. negari-negari tersebut baru dilaksanakan pada 
tahun 1938 walaupun diketahui penjajahan Belanda khususnya di 
Propinsi Sumatera Barat sejak lama lampau. 

Sebelum tahun 1938 ini memang telah dikeluarkan ordonnantie 
tanggal 27 September 1918 (STBL No. 677) yang menetapkan ketentua~ 
ketentuan tentang cara mengatur urusan rumah tangga negeri-negeri di 
Sumatera Barat. Sepanjang informasi yang diterima kedua ordonnantie 
ini tidak merubah atau merombak sistem pemerintahan negari menurut 
adat Minangkabau yang telah berlaku sejak lama di daerah ini. 

Pemerintahan Hindia Belanda setelah memperhatikan adanya kesa­
tua~kesatuan masyarakat hukum yang diatur dengan hukurn adat 
setempat, . memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingan politik 
penjajahannya. Pemerintah Hindia Belanda berpendirian bahwa rakyat 
Hindia Betanda lebih inudah diperintah dengan perantaraan kepala­
kepala atau pemimpinnya sendiri, sedangkan pemerintah hanya 
memerintah pemimpi~pemimpin tersebut saja. Dengan demikian dapai 
1isimpulkan .bahwa pemerintah Hindia Belanda hanya mengerahkan dan 
.. 1embiarkan urusan pemerintahan terendah itu kepada kesatuan anak 
negari bersangkutan. 

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa dalam fasal I ayat 2 
IGOB dinyatakan antara lain sebagai berikut: 

"Susunan dan hak kekuasaan negeri dan susu.nan badan pemerintah 
negari dan susunan dari alat-alat negari lainnya terkecuali sebagaimana 
termaktub clalam fasal 8 sedapat-dapatnya dibiarkan diatur menurut 
adat". 

Dalam ayat 3 fasal ini juga disebutkan bahwa: 

'' Dengan tidak mengurangi kekuasaan adat untuk menuntutnya 
Kepala Negari bertanggung jawab tentang lancarnya jalan urusan ke 
Residen dan kepada Pegawai Pamong yang dalam hal ini mewakili Resi­
den. 

Dikaitkan dengan struktur pemerintahan Hindia Belanda di 
Propinsi Sumatera Barat, pemerintahan desa/ negari yang merupakari 
organisasi yang terendah dalam pemerintahan untuk urusa~urusan 
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selanjutnya tunduk kepada sistem pemerintahan Belanda yang setingkat 
lebih atas yaitu Onder Disterik yang dipimpin oleh seorang Assisten 
Demang. Selanjutnya secara vertikal Onder Disterik bertanggung jawab· 
kepada Disterik, yang dipimpin oleh seorang Deman!{ yang juga ~r- . 
tanggung jawab kepada OnderAfdelling yang dipimpin oleh seoranl?f 
Controleur, sedangkan ditingkat kabupaten dinamakan af de ling yang 
dipimpin oleh seorang Assisten Residen yang dinamakan Tuan luhak. 

Patut ditambahkan bahwa Negari Suliki dan Mahal ini berada 
dalam wilayah pemerintahan Onder Disterik Suliki Gunung Mas dalam 
lingkungan Disterik Suliki yang juga mencakup Onder Disterik Guguk. 
Di tingkat kabupaten (50 Kota) terdapat sistem pemerintahan setingkat 
di atas Disterik bernama Onder Afdeling, dan selanjutnya Afdeling 
sebagai pimpinan tertinggi di kawasan 50 Kota di masa penjajahan Hidia 
Belanda ini. 

Memperhatikan susunan struktu.r pemerintahan Hindia Belanda ini 
jel~s pemerintahan desa yang bersifat otonom di tingkat bawah ini 
hanyalah sebag·ai alat saja bagi penjajah dengan menyesuaikan sistem 
pemerintahan menurut ketentuan adat yang telah berurat berakar dan 
mantap jalannya di daerah Minangkabau sejak zaman dahulu kala. 

3. Periode Penjajahan Jepang 

Tidak berbeda dengan sistem pemerintahan pada waktu penjajahan 
Belanda pada zaman Jepang ini sistem pemerintahan desa di Negari 
Suliki dan Mahat serta desa lainnya di Sumatera Barat tetap mempe­
domani ketentuan:ketentuan yang tennaktub di dalam IGOB Stabl 1938 
No. 490. Maksudnya adalah sistem pemerintahan negari sebagai unit 
pemerintahan terendah disusun menurut sistem adat Minangkabau baik 
berdasarkan sistem adat Bodi Caniago maupun menurut sistem adal 
Kolo Piliang, artinya pemerintahan negari dipimpin oleh pemimpin:pe­
mimpin masyarakat yang pada umumnya terdiri dari penghulu-penghulu 
suku. 

Kctentuan pengaturan pemerintahan desa/ negari dengan mempedo­
mani IGOB Stbl. 1983 No. 490 tersebut diatur dalam Maklumat lsti­
mewa Pemerintaha.n Jepang No. 1/1942. Namun demikian untuk kepen­
tingan pemerintah balatentara Jepang di negari atau desa ini dibentuk 
badan-badan khusus yang bertugas menghimpun bahan-bahan 
makanan, fasilitas dan juga tenaga-tenaga untuk kepentingan peme-­
rintahan Jepang. 



Dalam pcmerinlahan dcsa pada waklu· penjajahan Belanda dan 
Jepang perlu pula dicalal bahwa oknum pejabal Kepala Desai Negari 
pada waklu ilu mcmang scbagian besar lerdiri dari penKhulu lelapi 
mereka ini pada umumnya orang-orang yang dapal dijadikan kaki 
tang.an penjajah, sehingga pada zaman peralihan pcmerinlahan jajahan 
ini lidak sedikil limbul ekscs-cbes alau rasa kelidak puasan dari 
kalangan masyarakal malah sebagian desa/ negari lainnya di Suma I era 
Baral lerjadi benlrokan fisik anlara rakyal dengan oknum pejabal 
pemerintah negari lersebut. 

4. Zaman Kemerdekaan 

Sama halnya dengan desa-desa lainnya di Indonesia Desa/Negari 
Mahal dan Suliki sesuda h kemcrdckaan merasakan kelenluan yang 
tercantum dalam IGOB Slbl. I 9JN No. 490 lidak sesuai lagi dengan per­
kembangan masyarakal dan lunlulan masyarakat. Justru karena itu 
ketentuan-kelenluan IGOB lersebul lidak lagi digunakan yang lentu saja 
mengikuti kebijaksanaan pemerinlah dacrah Sumalera Baral, yang 
berarti mengikuli perkembangan sistcm pemerinlahan negari di propinsi 
ini . 

Sesuai dengan perkcmbangan zaman dan perlumbuhan masyarakat 
di segala bidang maka bidang pemcrintahan desa ini telah diatur secara 
silih berg.anti sejak tahun 1946 sampai dengan saat ini. Sedikitnya telah 
ditetapkan 15 peraluran dan kclenluan yang mengalur pemerintahan 
desa di Propinsi Sumalera Baral umumnya dan di Kenegarian Suliki 
se.rta Mahal pada khususnya mulai dari permulaan kemerdekaan sampai 
sekarang ini. 

Sehubungan dengan sejarah pemerintahan desa ini khususnya yang 
berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Negari Suliki dan 
Mahal (unit pemerintahan terendah sebelum berlakunya UU No. 
5/1979) pada waktu penelitian ini berlangsung belum diterapkan 
seluruhnya atau masih dalam taraf transisi dalam arti Desa dan ·ousun 
telah terbentuk tetapi Kepala Desa, dan Kepala Dusun belum dipilih 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemangku jabatan Kepala Desa saat ini adalah sebagian ditetapkan 
dari Kepala Jorong (gaya lama) dimana jorong ditetapka...r.1 sebagai Desa 
menurut UU No. 5 tahun 1979 dan sebagian lainnya ditunjuk oleh 
pimpinan daerah setempat (Carnal). Jumlah Desa di Negari Suliki, 
adalah sebanyak delapan buah dan di Negari Mahal sebanyak 10 buah. 
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Kcpala 
Urusan 

Kcpala 
Urusan 

Kcpala 
.Urusan 

STRUKTUR TATA PEMERINTAHAN DESA 

(UU No. 5/1979) 

Kepala Desa 

Masyarakat 

Sekretaris. 
Desa 

Lembaga Musya. 
warah Dcsa 

Seiring dengan desa ini para Kepala Dusun yang berjumlah 17 orang 
di Kenegarian Suliki dan sebanyak 24 orang di Kenegarian Mahat telah 
diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat U 50 
Kota sesuai dengan maksud fasal 16 Undang-Undang Republik Ind<> 

· nesia Nomor 5 tahun 1979. · 

D. LA TAR BELAKANG SOSIAL BUDAY A 

Seperti sudah disinggung pada bagian terdahulu kedua Desa yang 
menjadi obyek ·penelitian asal usul penduduknya adalah sebagian besar 
datang dari daerah-daerah lainnya di Ranah Minangkabau yang dalam 
sistem sosialnya berpegang pada sistem adat yang beriaku di daerah iiti 
yaitu sistem adat Bodi Caniago don Kolo Piliang yang penerapannya 
sehari-hari tidak dapat dipisahkan secara tajam karena kedua sistem ini 
saling isi mengisi dan tertumpu kepada adanya hikmah inusyawarah dan 
mufakat. 

Kenyataannya sampai sekarang sepanjang informasi yang dikuin­
pulkan anggota ma$yarakat yang bertempat tinggal di ke~ua desa ini 
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hampir seluruhnya adalah suku bangsa Minangkabau. Memang diakui 
terdapat suku bangsa Jawa, tetap1 adalah merupakan penduduk penda­
tang sebagai pegawai negeri atau pedagang yang sewaktu-waktu mudah 
berpindah ke desa lain. 

Selain daripada itu sebagaimana halnya masyarakat Minallgkabau 
penduduk kedua desa ini menganut agama Islam dan merupakan 
pemeluk-pemeluk agama Islam yang taat. Dalam tata pergaulan sehari­
hari anggota masyarakat di kedua desa ini terkait dengan pedoman 
hidup masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan ungkapan "Adot 
bosondi syorok: syarok bosandi kitabullah '' atau adat bersendi syarak, 
syarak bersendi kitabullah, artinya kedua aturan hidup tersebut kait 
berkait yang dijadikan arah pegangan hidup sehari-hari yang tentu saja 
tidak terlepas dari falsafah Pancasila. 

Sudah disinggung dimuka. bahwa menu rut adat Minangkabau harta 
warisan atau pusaka turun temurun berdasarkan gar'is keturunan ibu 
atau matrilineal. Sama halnya dengan ma~yaFakat Minangkabau lainnya 
dalam masyarakat Negari Suliki dan Mahat terdapat kepala-kepala adat 
yang disebut penghulu sebagai pimpinan dari suatu kelompok keluarga 
yang disebut suku atau kaum (clan) . Kelompok kepala adat ini 
dinamakan ninik mamak dan bertugas sebagai pemimpin untuk 
membimbing atau menyelesaikan masalah kekerabatan sepanjang adat 
atau menurut kebiasaan yang berlaku. 

Perlu pula dikemukakan bahwa kedua negari yang diteliti ini walau­
pun berada dalam lingkungan adat Minangkabau tetapi berbedanya ti­
pol~i dan topografi daerah, maka dalam penelitian ini ditemui sedikit 
perbedaan dari sebagian unsur kebudayaan hidup di daerah ini seperti 
sistem pencaharian, sistem kemasyarakatan, siste_m bahasa, kesenian, 
religi, dan pengetahuan yang secara terperinci akan dibahas di bawah 
ini. 

I. Kolektive dan Elite-Elit~ Desa 

Dalam kolektiva dan elite-elite desa ini terdapat sedikit perbedaan 
antara Negari Suliki dengan Negari MahaJ. Di Negari Suliki kolektiva 
desa ini lebih menonfol dikuasai oleh golongan-golongan cendekiawan 
( cerdik pandai) dan alim ulama. 

Sebaglli implikasinya elite-elite desa di negari ini juga terdiri dari 
pemimpin-pemimpin kelompok ini. Hal ini disebabkan karena secara 
umum latar belakang pendidikan <Jan para pejabat pemerintahan 
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termasuk guru-guru lebih banyak terdapat di Negari Suliki dibandingkan 
dengan Negeri Mahal. Pendidikan disini dimaksudkan tidak saja 
pendidikan umum tetapi juga pendidikan agama, yang tamatannya 
relatif ban yak menjadi pemimpin agama atau alim ulama. 

Di Negari Mahal kolektiva dan elite-elite desa ini lebih menonjol 
dari golongan ninik mamak dan alim ulama dibandingkan dengan 
golongan cendekiawan atau cerdik pandai . Pengaruh ninik-mamak dan 
alim ulama sangat terasa di daerah ini dan para pemimpin kedua 
kelompok yang merupakan elite desa merupakan potensi dalam meng­
gerakkan usaha-usaha pembangunan dan kemasyarakatan di negari ini. , 

Selain dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai, yang 
merupakan kolektiva dan elite-el ite di kedua negari ini, memang juga 
dijumpai elite desa tersebut dari unsur anggota masyarakat yang kaya 
tetapi pengaruhnya tidak banyak di kedua negari ini. Hal ini disebabkan 
karena tingkat kehidupan masyarakat tidak jauh berbeda satu dengan 
lainnya; sehingga tidak ada ketergantungan yang hakiki antara 
kelompok masyarakat biasa dengan unsur orang kaya di daerah ini. 

2. Stratlfikasi Sosial 

Sedikitnya lima indikator yang menimbulkan pelapisan atau .stra­
tifikasi sosial di kedua desa yang diteliti ini. lndikator tersebut adalah 
dari segi asal-usul penduduk, latar belakang pendidikan, pemi­
likan kekayaan, faktor jenis kelamin dalam hubungannya dengan 
sistem warisan dan faktor generasi yang secara garis besarnya terdiri dari 
generasi muda dan generasi tua. 

Dari sudut asal usul penduduk stratifikasi sosial itu timbul dan ber­
kembang karena adanya _penduduk asli dan penduduk pendatang. Pada 
umumnya penduduk--asli merasa lebih tinggi martabatnya dibandingkan 
dengan penduduk pendatang karena menurut adat Minangkabau, jika 
ada penduduk pendatang yang mau bertempat tinggal di suatu daerah 
harus terlebih dahulu mengisi adat artinya "cupak diisi lembaga 
dituang" maksudnya memenuhi sutu kewajiban kepada penghulu yang 
ditepatinya yang biasanya adalah yang sama sukunya ·dengan penghulu 
asli di daerah tepatan tersebut. 

Tata cara mengisi adat ini disebut dengan hinggok mancakam 
tabang manumpu atau hinggap mencekam, terbang menumpu. lbarat 
burung hinggap didahan ia mencekamkan ~akinya dan jika hendak 
terbang kakinya bPrtumpu kedahan kayu itu, Jika seorang Minang 
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meninggalkan negarinya ia pamit kepada penghulu dan melapor kepada 
penghulu di negeri tepatannya. 

Jika seorang penduduk pendatang ingin menetap di suatu negari 
syarat mengisi adatnya adalah membawa sirih du/am carano(sirih dalam 
cerana) dalam memajukan permintaannya. Permintaan itu baru 
dikabulkan apabila telah mendapat persetujuan dari warga suku yang 
dipimpin oleh penghulu tersebut. 

Orang yang menetap dalam suatu negari tanpa melalui prosedur 
adat ia dianggap sebagai oranR daROnR yang diperfakukan sebagai orang 
luar yang tak jelas asal usulnya. Dengan demikian penduduk asli disebut 
u;anR asa (orang asal) dan penduduk pendatang disebut uranR datanl(. 
Penduduk asli adalah orang yang pertama kali membuka negari atau 
datang kenegari itu, sedangkan penduduk pendatang adalah mereka 
yang mengaku bermamak kepada penghulu pendatang pertama tadi. 

Jika diteliti pelapisan sosial dari sudut asal usul ini di Negari Suliki 
dan Negari Mahal ternyata penduduk pendatang di Negari Suliki lebih 
banyak jumlahnya dari penduduk pendatang di Negari Mahal. Walau­
pun relatif banyak penduduk pendatang di Negari Suliki dalam tata 
pergaulan hidup sehari-hari tidaklah terdapat perbedaan yang berarti 
tentang derajat kedua kelompok pelapisan sosial ini, karena pendatang 
yang telah mengisi adat yang terkenal dengan istilah adat diisi lembal(a 
dituanR akan disamakan kedudukannya dengan penduduk asli sehingga 
tidak terdapat hambatan- hambatan dala'!l interaksi sosial di daerah ber­
sangkutan. Jadi jelas bahwa pelapisan sosial dimaksud tidak begitu 
kentara karena perbedaan asal usu! itu. 

Unsur kedua yang menimbulkan pelapisan sosial ini adalah ber­
bedanya latar belakang pendidikan anggota masyarakat yang bersang­
kutan. Biasanya masyarakat dari golongan terdidik dalam kehidupan 
sehari-hari kelihatan bersih dan rapi serta mempunyai pola-pola hidup 
yang sudah teratur dan pola tindakan yang sistematis. Dipihak lain 
didasarkan alas kenyataan yang nyata prikehidupan anggota masyara~at 
yang relatif rendah pendidikannya kenyataan yang dilihat kebalikannya 
dari kelompok terdidik ini . 

Patut dicatat bahwa penduduk pendatang kebanyakan ·berhasil 
dalam bidang pendidikan ini sehingga orang-orang terdidik dikedua desa 
ini menjadi tempat bertanya atau sebagai sumber informasi bagi 
sebagian warga masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal ini 
menimbulkan peningkatan derajat penduduk pendatang tersebut 
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sedangkan penduduk asli kelihatannya terlena dengan strata yarig telah 
diperolehnya pada masa lalu. 

Unsur penentu pelapisan .sosial lain di Negari Sultki dw Mahat 
a<talah kenyataan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok warga. 
Di ·suliki kekayaan tersebut berakumulasi dari dua sektor yaitu sektor 
perdagangan dan sektor pertanian yang berhasil': sedangkan di Negari ' 
Mahat relatif kekayaan itu ditentukan oleh sektor yang disebut terakhir 
yaitu sektor pertanian. 

At.ribut dari pelapisan sosial yang didasarkan pada asal usµI 
penduduk adalah keaslian dan gelar kepenghuluannya dengan anggota 
seluruh keluarga batih dan keluiarga luas, sedangkan atribut dari 
pelapisan sosial yang -Oidasarkan atas pendidikan adalah . gdar yang 
diperoleh yang bersangkutan seperti sarjana, sarjana muda, dan 
sebagainya, ataupun atribut dari pelapisan sosial karena unsur kekayaan 
adalah kekayaan itu sendiri, dengan anggotanya sama untuk semua 
pelapisan sosial yang disebutkan terdahulu yakni semua anggota 
.keluarga baik dari unsur keturunan ibu maupun dari unsur keturunan 
bapak. 

Pelapisan sosial lainnya yang ada di daerah ini adalah karena faktor 
biologis yang dikaitkan dengan sistem warisan. Sudah dimaklumi bah.wa 
adat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal dan mendasarkan 
harta warisan ~rdasarkan garis keturunan ibu secara idealnya tampuk 
kekuasaan berada pada kaum wanita yang terkenal dengan istilah 
IJundo Kanduang. Dalam kehidupan sehari-hari memang aturannya 
demikian tetapi dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi dan dikelola 
oleh saudara laki-laki dari pihak ibu yang terkenal dengari mamak 
kepala waris. 

Tera~hfr meilurut kenyataan yang ditemui tt~ak saja di Negai:-i Suli­
ki dan Mahat tetapi juga di daerah-<:facrah lainnn pelapisan sosial, itu 
ditandai oleh adanya kelompok generasi di dalam masyarakat yang pada 
umumnya terdiri dri generasi muda dan generasi\ pendahulu. Ang-gota 
dari kedua generasi ini pada umumnya dis~suaikan dengan umur 
anggota yang bersangkutan yang secara tajam kelihatannya- berbatas 
pada um~r 40 tahun. Pembeda lain . yang memberikan · cir~ciri kepada 
kedua·kelompok generasi ini adalah dari segi pofa kegiatan sehari-hari 
dimana terlihat lapisan generasi muda selain sama-sama sibuk dalam 
tqiatan mata pencaharian dengan kegiatan generasi tua. Kelo._.pok 
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generasi muda ini lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan keolahra- · 
gaan dan kesenian walaupun tidak berlaku secara umum. 

Walaupun cukup banyak pelapisan sosial yang ditemui dikedua 
negari/desa ini namun dalam pergaulan sehari-hari hakekat pelapisan 
tersebut tidaklah terdapat jurang pemisah antara lapisan yang ad~ 
karena pengaruh-pengaruh agama dan adat yang sangat menentukan 
pofa hidup orang Minangkabau mengajarkao tentang kesamaan derajat 
dan kedudukan insan atau makhluk di atas dunia inL Hal ini lebih 
meresap lagi dengan telah semakin tersebar luasnya nilai-nilai luhur 
Pancasila di kalangan masyarakat berkat usaha-usaha penyebarluasan 
P4 yang dilakukan selama ini. 

3. Sistem Kekerabatan 

Sama halnya dengan masyarakat Minangkabau lainnya masyarakat 
Suliki dan Mahat, sistem kekerabatannya sangat ditentukan oleh sistem 
kekeluargaan Minangkabau yang terkenal dengan sistem matri/ineal 
yaitu kekeluargaan itu diatur berdasarkan garis keturunan ibu. 
Seseorang termasuk keluarga ibu dan bukan keluarga ayah. 

Kesatuan keluarga yang te~kecil dalam masyarakat Minangkabau 
adalah paruik ( perut) yang diperhitungkan melalui garis keturunan ibu. 
Seorang ayah dalam keluarga Minangkabal.i (termasuk daerah Suliki dan 
Mahat) adala'1 merupakan anggota keluarga lain dari keluarga istri dan 
anak-anaknya, begitu juga dengan seorang anak dari seorang laki-laki 
akan termasuk keluarga lain dari keluarga ayahnya. 

Didasarkan atas konsep kekeluargaan yang demikian maka konsep 
keluarga batih menjadi kabur dalam sistem kekeluargaan Minangkabau. 
Keluarga batih tidak merupakan kesatuan keluarga yang mutlak, 
walaupun tidak dapat dimungkiri, bahwa keluarga batih memegan11 
peranan penting dalam pendidikan dan masa depan anak-anak dan tidak 
hanya berfungsi mengembangkan keturunan. Dengan demikian struktur 
keluarga batih di kedua desa ini pada khususnya atau di Minangkabau 
pada umum1wa tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan keluarga lain 
dan mempunyai hak kewajiban serta peranan yang jelas pada kduarga 
lain tersebut. Peranan dan fungsi ayah adalah juga sebagai mamak dal'i 
kemenakannya(anak dari Saudara-saudara perempuannya). 

Dikaitkan dengan konsep keluarga luas di daerah ini terdapat satu 
kesatuan yang dinamakan kaum yang memisahkan paruik dengan suku 
sebagai kesatuan kekerabatan. Kaum merupakan suatu sistem kekera-
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balun yang sesuku dail bertali darah biasanya terdiri dari beberapa 
fiaruik. Kaum dan paruik istri merupakan salu kesatuan yang bersifat 
geneologis. Masalah-masalah kaum diurus oleh ninijk mamak kaum yang 
bersangkutan yaitu seorang laki-laki dewasa dari keluarga itu. Mamak · 
atau Saudara laki-laki ibu jumlahnya sering lebih dari satu orang. Fungsi 
mamak ini antara lain adalah mengurus kepentingan kaum seperti 
pemanfaatan harta milik kaum untuk kepentingan para anggota kaum 

_atau paruik yang bersangkutan. Apabila sebuah paruik dan kaum 
anggota-anggotanya telah berkembang lebih banyak maka akhirnya 
dijumpai lingkungan kesatuan- kesatuan baru yang anggotanya diikat 
oleh pertalian darah menurut garis ibu dan ada kalanya tidak segaris 
keturunan. Lingkungan ini dinamakan suku. Suku tidak terbatas pada 
satu daerah tertentu artinya dimana saja anggota-anggota suku itu 
berada, yang bersangkutan tetap merupakan anggota sukunya dan 
segala sesuatu di bawah kekuasaan mamak dan penghulunya. 

Suku ~erfungsi dalam pembentukan negari. Biasanya negari ter­
bentuk apabila telah ada empat buah suku di dalamnya. Di samping itu 
suku juga berfungsi dalam sistem perkawinan yakni kawin dalam suku 
yang sama tidak dibolehkarr di kedua negari atau desa ini, dan begitu 
jug11 halnya di daerah-daerah Minangkabau-fainnya. 

4. Sistem Ekonomi 

Perbedaan ·pokok tentang sistem ekonomi masyarakat Negari Suliki 
dengan masyarakat Negari Mahal adalah tentang ketergantungan 
ekonomi masyarakat terhadap sektor-sektor lapangan hidup yang ada di 
kedua desa ini. Pada umumnya di Negari Suliki sektor lapangan hidup 
atau Japangan pekerjaan relatif lebih banyak jenis dan. ragamnya 
dibandingkan dengan Negari Mahal. Artinya penghidupan masyarakal 
tidak tertumpu pada satu atau beberapa sektor saja malahan dapal 
beralih pada sektor lain sebagai substitusi sumber mata pencaharian. 

Dikatakan demikian karena masyarakat Negari Suliki sumber mata 
pencahariannya tidak ·saja di bidang pertanian walaupun sektor ini lebih 
besar jumlahnya dari sektor lainl)Y~ ' ietapi juga, d~~ berusaha dalam 
lapangan pekerjaan lain seperti usatla-usaha l(eraji~ yaitu pembuatan 
karung dan kantong dari mensiang, pembuatan batu asahan untuk 
senjata tajam, berdagang, buruh pasar, beternak, bekerja di bidang 
a11gkutan, perbengkelan sepeda, dan kenderaan ·bermotor, bertukang, 
dan industri bahan makanan karena pemasarannya cukup banyak · 
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ler11edia 11eba{&ai daerah pu11a1 puar Min11uan dalam Kecamatan Suliki 
Ounun1Ma11, 

Lain halnya denJan ma.~yarakat Nettari Mahat dimana 11ebasian 
be11ar penduduk ( t 90f!o) hidup di bidanl( pertanian yantt sanpt terpn­
tunJ kepada fluktua.fi harp dan ,,emuaran hasil-ha~il tani dimaksud, 
terutama bera11, kapi, kelapa, cen{&keh,· l(ambir dan 11eba1ainya, Bidang­
bidanJ u11aha lain 11ebagai pengganti kettiatan utama di bidang pertanian 
ini, 11anpt 11tdikit ke11empatan yang ter11edia, Jenis pekerjaan lain dari, 
muyarakat adalah beternak, berdagang 11ecara kecil-kecilan, kerajinan 
anyaman tikar, bertukang, 11edanttkan usaha di bidantt jasa anttkutan 
boleh dikalakan belum berarti sama 11ekali dalam penyerapan tenaga 
kerja karena penpngkutan dengan mempergunakan kenderaan 
bermotor muih belum memadai di11ebabkan desa ini baru merupakan 
daerah rinti11an ujak beberapa bulan terakhir denpn kondisi jalan 
yan1 11anJal terbatu baik jumlah maupun mutunya. Penpngkutan 
denpn mempersunakan kuda hehan yang masih dipakai pada saat ini 
hanya 11edikit 11ekall dapat menyerap tenaga kerja karena seekor kuda 
beban hanya memerlukan seorantt pemandu. Sebapi illustrasi dapat 
dillhat dalam pmbar di bawah ini. 

Sumbrr . Foto Dokumentasl Tim Penelltian Slstem KtfJ'mimpinan di 
da/am Ma1yarakat Pedesaan Sumatera Baral 1983. 

Oambar II. JO. Sa/ah satu a/at utama sarana transportasl masyarakat 
NtRarl Mahal. 
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Usaha anyaman tikar walaupun bahan mentah dan ketrampilan 
masyarakat cukup tersedia di negari ini tetapi karena pemasarannya 
yang cenderung semakin sukar akhir-akhir ini karena adanya persaingan 
tikar plastik yang lebih modern dan murah maka penggantian lapangan 
usaha kearah ini bagi masyarakat Mahal belum dapat diandalkan. 

Jenis dan bentuk hasil kerajinan anyaman tikar dimaksud dapat . 
dilihat dalam gambar II. I I dan 12 berikut ini. · 1 

Sumher : Folo Dokumenlosi Tim Pene/ilion Aspek Kepemimpinon 
do/om Mosyorokol Pedesoon Sumolero Baral Tohun 1983. 

Gombor //.I I. Beberopo jenis hosil kerojinon onyomon likor masva-
1 rokol Negori Mahal. . I 

. . 
Sumber : Folo . Dokuinentosi Tim Pene/ilion Aspek Kepemimpinon 

do/am Mosyarolrol Pedesaon Sumolero Baral Tohun 1983. 

Gambor 1/.12. Perogoon sebogion jenis don ukuron hosil kerojinon 
anyomon likor mosyorokal Negari Mahal. 
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Di samping hasil-hasil produksi dari kedua negari ini sebagaimana 
dikemukakan di alas sislem pasarpun berbeda salu sama lain. Di Negari 
Suliki pasar mingguannya adalah berlype "Pasar B" yailu merupakan 
"Pasar Serikat" yang dimiliki oleh tlga kenegarian yakni Negari Suliki, 
Negari Kurai dan Negari Pandam Ga<!ang, Adapun pasar Mahal hanya 
merupakan "Pasar A" yailu pasar milik Negari Mahal_ saja. Derrgan 
demikian jelas ruang lingkup dan peranan Pasar B Suliki lebih menonjol 
dari Pasar A Mahat. 

Dalam bidang perkoperasian dan pengkreditan kedua desa ini mem­
punyai sislem yang hampir bersamaan yaitu terdapal Koperasi Unit Desa 

1

( KU D) dan LumhunR Pitih Nel{ari (LPN). Han ya saja pengelola;m dan 
kegiatan Lumbung Pitih Negari di Mahal kualilasnya relatif lebih 
rendah dari yang terdapat di Negari Suliki, sedangkan KUD-nya sama­
sama berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kondisi daerah. 

Perl.u dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan Lumbum~ 
Pitih Ne1!,ari (LPN) adalah suatu lembaga pengkreditan yang merupakan 
•suatu koperasi bersif(\t simpan pinjam yang beranggotakan warga desa 
yang . bersangkutan. Lumbung pitih negari ini digerakkan oleh 
Pemerinlah Daerah Sumatera Baral dengan suatu Surat Kepulusan 
.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Baral No. 
·015/GSB/1968 tanggal 18 Maret 1968, dan No. 43/GSB/1974 tanggal 30 
,Maret 1974 serta No. 144/GSB/1975. Asas dari Lumbung Pilih Negari 
,ini adalah ~konomi kekeluargaan dan pembangunan Tujuannya adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomi~n dan mendidik anak 
negari unluk ikut serta secara aktif dalam bidang pembangunan. 

5. Sistem Teknolo1ei · 

Pada umumnya sistem teknologi yang berlaku di kedua desa/negari 
yang menjadi obyek penelitian ini tidaklah berbeda sccara berarti . 

. Maksudnya adalah hampir pada setiap bidang kehidupan dan lapanpn 
i kerja teknologj. yang digunakan tidak begitu berbeda satu sama lain. Di 
bidang pertanian faktor tenaga kerja masih mengandalkan kcpada 
tcnaga manusia dan binatang. Penggunaan pupuk buatan dan pupuk 
kandanl!, ( lradisional) hampir sama jumlah dan tingkat penggunaan olch 
masyarakat tani kedua daerah. 

Dalam hat teknologi industri dan kerajinan terdapat sedikit per­
bedaan karena untuk beberapa usaha tertentu yang memerlukali energi; 
:keadaannya lebih agak maju di Negari Suliki . dibendingkan de~gan 
Negari Mahal. Di Suliki sebagian pabrik bahan_makanan telah mem-
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P@ffUHilkaH §Uffib@f @H@ffi dafi f@Ha~a li§f fik1 §@daH~kaH di N@~afi 
Mahal b@lum ada §ama §@killi, Hal iHi di§@babkaH kaF@Hil di §uliki ftlilh 
dijilflfkilu ol@h jaFiHfaH li§!Fik ffiil§uk d@§il yaH~ b@F§umb@F dilFi JJI:, 'f A 
§afilHll Afam, lJ§ahil=u§ahil iHdu§f Fi daH k@miljuilH liliHHYil ffiil§ih dilii= 
kukilH §@€ilfil lrndi§iOHill d@H~ilfi ffi@ffiP@f~UHilkilH f@Hil~il ffiilflU§iil dilfl 
illill J}ffl@HtlkilPaH §@€iifil IUFUH f@ffiUfUH §@p@ffi p@H~~Uflililfl ltifltiif tlif 
unf uk m@Humbuk pooi: NilmuH d@mikiilH "hull~f" §udilh l@FdilPill di 
-k@dUil d@§il iHi: 

_ l}i)lilffi hill k@~iillilH di bidilH~ jl@ffiDilH~UHilH fi§ik §@jl@fli jl@ffiDUillilH 
rnmilh p@Hduduk dilH bilH~UHilH= bilH~uHilH liliHHYil ffiil§ih m@mp@F~UHil= 
kiln l@kHolo~i l@mpo lilmil Yililu m@HfllUHilkilH l@Hil~il ffiilHu§iil dilH illill 
p@Fl@n~kilPilH trndi§iOHill yilH~ l@lilh lilmil dik@nitl bilik untuk p@H~@FjHH 
bilhilH=bilhilH kilyu maupun llilfu illilu §@ffi@H, S@liliH dilFi §udut illill yilHl! 
oi~UHilkilH l@knik 11ilH m@IOd@ Yilfi~ dipilkili jUl!il ll@lum llilHYilk b@rnbilh 
rmdil k1dua d@§a iHi §@p@Fli 'lttmMFu/t§i htln11unt1n dilH flf§if~ltfufn,11t1, 

f@knolo~i YilH~ b@FkilililH d@Hl!ilH PfH~OlilhilH hil§il JJ@FlilHiilH jul!il 
lidilk b@Fb@dil di k@dUil d@§il iHi: fidilk OilHYilk jl@FillillilH dilH ffi@IOdOllll!i 
mod@FH Yilflll di[!YHilkilH ffiil§Yilfilkill §@ptfli llillHyil di dil@filh Yilfil! §Udilh 
f@lillif ffiiljU: fJ@H[lilW@lilH llilhilH ffiilkilHilH ffiil§ih ffi@ffiilkili §ifiilf 
m11111h11Fi dilH llumllu= llumllu trndi§ion11L 

'f@knolotli di llidilHll f fil§HpOflil§i dilH komunikil§i m@ffiilHl! l@Flihill 
p@fll@dililH ilHlilrn l}f§il §uliki dilH l}f§il. Milhill, i@p@Fli §Udilh §tFiHl! d~ 
§iHtltlllflll di (}f§il Milhill §ilfilflil lfilH§POFlil§i ffiil§ih m@Hl!ilHdillkiln l@Hil~il 
biHillilflll §@J}ffli lt11tkl /JtJhtln, §@~ilHtlkilfl di l}t§il Suliki tidilk ildil 
ffiilfiYilfilkill Yilflll ffifffiPffllUHilkilH kudil ll@bilH kt€uilli killilu untuk jilluF 
lfilH§POFlil§i kt l}f§il Mahill YilHll pildil umumnyil kudil lltlliln l@F§@but 
milik ffiil§Yilfilkilt Milhilt , 

l}i bidilfltl l@knolotli komunikil§i di N@tlilfi Milhill btlum dijilHl!kil~ 
Ol@h p@§ilWill l@l@pOH §@dilH[lkilH di §uliki ffi@fUPilkilH PU§ill jilfiH[lilH l@I@: 
komuHikil§i pildil kilWil§ilH Kiibupilttn ~o Kotil biltliiln Wilm, iumb@F 
p@H@FilHtlilH ffiil§Yilfilkilt §tptFli rndio ttlilh m@ny@llilF diln m@njilHtlkilu 
p@IO§Ok=p@IO§Ok ftil@filh: 'f@lilpi p@Hy@bilfilH p@§ilWilf l@l@Vi§i ffiil§ih 
§ilfltlill minim di l}f§il Milhilt tidilk §ajil kilF@Hil belum ildilHYil §umbeF 
l@Hil~il li§lfik l@lilpi kilf@Hil k@ffiilffiPUilH ffiil§Yilfilkilt untuk m@mb@li 
ffiil§ih f@filtif f@Hdilh ilkibilt in€om@ yilHll JYl!il §ilHtlilt nmd11h fJe§ilWilt 
t@l@\li§i Yilflll ildil b@b@FilPil builh di N@tlilfi Millmt m@HlltlYHilkilH §umb@F 
@H@flli llill@ffY dilH ftilHYil dimiliki @l@h b@b@fi!Pil p@ndudYk Yilflll l@fll~ 
l@flll kilJil: 



lffM§lfklfl Yfiiilfl di ifi§ difjlf di§impulkifl DihWi f iflfkif f@k= 
H@l~i kMUI ft§I ifli lidik D@fifY D@fb@di YflfYk §@kf@M@kfttf Jtfflf= 
RidtltJifl Yflffil §@p@ffi P@ffifliifl1 p@f@fHikiij1 k@fijiflifl difl tJ@fft= 
Dlft!!Yfllfl ,.f'Yffiiltlfl1 f@fipi di b@b@fifjl §@kf OF §@p@ffi ffift§p@ffj§j, 
kMHIHiil§i, ifl8Y§f fi1 difl p@~@fiflPfl m@ffiiflf f@ftihif §@dikif f}@f= 
bfdllfl iifHIHI N@flfi §utiki f@l~fif l@bih m1ju difi N@f@fi Mihif: 

ft, ltkn llftili 
§fptffi f@l1h ditap0Fk1n h1tHpif §@furnh ffii§¥1Fikif k@dui ft§i ifii 

MilP Pffl!!lflYf i!!iffii f§liffi ¥fiflf fHf: Jy§fft/ kif@fli ify fifi f}@f~Yfifl 
hidtlp 8111 Pf#flffihifl ffii§ilih k@hidUPifl Wf§YfHD@f difi · ijififl l§fim 
ini, •fti §Milt iimiklumi hutrnm idif PYH m@fYftikiH i§pifi§i diH 
ptMmlfl ftiduJt ffil§¥ifikif k@dYi H@fjfi iHi §@biflifflifli jyp ftiffl¥ii 
m §flfMlf Mifllfl,kibiu di J'f@f}ifl§i §umif@fi Nfif: §@jik liffliifl 

utu k1t1 fi81k Ml p@ff@flf iHPH iflf ifi i~ffli l§fiffi diH itif di 
ffflph=fffl~ ffi1§¥1fikif: Mil iHi f@ffjif fi dlliffi YHfkiPifl ffii§¥1fik~f 
Min1•ibiu ¥iflf b@fbuftt'i 11utlul hif§illtli §/fJfflk, §JfJfuk IJiMRtk 
Niluh/Julluh 11

, 

Dillffl lllftidt1ftlH §@ftifi=Hifi i@'iifiH ffii§fifiilf di bi' IH' 
Q1m1 iffi fffeffmin dilim §i§f@m difl pokok=p@k@k 1jM1m l§fiffi ff Pfffi 
IHfifi llifl #Mtik§IHikiH §ftilif '~ Wikfy, fflffl~fjftifl jHli§i ftMi 
tHll fl lintNhlH, ffiffflN¥ifliH iikif1 ftiH fflffltlfliikiH iNdih Riji 
bt1i fflfffU f IH' kt11§1 if if# fflifflP\I, 

~ 

"iflfli di dilfiff JWH@tifiiifl iHi jyp fffdjpif iffjl§ii fHi§fifftif 
f iftf Wfljlffll liiH ftifi f§lifH diH §ffi~ftt'i difin, p@ff~HjUHf= 
JJfftMUHi@flf ¥1H' NfiPffii IMH1 fHHi diliffl fifj p@f Pfltiifl ~ 
§Hifl JHli#§ fidli ffflihif hifHNfiff d11t fHi§ililt dilint w~fli: 
mf din iffi#Hfft§i §iffl §ifffi tffiH: J'Mi di§iffffi fHi§fifiUf §uf~j 
dlH Miltil ffflfHJH#ftfii f~fift§i f iftf fingi diliffl hidutt MQil#fli: 

lfffililH MflP#t §i§fffH flfifi ifli ptflfl mlfmui1i1H Nffwi ljfifl 
qifHi f§ftm yq polfilifliul fidn diptfffnt1H1i1H diliffl fHi§flfliif 
dMpn §i§fffH molfiliflifJI fiH~ diiffl#f idif MiHiftMiitMtf, Mfnwt1f 
ljMIH f§ftm §i§fffH Wlfi§IH ldiflft diti iiPli iffjidi ilfiiflfi 
.,..,. fflf#ttlftlf Mif MiHIH~ .· ftiffi fHl§iH dift#ft#HUB difi 
ffflfflft ii-kffllltliiHWIHdifi iiPli kPldi ilfiiftfi: 

W ilMtHffl §Hifi JHin§ip h11itlm wifl§ift ifli kti~ Wffffl= 
flHMlft flflfJi dllim JHliffi §fftlfi=ttlfi Pffli§WMflft fillH R;llff 
fM~ djjMi§Ufl .·ffMh:WJ;ft fHl#H#ftlf ft#§ifil lilt ~ ~ 



nya dapat ~erubah terkenal dengan istilah : adat sepanjang jalan, sekali 
air besar sekali tepian beranjak; kemenakan beraja kepada mamak, 
mamak beraja kepada alur don patut. ajaran agama Islam mengandung 
dogma-dogma yang harus dipatuhi dan diterima kebenaraimya. 

Dalam hubungan ini penerapan sistem warisan -menurut adat Mi­
nangkabau adalah menurut harta pusaka tinggi artinya harta pusaka 
yang diterima dari nenek. moyang secara turun temurun, sedangkan. 
penerapan hukum warisan menurut agama Islam adalah terhadap harta 
pusaka rendah yang berarti harta pusaka yang berasal dari hasil .penca­
harian ibu dan ayah selama perkawinan. Dengan demikian pertentangan 
yang dikbawatirkan akan terjadi tidak menunjukkan kenyataannya. 

Berkenaan dengan kepercayaan kepada alam gaib di luar ajaran 
agama boleh dikatakan tidak dianut oleh masyarakat kedua desa ini. 
Sepanjang informasi yang dikumpulkan oleh tim peneliti di lapangan, 
memang dijumpai adanya sebagian masyarakat yang memperbincang­
kan masalah tahyul tetapi tidaklah mempengaruhi alam pikiran 
masyarakat pada umumnya. Dengan demikian rintangan-rintangan 
mental dalam pembangunan yang berkaitan dengan sistem kepercayaan 
masyarakat tidak ditemui di kedua daerah ini. 

7. Bahasa 

Bahasa yang dipahami· oleh masyarakat Sulik}· dan Mahat hampir 
sama keadaannya · yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah Minang­
kabau. Hampfr tidak dijumpai di kedua daerah ini anggota masyarakat 
yang tidak memahami bahasa Indonesia baik dalam bahasa lisan 
maupun tulisan. 

Dalam percakapan sehari-hari masyarakat pada umumnya meng­
gunakan bahasa daerah Minangkabau. Perbedaan yang terdapat antara 
kedua daerah adalah mengenai dialek dalam berbahasa. Namun 
demikian dalam percakapan sehari-hari tidak menimbulkan hambatan 
karena mudah ditangkap pengertiannya dan sebagian besar tercakup 
dalam pengertian yang umum bahasa Minangkabau dalam arti yang 
luas. 

Dalam sistem berbahasa umumnya masyarakat menggunakan kata­
kata kiasan, sindiran, ibarat yang pada galibnya dilahirkan dalam ben­
tuk ungkapan-ungkapan, pepatah, petitih dan mamang. Kebiasaan ini, 
adalah disebabkan latar belakang sosial masyarakat di bidang struktur'i 
kekerabatan seperti adanya mamak, kemenakan, ipat dan bison. Jodi 
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dalam keluarga Minangkabau seperti di Suliki dan Mahal ini terdapai 
prinsip segan menyegani antara anggota keluarga. 

Sebagai akibat dari pelapisan -sosial yang demikian maka dalam 
bidang bahasa ini dikenal empat teknik dan cara berkata-kata yang biasa 
disebut orang Minangkabau tahu dikato nan ampek atau tahu d~ngan 
kata yang em pat. . Maksudnya adalah setiap orang Minangkabau at.au 
warga desa di daerah ini harus mengindahkan makna yang terkandung 
dalam kata yanl{ empat i ni dalam berkata- kata dengan law an bicara. 

Kata yang empat terse but adalah : 

a. Kata mendatar maksudnya bahasa yang dipakai untuk teman 
sepergaulan atau seusia. 

b. Kata mendaki artinya bahasa orang kecil kepada orang yang 
lebih tinggi kedudukannya. 

c. Kata menurun yaitu kata orang lebih tinggi kepada orarig yang 
lebih kecil. 

d. Kata melerenl{ artinya bahasa orang yang saling segan menye­
gani baik karena hubungan kekerabatan maupun karena 
hubungan karena jabatan. 

Apabila seseorang warga desa kurang mengindahkan cara-cara ber­
kata-kata ini sehingga pemakaiannya tidak serasi maka warga desa 
bersangkutan kurang disenangi dan malah dikucilkan dari pergaulan 
sehari-hari . Justru itu sistem bahasa di kedua desa ini mempilnyai 
pengaruh yang tidak kalah (>entingnya dengan sistem lain seperti sistem 
agama dan kekerabatan . 

8. Ke sen i an 

Jenis kesenian rakyat yang berkembang di kedua negari ini hampir 
tidak ada perbedaan baik seni tari, seni suara maupun yang memakai 
alat bunyi-bunyian. Nama dari setiap jenis kesenian tersebut yang 
terdapat di daerah ini adalah sebagai berikut: 

Suliki Mahal 

a. Seni tari : a. Seni tari: 

I) tari piring I) tari piring 
2) tari gelombang 2) rand a i 
3) randai 
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b, .. Seni 1uara : 
I) dikir 
2) Pop tndoonia 
J) 1ijoban1 

c, Seni yan1 memakat alat 
bunyi-bunytan :· 
I) 1aluans 

· l) talempons 
J) rebana 
4) puput batan1 padi 

'' band 
d, Sent bela diri fradi1tonal : 

I) penuk 1tlat 

b, Seni ~uara: 
I) dikir 

c, Seni yani memakai alat 
bunyi-bunyjan ·: 
I) ~aluani 
2) tatempong 
J) rebana 
4) puput batan1 padi 

'' band 
d, Sent bela diri tradi1ional : 

t) ~ak 1ilat, 

Berkenaan denpn jent~ jeniJ kewnian tnt wbagian ~udah ada wjak 
zaman dahulu dan leba,tan latnnya baru berkemban1 wjak tahun lima 
puluhan dan enam puluhan, Di Neprt Mahaf tari pirinK adalah merupa.;: 
kan knenian yan1 jUdah ada ~jak lama berkemban1 di daerah in# 
~Jkan jeniJ knenian lainnya kebanyabn tumbuh dan berkemban1 
Hfdab berakhir perani kemerdekaan km.ali band yan1 baru dikenal dill 
daerah ini fejak fahun 1'112, Di Nqari Suliki jenf§ t~ian yan1 §udaft 
ada dan berkembang §ejak lama adalah tari NelombanN dan tarl plrlnN, 
Adapun jenif knenian lainnya tumbuh dan berkembanJ Hfelah wnan 
kemerdekaan k«Uati band baru bertumbuh ~jak tahun 1970, 

Patut dilaporbn bahwa pertunjubn k~ian im diadakan 
up1Umnya pada waktu kenduri perkawi~ rnep§i dan pertunjubn 
khww dafam ranska pemberian hibutan pada ma§yaraka1 yan* dfada. 
kan Hbli dafam Hfahun biafanya Hfelah lebaran hari raya Aidiffifrt 
khufw untuk tarl ¢om/Jan# biafan)'a dipertunjukkan pada waktu mer 
nerima ta.nu yan, ber§ifat penyambutan kdfaaran ~i kedatanpn 
pejabat.-~ ,,.,,,, pmerintaban atau tamurtamu yan• diannaP. 
paiat ditambut denian hlrl ¢om/Jan#, Pmunjutan qa.Wdah atau :: 
rebana bia.fanya dilakukan pada wakiU "hatam Quran dan ..,...,. 
upacara perinptan kapmaan Umumnya pertunjukan knenian im 
momentumnya...,.diamafa ~ neprVdeNini, 

Dari .tat kcof" ......... jup demikian bafnya yaifu pada kedaa 
. nep1 iai bdum ....,..... Jeai.f taenian w_.,... wpbu,,. dafam §Wfo . 

.. perb....,... atau orpni.wi ~ kqialan dan ~pnnya 
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_....,. __________________________ ___ ,,, ___ ,, ____ _ 

; 

befum bt1tfu ferlfur dan l1M1r, Di Neprt M1h1f dtdaptO deltptn · 
Mpni•i ke!llniln plda w1kfu penelUt1n tnt btrl1ni~un, y1Uu: 

1, land T1run1 
b, Randal Rlmbun P1men1n 
.:, Perkumpul1n kl!llniln ustr1n1klk llfu0 

d, Perkumpultn kl!llniln llftnf kbtrtnf M1h1f 
,, Perkumpulln kl!llnt1n hjUlnf din T1lemf'(ffl, 
f, Perkumpulan kl!llniln Ttrt Ptrin, 
,, Perkumpulln ''"''" SH1f M1h1f 
h, Perkumpul1n Diktr din lftJln1, 

P1fuf dUamblhkln blhw1 ttdlk HmUI kllmnpo~kltmnfN* klH= 
niln Ylftl ldl ferpbunj dalam Mpnt§l§t ~n HfJffft )'Ml diMbuf= 
kan di a•a.~. Orpni§tit ke!llnttn y1n1 flf~lflf dlllm "'""''iln hHkt 
ldlllh: 

a, land Pemuda 
b, Perkumpultn kneniln Andmnt StO 
.:, Perkumpultn kl!llniln Prtnw UmbtMltJI hHkt 
d, Orup Mwik kanf« Dfpdikbud hHkt, 

Dipaf diftmbahkln blhw1 keHniln fridt§tmt#f dM kfNniln 
metdern yan, tellh tumbuh o.n btfklmban, dt ke4UI ntprt tnt INtum 
"""M den,.n bajk kaftna kuflftlft)'I fenlp, Pff .... ln - .... 
dallm flnfb .. ~bln,.nnya knf1h Ylftl ftith bwmuftt din 
.,,,,,,.,.,. dikatln,.n mM)'trlklf .,.....,,.," mtnaf ,,.,..,. .... .,., 
bidaftf kneniln htl eukup 1'nlf fffuflnM kifanllft ,.,,,,,. nNHM, 
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GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM 
MASY ARAKAT PEDESAAN 

Dengan mengemukakan gambaran organisasi pemerinlahan desa 
kiranya akan lebih jelas memahami lenlang profil kepemimpinan dalam 
masyarakal pedesaan. Dikalakan demikian karena dalam organisasi pe­
merinlahan desa lerlibal alau dilibalkan di dalamnya semua unsur 
pemimpin baik yang bersifat formal resmi; formal lradisional maupun 
kepemimpinan yang bersifal informal. 

Di Sumalera Baral baik secara ideal maupun secara praklis keliga 
kalegori alau unsur kepemimpinan dimaksud memegang peranan 
penling dalam kelancaran roda pemerinlahan karena dengan meninggal­
kan salah salu unsur kepemimpinan lersebul menurul pengalaman akan 
meogganggu kelancaran program yang akan dan sedang dilaksanakan 
baik program pemerinlah maupun program-program yang disusun dan 
dirancang oleh kelompok masyarakal sendiri. 

Dimuka lelah disinggung adanya liga kelompok pemimpin dalam 
masyarakal Minangkabau yailu ninik mamak, alim ulama dan cerdik 
pandai yang merupakari salu kesaluan yang berlanggung jawab dan ikul 
melaksanakan gagasan-gagasan pembangunan dalam masyarakat. 
Tanpa kesepakalan keliga kelompok ini sulil gagasan lersebul berjalan 
lancar dan berhasil baik . 

Unluk memperoleh gambaran lenlang kepemimpinan masyarakal 
pedesaan di Sumalera Baral perlu dilinjau sistem kepemimpinan dimak- . 
sud baik yang menyangkut syarat-syarat, hak dan kewajiban, atribut 
maupun cara pengangkatan dan segala seluk beluknya. Setelah 
diuraikan tentang organisasi pemerintahan desa sepanjang ditemui tim 
peneliti di lapangan, selanjutnya akan dijelaskan tentarig sistem kepe­
mimpinan tersebut seperti berikut ini. 

A. ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA 

Walaupun penerapan pemerintahan desa s'tbagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 telah mulai dilaksanak.an di kedua 
desa dalam penelitian ini, tetapi karena masih dalam iransisi pemerin­
tahan desa yang berlaku sebelumnya masih belum hapus malah sebagian: 
fungsinya masih berjalan sebagaimana biasa terutama negari sebagait 
suatu kesatuan hukum adat. Justru karena itu pertama-tama akan dije- ' 
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~t ~ .. ~ 1.#diU fJlfJ Mlf' --If#~ ,,..,.JM in.4 
JI.Ill 1.#ljltl#t§ f§Ufll@l#J ffl.41JfAt f P fl#t~ ~llMRI .. ,_. tflffP' 
f.#dlU~ mu,,~ fP in.4 I~~~· fijlllf 

"f§lp/µdlU ~jltf ~,,,.,,,, 
ifHjMH ~IJl.4§1W §fWll#fP f§~ ~ijfUJfl#tf#M op flltlnit1r4 
~ fillll§~jld 

1
filldfll4Jwsd ~-f1fj t111f1P IMjftllj 

(JJ'f,,1 flip Ml#tjfi4J ijif@Jf4 M. fJdiN 11/JJlldllJiJI 111p !J!JliN 
!f/J tH fJIP flf Pffl hi.4 f.#dlY f#lffllfl~ IA+ff14 fjlllMJ Ulf~ftll'P 
ffllli(J "f#IUIWI~ UIUlffljJM op 'lwdi '1.4ifm4 ~ '~ 
'iffJffH 'fi@~ ~1~§1 f1MffM ju1.4 llfl@f§lfl fififflJitf uqfflf 
.:#JA+H# 1~1111 WlflP fiMdfi4JWid WlflP j~Jl.4§1W MMJJ ifl@j@f 
l.41Pf1M Mlififl.lliiufw ljJi§ l§J•M MlifijfHJW#tf#M mutp nudf114J 
=Wild ff§lij Ulljl.IMMf flip ijljMf.IMMI UIMl.4ijld Mq~juff#M WlflP 
fldlfl:l/l§i(j tfljMf.IMMI HJif4WiW Ul#tfHjJMJ (JJ'f,,'j ltliJq IUJndwl§ 
Ulfj d'iflf#if MfiflWi§ fMf fMiN/l§i(J UlijlJMf.IMMf qlW Oitt MfltflJ 
#i "@N Uipf§ilfj Ml§Hjndi" MllUl§~fild IMIJUIJ OMJ MHfflj §: "@N 
fl~ f§jfHJJ§MJ MliMip fH§H§fp ljJi§ (JJ'f ,,1 If~ ljlj Uip f§l§fMMJ 
MIMH§H§ iMIJMij Oitl MHijlj §ii '@N fllflfHJIJ'f Ul§Hj~ jlJftl 
l.4MMIJtjf4.lljffJ MIJJ l§i(j jliflJl.4§1J'f MIMlijljl" lif4Wi'j fptff#M 
l§i(j flf§@§ lif4Wi'j f§iMHJ MljlJtfMfMid MlfJ MllMJMWB.4Mild jufj 
=MiJ @Ml MHQIJ #i "@N Mipf§ilfj Ml§HJMi" 1.4uuqJ1Hf~fP ijlfijij 

'flfiill MlijljMfliWild iMlpf'j Wljlp 
flJMijlij Ml§fllfl=tll§fllfl MllMl§jflfid Mf@WfWMI# flUiN ftl A\ fijlJi§fP 
iMflA JJ#fflfild HjfflA flliiN ftlA\ HJMf4Wid 'kllfJJfJf tl/lldijf Mtp fldlfl:I 
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'f.lrilM MflijflJMf.lMBd UlifHH.liW IWl§=IWl§.4Mj 1.41~1§ IMIA !/JdiN 
IJIJJIJdlJJiJjf MIP fJIJHiJN !flJtH f.lflf} f.lff}lij fldiM Mldliflf#if.4M JIJV 

Ultlfllf 11111~ 'lllP "'t'lllJti ' I 

'MflJf§IJif f p MIJfl ti Hf 
bbftl MflijlJ § "@N f'Hl Jfl.lflMiW l§ip MlijlJMf.lBWid f§l§fMU.4@ HJMij flJf 
MdMip uduHqfliji§ 'jlijl~ f.lliiN l#Ul#ip fJtHH§ f.lliiN fljflJMI lfJICJ.llCJ 
Jfflf}fj flAYMflfilq=tlflflfflq MIP .lflJJffl.lJ§ IJflW 'flWI§ iMflA .4HM.41CJH() Ml§HJ 
:flfti)f Jl.lflj ijij@ .lflJl!P ll#i.llif ffl! l§ip fllijlJYf.liWid f§l§fMU.4() 

'Jl.llfl l.liJIWH§ I JIJflftlfJ, ijfl.lil(j ijlAllf-* fP f.40111 YlijlJflfJIWid 
Jf@Jf@O=Jf@JfOO itlflJMiJ rYtl11i0/HI '@N Jl.lfltl llBJIWHi I JIJfltlfJ, 
ijl.lil(j ljflfti" JfltlliqH() tll§HJHOi" Jl.lflj WIJip .lflJlfP iUIA tllflJYIJIJt 
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fiH!! ftfftntu . bifi!i= bifi!i wi11y1hny1, m1mpuny1i htfft bend1 .!itndif.i, 
bffhlk Jfllfl!!lf Uf fUJfllh fEIH!!!!IHt'I dAH JflfJflilih f'fH!!Ul!ilflt'I: . 

Jt1ftJfl#=}t/F.tJfl1t 1111u pen1m11n l1inny1 t'IH!! !itfiH!!kAI, YAH!! terd1= 
pit d1l1m H1!!11fi, dij1dikln Re!iOfl Admini!ilftfif YAH!! mefUfJlktn 
bt!!itn dui Hl!!Afi: Juml1h jornn, di d1l1m Nepfi iuliki ld1l1h 
!itb1ny1k K (deltptH) bu11h !itdAH!!klH di Nt!!tfi M1h11 !ifb1ny1k 10 
(§1puluh) bu1h, 8eti11p Jornn, dipimpin oleh,!itOfiiH!! k1ptJlfl Jt11tJflM, 

P1mtftHI th Nt!!Afi ld11l1h PfH!!Ul!il Ht!!lfi YiH!! memimpin ftky11 
Hl!!lfi1 dfH!!AH Jfl@JflbUAI dAH Jfl@llk!ilHlkiH p@flfUflH=ptflfUflH dAH 
k@puf U!ilH= k@puf U!ilH H@!!ilfi, Jfl@Hy@l@H,,lflkiH !i@!!lll p@flf UflH ptf= 
UHdiH!!=UHdlH!!IH dlfi ft@Jfl@fiHflh fiH!!kil Ali!i !ifffl U!ilhl=U!ilhl 
l1inny1 t'IH!! difujuk1n uni uk mewujudk1n Jfll!it'lflkil Adil din 
JfllkJflUf b@fdl!ilfkiH ft1tH~l!iil1 diH UUD= 194~: 

8trnk1Uf Of!!IHi!il!ii dlfi p@JflffiHlihlH Hf!!lfi untuk k@du1• de!ii 
fff!itbul 1d1l1h !itM!!li berikul ; 

1. itrnkluf Of!!IHi!iA!ii din N1m1 J1b1t1n d1l1m 
Pemtfinl1h1n Nt!!ifi/ O@!i1 iuliki 

~mltilnlu 

!J@kf@lilfiill 
Ntt!ilFi 

Ptml!ilHlll 

Wali Nttiiifi 1=======4 
§uliki 

Ptmltilntu 

k@filftillilH 
Nt ilfi 

Willi Nft!ilFi l===I 

llidllHt! 
Willi Ntt!ilFi ~~ 

llidilHt! 
Willi Ntt!ilFi 1==~ 

lidilHt! 

PtmltilHlll 
Willi Ntflfi 

lidilHf 
. I h H 
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b. Struktur Organisasi dan Narna Jabatan dalarn 

Pernerintahan Negari/ Desa Mahal 

Pembanlu 

Sckrclarial 
Negari 

Pembanlu 

Wali Nc!!ari 
Mahal 

Pembanlu 

Kcrapatan . 
Ncgari 

Pcmbanlu 
·wali Negari Wali Ne1.1ari Wali Ncgari Wali Ncgari 

~ 
2 
c .... 
"' :; 
c.. .. 
;..: 
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· R a k y a t 

Selain Wali Negari dan Kepala Jorong, narna-nama jabatan 
dalarn struktur organisasi . pernerintahan desa adalah sebagai be­
rikut: 

I) Keropoton Negori dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa 
Wakil Ketua. 

2) Sekretariat Negari dipimpin oleh seorang Sekretaris Negari dan 
dibantu oleh beberapa orang Staf SCkretariat. 

3) Pembantu Wali Negari menurut bidang-bidang tertentu dina­
makan Kepala Urusan Bidang bersangkutan. 



Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kerapatan NeRari 
adalah Lembaga Musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka 
masyarakat nega'ri, yang dipandang patut, yang terdiri dari ninik mamak 
alim ulama, cerdik pandai yang mewakili kepemimpinan suku dan 
Kepala Jorong yang jumlah anggota-anggotanya di sesuaikan dengan 
keadaan dan kebutuhan masing-masing negari yang bersangkutan. 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai organ pembantu pe­
merintah desa/ negari struktur organisasinya adalah seperti tertera pada 
halaman berikut. 

Sesuai dengan struktur organisasi Ll<MD seperti digambarkan 
tersebut nama-nama jabatan dalam organisasi LKMD ini adalah sebagai 
berikut : 

I) Ketua Umum 
2) Ketua I 
3) Ketua II 
4) Sekretaris 
5) Bendahara 
6) Ketua-Ketua : 

a) Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 
b) Seksi Pendidikan dan Pembudayaan Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila. 
c) Seksi Penerangan 
d) Seksi Perekonomian 
e) Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup 
f) Seksi Agama 
g) Seksi Pembi_naan Kesejahteraan Keluarga. 
h) Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana. 
i) Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian. 
j) Seksi Kesejahteraan Sosial. 

2. Tuaas dan Kewajiban 

a. Pemerintahan Nexari 

Tugas pemerintahan negari antara lain adalah mengatur dan menye­
lenggarakan urusan-urusan, baik yang termasuk urusan rumah tangga 
negari dan pembant·uan pemerintah maupun urtisan-urusan lainnya 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih 
tinggi. 
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STRUKTUR OROANISASI 
LEMDAOA KETAHANAN MASYARAKAT DESA(LKMD) 

l(E'flJA UMlJM 

KIHlJ AI 

KIHUAll 

K~Nl>AHARAWAN 

..... , ...... ,. , 
I , K•tu11 Umum ; mel11ki;111111k1111Komdl1111i;i1erh11d11p "'k1il>!iek1il 11, b, d1111 ~ 
2, K•tu11 I ; mel11ki;111111k1111Koordi1111i;i1erhlld11p "'k'!."'ki;i d d1111 e 
l Ketu11 II 

IO 

Kew1jib1n pemerinf1h n111rl ld1l1h : 
~ 

IJ · Mel1k111n1k1n tu118ctu111t pemerlnt1h1n umum. 
2) Memblna k11m1n1n din ktferflb1n umum. 
3) Memperfln11i f1r1r hldup r1ky1f, mentn1k1tkan kemakmuran 

dan keHJ1hter11n m111y1r1k1f. 
4) Mentn1k1fk1n keeerdaHn r1ky1f dan memellhara nllai-nllal ke-

111m11n, kebudayaan dan keHnlan. 
5) Melak1t1nakan dan memblna kehldupan demokraitl dalam 

11eluruh tafa hldup m11ty1rak1t. 
6) Memellh1ra harta benda ne11rl dan menlnakatkan pen1h11tllan­

ny1, Hrta men111ll dan men1emban1kan 1tumber-1umber keka-
y11n ne11rt. · 

7) Melak111nakan peraturan perund1n11n dan tu111t-tu111 Peme­
·r1nt1han Tln1kat Af11t y1n1 pelakitanaannya kepada ne11rl. 

I) Menyelen111r1kan hal-hal lalnnya untuk kepentln11n dan ke­
majuan neprl Hrt1 pendu~uk ne11rj. 



b. W ali Negari 

Tugas Wali Negari adalah melaksanakan pengaturan dan penye­
lenggaraan urusan rumah tangga negari, perbantuan pemerintah, dan 
urusan-urusan lainnya dalam pemeri!ltahan negari. Kewajiban Wali 
Negari adalah mempertanggung jawabkan pelaksanaan urusan rumah 
tangga negari, perbantuan dalam pe01erintahan dan urusan-urusan 
lainnya kepada Kerapatan Negari dan dalam bidang pelaksanaan tuµs 
Pemerintahan Atasan, Wali Negari berkewajiban mempertanggung­
jawabkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II. 

c. Kerapatan Negari 

' Tugas Kerapatan Negari adalah merumuskan dan mengambil 
keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan: 

I) Anggaran dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negari. 

2) Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan penghasilan 
negari. 

3) Pinjaman negari . 
4) Perusahaan negari. 
5) Kedudukan dan harta benda milik- negari. 
6) Pekerjaan, penyerahan barang-barang dan pengangkutan-peng­

angkutan tanpa mengadakan penawaran. 
7) Penghapusan tagihan- tagihan sebagian atau seluruhnya. 
8) Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dimana 

negari menjadi satu pihak. 
9) Penerimaan atau penggantian serta pelantikan anggota baru 

yang harus dilakukan dalam rapat terbuka. 

Di samping itu Kerapatan Negari juga bertugas melaksanakan 
peradilan adat (perkara-perkara kecil), peradilan agama dan memberi­
kan· pertimbangan serta nasehat kepada Wali Negari baik diminta 
ataupun tidak diminta, yang pelaksanaannya dengan mempedomani 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang 
khusus untuk itu. Kewajiban Kerapatan Negari adalah mempertang­
gungjawabkan semua keputusan yang diambil kepada masyarakat 
melalui sidang Kerapatan Negari. 

d. Sekretariat Negari 

Sekretaris Negari bertugas menyelenggarakan administrasi . yang 
berhubungan dengan tugas kewajiban pemerintah ne"ari. Adapun ke-
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wajiban Sekretaris Negari ini adalah mempertanggungjawabkan peker­
jaannya.kepada Wali Negari. 

e. Pembantu Wali Negari 

Tugas Pembantu Wali Negari ini adalah memimpin pelaksanaan 
urusan-urusan tertentu dan bidang pemerintahan negari, sedangkan ke­
wajibannya adalah mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada 
Wali Negari . 

f. Kepala Jorong 

Tugas Kepala Jorong adalah melaksanakan pemerintahan dalam 
jorong yang dipimpinnya dengan mengindahkan kedudukan Penghulu 
dan atau Kepala Kaum menurut adat kebiasaan setempat. Kewajiban 
Kepala Jorong ini adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
pemerintahan yang dilakukannya kepada Wali Negari. 

g. lemba!!,a Ketahanan Masyarakat Deso ( LK MD) 

Tugas pokok LKMD adalah membantu Kepala Negari/Desa dalam: 

I) Merencanakan pembangunan yang didasarkan at as azas musya­
warah. 

2) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi 
masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pem­
bangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai 
kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masya­
rakat. 

3) Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengem­
bangkan ketahanan di Negari/Desa Suliki dan atau Mahal. 

Untuk melaksanakan tugas pokok LKMD dimaksud, dan sesuai 
dengan fungsinya LKMD berkewajiban mengusahakan: 
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I 
I) Terpenuhinya kebutuhan esensiil masyarakat. 

· 2) , Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai 
dengan kemampuan setempat. 

3) Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan 
integrasi secara lintas sektoral. 

4) Terselenggaranya program yang berkelanjutan. 
5) Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja. 
6) Adanya peningka-tan dan pemerataan pendapatan masyarakat. 



7) f>emerataan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. 
8) iumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masya.. 

rakat terhadap adanya perubahan karena adanya pembaharuan 
perubahan kearah kemajuan. 

9) Terjaminnya perkembangan dail kerukunan dalam kehidupan 
antar umat beragama. 

10) Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa 
keamanan dan ketentraman dirinya terjamin. 

Sudah disinggung di muka bahwa penerapan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
pada kedua negari yang menjadi sasaran penelitian ini belum 
dilaksanakan seluruhnya pada waktu penelitian ini berlangsung, ada 
·baikn)!a dijelaskan tentang organisasi pemerintahan Desa tersebut 
karena pada gilirannya akan terlaksana dan berfungsi di kedua daerah 
'ini. 

Galam fasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1979 digariskan bahwa 
pemerintah desa terdiri alas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah 
Desa. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 
perangkat Desa yang terdiri alas Sekretariat Desa dan Kepata-:Kepala 
Dusun. Se1anjutnya dalam fasal 15 dicantumkan bahwa Sekretariat Desa 
terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan. Struktur 
organisao;i pemerintahan desa dan perangkat desa tersebut dapat 
digambarkan seperti di bawah ini . 

· Kepala 
. Urusan 

epa a 
.Urusan 

'Kepaa 
Urusan 

STRUKTUR TATA PEMERINTAHAN DESA 

(UU RI No. 5/ 1979) 

Kepilla 
Dusun 

Kepala 
Dusun 

Kepala Dcsa 

Kepala 
Dusun 

Rakyat/ Masyar.akat 

Sckretaris 
Dcsa 

Kepala 
Dusun 
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Nama-nama jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan Desa 
menurut UU No. 5 tahun 1979 ini adalah sebagai berikut: 

I) · Kepala Desa 
2) Sekretaris Desa 
3) Kepala-Kepala Urusan: 

a) Kepala Urusan Bidang Umum 
b) Kepala Urusan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pem­

bangunan. 
c) Kepala U rusan Bidang Kesejahteraan dan Kebudayaan 

Masyarakat Desa. 

4) Kepala Dusun 

Lembaga Musyawarah Desa sebagai unsur Pemerintah Desa hanya 
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Ang.got a. 

Selain dari penggambaran tentang struktur dan nama-nama jabatan 
dalarn pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nornor 5 tahun 
1979 ini perlu pula kiranya dijelaskan tentang tug.as dan kewajiban dari 
pemerintah desa tersebut dan pejabat-pejabat yang melaksanakan tug.as 
dan kewajiban tersebut : 
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I. Tugas dan kewajihan Pemerintah Desa pada umumnya adalah: 

a) Melaksanakan tug.as-tug.as Pemerintahan Umum di Desa. 
b) Membina keamanan dan ketertiban umum di Desa. 
c) Mempertinggi taraf hidup rakyat, meningkatkan kemak­

muran dan kesejahteraan masyarakat di Desa. 
d) Meningkatkan kecerdasan rakyat dan memelihara nilai­

nilai keagamaan, kebudayaan dan kesenian rakyat di Desa. 
e) Melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi dalam 

seluruh tata hidup masyarakat di Desa. 
f) Memelihara harta benda Desa dan meningkatkan pengha­

silannya, serta menggali dan mengembangkan · sumber­
sumber kekayaan desa. 

g) Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas­
tugas , Pemerintah atasan yang pelaksanaannya diserahkan 
kepada Desa. 

h) Menyelenggarakan hal-hal lainnya untuk kepentingan dan 
kemajuan Desa serta penduduknya. 



2. Tuxas dan kewajiban Kepala l>esa adalah sebagai berikut: 

a. Umum 

I) Administrator pemerintahan. 
2) Administrator pembangunan. 
3) Administrator kemasyarakatan. 

b. Sebagai alat Pemerintah Pusat/ Atasan 

I) Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di 
Desan ya. 

2) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan-kegiatan instansi, 
dinas jawatan yang ada di Desa. 

3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di 
Desa. 

4) Menjalankan tugas-tugas pemerintahan Umum. 

c. Sebagai alat pemerintah Desa(Otonomi Desa) 

I) Bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan urus­
an-urusan kepentingan Desa. 

2) Melaksanakan segala keputusan- keputusan dari musya­
warah yang jadi program Pemerintah Desa. 

3) Pemimpin ( mengepalai) penyelenggaraan administrasi 
Desa. 

4) Mengurus dan memelihara harta milik Desa, ( irigasi, 
kantor, sekolah, jalan dan lain-lain). 

5) Membina dan mengawasi pengurusan keuangan Desa. 

6) Membina dan memelihara kegiatan-kegiatan di bidang 
Agama, pendidikan dan kebudayaan di Desa. 

7) Memelihara dan mengembangkan lembaga-lembaga milik 
Desa(ekonomi, Sosial Budaya) . 

8) Memelihara lingkungan hidup dan kelestarian alam di 
Desa, 

9) .Membina dan membimbing kehidupan sosial (anak yatim, 
fakir miskin, jompo). 

IO) Memelihara usaha-usaha kebersihan dan kesehatan. 

II) Memelihara kehidupan ( usaha) go tong royong masyarakat 
Desa. 

12) Memelihara dan mengelola harta milik dan kekayaan Desa. 
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3. Togas dan kewajiban Lembaga Mosyawarah Desa adalah: 

a. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga musyawarah yang 
merupakan perangkat pemerintah Desa terdiri dari unsur-unsur 
pimpinan yang ril dalam masyarakat atau dari unsur-unsur yang 
ditentukan oleh undang-undang/peraturan yang secara bersa­
ma-sama dengan Kepala Desa mengurus kepentingan rumah 
tangga Desa. 

b. Menetapkan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Desa. 

c. Menetapkan Perencanaan Pembangunan Desa. 

d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

e. Menerima keterangan Pertanggung Jawab dari pelaksanaan 
pekerjaan urusan-urusan rumah tangga Desa dari Kepala Desa. 

f. ~emberikan saran-saran kepada Kepala Desa dalam rangka 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa. 

g. Mengajukan Calon-calon Kepala Desa untuk diadakan pe­
milihan. · 

I 

4. Togas dan kewajiban Sekretaris Desa adalah sebagai berikot : 

a. Membantu Kepala Desa dalam mengurus administrasi Kantor 
Desa. 

b. Mengkoordinir semua pelayanan admi~lstrasi kantor yang 
merupakan sekretariat Desa. 

c. Bertindak sebagai Panitera Hakim perdamaian Desa. 

d. Sebagai Sekretaris/penulis daripada rapat-rapat atau panitia­
panitia tingkat Desa. 

e. Mencatatkan dan membuat laporan priodik tentang perkem­
bangan Desa untuk ditanda tangani, Kepala Desa dan dikirim 
kepihak atasan. 

f. Mengurussoal-soal personil, irlventaris Desadan Kantor Desa. 
g. Mengurus rapat-r~pat, dan tamu-tamu dengan cara protokoller 

lainnya. 
h. Mengurus agenda, arsip ekspedisi dan dokumentasi. 

i. Memelihara operation room. 
j. Membuat catatan dan pelaporan yang bersangkut paut dengan 

soal-soal: 



Pertanahan 
Keadaan hutan 
Perkembangan pembangunan 
Ketertiban dan Keamanan 
Penduduk dan lain-lain. 
Melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Kepala 
Desa. 

5. Tuaas-tuaas urusan bidana umum adalah: 

a. Membantu usaha untuk menciptakan ketertiban dan keten­
traman umum. 

b. Mengkoordinir kegiatan-keg1atan Ronda malam, mengadapi 
bahaya kebakaran, banjir dan lainnya yang akan mengganggu 
ketentraman umum. 

c. Membantu para petugas ABRI atau Kepolisian yang beroperasi 
di Desa sesuai dengan petunjuk Kepala Desa. 

d. Memimpin/Mengatur Hansip/Wanra Desa. 

6. Tuaas.-tuaas urusan Bidana Ekonomi Keuanaan dan Pem­
banaunan adalah : 

a. Membantu dalam hal : 

I) Peningkatan ekonomi Desa ( Bimas, Inmas, basil industri, 
KUD, LPN, tuo bandar dan sebagainya}. 

2) Peningkatan keuangan Desa, (Sumber keuangan Desa). 

3) Peningkatan Pembangunan Desa (Sw;idaya Gotong 
Royong). 

b. Membantu dalam hal mengatur hubungan/Koordinasi, baik 
bersifat vertikal maupun horizontal dengan lembaga-lembaga 
Desa untuk kepentingan Pembangunan Desa. 

c. Membantu dalam menyelesaikan masalah dan melaporkan 
hasilnya kepada Kepala Desa serta mengajukan saran-saran 
kebijaksanaan kepada Kepala Desa. 

7. Tugas.-tugas Urusan Bidang Kesejahteraan dan Kebudayaan 
Masyarakat Desa adalah : 

a. Membantu dalam hal : 

I) Kesehatan dan kebersihan lingkungan(P3K). 
2) Mengarahkan dan meningkatkan kegiatan pendidikan 

(PKK , Didikan Subuh, Pramuka). 
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· . . 

3) Menggalakkan kesenian dan Olahraga Pemuda-pemuda di 
Desa(Seni budaya dan olahraga) . 

4) Mengarahkan kehidupan beragam~ masyarakat Desa 
(Wirid-wirid pengajian, Qur'an, meramaikan mesjid). 

b. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan LKMD. 

c. lkut mengarahkan kegiatan-kegiatan sosial (anak yatim, fakir 
miskin, jompo dan lain-lain). 

d. lkut membantu, merencanakan, mengkoordinasikan pelaksa­
naan evaluasi program kerja Desa bersama Kepala Desa. 

e. Membantu dalam menciptakan hubungan baik secara vertikal 
maupun horizontal dengan lembaga-lembaga/instansi dan 
masyarakat desa. 

Untuk lebih lengkapnya informasi tentang gambaran umum Ke­
pemimpinan dalam masyaralcat pedesaan atau Negari Suliki dan Mahat 
ini dalam uraia:n yang berikut akan dijelaskan sistem kepemimpinan 
yang berlaku ba_!k formal maupun formal tradisional dan informal. 

B. SISTEM KEPEMIMPINAN 

Di atas sudah dikemukakan bahwa Wali Nega.ri dan Kerapatan Ne­
gari adalah merupakan pemerintahan negari atau -Oesa sebelum berlaku­
nya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 
Pemerintahan Negari dibantu oleh Sekretariat Negari, pembantu Wali 
Negari dan Kepala Jorong. Setelah keluarnya Keputusan Presiden No. ' 

· 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga 
Sosial Desa menjadi LKMD dan disusul dengan instruksi Mendagri No. 
25 tahun 1980 tent-ang pelaksanaan Keppres No. 28 tahun 1980, maka 
LKMD juga merupakan unsur pembantu pemerintah Desai Negari. 

Disamping itu juga telah dijelaskan bahwa Kerapatan Negari dan 
LKMD anggota-anggotanya antara lain terdiri dari ninik mamak, alim 
ulama, cerdik pandailcendekiowa.n yang mewakili kepemimpinan suku 
atau kaum dan juga Kepala Jorong (khusus untuk Kerapatan Negari) . 
Cerdik pandai disini berarti bahwa kelompok masyarakat di luar ninik 
mamak dan alim ulama yang pada umumnya terdiri dari warga masya- · 

. rakat yang menonjol pendidikan dan pengetahuannya. Dalam praktek 
biasanya kelompok pemuda dan ;·'bundo konduang"(kelompok wanita 
Minangkabau) tenpasuk kedalam unsur cerdik pandai ini. 
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Jika dikaji secara rnendalarn jelas unsur dan sistern kepemimpinan 
di kedua desa yang diteliti ini pada khususnya atau dipedesaan Minang­
kabau pada umumnya meliputi unsur dan sistem kepemimpinanformal 
masa kini, formal tradisional dan kepemimpinan informal. 
Untuk lebih dipahami ketiga sistem kepemimpinan dimaksud di bawah 
ini akan dijelaskan secara berurutan yang kiranya dapat memberikan 
gambaran umum kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di daerah 
ini. 

I . Sisl~m K~pt>mimpinan •·ormal 

Yang dimaksud dengan kepemimpinan formal disini adalah pim­
pinan yang diangkat oleh pemerintah dengan suatu Surat Keputusan 
baik yang berasal dari calon-calon yang diusulkan masyarakat maupun 
tidak. Di tingkat Negari at~u Desa J)emimpin tersebut adalah Wali 
Negari, Ketua/ Anggota Kerapatan Negari, pengurus LKMD dan Kepala 
Jorong. 

Jelas disini kepemimpinan formal tersebut sifatnya tidak 
merupakan pimpinan yang didapat dari keturunan darah secara turun­
temurun melainkan diangkat melalui prosedur tertentu dan dalam 
jangka waktu tertentu rnemegang suatu jabatan kepemimpinan. Pemim­
pin ini diterima masyarakat karena telah ditetapkan oleh pemerintah 
atasan walaupun sebelumnya dipilih oleh masyarakat negari dan 
diusulkan untuk diangkat. 

Untuk beroleh gambaran yang lebih jelas tentang sistem kepemim­
pinan formal ini dalam uraian berikut akan dikemukakan syarat-syarat 
kepemimpinan, faktor pendukung, hak dan kewajiban, atribut/simbol 
kepemimpinan, cara pengangkatan dan upacara yang dilakukan untuk 
masing-masing unsur pimpinan formal tersebut di atas. 

a. Wali Negari 
I) Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung 

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Negari 
adalah warga negara Republik Indonesia yang: 

a) Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila. 
b) Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 

peristiwa G.30.S/PKI. 
c) Tidak pernah menjadi anggota bekas Partai Komunis 

Indonesia dan Organisasi Massa yang bernaung di ba­
wahnya. 



90 

d) Tidak sedang dipecat dari hak memilih dan dipilih ber­
dasarkan keputusan pengadilan yang tidak . dapat 
diubah lagi. 

e) Tidak pernah dihukum karena suatu perkara kejahatan. 
t) Mempunyai pengalaman dalam memimpin masyarakat. 
g) Mempunyai rencana dan program tentang pembangun­

an negari. 
h) Sekurang-kurangnya pendidikan SLTP atau berpenga­

laman yang patut disamakan dengan SLP. 
i) Sekurang-kurangnya berumur 30 tahun dengan kese­

hatan mengizinkan. 
j) Menjadi penduduk negari yang bersangkutan . 

Faktor pendukung Wali Negari ini selain memenuhi syarat­
syarat seperti tersebut di alas faktor pendukung lainnya 
adalah Wali Negari tersebut merupakan pemenang dalam 
pemilihan Wali Negari yang diadakan sebelumnya di Desai 
Negari bersangkutan. Di samping itu dengan ditetapkan­
nya yang bersangkutan oleh pemerintah atasan (Gubernur 
KOH Tingkat I Sumbar) maka hal inipun merupakan 
faktor pendukung pula kepemimpinan Wali Negari ·ber­
sangkutan. 

Kewibawaan, kepribadian yang menarik, ketaatan menja­
lankan agama yang dianut, pandai mengutarakan pendapat 
dan berpidato serta konsisten dalam perbuatan dan pola 
betpikir adalah pula merupakan faktor pendukung dari ke­
pemimpinan Wali Negari ini. 

2) Hak dan Kewajiban Wali Negari 

Hak Wali Negari adalah mengatur jalannya pemerintahan 
negari bersama-sama dengan Kerapatan Negari. Kewajiban 
Wali Negari seperti telah disinggung di m\Jka antara lain 
adalah mempertanggung jawabkan pelaksariaan pemerin­
tahan negari kepada Kerapatan Negari dan dalam bidang 
pelaksanaan tugas pemerintahan Atasan.. bertanggung 
jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang ber­
sangkutan yaitu Bupati Kepal~ Daerah Tingkat II 
Kabupaten 50 Kota. 



3) Atribut/Simbol Kepemimpinan 

Atribul alau simbol yang biasa dipakai oleh Wali Negari 
adalah berupa pakaian dan landa jabalan. Pakaian pamong 
Wali Negari dilelapkan dengan sualu Surat Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkal I Sumatera Baral yaitu 
berwarna pulih-pulih. Tanda jabatan berbentuk lencana 
ditempalkan pada dada sebelah kiri. Topi Wali Negari 
berwarna hilam dengan diberi lambang "Tuah Sakato" 
yailu lambang daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera 
Baral yang melukiskan rumah gadang Minangkabau alas 
Surau dan mesjid dan pada puncak bagian atasnya 
lerlukis sebuah binlang segi lima dan di dalam lambang ini 
tertulis kata-kala : "Sumatera Baral dan Tuah Sakato." 

Selain simbol alau tanda-landa yang lerlihat pada atribut 
kepemimpinan Wali Negari seperti diuraikan diatas tidak 
dilemui lagi simbol-simbol lain yang berada diluarnya baik 
dalam bentuk panji-panji, gelar dan lain-lain. 

4) Cara Pengangkalan dan Upacara 

Wali Negari diangkal oleh Gubernur KOH Tingkat I 
Sumatera Baral dengan pemilihan yang diadakan untuk itu. 
Wali Negari dipilih dari sekurang-kurangnya 2 orang dan 
sebanyak- ban yak nya 4 orang yang diajukan oleh Kerapatan 
Negari yang sudah mendapat penelitian dan penetapan dari 
Bupati KOH Tingkat II yang bersangkutan (50 .Kota). 
Pemilihan Wali Negri dilakukan secara 1.1mum langsung, 
bebas dan rahasia . Tata cara pemilihan Wali Negari dise­
lenggarakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Camat 
Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas. Wali 
Negari dipilih oleh anak negari yang berhak memilih calon­
calon yang telah mendapat penetapan dari Bupati Kepala 
Daerah Tingkat II 50 Kota. 

Yang dapat menjadi pemilih Wali Negari adalah warga 
negara Republik Indonesia yang: 

a) Menjad} penduduk negari yang bersangkutan, 
b) Sekurang-kurangnya berumur 18 tahun atau sudah 

kawin. 
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c) Tidak sedang dipecal dari hak pilih, yang dinyalakan 
dengan kepulusan pengadilan yang lidak dapal diubah 
lagi . 

d) Tidak lerlibal langsung alau lidak langsung dengan 
G.30.S/PKI. 

e) Tidak sedang lerganggu ingalannya. 
f) Tidak sedang hilang kebebasannya. 
g) Terdaflar sebagai pemilih. 
h) Hadir pada lempal dan waklu dilakukannya pemungul­

an suara. 
i) Memaluhi peraluran dan tala lerlib pemilihan dan 

pungulan suara. 

Selambal-lambalnya pada hari kedu~ selelah dilakukan pe­
mungulan suara. Panilia pemilihan Wali Negari membual 
berita acara hasil pemilihan dim sekali gus mengumumkan 
hasil pemilihan lersebul di seluruh wilayah negari. Berila 
acara hasil pemilihan dimaksud disampaikan kepada Bupali 
Kepala Daerah Tingkal II unl~k pengumuman selanjulnya. 

Wali Negari diangkal unluk masa jabalan 5 lahun lerhilung 
mulai langgal pelanlikan dan dapal dipilih kembali akan 
lelapi lidak boleh unluk keliga kalinya secara berlurul­
lurut. 

Sebelum memangku jabatannya Wali Negari mengucapkan 
SUJllpah/ janji jabalan dan dilanlik dengan upacara' khusus 
dalam sid~ng Kerapatan Negari dengan disaksikan oleh 
Bupali Kepala Daerah Tingkal II 50 Kola. Dalam hat ini 
dapal juga dilakuk~n oleh pejabal yang diluojuk dan 
bertindak untuk dan alas nama Bupali Kepala Daerah 
Tingkal 50 Kota. 

b. Pemimpin don Anggota Ketapatan Negari 

I) Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung 

Persyaratan formal untuk · menjadi anggota Kerapatan 
Negari adalah sama dengan persyaratan seseorang untuk 
dapat diangkatj11enjadi Wali Negari. Sebagaimana telah di­
uraikan diatas. Hanya saja untuk Kerapatan Negari ini 
perlu ditambah dengan unsur-unsur· pimpinan yang hidup 
dalam masyarakat yaitu : 



a) Unsur penghulu. 
b) Unsur alim ulama. 
c) Unsur cerdik pandai. 
d) Unsur pimpinan jorong. 
e) u 'nsur wanita atau hundo konduon1l,. 
f) Unsur pemuda. 

Ninik momok yang dipandang patut menjadi anttttota 
Kerapatali Negari ; adalah ninik mamak yang benar­
benar memimpin suku atau kaumnya di negari serta 
menurut adat negari setempat dipandang mewakili para 
ninik mamak yang ada dalam negari. 

Alim ulomo yang dipandang patut menjadi an[l[lOta Ke­
rapatan Negari adalah alim ulama yantz secara riel 
diakui sebagai pemimpin keattamaan di nettari dan oleh 
masyarakat negari dipandantt mampu mewakili para 
alim ulama yang ada dalam negari. 

Cerdik pondoi yang dipandang patut menjadi ang[lota 
Kerapatan Negari wartta nettara Republik Indonesia 
yang berdomisili tetap di negari yang secara riet di 
samping pendidikan yantt ada padanya, diakui dan 
dipandang mampu oleh masyarakat untuk membawa 
nettari kepada kemajuan dan pembanttunan yantt 
merata. Perlu ditettaskan bahwa unsur wanita atau 
hundo konduong dan unsur pemuda dalam praktek di­
kelompokkan kedalam unsur cerdik pandai ini. 

Kepolo Jorong adalah yantt karena jabatannya memim­
pin suatu bagian dari wilayah negari menjadi anggota 
Kerapatan Nettari. Sudah diterangkan sebelumnya 
bahwa J orong adalah suatu daerah administratif 
pemerintahan terendah setingkat di bawah negari yang· 
dipimpin oleh seorang Kepala Jorong sebagai alat pem­
bantu Wali Negari di wilayahnya. 

Faktor pendukung dari kepemimpinan Kerapatan Ne­
gari ini selain dari memenuhi ketentuan-ketentuan 
formal sebagaimana dikemukakan di alas anggota dan 
pemimpin Kerapatan Ncgari m1 sesuai · dengan 
profcsinya harus bertindak dan ~rbuat mcnurut 
nornia- norma yang berlaku dalam masyarakat terutama 
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dibidangnya masing-masing selaku ninik mamak, alim ' 
ulama dan cerdik pandai yang juga telah diuraikan se­
belumnya. Dengan mengindahkan norma- norma dan 
terpenuhinya ketentuan formal dimaksud kepemim­
pinan unsur pemerintahan dari•Kerapatan Negari ini 
secara relatif akan beroleh dukungan dari masyarakat 
pendukungnya. 

Selain daripada itu Kepala Jorong dan juga anggota 
Kerapatan Negari lainnya harus menghayati aspirasi 
masyarakat Negari atau Jorong dan memahami benar 
tuntutan pembangunan yang perlu dilakukan di kene­
garian ini baik yang bersifat fisik maupun mental 
spiritual. 

2) Hak dan Kewajiban Kerapatan Negari 

Sepanjang informasi yang diperoleh Kerapatan Negari ber­
kewajiban menetapkan peraturan dan atau peraturan negari 
serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negari 
tersebut; maka Wali Negari se,laku Ketua Kerapatan Negari 
berkewajiban memberikan penyelesaiannya. 

3) Atribut/Simbol Kepemimpinan 

Khusus mengenai atribut/simbol kepemimpinan di bidang 
Kepemimpinan Kerapatan Negari ini diperoleh informasi 
bahwa, tidak ada suatu ketetapan dan kebiasaan yang 
mengatur dan biasa berlaku tentang atribut kepemimpinan 
Kerapatan Adat Negari ini baik dalam bentuk pakaian 
maupun tanda- tanda jabatan dan sebagainya. 

4) Cara Pengangkatan dan Upacara 

Kerapatan Negari ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 
KOH Tingkat I Sumafera Barat. Di tiap negari baik Suliki 
dan Mahal diadakan Panitia Pembentukan Kerapatan 
Negari yang terdiri dari: 

a) Wali Negari sebagai Ketua merangkap anggota. 
b) Sekretaris Negari sebagai Sekretaris merangkap ang­

gota. 
c) Sebanyak-banyaknya 5 (Hrna) orang anggota yang me­

wakili unsur-unsur ninik mamak, alim ulama dan cerdik 
pandai dalam negari. 



Panitia Pembentukan Kerapatan Negari diangkat · dan di­
lantik oleh Bupati KOH Tingkat II 50 Kota dan dapat juga 
ditunjuk pejabat lain yang bertindak untuk dan atas nama 
Bupali KOH Tingkal II 50 Kola. Carnal Kepala Wilayah 
Kecamalan Suliki Gunung Mas membanlu dan bertanggung 
jawab alas kelancaran pelaksanaan pembentukan 
Kerapalan Negari tersebut. Hasil pembentukan Kerapatan 
Negari dimaksud disampaikan kepada Gubernur KOH 
Tingkal I Sumatera Baral melalui Bupati KOH Tingkat II 
50 Kola unluk memperoleh penelapannya. Oalam hat ini 
Bupali dapal memberikan pertimbangan kepada Gubernur 
KOH Tingkat I Sumatera Baral. 

Upacara yang dilakukan dalam pengangkalan pemimpin 
dan anggola Kerapata(I Negari ini adalah sebelum memang­
ku jabatan para pimpinan dan anggota kerapatan ini 
mengucapkan sumpah jabatan dan dilantik di ruangan 
Sidang Kerapatan Negari oleh Bupati KOH Tlngkat II 50 
Kola. Oalam hal ini dapat juga diwaliki oleh pejabat yang 
ditunjuk untuk dan atas nama Bupati yang bersangkutan. 

c. l\epala JoronR 

I) Syarat-syaral Kepemimpinan dan Faklor Pendukung. 

Syaral-syaral unluk dapal diangkal menjadi Kepala Jorong 
adalah sebagai berikul : 

a) Pendidikan serendah-rendahnya adalah SD alau yang 
selingkal dengan ilu. 

b) Tidak lerlibal G.30.S/PKI. 
c) Berdomisili di jorong yang bersangkulan. 
d) Berlakuan baik . 
e) Taal kepada Pancasila dan UUO 1945. 
t) Berlaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
g) Merupakan pilihan calon dari masyarakat jorongnya. 

Faklor-faklor yang mendukung kepemimpinan Kepala Jo-­
rong ini selain dari, lerpenuhinya syarat-syaral lersebut di 
alas seorang Kepala Jorong hatus: 

a) Suka bermusyawarah. 
b) Seorang cerdik pandai di jorongnya. 
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c) Mempunyai kejujuran dan disenangi masyarakat. 
d) Menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2) Hak dan Kewajiban Kepala Jorong 

Hak Kepala Jorong ini antara lain adalah mengatur jalan­
nya pemerintahan negari dalam wilayah jorong yang ber­
sangkutan. Kewajiban Kepala Jorong adalah membantu 
Wali Negari dalam melaksanakan ·pemerintahan diling­
kungan jorong yang dipimpinnya dengan mengindahkan 
kedudukan penghulu dan atau kepala kaum menurut adat 
kebiasaan setempat. Dalam menjalankan kewajibannya Ke­
pala Jorong bertanggung jawab kepada Wali Negari. 

3) Atribut/Simbol Kepemimpinan 

Secara khusus baik dalam bentuk ketetapan pemerintahan 
atasan maupun menurut adat kebiasaan yang berlaku 
kepala Jorong tidak mernpunyai atribut-atribut atau 
simbol-simbol kepemimpinan sebagai seorang pemimpin di 
daerah pedesaan. Jika Kepala Jorong tersebut berasal dari 
ninik mamak atau alim ulama maka atribut yang dipakai 
adalah atribut ninik mamak dan alim ulama itu saja. 

4) Cara Pengangkatan dan Upacara 

Kepala Jorong adalah kepala resor administratif yang 
merupakan bagian dari negari. la diangkat dan 
diperhentikan oleh Wali Negari dengan mengindahkan adat 
kebiasaan setempat yang setelah terlebih dahulu mende­
ngarkan Kerapatan Negari. Mendengar Kerapatan Negari 
maksudnya adalah memilih calon dan mendengar pendapat 
Kerapatan Negari tentang calon yang bersangkutan apakah 
layak atau belum menjadi seorang Kepala Jorong. 

Upacara dalam pengangkatan Kepala Jorong ini tidak di­
adakan secara khusus hanya diumumkan kepada masya­
rakat oleh Wali Negari atau pembantunya dengan menye­
barkan dan membacakan surat keputusan Wali Negari yang 
bersangkutan biasa dilakukan di tempat-tempat pertemuan 
masyarakat seperti sidang-sidang J um' at, tempat-tempat 
peribadatan, dan semacamnya. 



d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Deso ( LKMD) 

I) Syarat-syaral dan Faktor Pendukung. 

Anggota Pengurus LKMD terdiri dari pemuka-pemuka ma­
syarakat seperti pemuka adat, agama, pendidikan/ cende­
kiawan, pemuda dan wanita serta pimpinan lembaga-lem­
baga masyarakal yang ada di Kenegarian Suliki dan Ma.hat. 
Untuk dapal diangkat se~agai pengurus harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikul : 

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b) Selia dan taal kepada Pencasila dan UUD 1945. 
c) Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan 

penuh pengabdian lerhadap masyarakat. 

d) Sebagai penduduk Negari Suliki dan Mahal, dan ber­
tempat linggal lelap di kenegarian ini . 

e) Mempunyai kemampuan kesanggupan untuk bekerja 
dan membangun. 

Di samping terpenuhinya syarat-syarat seperti di atas, ang­
gota pengurus LKMD ini kepemimpinannya didukung oleh 
adanya pengikut yang mendukungnya dan mempunyai 
pengetahuan yang memadai serta kepribadian yang menye­
nangkan. Seorang pengurus LKMD tidak mungkin akan 
berperan jika tidak menghayati aspek-aspek kehidupan dan 
pembangunan dari negari atau desanya sendiri serta tidak 
memahami program-program yang dilaksanakan pemerin­
tah baik ditingkat nasional maupun regional. 

2) Hak dan Kewajiban 

Pada umumnya anggota pengurus LKMD berhak menga­
jukan usu I, saran dan merumuskan serta berpartisipasi aktif 
dalam menyelenggarakan tugas pokok LKMD seperti me­
rencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkat­
kan prakarsa dan parlisipasi masyarakat untuk melaksa­
nakan pembangunan· serta menumbuhkan kondisi dinamis 
masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Negari 
Suliki dan Mahat. 

Kewajiban anggota pengurus LKMD Negari Suliki dan 
Mahat adalah ikut dan bertanggung ja.wab melaksanakan 
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tugas pokok LKMD sesuai dengan fungsi LKMD te'rsebut 
yaitu: 

a) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam meren­
canakan dan melaksanakan pembangunan. 

b) Menanamkan pengertian dan kesadaran P4 kepada 
masyarakat. 

c) Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan 
swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangun­
an. 

d) Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan ma­
syarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri. 

e) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masya­
rakat. 

f) Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk 
pembangunan. 

g) Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan ke­
luarga sejahtera. 

h) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam ma­
syarakat untuk pembangunan. 

i) Melaksanakan tugas- tugas lain dalam rangka memban­
tu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang 
man tap. 

Dalam rangka pertanggungan jawab kewajiban dari ang­
gota pengurus LKMD ini telah digariskan untuk masing­
masing unsur pimpinan yaitu sebagai berikut: 

a) Ketua umum bertanggung jawab kepada Kepala Desai 
Negari. 

b) Ketua I, Ketua II, Sekretaris, dan Bendahara bertang­
gung jawab kepada Ketua Umum. 

c) Ketua-ketua Seksi bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum Ketua I dan Ketua II dengan perincian sebagai 
berikut. 

(I) Sekst Keamanan Ketentraman dan Ketertiban, Seksi 
Pendidikan dan Pembudayaan Penghayatan Panca­
sila, serta Seksi Penerangan dalam tugas sehari-hari 
bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 



(2) Seksi Perekonomian dan Seksi Pembangunan Pra­
sarana dan Lingkungan Hidup dalam tugasnya se­
hari-hari tetap bertanggung jawab kepada Ketua I. 

(3) Seksi Agafrfa, Seksi PKK, Seksi Kesehatan Kepen­
dudukan dan Kelua.rga Berencana, Seksi Pemuda, 
Olahraga dan Kesen}an serta Seksi Kesejahteraan 
Sosial dalam tugasnya sehari-hari bertanggung 
jawab kepada Ketua II. 

3) Atribut/Simbol Kepemimpinan 

Kepemimpinan Pengurus LKMD baik selaku unsur Ketua, 
Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Seksi tidak ada 
mempunyai sesuatu atribut/simbol kepemimpinan tertentu. 
lnformasi ini diperoleh tim peneliti pada waktu penelitian 
lapangan di Negari Suliki dan Negari Mahat. Dalam rapat­
rapat resmi nama dan gelar yang dipanggilkan sesuai 
dengan jabatan di dalam kepengurusan LKMD setempat. 

Dalam percakapan sehari-hari sulit dipanggilkan nama 
jabatan dalam kepengurusan ini. Khusus untuk Ketua 
Umum karena juga berfungsi sebagai Wali Negari lebih 
sering atau pada umumnya dipanggilkan nama ja:batan 
yang bersangkutan sebagai Wali Negari. Wali Negari ini 
dalam panggilan masyarakat sehari-hari disebut "Pak 
Wali" walaupun yang bersangkutan juga menjabat sebagai 
Ketua Umum LKMD. Tanda-tanda kebesaran yang dipakai 
hanya tanda-tanda kebesaran selaku Wali Negari. 

4) Cara Pengangkatan dan Upacara 

Untuk membentuk Pengurus LKMD baik di Suliki maupun 
di Mahat ditempuh tata cara sebagai berikut : 

a) Calon anggota pengorus kecuali Ketua Umum diajukan 
sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing 
Jorong. 

b) Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musya­
warah_galam rapat yang diselenggarakan khusus untuk 
itu, dipimpin oleh Kepala Negari selaku Ketua Umum. 

c) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diaju­
kan kepada Kepala Negari untuk mendapatkan keputu­
san dan selanjutnya melalui Camat disa111fl.aikan kepada 
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Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota untuk men­
dapat pengesahan. 

d) Masa bakti pengurus LKMD adalah 5 tahun dan dapal 
dipilih kembali selelah habis masa baklinya. 

Setelah mendapat pengesahan dari Bupali Kepala Daerah Tingkat II 
50 Kola pengurus LKMD di kedua negari ini dilanlik oleh Carnal alas 
nama Bupali pada suatu rapat atau upacara lerlenlu yang khusus diada­
kan unluk itu. Dengan demikian secara resmi lerbenluklah kepengu­
rusan LKMD di kedua negari itu. 

Walaupun pada bagian ini penggambaran kepemimpinan formal 
dalam masyarakat pedesaan lebih dititik beratkan kepada unsur-unsur 
pemimpin yang terkail dalam pemerintahan desa, namun kepemimpinan 
formal tersebul lidak hanya tiga unsur pimpinan dimaksud saja letapi 
juga terdapat kepemimpinan formal di bidang lain lerutama di bidang 
pendidikan. Yang dimaksudkan disini adalah k.epemimpinan lersebut 
didas~rkan atas pengangkalan pemerinlah alau pejabal alasan hanya 
saja untuk bidang-bidang tertenlu. 

Sebagai contoh nyata adalah Kepemimpinan seorang Kepala Se-
. kolah Dasar Negeri di daerah pedesaa·n. ·seca·ra umum Kepala SD Negeri 
ini termasuk unsur kepemimpinan dalam masyarakat desa. Sistem dari 
kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar ini jelas berbentuk formal karena 
diangkat oleh pejabat pendidikan yang berwenang di tingkat Kabupaten 
atau Propinsi. 

Sebagai seorang pemimpin Kepala Sekolah Dasar memberikan 
corak tertentu terhadap kepemimpinan dalam masyarakal pedesaan te­
rutama menyangkut hak dan kewajiban pemerintahan negari khususnya 
di bidang peningkatan kecerdasan rakyat. Walaupun demikian pola ke:­
pemimpinan di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya yang 
menyangkut kehidupan masyarakat di pedesaan akan diuraikan secara 
lebih jelas dalam bab-bab berikut. 

2. Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional 

Sud~h sering dikemukakan bahwa Negari Suliki dan Negari Mahat 
ac;l81ah merupakan bahagian dari wilayah kesatuan hukum adatMinang­
kabau,: Maksudnya kedua desa ini mempunyai sistem kepeinimpinan 
formal tradisional yang j)ersis sama 
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Kepemimpinan tradisional masyarakat di daerah ini sudah diten­
tukan oleh hukum dan ketentuan adat Minangkabau yang dikenal sejak 
adanya masyarakat Minangkabau yang mempunyai struktur kemasya­
rakatan atau sistem kekerabatan geneologis menurut Stelsel Matrilineal. 
Mengingat keadaan yang demikian struktur kepemimpinan tradisional 
tersebut telah resmi atau formal adanya sejak dahulu kala dan berlaku 
sekarang secara turun temurun . lnilah sebabnya sistem kepemimpinan 
masyarakat Minangkabau tersebut dinamakan Formal Tradisional. 

Setiap golongan dalam masyarakat nega~i mempunyai pimpinan. 
Pimpinan tersebut berada di tangan mamak atau Saudara laki- laki dari 
ibu. Mamak secara sosilogis dapat juga, berarti semua laki-laki dari 
generasi yang lebih tua. lni berarti laki-laki yang lebih tua dipandang 
oleh anggo.ta masyarakat yang masih muda sebagai pemimpinnya. 
Oalam adat Minangkabau diungkapkan sebagai berikut: 

Kamanakan barajo ka mamak 
Mamak barajo ka panghulu 
Panghu.lu barajo ka nan bana 
Dana badiri sendirinya 

artinya 
Kemenakan beraja kepada mamak 
Mamak beraja kepada penghulu 
Penghulu beraja kepada kebenaran 
Keberiaran berdiri sendirinya. 

Pimpinan sebuah rumah tangga atau satu kerabat oran_g-orang yang 
senenek menu rut garis ibu disebut tungganai, jadi tungganai bukan "pim­
pinan dalam pengertian satu rumah tetapi dalam pengertian suatu 
kerabat yang senenek menurut garis ibu. Pimpinan kaum disebut mamak 
kaum, dan pangkatnya disebut penghulu. Jabatan penghulu dalam pim­
pinan tradisional Minangkabau bertingkat-tingkat yaitu seperti di bawah 
ini. 

a. Penghulu Suku 

Penghulu suku adalah merupakan pimpinan dari suatu suku. 
Penghulu ini disebut juga penghulu pucuk menurut kelarasan Koto 
Piliang atau penghulu tua menurut kelarasan Bodi Caniago. Penghulu 
pucuk atau penghulu tua ini adalah penghulu dari empat suku pertama 
yang datang membuka negari tempat kediamannya dan merupakan 
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pimpinan kolektif di negari tersebut. Penghulu ini dinamakan pem~hulu 
andiko atau yang memerintah. 

Penghulu dari suku yang datal\.g kemudian di kedua negari yang 
diteiiti ini tidak dapat menjadi andiko negari walaupun statusnya adalah 
penghulu suku di negari asalnya. 

b. Penghulu Payum~ 

Penghulu payung adalah penghulu yang menjadi pimpinan warga 
suku yang telah membelah diri karena terjadi perkembangan jumlah 
keturunan pada suku pertama. Penghulu belahan baru ini mempunyai 
hak untuk menjadi penghulu tuo yang t1dak berfungsi lagi. Secara adat 
dikatakan gadang balega atau besar bergilir. Keadaan ini hanya berlaku 
pada kelarasan Bodi Caniago. 

c. Penghulu /ndu 

Penghulu indu adalah penghulu yang jadi pimpinan warga suku 
yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya karena jumlah warga 
telah semakin banyak atau karena perselisihan dalam perebutan gelar 
penghulu. Warga yang telah menempati pemukiman baru atau pindah, 
selain dapat mendirikan penghulu indu juga dapat mendirikan penghulu 
payung. 

Jabatan penghulu merupakan warisan turun temurun dari nenek 
turun kt: mamak dari mamak turun ke kemanakan. Kemanakan yang 
berhak mewarisi penghulu itu ialah kemanakan di bawah dagu, yaitu 
kemenakan yang m'empunyai pertalian darah menurut garis ibu, 
menurut aliran kelarasan yang di anut pewarisan penghulu itu di atur 
sebagai berikut: 

I) Waris di jawek (waris di terima). Maksudnya adalah yang 
berhak mewarisi jabatan penghulu adalah kemanakanfangsung 
atau anak dari Saudara perempuan. Sistem ini adalah menurut 
aliran kelarasan Koto Piliang. 

2) Menurut kelarasan Bodi Caniago, i}ewarisan jabatan penghulu 
itu di sebut gadang bagilie (besar bergilir). Maksudnya adalah 
yang berhak menjadi penghulu atau mewarisi jabatan penghulu 
ialah semua laki-laki warga kaum dengan cara bergiliran di 
antara warga yang seasal usul. · 

Memperhatikan praktek yang terjadi pada masa akhir-akhir ini 
ternyata bahwa kedua pola pewarisan jabatan penghulu tersebut tidak 
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seluruhnya berlaku secara murni, sehingga perbedaannya tidak begitu 
kentara. Hal ini di sebabkan karena pengaruh pendidikan formal dan 
aspirasi masyarakat yang menginginkan agar penghulunya 
berpendidtkan lebih tinggi sehingga kekakuan sistem yang telah ada 
bergeser sesuai dengan kemajuan teknologi dan peradapan manusia. 

Walaupun hal ini belum banyak terjadi tetapi ke cendrungan 
kearah itu telah mulai tampak relitasnya di mana calon penghulu dan 
warga suku bersangkutan telah mulai di seleksi yang antara lain meng­
gunakan ukuran latar belakang pendidikan calon penghulu 
bersangkutan . 

I) Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Kepemimpinan Formal 
Tradisional ( Ninik Mamak) . 

Walaupun fungsi penghulu merupakan gelar pusaka yang harus 
dipangku oleh seorang laki-iaki yang hertali darah dalam gelar yang ber­
sangkutan tidaklah berarti bahwa syarat-syarat lain untuk dapat 
di angkat menjadi penghulu tidak ada sama sekali. Maksudnya disini 
walaupun adat menyatakan pengangkatan seorang penghulu tersebut 
digambarkan dengan kata- kata : 

Batan1: tumbuh di buku, 
Karambie tumbuh di mato, 
Nan batun1:1:ua bapanaban1:an; 
Nan basasok bajarami; 
Dimano batan1: ta1:olek; 
Disinan cendawan tumbuh; 
Dimano tanah tasirah; 
Disinan tambilan1: makan. 

Artinya adalah : 

Bahwa seseotang penghulu telah memakai gelar pusakanya sesuai 
dengan ketentuan dan garis adat yang berlaku atau telah meletakkan 
sesuatu pada tempatnya. Persyaratan untuk penggantian penghulu 
sebagaimana disebutkan di atas adalah bagi masyarakat yang menganut 
sistcm adat Kato Piliang. Tegasnya disini syarat seorang penghulu itu 
adalah kCturunan langsung dari mamak kandung atau Saudara ibu. 

Adapun dalam masyarakat yang mengatur sistem adat Bodi Cania­
go tidaklah demikian halnya. Dalam adat Bodi Caniago dikatakan 
bahwa pengangkatan seorang penghulu itu diibaratkan seperti : bak 
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tomhom~ diosok-osok . artinya : Yang berhak menggantikan penghulu 
adalah kemenakan di bawah dagu yang terdiri dari yang sejengkal, 
sehasta dan sedepa yang dilakukan secara bergiliran memakai gelar 
penghulu tersebut. Jadi disini berdasarkan kesepakatan. dari keluarga 
di bawah dagu, menunjuk salah seorang anggotanya untuk menjadi 
penghulu. 

Patut dijelaskan disini bahwa di Minangkabau termasuk daerah 
penelitian ini dikenal 4 ( empat) jenis kemenakan dalam struktur 
kebudayaan yaitu : 

a). Kemenakon di bowoh daguk (kemenakan di bawah dagu) mak­
sudnya adalah kemenakan yang ada hubungan darah baik yang 
dekat maupun yang jauh. Di kedua negari ini dinamakan jarak­
nya ada yang sejengkal (sejangka) , sehasta (saheto) dan sedepa 
(sadapo). 

b) Kamanakan di bawah dado ( kemenakan di bawah dada) 
maksudnya ialah kemenakan yang ada hubungannya karena 
mempunyai suku yang sama tetapi penghulunya berlainan. 

c) Komonokon di bowah pusek (kemenakan di bawah pusar) 
artinya adalah kemenakan yang hubungannya karena satu 
kampung tetapi suku berbeda. 

d) Komonokon di bowoh lutuik ( kemenakan di bawah lutut) arti­
nya orang lain yang berbeda suku dan berbeda negari tetapi 
minta perlindungan di tempat mamak yang bersangkutan. 

Selain dari syarat-syarat formal menurut yang digarlskan dalam 
adat Koto Piliang dan Bodi Caniago sebagaimana diungkapkan di atas, 
syarat-syarat lainnya yang perlu dipenuhi adalah: 
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a) Seorang penghulu harus mempunyai kepribadian yang jujur, 
lurus, dan benar, bertanggung jawab serta berani atas kebe­
naran. Di samping itu tidak mempunyai sifat pendusta atau 
pembohong seperti dinyatakan dalam kata adat yakni :· lobuh 
luruih yang ditompuoh, jolon nan go/ong non kodiluruik 
artinya adaiah seorang penghulu itu teguh memegang kebenaran 
dan tidak suka berubah-ubah pendirian. 

Karena persyaratan ini juga merupakan salah satu faktor 
pendukung kepemimpinan .penghulu atau kepemimpinan formal 
tradisional di pedesaan maka penegasan dukungan tersebut 
dinyatakan oleh adat dengan kata-kata : 



Elok negari dek penghulu 
Sapakaik manti jo dubalang 
l<alau tak pandai jadi panghulu 
Alamaik sapuh kamangulang 
Jalannyo undang dek dubalang 
l<alau tak pandai memegang hulu 
Puntiang tangga mato tabuang. 

Artinya: 

Negari/ Desa baru akan baik bi la penghulu bai_k, sebaliknya bila 
penghulu tidak baik Negari/ Desa tidak akan baik. 

b) Syarat lainnya yang kedua adalah seorang penghulu itu harus 
cerdas dan berilmu terutama di bidang adat dengan segala 
permasalahannya dan syarak dengan segala pengamalannya. 

c) Syarat lain yang ketiga adalah seorang penghulu harus lancar 
berbahasa dan berkata-kata sehingga dapat meyakinkan orang 
lain dengan maksud yang baik dan dapat mempengaruhi orang 
lain untuk melakukan pekerjaan dalam rangka meningkatkan 
kehidupan masyarakat. 

Dapat dinyatakan lagi bahwa ketiga syarat lain sebagaimana 
disebutkan di atas adalah merupakan faktor pendukung lrepe­
mimpinan penghulu dalam masyarakatnya. 

2) Hak dan l<ewajiban Penghulu 

Sebagai pemimpin yang berstatus formal tradisional, penghulu 
mempunyai hak-hak dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai 
berikut: 

a) Seorang penghulu berhak menghadiri rapat negeri. Seorang 
penghulu yang tidak hadir dalam l<erapatan Negari tanpa asalan 
yang kuat maka l<erapatan Negari tidak dapat dilangsungkan. 
Begitu juga untuk mengambil suatu keputusan, karena berarti 
penghulu dimaksud tidak menyetujui rapat tersebut. Jika ala­
sannya karena sakit atau karena sedang melaksanakan perja­
lanan dan merantau, keadaan tersebut tidaklah derhikian halnya 
dalam arti l<erapatan Negari dapat diteruskan dan dapat 
mengambil keputusan. Perlu dicatat bahwa keanggotaan peng­
hulu dalam l<erapatan Negari tidak dapat diwakilkan kepada 
penongkat.11ya. 
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b) Penghulu berhak mewakili kaumnya di dalam keadaan bagai­
manapun. Dalam mengambi! keputusan penghulu ~arus se­
belumnya bermusyawarah dengan kaumnya. 

c) Penghulu berhak. alas sawah kegadangan yaitu sawah diker­
jakan oleh kaumnya dan hasilnya untuk biaya kehidupan 
penghulu. 

d) Hak pimpinan pada seorang penghulu adalah karena 1:adam~ 
diam ha, tin1:Ri dianjun!(, dan tum huh dek ditanam artinya: 
penghulu itu lahir karena dilahirkan oleh kaumnya, tinggi 
karena didukung oleh kaumnya, besar dan tumbuh karena dipu­
puk oleh kaumnya. Hikmah dari kata-kata adat ini adalah 
bermaksud agar penghulu melaksanakan tugasnya dengan benar 
dan dari segi kemenakan agar menjaga nama dan kehormatan 
penghulunya. Dalam adat dinyatakan penghulu itu dipintu 
hutang sedangkan kemenakan dipintu bayar. maksudnya adalah 
penghulu meinpunyai tanggung jawab sesuai dengan janji pada 
waktu dinobatkan, sedangkan kemenakan berkewajiban 
menjagfl- agar penghulu dapat melaksanakan tanggung jawab 
dengan benar dengan jalan kemenakan tidak berbuat tingkah · 
laku yang dapat menjatuhkan martabat penghulu. 

Kewajiban seorang penghulu adalah menjalankan tanggung jawab­
nya setiap waktu yang terkenal dengan 4 (em pat) jalan keselamatan 
yakni: 

(I) l\felakukan sesuatu sesuai dengan olur don potut dalam arti 
garis kebijaksanaan yang diambil harus menurut hukum 
dan didasari dengan rasa kepantasan pelaksanaan hukuin 
sesuai dengan situasi_ dan kondisi yang tepat. 

(2) Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan jolon non poso 
artinya ketentuan yang didasarkan atas janji yang mengikat 
semacam konvensi. 

(3) Keselamatan harta pusaka dalam arti dimanfaatkan untuk 
kemakmuran kaum, termasuk dalam pengertian ini warisan 
kaum yang berupa benda-benda kehormatan. 

(4) Jalur keselamatan yang keempat adalah memperhatikan 
anak kemenakan dalam arti seluruh penduduk kampung. 

3) Atribut dan Simbol Kepemimpinan Penghulu 
Atribut atau simbol kepemimpinan penghulu secara garis besar 

dapat dilihat dari pakaian dan rumah penghulu bersangkutan. 

106 



Pakaian penghulu mengandung arti simbolis baik warna, model maupun 
cara memakainya. Pada dasarnya pakaian penghulu serba hitam baik 
untuk destar, baju maupun untuk celana. Warna hitam melambangkan 
ketabahan, keuletan dan tak tercela . Jenis pakaian atau perlengkapan 
penghulu adalah sebagai berikut : 

a) Saluak 
b) Baju 
c) Sarawa 
d) Sisamping 
e) Cawek (ikat pinggang) 
.0 Sandang 
g) Keris 
h) Tongkat 
i) Sandal 

Arti yang terkandung dalam setiap jenis pakaian dan alat perleng­
kapan penghulu yang ditemui di kedua desa/ negari yang menjadi obyek 
penelitian ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh 
Saudara Ors. Erman Makmur cs. yakni sebagai beriknt: 

a) Sa I u a k 

Saluak merupakan tutup kepala seorang penghulu, terbuat dari kain. 
Cara pembuatannya; bagian atas dipiuh kiri kanan dan dijorokkan agak 
kedepan sehingga kalau dipandang dari muka terdapat dua belahan. Hal 
ini melambangkan bahwa Minangkabau terdapat dua kelarasan yaitu 
Laras Kato Piliang dan Laras Bodi Caniago. Saluak dibuat berkerut­
kerut menunjukkan bahwa penghulu itu harus orang yang berilmu luas 
sebanyak kerut daripada saluak tersebut. Sehingga dengan demikian dia 
sanggup mengatur dan menyelamatkan anak kemenakannya. 

b). Baju 

Biasanya baju penghulu berwarna hitam, berlengan lebar dan 
dihiasi dengan sulaman benang emas pada bagian leher, bah1,1, lengan 
dan kantong baju. Artinya yang dikandung dengan warna hitam ialah 
seorang penghulu harus tabah hati melaksanakan tugas/kewajiban 
dalam mengatur anak kemenakan dan negarinya. Ler,igan baju lebar di­
artikan penghulu itu bebas dalam geraknya sebagai petnimpin/pelindung 
kaum melakukan tugas menurut garis ad.at. Sambungan badan dengan 
lengan baju dinamakan "siba botonti". Bawahnya sejajar dengan 
sambungan lengan, ada sambungan badan yang namanya siba (pisak). 
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-----------------------~---··· 

Di antara kedua sambungan itu diberi bis atau les dengan benang mas. 
Maksudnya mengulas tidak kelihatan dan membuhul tidak membuku. 
Lili tan benang mas yang merupakan strip ( lebar ± -2 y, cm) menunjuk­
kan tanda kebesaran penghulu memegang peraturan (adat) sehingga 
tangannya tidak dipergunakan kepada kemudaratan. 

Leher baju belah ke bawah setentang dada tanpa kancing. lni 
menunjukkan bayangan kesabaran. Memang seorang penghulu dituntut 
berhati sabar, sehingga dengan demikian akan mengeluarkan pikiran­
pikiran jernih yang bermanfaat bagi kemenakan dan korong kampung. 

c) Sarawa(Celana) 

Sarawa atau celana berwarna hitam dengan bagian kaki yang l.ebar. 
Seorang penghulu harus cepat dan secara spontan akan mengunjungi 
"buruk baik" anak kemenakan/korong kampung bahkan untuk 
memenuhi undangan di luar kampungnya. 

d) Sisamping 

Kain samping sebagai pelengkap pakaian penghulu adalah sebidang 
kain sarung dari sutera berwarna merah atau hitam. Warna merah 
menyatakan keberanian dan konsekuen mewujudkan kebenaran. Kain 
samping ini dihiasi dengan tabur (ragi kecil) dengan benang emas 
bermotif pucuk rebung. Tabur benang mas membayangkan ilmu dan 
keberanian di alas kebenaran . 

e) Ca we k ( lkat Pinggang) 

Cawek ini terbuat dari kain, benang ataµ sutra, umumnya berwarna 
merah manggis, panjangnya kira-kira lima hasta dan lebar satu hasta. 
Ujung cawek diberi berjumbai dengan motif pucuk rebung. Fungsi 
cawek untuk mengikat pinggang: Makna cawek ini adalah; apabila 
terdapat anak kemenakan yang "keras kepala" maka seorang penghulu 
harus sanggup mengamankannya dalam arti dapat menyadarkan mereka 
sehingga kembali menjadi patuh dalam ikatan rukun dan tertib. 

t) Sandang 

Pada bahu penghulu dipakaikan sandang, semacam kain bersegi. 
Ini berarti bahwa penghulu itu berhati lapang dalam menerima kembali 
anak kemenakannya· yang telah melanggar adat istiadat. Pada ujung 
kain sa:ndang itu dibuhulkan seuntai anak kunci, rantai dan alat~alat 
kecil lainnya yang beruntai. Biasanya alat-alat ini dinamakan kerenteng. 
Karenteng ini menggambarkan kecakapan penghulu dalam persediaan 
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apa saja menurut ilmu-ilmu adat, guna pelaksanaan adat itu _sendiri di 
dalam kaum dan negari . 

g) Keris 

Keris merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Keris semacam 
benda tajam berfungsi sebagai alat senjata kebesaran bagi seorang 
penghulu. Pemakaian keris mutlak perlu qalam kelengkapan pakaian 
seorang penghulu. Pemakaian keris tidak sama letaknya pada semua 
suku bangsa Indonesia. Di Minangkabau keris disisipkan pada pinggang 
sebelah kiri dalam keadaan miring. Maksudnya agar tangan mudah 
mempergunakannya dalam menghadapi segala kemungkinan. Mata 

.keris timbal balik artinya kebesaran dan kewibawaan seorang penghulu 
harus diakui oleh anak kemenakan dan isi negari. Falsafah keris adalah 
kandungan daripada serangkaian ilmu, kebijaksanaan dan keyakinan 
yang kuat dalam rangka memelihara dan melaksanakan kewajiban 
sebagai seorang penghulu. 

h) Ton R k a I 

Tongkat ini terbuat dari kayu berwarna hitam merupakan permain­
an penghulu. Pangkalnya pakai tanduk berkepala perak. Seorang 
penghulu yang berpakaian kebesaran selalu tangannya memegang tong­
kat. Pemakaian tongkat menunjukkan penghulu itu seorang yang 
dituakan dalam kaumnya walaupun umur masih muda, serta diakui oleh 
negari. Penghulu berkewajiban mempertahankan adat dan lembaga 
serta kepenghuluannya sehingga selama dia menjunjung kepangkatan ini 
tidak· bercacat, kewajibannya itu dijunjung tinggi oleh anak kemenakan 
dan isi negari. 

i) Sandal 

Sepasang sandal jepit terbuat dari kulit selalu dipakai untuk 
menjaga kebersihan kaki. Melindungi agar kaki penghulu selalu di­
langkahkan bagi kebaikan anak kemenakan dan korong kampungnya 
( Erman Makmur cs, 1981) . 

4) Cara Pengangkatan dan Upacara Batagak Penghulu 

Di atas sudah diterangkan bahwa cara pengangkatan penghulu ter­
sebut diwariskan dalam dua sistem yang sating berbeda antara adat 
menurut Sistem Koto Piliang dan sistem Bodi qaniago yang pada 
pokoknya perbedaan tersebut terletak pada calon yang dapat diangkat 
sebagai penghulu dimana menurut adat Koto Piliang terbatas pada 
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kemenakan kandung yang bertali darah, sedangkan menurut sistem Bodi 
Caniago dilakukan secaraoergilir dan diantara kemenakan di bawah 
dagu dengan mempertimbangkan jarak hubungan kekeluargaan yang 
sejengkal •. sehasta dan sedepa. Bcgitu juga dalam praktek sudah sering 
ditemui di daerah ini pengangkatan penghulu itu lebih dititik beratkan 
kepada identitas calon dari kemenakan di bawah dagu tersebut yang 
.biasanya lebih ditekankan atas latar belakang pendidikan, kecerdasan 
dan kemampuan calon dimaksud. 

Faktor-faktor atau alasan-alasan untuk mendirikan penghulu baru 
:adalah disebabkan hal-hal yang berikut. 
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a) Mali batungkek budi ( mati bertongkat budi) yang dimaksud 
dengan mati bertongkat budi ialah mendirikan penghulu baru 
atau pemberian gelar penghulu karena yang lama meninggal 
dunia. Penggantiannya dilakukan dipandam pekuburan 
sebelum jenazahnya dikebumikan. Upacara pemberian gelar 
penghulu tidak lagi merupakan perjamuan adat. 

b) Hiduik bakarelaan ( hidup berkerelaan) ialah mendirikan peng­
hulu baru karena yang lama mengundurkan diri secara sukarela 
lersebab usia atau lainnya. 

c) Mambangkik batang tarandam ( membangkit batang terandam), 
ialah mendirikan penghulu baru setelah bertahun-tahun tak 
dapat dilaksanakan karena belum ditemui calon pengganti yang 
memenuhi syarat. 

d) Mangambang nan talipek ( mengembangkan yang teriipat), ialah 
mendirikan penghulu baru yang tak dapat dilaksanakan pada 
waktunya atau tertangguh beberapa masa tersebab belum 
didapat kesepakatan semua warga terhadap calon pengganti. 

e) Menurunkan nan tagantuang ( menurunkan yang tergantung), 
ialah mendirikan penghulu baru setelah lama tertangguh karena 
calon belum cukup umur atau karena persiapan belum dapat 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

f) Baju saa/ai dibagi duo (baju sehelai dibagi dua), ialah 
mendirikan penghulu baru karena pembelahan suku tersebab 
warganya telah sangat berkembang sehingga diperlukan seorang 
penghulu lain di samping yang telah ada. 

g) Perlggunliang siba baju ( menggunting belahan baju), ialah men­
dirikan penghulu baru lainnya karena terjadi persengketaan 



yang tak dapat · didamaikan antara dua atau beberapa kaum 
lainnya dalam menetapkan calon yang berhak sebagai pengganti 
penghulu lama yang tidak berfungsi lagi . Sehi ngga suku yang 
satu dibelah menjadi dua atau beberapa kaum yang masing­
masing ingin mempunyai penghulu sendiri. 

h) GadanR manyimpam~ ( besar menyimpang), ialah mendirikan 
penghulu baru oleh sualu kaum yang ingin memisahkan diri 
secara sepihak dari pimpinan penghulu' yang telah ada. 

J ika seorang penghulu telah mendapat persetujuan dari kaumnya 
untuk d ia ngkat sebagai penghulu yang tentu saja sebelumnya juga 
disampaikan kepada penghulu pucuk atau penghulu tua maka diadakan 
upacara hataRak penl(hulu yang waktu dan tempatnya telah disepakati. 
secara bersama. 

Biasanya upacara batagak penghulu ini ba ik d i Negari Suliki 
maupun Mahat dilakukan di lapangan khusus, yang dalam istilah Mi­
nangkabau dinamakan di medan nan bapaneh atau lapangan yang ber 
panas dalam arti tidak dilakukan dalam ruangan tertutup, malah harus 
di ruangan terbuka. 

Upacara batagak penl(hulu ini biasanya dilakukan selama tiga hari. 
Sebagai ta nda upacara sedang berlangsung ditandai dengan pengibaran 
merawa dan pemukulan gong sepanjang hari. Dalam upacara ini 
biasanya dilakukan penyembelihan kerbau untuk menjamu tamu yang 
datang. Acara perjamuan selama tiga hari tersebut biasanya dilakukan 
menurut urutan kegiatan sebagai berikut, 

(I) Hari pertama dinamakan hari batagak gadang ( batagak 
penghulu) yaitu upacara peresmian pengangkatan penghulu di­
maksud. Upacara ~rlangsung di komplek rumah gadang dan 
dihadiri oleh urang ampek jinih yaitu ninik mamak, alim ulama, 
cerdik pandai dan pimpinan pemuda serta wanita (bundo 
kandung). Pada acara hari pertama ini disampaikan pidato 
penobatan yang isinya meminta kepada hadirin agar penghulu 
yang baru ini dibawa sehilir semudik atau bekerjasama oleh 
seluruh yang hadir. Pidato ini disampaikan oleh seorang 
penghulu satu tungku dengan penghulu yang diangkat. 
Penghulu satu tungku adalah semua penghulu dari suatu suku 
pada suatu negari. Dengan demikian berarti ~lam suatu negari 
terdapat beberapa penghulu yang bersuku · sama. Hal ini 
d isebabkan mungkin karena membelah diri, mendirikan 
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penghulu baru karena warga suku sudah demikian banyak dan 
alasan-alasan lainnya. 

Selesai pidato penobatan salah seorang penghulu tertua dari 
penghulu satu tungku meletakkan destar saluak di kepala 
penghulu yang dinobatkan dan disisipkan keris dipinggangnya. 
Seterusnya diucapkan sumpah sakti yang berisi penghulu 
dimaksud tidak akan menyimpang dari tugasnya dan jika 
ternyata menyimpang bersumpah akan dimakan his<> kawi, 
kaateh indak bapucuk, kabawah indak baurek, ditangah 
digiriak kumbang artinya kalau penghulu bersangkutan m~ 
nyimpang dari tugasnya dianya akan dimakan bisa atau racun, 
ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar di tengah ditem­
bus kumbang. 

Selesai sumpah diucapkan, lalu dibaca do' a dan seterusnya para 
tamu dipersilakan makan makanan yang terhidang yang 
didahului dengan pidato persembahan. 

(2) Hari kedua adalah hari perjamuan. Pada hari kedua ini 
diadakan pertunjukan kesenian dan diiringi dengan menjamu 
para warga negari yang datang dengan makan dan minum 
bersama. 

(3) Hari ketiga dilakukan upacara arak-arakan yang diiringi dengan 
tari gelombang seperti penyambut tamu kehormatan dengan 
memakai gerak silat Minangkabau yang diiringi pula dengan 
bunyi-bunyian. Dalam arak-arakan ini untuk penghulu pucuk 
atau penghulu tua dipergunakan atau dikembangkan payung 
kuning sebagai tanda kebesaran adat. Upacara yang lengkap ini 
disebut adat diisi lembaga dituang. 

3. Kepemimpinan Informal 

Di Kenegarian/Desa Suliki dan Mahal pengertian dan unsur-unsur 
yang termasuk kedalam kepemimpinan informal hampir sama saja jika 
dibandingkan dengan daerah Sumatera Baral l~in pada umumnya. Di­
katakan demikian karena sistem kepemimpinan dalam masyarakat Mi­
nangkabau masa kini ata·u masa lampau sama saja pola dan unsur­
unsurnya. 

Secara tradisional yang termasuk kedalam pimpinan yang informal 
di ~edua negari ini adalah panungkek (penongkat), ma/in, manti dan 
dubalang. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini pimpinan 
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informal salah satu unsurnya timbul dan tumbuh dari pimpinan formal 
tradisional masa lampau. Maksudnya adalah ninik mamak atau 
penghulu menurut adat Minangkabau tergolong kepada pimpinan 
formal sedangkan dalam masyarakat masa kini bergeser dalam 
kelompok pimpinan informal mengikuti unsur pimpinan informal 
lainnya seperti alim ulama dan cerdik pandai. 

Perlu dijelaskan bahwa pimpinan informal dalam masyarakat 
tradisional ciri-cirinya adalah tidak adanya suatu upacara adat yang me­
resmikan pengangkatan pimpinan tersebut. Hal yang demikian ditemui 
pada: 

a. Panungkek (penongkat) 

Panungkek atau penongkat ini adalah pembantu utama seorang 
penghulu. Penongkat dapat mewakili penghulu jika berhalangan, tetapi 
di dalam Kerapatan Adat Negari penongkat ini hanya berstatus sebagai 
pendengar artinya tidak mempunyai hak suara dan dapat menyampai­
kan pendapatnya bila diminta oleh Kerapatan. 

Biasanya penongkat ini merupakan calon pengganti penghulu bila 
meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan ketuaan dan 
tidak dapat melaksanakan tugas lagi secara normal. U nsur pimpinan 
yang disebut penongkat ini hanya terdapat dalam sistem adat kelarasan 
Koto Piliang sedangkan dalam Sistem Budi Caniago tidak dikenal sama 
sekali. 

b. Malin 

Malin adalah guru dan orang alim dalam agama Islam .serta menye­
lenggarakan agama dalam persukuannya. Dengan demikian malin 
bertugas mengatur dan mengurus masalah keagamaan pada umumnya 
dalam suatu suku atau clan yang terdapat pada suatu negari atau desa. 
Cara pengangkatan malin ini adalah atas kesepakatan warga suku. 

c. Manti 

Manti adalah pembantu penghulu di biqang tatalaksana· pemerin­
tahan negari yang terdapat ditiap-tiap suku di daerah ini. 

d. Dubalang 

Dubalang adalah petugas penjaga keamanan negari yang juga 
terdapat pada setiap suku di negari yang bersangkutan; Pada umumnya 
petugas keamanan seperti dubalang ini adat warna pakaian adalah 
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merah . Warna merah ini dimaknakan oleh orang Minangkabau sebagai 
berani dan bertanggung jawab. 

Perlu dikemukakan disini bahwa malin, manti dan dubalang dalam 
ajaran adat Minangkabau termasuk kelompok pimpinan yang dinama­
kan uronR ompek.jinih (orang empat jenis). Eksponen lainnya dari orang 
empat jenis ini adalah penghulu itu sendiri. Dalam pemerintahan negari 
adalah merupakan satu kesatuan untuk merancang dan memutuskan 
segala sesuatunya dalam negari atau persukuan bersangkutan. Hal inilah 

. yang dinamakan tali tiR<> sapilin, tunKku tiR<> sajaranKan maksudnya 
adalah adanya kesatuan tindak dan pendapat dari unsur pimpinan yang · 
dinamakan malin, manti dan dubalang tadi yang peranannya' terpusat 
pada penghulu. 

Analog dengan pimpinan informal tradisional dalam masyarakat 
masa kini ninik mamak atau penghulu, alim ulama dan cerdik pandai 
digolongkan kedalam kelompok pimpinan informal kare-Ha tidak 
diangkat melalui suatu surat keputusan dari pemerintah atasan . Sebagai 
unsur pimpinan kewibawaan dan pengaruh dari ketiga jenis pimpi.nan 
tadi sai;igat tergantung kepada kepribadian masing-masing pemimpin 
baik yang menyangkut pembawaan, penguasaan, pengetahuan dan 
keterampilan maupun charisma dari individu pimpinan itu sendiri seperti 
sering dijumpai dalam kepemimpinan alim ulama dan sebagian para 
cerdik pandai. Diluar daripada itu kepemimpinan penghulu setidak­
tidaknya di lingkungan kaumnya sendiri yang telah menetapkannya 
sebagai pemimpin kaum atau suku. 

l<epemimpinan alim ulama sampai saat ini masih tetap berperan 
dalam masyarakat negari karena pengaruh ajaran agama yang. dikem­
bangkannya dan menyangkut tata kehi(j\Jpan di daerah pedesaan baik 
dari segi ~osial, ekonomi maupun a_sQ_ek-aspek kehidupan lainnya. Justru 
karena itu pemimpin agama ini dalam pemerintahan negari tetap diikut 
sertakan seperti pemimpin informal lainnya yang tergabung dalam 
l<erapatan Negari. 

Unsur cerdik pandai pada saat terakhir ini terutama di l<enegarian 
Suliki ·semakin memegang, peranan karena tingkat kecerdasan dan 
pengetahuan yang dimilikinya relatif agak menonjol dibanding dengan 
unsui' pimpinan informal lainnya. Di luar kedinasan biasanya guru pada 
pendidikan formal rp¢rup~~an salah satu eksponen dalam kelompok 
pi.mpinan cerdik pa~dai · ini dalam daerah pedesaan Eksp~nen cerdik 
pandai fainnya di kedua desa ini adalah qari kalangan generasi muda, 
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bundo kandung dan tokoh masyarakat lainnya di luar penghulu dan alim 
ulama. 

Sepanjang observasi dan informasi yang dik.umpulkan tim peneliti 
di lapangan, kepemimpinan informal ini sangat menentukan corak dan 
keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan dli daerah 
pedesaan. Kepemimpinan informal dimaksud berakar kedalam masYa­
rakat karena jalinan hubungan kekerabatan, keagamaan sosial, ekorwmi 
dan budaya antara yan,g di pimpin dan yang rnemimpin. 

Sebagai implikasi dari keadaan ini keikut sertaan pimpinan 
informal di 

1 
daerah pedesaan sukar untuk ditinggalkan dalam usaha­

usaha ~mtiangunan baik mental maupun spritual walaupun leading 
sektorniya berada dalam tangan pemimpin formal. 

C. DEMOK RASI DESA 

Sama halnya dengan masyarakat Minangkabau lainnya di Propinsi 
Sumatera Baral hak dan kekuatan demokrasi tetap berada dalam tangan 
rakyat, · tetapi dijalankan melalui badan perwakilannya, maksudnya 
adalah dilakukan oleh penghulu atau nrnik mamak dalam menyalurkan 
usul, saran dan pendapat dalarn bidang pemerintahan yang biasanya 
tergabOng dalam suatu badan yang dinamakan "kerapatan adot". 

Perwakilan menurut demokrasi Minangkabau yang murni tersebut 
tergambar dalam pepatah adat yang berbunyi sebagai berikut : 

"Kemenakan barajo kamamak, 
Mamak barajo kapanghulu , 
Panghulu barajo kamufakat, 
Mufakat barajo kaalua jo patut' '. 

Artinya adalah kemenakan tunduk atau patuh kepada mamak, mamak 
tunduk dan patuh kepada penghulu, penghulu patuh kepada kata mufa­
kat dan mufakat itu sendiri berdasarkan kepada kewajaran dan keten­
tuan-jketentuan yang telah diakui kebenarannya. 

Jalan mufakat dan musyawarah yang merupakan kehendak ber-
sama ini juga dinyatakan dalam pepatah adat yaitu: 

Bulek aie dek pambuluh, 
bulek kato dek mufakat, 
bulek lah buliah digolongkan, 
picak lah bulieh dilayangkan, 
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n'laksudnya: 

Bulat air karena pembuluh 
bafat kata karena mufakat 
bulat sudah boleh digulirkan 
picak atau c~per sudah boleh dilayangkan 

Arti dari pepatah ini adalah menyatakan kesepakatan atau sekata dari 
kelompok yang sedang mengadakan rapat, pertemuan dan musyawarah. 
Jadi kalau sudah dapat ;,sekata" maka segala se,suatu sudah dapat dilak­
sanakan, begitu juga kalau sudah dapat kata "sepokol" maka segala 
sesuatu sudah dapat dikembangka~. 

Dalam kehidupan sehari-hari di kedua desa dalam penelitian ini 
pada setiap rapat-rapat dan musyawarah prinsi~prinsip sekata dan se­
mufakat ini selalu dipegang teguh oleh masyarakat pendukung adat 
Minangkabau yang jumlahnya mayoritas di daerah ini. Musyawarah 
mufakat tersebut umpamanya dalam hal urusan perkawinan anak keme­
nakan, pembangunan kampung dan urusan-urusan kemasyarakatan 
lainnya 'baik yang menyangkut permasalahan harta warisan ataupun 
yang menyangkut urusan keagamaan dan keamanan. 

Sesuai dengan perkembangan administrasi pemerintahan baik di 
tingkat nasional maupun daerah maka pola demokrasi desa di kedua 
daerah ini dan juga di daerah-daerah pedesaan Sumatera Baral 
mengalami perkembangan baru sesuai dengan tuntutan kemajuan 
teknologi di segala bldang. Sebagai salah satu contoh yang mu1akhir dari 
administrasi nasional itu adalah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 
tahun 1979 tentang pemerintahaR desa. 

Kareha jiwa-dari UU Ne;>. 5 tahun 1979 ini pada prinsipnya hampir 
bersama~n dengan pola demokrasi desa di Minangkabau terutama di 
bidang pengambil keputusan yang antara lain diatur dalam fasal 18 yang 
berbunyi: "Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusya­
warahkan/ dimufakatkan dengan Lembaga besa". Justru karena itu 
prinsi~_prinsip musyawarah/mufakat dalam adat Minang~abau ditera~ 
kan di dalam pelaksanaan administrasi nasional yang dimaksud. Hanya 
saja sesuai dengan ketentuan yang ada keanggotaan badan-badan 
perwakilan yang ada dalam struktur pemeriritahan desa tidak hanya 
diwaki!i oleh ninik mamak· seperti di dalam Kerapatan Adat Negari 
dimasa silain, tetapi keangiotaan tersebut disesuaikan dengan ketentuan 
yang ada de·rigan_ t_idak meninggalkan unsur ninik mainak/penghulu 
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tetapi juga menambahkan unsur alim ulama, cerdik pandai dan pim­
pinan lembaga-lembaga kemasyarakatan setempal. 

Dengan .demikian pola demokrasi desa bergeser kearah yang le­
bih sempurna tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang berlaku pada 
masa lalu dimana hak dan kekuatan demokrasi itu_ tetap berada dalam 
tangan rakyat. Jadi rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam desa 
itu. Tidak saja dalam UU No. 511979 pengurusan demokrasi ini juga 
sudah di atur sebelumnya dengan melibatkan ninik mamak . dalam 
Kerapatan Negari. 
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BAB IV 

POI.A KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT 

PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL 

Yang dimaksud kepemimpinan di bidang sosial adalah segala se­
suatu yang menyangkul dengan pemuka alau penganjur masyarakal di 
bidang sosial budaya atau yang berhubungan dengan kemasyarakalan, 
keolahragaan dan kesenian . Aspek kemasyarakalan melipuli hal-hal 
yang berhubungan dengan kegiatan kewanilaan, kepemudaan, dan 
warga masyarakal lainnya, di luar kegialan olahraga dan kesenian. 

Pemuka dan penganjur masyarakal dimaksud dioreinlasikan de­
ngan pimpinan sualu organisasi sosial. Organisasi dimaksud sebagai 
suatu sislem yang lerdiri dari liga unsur yang sating berhubungan yailu 
sekelompok orang, kerja bersama, dan mencapai tujuan lerlenlu. 
Walaupun organisasi yang ditemui dilapangan sebagian belum mem­
punyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tetapi karena 
kenyataan yang ada organisasi sosial lersebut benar-benar hidup dan 
berkembang dipedesaan maka para pemimpinnya digolongkan sebagai 
pemimpin '!lasyarakal pedesaan dibidang sosial. 

Tumbuh dan berkembangnya organisasi sosial didaerah pedesaan 
adakalanya alas keinginan anggola masyarakat lanpa anjuran dan ber­
hubungan dengan organisasi verlikal dan adakalanya dirangsang oleh 
pemimpin-pemimpin dibidang pemerintahan. Namun hasilnya lelap 
mempedomani ketentuan yang berlaku alau tegasnya dipengaruhi oleh 
sistem administrasi politik Nasional. 

Perlu digariskan bahwa sistem kepemimpinan terutama yang 
menyangkut syarat-syarat dan faktor pendukung, kelihatannya lebih 
banyak ditentukan oleh unsur-unsur kepribadian pemimpin itu sendiri 
seperti kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, dan tingkah laku 
bersangkutan. Dengan kepribadian yang demikian pemimpin bidang 
sosial ini beroleh dukungan dari masyarakat luas atau sekurang­
kurangnya oleh warga masyarakat yang relevan dengan usaha-usaha 
pengembangan dan kegiatan bidang sosial itu sendiri. 

Walaupun organisasi-organisasi bidang sosial yang mempunyai pe­
doman organisasi tertentu secara tertulis, tidak banyak ditemui di daerah 
ini, maka sepanjang observasi dan informasi yang dikumpulkan tiin 
peneliti, maka akan diuraikan organisasi yang menonjol dalam 
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kehidupan sosial daerah bersangkutan, dengan sistem kepemimpinannya 
dan pengaruh scrta fungsi kepemimpinan bidang sosial ini dalam ma­
syarakat. 

A. ORGANISASI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL 

Tidak b~nyak berbeda antara organisasi sosial yang terdapat di 
Negari Suliki dan yang terdapat di Negari Mahat yaitu di Negari Suliki 
terdapat organisasi sosial yang menyangkut dengan kegiatan kewanitaan 
seperti PKK , kepemudaan baik pelajar maupun non pelajar, keolahra­
gaan, kesenian dan kelompok sosial kemasyarakatan, sedangkan di 
Negari Mahat organisasi dimaksud juga ditemui. 

Perbedaan jenis organisasi sosial yang berkembang di kedua negari 
ini adalah di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan. Pada waktu 
penelitian ini berlangsung di Negari Suliki ditemui organisasi kepemu­
daan yang bernama Karang Taruna tetapi di Negari Mahat kelihatannya 
belum terbentuk. Sebaliknya di Negari Mahat terdapat organisasi kema­
syarakatan yang bernama Kepengurusan Anak Yatim yang bertugas 
membina dan mengurus anak-anak Yatim dan anak-anak terlantar yang 
ada di kenegariart ini tetapi organisasi semacam -itti tidak ada di Negari 
Suliki. 

I . Nama Organisasi 

Sedikitnya terdapat sebanyak 7 (tujuh) organisasi sosial budaya 
yang aktif di kedua desa penelitian ini. Walaupun sama-sama tujuh jenis 
organisasi atau kelompok kemasyarakatan yang berkembang di kedua 
daerah ini tidaklah berarti bahwa organisasi tersebut sama jenisnya 
tetapi sebagian memang bersamaan dengan sebagian berbeda satu sama 
lain. U ntuk jelasnya jenis organsisasi dimaksud adalah sebagai berikut : 
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Suliki 

I. PK K 
2. Olahraga 
3. Kesenian 
4. Arisan 
5..JPPS 
6. Sasaran Silat 
7. Karang Taruna 

Mahat 

I. PK K 
2. Olahraga 
3. Kesenian 
4. Arisan 
5. IP PM 
6. Sasaran Silat 
7. Pengurusan Anak Yatim 



Susunan pengurus, keanggotaan, tempat dan jenis kegiatan serta 
tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing organisasi dimaksud 
adalah seperti diuraikan di bawah ini. 

a. Pembinoon Kesejohteroon Keluor!!,o( PKK) 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah merupakan suatu ge­
rakan pembangunan melalui keluarga dan dalam keluarga sebagai u~it 
atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai 
peranan utamanya dan merupakan salah satu program pokok dari 
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. 

Selain dari Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 tentang penyem­
purnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi LKMD 
dan lnstruksi Mendagri No. 25 tahun 1980 tentang Pelaksanaan 
Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 serta Keputusan Mendagri No. 
225 tahun 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD, maka 
secara operasional landasan pendirian dan pelaksanaan Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga ini adalah didasarkan atas Keputusan Mendagri 
No. 30 tahun 1981 tentang pembentukan Tim Pembina LKMD dan Tim 
Penggerak PKK. Di samping itu juga didasarkan atas lnstruksi Menteri 
No. 10 tahun 1980 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan 
Instruksi Mendagri No. 29 tahun 1981 tentang Pelaksanaan 
Pembentukan Tim LKMD dan Tim Penggerak PKK. 

I) Susunan Kepengurusan PKK 

Pembinaan . Kesejahteraan Keluarga adalah merupakan salah satu 
Seksi dari sepuluh Seksi dalam Kepengurusan LKMD. Kepengurusan 
Seksi PKK dalam LKMD Negeri Suliki dan Mahat tidak berbeda satu 
sama lain yaitu terdiri Clari : 

a) Ketua 
b) Wakil Ketua 
c) Sekretaris 
d) Bendahara 
e) Ketua-Ketua Kelompok Kerja 

(I) Keluarga Berencana 
(2) Wanita Tani 
(3) Gizi 
(4) Kelompok Belajar Pendidikan Dasa~(KBPD) 

Perlu dijelaskan bahwa Ketua Seksi PKK ini pada masing-masing 
Negari/Desa adalah isteri Kepala Negari/Desa Suliki <lan Negari/Desa 
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Mahal. KeanggQJaan pengurus lainnya seperti Wakil Ketua, Sekretaris, 
Bendahara, ctan _Ketua-Ketua Kelompok Kerja terdiri dari pemuka 
wanita dafam kedua Negari/ Desa bersangkutan . 

2) Keanggotaan PKK 

Sesuai dengan sasaran yang telah digariskan keanggotaan PKK ini, 
adalah keluarga yang berdomisili di Negari Sul iki.dan Mahal yang perlu 
ditingkatk.an dan dikembangkan kepribadiannya kearah kemampuan 
dalam bidang Mental Spritual dan Fisik Material. Secara praktis 
keanggotaan.atau sasaran garap ini lebih dititik beratkan kepada wanita­
wanita yang m'asih memerlukan tambahan pengetahuan dan ketrampilan 
dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Keluarga setempat. 

c. Olah ra I!, a 

Organisasi olahraga di kedua negari ini belum disusun kepengu­
rusannya secara lengkap sebagaimana halnya suatu organisasi yang 
teratur struktur dan administrasinya seperti LKMD dan PKK sebagai­
mana dikemukakan .di alas. Organisasi olahraga di kedua daerah ini 
baru merupakan perkumpulan-perkumpulan alau kelompok-kelompok 
keolahragaan menurul cabang dan jenis olahraga lerlenlu. Jadi lerdapat 
perkumpulan olahraga bola volley, perkumpulan olahraga bulu langkis, 
perkumpulan olahraga bola kaki, dan perkumpulan olahtaga tenis meja. 
Perkumpulan-perkumpulan olahraga ini merupakan sasaran pembinaan 
dari seksi Olahraga dan Kesenian LKMD selempat. 

Perkumpulan-perkumpulan menurul cabang olahraga ini pena­
maannya sebagian besar lerganlung kepada lokasi lapangan olaliraga 
bersangkutan seperli Perkumpulan Olahraga Sepakbola Ampang 
Gadang ( PSAG) di Negari Mahal dan Perkumpulan Olahraga Bola 
Volley Kolo Gadang di Negari Mahal, Pt?rkumpulan Olahraga Bola 
Volley Suliki Pasar, Perkumpulan Olahraga Bululangkis Taratak di 
Negari Suliki. 

I) Susunan Kepengurusan Olahraga 

Di alas sudah disebulkan bahwa di bidang keolahragaan ini belum 
terdapal sualu susuqan pengurus lengkap dalam arli lerdapatnya 
sekurang- kurangnya unsur Kelua, Sekrelaris, Bendahara dan Seksi­
Seksi. Hal ini lerdapal di kedua daerah yang dileliti. Kepengurusan pada 
umumnya hanya dilunjuk seorang Kelua dan dilengkapi dengan 
b~berapa orang anggola yang pembagian tugasnya tidak dijelaskan 
secara nyata dan berkesinambungan. Hal ini adalah pencerminan dari 
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situasi dan kondisi dari kedua negari ini dimana pengelolaan dan ruang 
lingkup kegiatan belum begitu komplit baik aktivitas maupun adminis­
trasinya. Dengan demikian dalam kepengurusan ini yang terpenting 
adalah Ketua atau Pemimpin perkumpulan olahraga bersangkutan 
sebagai motor penggerak atau penggembleng kegiatan yang belum 
banyak frekuensinya tersebut. 

2) Keanggotaan Organisasi Olahraga 

Di Negari Suliki yang dapat diterima sebagai anggota suatu per­
kumpulan dalam berbagai cabang olahraga yang ada, adalah warga desa 
yang berdomisili didesa bersangkutan, dan diterima oleh . anggota­
anggota lainnya dalam perkumpulan tersebut. Keanggotaan ini tidak 
mengenal bat1as umur dan latar belakang individu calon anggota. 

Di Negari Mahal di samping persyaratan berdomisili di Negari/ 
Desa bersangkutan keanggotaan suatu perkumpulan olahraga lebih 
dititik beratkan kepada warga desa yang berbakat, mempunyai 
kejujuran menurut pandangan anggota-anggota lainnya dalam perkum­
pulan serta mempunyai rasa tanggung jawab yang dapat dilihat dari 
aktivitas bersangkutan sehari-hari . . Penentuan batas umur dan latar 
belakang individu juga tidak digariskan dalam perkumpulan olahraga 
Negari Mahat ini. 

c. K ese n i an 

Organisasi Kesenian di Negari Suliki dan Mahal tidak berbeda 
pertumbuhan dan perkembangannya. Artinya suatu organisasi kesenian 
yang mengkoordinir seluruh cabang Kesenian yang berkembang di 
kedua daerah belum ada sama sekali. Sama halnya dengan bidang olah 
raga, organisasi kesenian yang ada hanyalah berbentuk perkumpulan­
perkumpulan atau group-group kesenian menurut cabangnya seperti : 
perkumpulan atau group randai, group atau kelompok dikir, saluong, 
to/empong, rebono, group musikl bond dan perkumpulan-perkumpulan 
kesenion pemudo pado doerah-daerah tertentu. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa. organisasi kesenian di kedua daerah ini cukup banyak terdapat 
menurut cabang-cabang kesenian yang berkembang tetapi tidak 
dijumpai suatu organisasi kesenian yang aktivitasnya meliputi banyak 
cabang kesenian yang dibina dan dikembangkan. Walaupun juga 
terdapat hal yang demikian, tetapi jumlahnya sangat minim. 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka nama organisasi kesenian 
yang terdapat di kedua desa ini di samping menyebutkan cabang kese-
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nian yang dibina dan dikembangkan, penamaannya ditambah dengan 
tempat lokasi perkumpulan atau group yang .ada seperti group band/ 
musik pemuda Suliki Pasar di Negari Suliki, group band/ musik Kandep 
p dan K Suliki di Negari Suliki, group dikir Ronah di Negari Mahal, 
group randai Aur Duri di Negari Mahal. Di samping itu juga terdapat 
organisasi kesenian yang penamaannya melekat pada perkumpulan 
pemuda negari yang bersangkutan seperti Grnup Kesenian lkatan 
Pemuda Pelajar Negari Mahat dan Group Kesenian lkatan Pemuda 
Pelajar Suliki. 

Perlu dijelaskan organisasi atau group kesenian yang dibina oleh 
organisasi pemuda ini mengembangkan beberapa cabang kesenian 
seperti musik, seni suara, seni tari, seni drama dan kesenian tradisional 
seperti saluang dan puput batang padi . Dengan demikian penamaannya 

akan menjadi group kesenian lkatan Pemuda Pelajar Suliki atau Mahal. 

I) Susunan Ke.pengurusan Kesenian 

Pada sebagian besar organisasi atau group kesenian baik di Negari 
Suliki atau di Negari Mahat susunan kepengurusan organisasinya hanya 
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pada waktu penelitian ini 
berlangsung tidak dijumpai susunan organisasi yang dilengkapi dengan 
seksi-seksi se.perti Seksi Perlengkapan, Seksi Pengumpulan Dana, Seksi 
Latihan dan Seksi-Seksi lainnya yang relevan . 

Kepengurusan organisasi atau group kesenian ini kebanyakan hanya 
bersifat tunggal yaitu terdiri dari Ketua saja sedangkan unsur lain seperti 
Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi tidak ada sama sekali. Hal ini 
disebabkan karena bobot tugas dari organisasi tersebut masih sangat 
terbatas atau sedikit sekali, kecuali hanya · melakukan latihan dengan 
mempergunakan instrumen kesenian yang sangat terbatas. Jika ada 
kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan perlengkapan 
hanya dilakukan secara insidentil oleh anggota-anggota pengurus yang 
di'tunjuk oleh Ketua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pembagian kerja yang terpola belum banyak ditemui pada organisasi 
atau group yang ada di kedua daerah ini. 

Namun demikian tidaklah berarti bahwa seluruh putusan dan 
aktivitas yang akan ·dilakukan hanya ditentukan oleh Ketua semata­
mata, tetapi di dalam praktek tetap dirembukkan atau dimusyawarah­
kan dengan anggota pengurus lain atau yang dianggap unsur pimpinan 
di dalam group tersebut. Susunan pengurus yang demikian pada masa 
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yang lalu tidak banyak mengalami kesulitan dalam pengelolaan tugas 
karena ruang lingkup kegiatan masih terbatas dan dapat dikoordinir dan 
ditanggulangi oleh Ketua walaupun ada kalanya juga meminta bantuan 
dari anggota pengurus lain. 

Kelompok-kelompok Kesenian ini dikoordinir oleh Seksi Olahraga 
dan Kesenian LKMD pada kedua Negari/ Desa. 

2) Keanggotaan Organisasi Kesenian 

Anggota dari organisasi atau group kesenian yang ada di Negari 
Suliki dan Mahal pada umumnya adalah warga desa/negari yang ber­
sangkulan baik yang berasal dari penduduk asli maupun penduduk pen­
datang. Khusus untuk kesenian-kesenian modern anggotanya keba­
nyakan dari kalangan remaja, sedangkan untuk kesenian-kesenian tradi­
sional lebih banyak warga masyarakat dari kalangan orang tua, 
walaupun daripada remaja cukup banyak juga jumlahnya yang akan 
diharapkan sebagai kader dimasa yang akan dalang. 

Selain dari hal-hal tersebut diatas syarat untuk menjadi anggota 
organisasi atau group kesenian di kedua negari ini adalah yang 
bersangkulan harus mempunyai bakat dalam bidang kesenian, mampu 
dan berkesempatan untuk mengikuti latihan dan mempunyai kesadaran 
yang tinggi tentang pentingnya kegiatan kesenian sebagai sarana 
rekreasi, melestarikan jenis-jenis kesenian lradisional yang bertumbuh di 
daerah bersangkutan dan sebagai wahana pendidikan dan penyaluran 
bakat kesenian bagi warga masyarakat. Kesadaran ini harus ditunjukkan 
oleh masing- masing anggota dalam pengabdian dan bertingkah laku 
dalam kegialan-kcgialan kesenian yang diadakan. 

d. Jkatan Pemuda Pe/ajar 

lkatan Pemuda Pelajar ini lerdapal di kedua Desa/Negari baik di 
Sulik! maupun di Mahal. Organisasi ini adalah bersifat lokal artinya 
hanya tumbuh dan berkembang di masing-masing Desa/Negari yang ber­
sangkutan. lkatan Pemuda Pelajar ini penamaannya hariya· berbeda 
pada nama Desa masing-masing yang ditempatkan pada akhir nama 
organisasi ini, tegasnya adalah lkatan Pemuda Pelajar Suliki dan lkatan 
Pemuda Pelajar Mahal. 

I) Susunan Kepengurusan lkalan Pemuda Pelajar 

Berbeda dengan susunan kepengurusan bidang olahraga dan kcse­
nian, susunan kepengurusan organisasi Pemuda Pelajar ini ternyata 

125 



lebih komplit dan telah mcngarah kcpada susunan <frganisasi yang rclatif 
lebih bcsar ruang lingkup kcgiatannya dan pcmbagian tugas yang lcbih 
jelas mcnurut bidang-bidang kcgiatan dan pcrtanggungan jawab unsur­
unsur tcrtcntu dalam organisasi yang bcrsangkutan. 

Susunan atau struktur organisasi dari kedua Ikatan Pcmuda Pclajar 
ini tidaklah berbeda satu sama lain yakni scperti berikut, 

- Pclindung/ Penasehat : ( Biasanya Kcpala Desa) 

a) Ketua Umum 

b) Kctua I 
c) Ketua II 
d) Ketua Ill 
e) Sekretaris Umum 
f) Sekretaris I 
g) Sekretaris II 
h) Sekretaris Ill 
i) Bendahara I 
j) Bendahara I I 
k) Seksi-seksi : 

( I) Olah raga 
(2) Kesenian 
(3) Hubungan Masyarakat 
(4) Sosial/Pendidikan dan Perpustakaan 
(5) Keputrian 

2) Keanggotaan Organisasi Pemuda Pelajar 

Yang dapat menjadi anggota organisasi ini adalah seluruh pemuda 
dan pelajar yang berasal dari masing-masing Desa baik di Negari Suliki 
maupun di Negari Mahal. Pengertian pemuda disini tidak saja dalam arti 
~emuda pelajar saja tetapi adalah juga pemuda yang tidak berstatus 
pelajar lagi baik yang sudah mempunyai pekerjaan tetap maupun yang 
belum. 

Di samping faktor asal tersebut persyaratan lain untuk menjadi 
an_~gota organisasl ini adalah masih berstatus generasi muda maksudnya 
umur tidak melebihi dari 40 tahun. Selanjutnya para anggota harus 
t\Jnduk dan menerima peraturan organisasi serta memenuhi kewajiban­
kewajiban yang digariskan dalam organisasi seperti membayar iyuran 
yang -ditetapkan organisasi dan ikut aKlif dalam kegiatan-kegiatan 
periodik, atau insidentil yang tela-h disepakati bersama. · I 
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J<eanggotaan organisasi ini akan berakhir jika yang bersangkulan 
meninggal dunia, pindah lempal linggal, menyalakan mengundurkan 
diri. dan dipecal sesuai dengan peraluran organisasi yang berlaku. Selain 
dari pada ilu kcanggotaan ini tidak tcrbatas. bagi pcnd.!Jduk asli saja 
tclapi juga terbuka unluk pcnduduk pendalang yang berdomisili di 
ncgari bcrsangkulan baik pria maupun wanila . 

e. A·e/ompok Arisun 

Kelompok arisan ini adalah semacam organisasi sosial yang lumbuh 
dan bcrkcmbang rnkup banyak di dalam kencgarian alau desa dan 
le~qi_ri dari kelompok-kelompok masyarakal terlenlu menurul profesi 
dan daerah tempat tinggal masyarakat yang bersangkutan. Sesuai 
dengan pengelompokannya yang demikian maka penamaan masing­
masing kelompok arisan lersebut disesuaikan dengan jenis profesi d~f1 
daerah lingkungan kelompok tersebut umpamanya : Kelompok Arisan 
pedagang Suliki atau Mahal, Kelompok Arisan pelani Jorong Aur Duri 
di Negari Mahal, dan Kelompok Arisan guru-guru. 

I) Susunan Kepengurusan Kelompok Arisan 

Karena ruang lingkup kegiatan dan jumlah anggola yang lidak 
begilu banyak maka personal kepengurusan kelompok arisan ini hanya 
sederhana saja. Pada umumnya susunan kepengurusan kelompok arisan 
di Negari Suliki dan Mahal adalah lerdiri dari: 

a) Ketua 
b) Sekretaris 
c) Bendahara 

Karena susunan kepengurusan ini berkaitan dengan ruan~ lingkup 
-kegiatan maka unluk jelasnya jenis-jenis kegiafan masing-masing 
kelompok arisan dimaksud akan dijelaskan pada bagi'an selanjutnya. 

2) Keanggotaan Kelompok Arisan 

Karena arisan ini pada umumnya lerdiri dari dua kategori besar 
yaitu didasarkan atas profesi anggota dan lokasi tempat tinggal angeota 
maka sistem keanggotaan dari kelompok arisan inipun terikat kepada 
pengkategorian tersebut, arlinya bagi kelompok :arisan yang bersifat 
profesional maka keanggolaannya terdiri dari warga masyarakat yang 
mempunyai jenis pekerjaan yang semacam seperti bertani, berdagang, 
guru, dan jenis pekerjaan lainnya. 
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Walaupun anggota dimaksud mempunyai profesi yang sama syarat 
lain dari keanggotaan arisan yang bersifat profesional ini juga meng­
haruskan anggota tersebut bertempat tinggal pada ruang lingkup 
wilayah daerah tertentu seperti dalam salu jorong atau dalam salu 
negari. Di samping itu faklor kejujuran, dan rasa senasib 
sepenanggungan adalah pula merupakan syaral ulama yang harus 
dipunyai oleh masing-masing anggola arisan ini. 

Keanggolaan kelompok arisan yang didasarkan alas wilayah daerah 
lempal linggal saja, di samping faktor domisili tersebut syarat lainnya 
adalah rasa kesetiakawanan, dan sanggup serla mampu mengikuli 
aklivitas arisan yang telah direncanakan. Pada seba~ian daerah dalam 
· Negari Suliki maupun Mahal keanggolaan arisan ini ada yang hanya 
lerdiri dari kaum wanita saja alau kaum laki-laki saja lergatlfung kepada 
jenis kegiatan yang dilakukan. 

f. Sasaran Si/at Minong 

. Di Kenegarian Suliki dan Mahal pada waktu penelilian ini lidak ada 
di~umpai cabang organisasi IPSI ( lkatan Pencak Silal Seluruh 
Indonesia), telapi hanya sasaran-sasaran sil;tt yailu suatu kelompok 
warga masyarakal yang membina dan mengembangkan Silal Minang­
kabau pada sualu lempal khusus lertenlu yang dinamakan "Sas_aran". 
Pada setiap sasaran dipimpin oleh seorang guru silat dan dibantu 
dengan beberapa guru yang biasa disebut guru bantu. 

Nama .setiap sasaran biasanya dikaitkan dengan lokasi sasaran itu 
sendiri seperti Sasaran atau Perguruan Silat Ronah di Negari Mahat dari 
Sasaran atau Perguruan Silat Suliki Pasar di Negari Suliki . . Suatu 
organisasi yang mengkoordinir pembinaan dan penge.mbangan sasaran­
sasaran silat ini belum ada di kedua negari bersangkutan. Dengan 
demikian sasaran-sasaran tersebut adalah merupakan suatu organisasj 

. yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai .hubungan antara satu sasaran 
dengan sasaran lainnya. 

I) Susunan Kepengurusan Sasaran Silat 

Seperti disinggung di atas sasaran silat yang ada di dua kc;negarian 
ini tidak disusun kepengurusannya berdasarkan sistem organisasi biasa, 

· tetapi rilempunyai ciri-ciri khas sebagai suatu perguruan dimana sasaran 
atau· organisasi tersebut hanya dipimpin dan dikelola .oleh kelompok 
guru-guru silat yang biasanya terdiri dar!: · 
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a) Guru gadang 
b) Guru tuo 
c) Guru ban tu! guru mudo. 

W alaupun susunan · kepengurusan- sasaran silal ini kelihalannya 
sangal sederhana lelapi lidaklah berarli bahwa kegialan · adminislrasi 
pengelolaan perlengkapan dan pembiayaan lidak dilaksa~akan alau 
lidak diurus sama sekali. Kenyalaan menunjukkait kegialan-kegialan 
yang semacam ilu dilakukan oleh guru-guru yang ada secara bersama 
dan dibanlu oleh anak sasian alau para anggola yang sedang memper­
dalam kemahiran silalnya. Unluk menenlukan pulusan dan langkah­
langkah yang akan diambil lelap peranannya lerganlung kepada guru 
gadang dengan meminlakan perlimbangan guru-guru lainnya serta anak 
sasian alau anggola perguruan. 

2) Keanggolaan Sasaran Silal 

Yang dilerima sebagai anggola sasaran silal di kedua kenegarian ini 
adalah warga desa yang berminal unluk belajar dan mengembangkan 
olahraga lradisional pencak silal M.inang. Selain daripada ilu adalah 
warga d~sa yang berdomisili di ·negari bersangkulan dan menlaali 
aluran-aluran yang berlaku di sasaran alau perguruan selempat. Pada 
prinsipnya lidak membedakan jenis kelamin unluk dapal menjadi 
anggola ~elapi kenyalaan hampir-seluruh anggola sasaran silatyang ada 
lerdiri dari pria. 

Syaral keanggolaan yang sangal penling adalah lidak boleh bCr­
khianaVkepada sasaran dan berbual kelakuan yang lercemar .dan ber­
lenlangan dengan adal kebiasaan Negari, lidak boleh lakbur dan aktif 
dahlm kegialan sasaran yang lelah dijadwalkan. 

g. Pengurusan Anak Yatim 

Pengurusan Anak Yalim ini hanya lerdapal di Desa Mahal yang 
merupakan organisasi sosial yang berlugas memelihara dan membina 
anak yalim pialu serla anak-anak lerlanlar. Nama lengkap dari 
organisasi ini adalah Pengurus Anak Yatim· Negari Mahal: Sesuai 
dengan namanya daerah kerja organisasi . ini melipuli° Negari Mahal 
secara keseluruhan. 

I) Susunan Kepengurusan Anak Yalim 

Berbeda dengan susunan kepengurusan organisasi biasa Pengu_rusan 
Anak Yalim di Negari Mahal ini hanya lerdiri dari Kelua dan Wakil 
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Ket.ua. Dengan demikian tidak ada unsur Sekretaris, Bendahara dan 
Seksi-seksi lainnya. lni berarti Ketua dan Wakil Ketua melakukan secara 
bersama seluruh kegiatan kepengurusan baik yang menyangkut admi­
nistratif, keuangan, perlengkapan dan sebagainya. 

2) Keanggotaan Organisasi Pengurusan Anak Yatim 

Sesuai dengan namanya anggota dari organisasi Pengurusan Anak 
Yatim ini adalah sama dengan sasaran garap organsiasi ini yaitu para 
anak yatim piatu dan anak-anak terlantar yang ada di Negari Mahal 
untuk dapat menjadi anggota tidak diperlukan mendaftar diri kepada 
kepengurusan ini tetapi secara otomatis telah dianggap sebagai anggota 
dan dijadikan sasaran garap pembinaan organisasi ini. 

Syarat lain sebagai anggota adalah mematuhi seluruh aturan yang · 
tel<!-h digariskan dan harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma 
dan adat kebiasaan yang berlaku di Negari Mahat. Selain daripada itu 
anak yatim piatu dan anak terlantar tersebut harus beragama Islam dan 
menjalankan syarrat-syariatn~a. 

h. Karan~ Toruno 

Yang dimaksudkan dengan Karang Taruna disini adalah organisasi 
sosial masyarakat sebagai wadah pembinaan remaja/ pemuda dibidang 
kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan 
oleh Departemen Sosial sebagaimana yang digariskan dalam Keputusan 
Menteri Sosial Republik Indonesia No. 13/HUK/KEP/l/1981, tanggal 
23-1-1981. 

Organisasi Karang Taruna ini pada waktu ·penelitian berlangsung 
hanya ditemui di Kenegarian Suliki. Organisasi ini merupakan wadah 
parti.sipasi masyarakat di bidang pembinaan dan pengembangan remaja/ 
pemuda yang bersifat lokarserta secara organisatoris berdiri sendiri. 
Karang Taruna ini lengkapnya bernama "Karang Taruna Negari 
Suliki". 

I) Susunan Kepengurusan Karang Taruna Suliki 

Sesucli dengan yang digariskan dalam K~putusan Menteri Sosial 
Republik Indonesia No. 13/HUK/KEP/1/1981 seperti disebutkan di 
atas susunan kepengurusan Karang Taruna Suliki ini adalah sebagai 
berikut: 

a) Ketua Umum 
b) Ketua I 
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c) Ketua II 
d) Sekretaris 
e) Bendahara 
0 Seksi-seksi : 

(I) Seksi Olah raga 
(2) Seksi Kesenian 
( 3) Seksi Pendidikan dan Latihan 
(4) Seksi Usaha 
(5) Seksi Pengabdian Kemasyarakatan. 

Perlu dikemukakan bahwa di samping susunan pengurus sebagai­
mana tersebut di alas organisasi ini mempunyai pembinaan fungsional 
tingkat Desa/Kecamatan yang terdiri dari Petugas lnstansi Sosial 
Kabupaten 50 Kota dan perangkat kesejahteraan Sosial Kecamatan 
Suliki Gunung Mas, sedangkan pelindung adalah Kepala Negari Suliki. 

2) Keanggotaan Organisasi Karang Taruna Suliki 

Keanggotaan Karang Taruna terdiri dari seluruh remaja/pemuda 
dalam .tingkungan Negari Suliki sebagai subyek dan obyek pelayanan 
kesejahteraan sosial. Setiap remaja/ pemuda dalam keanggotaan Karang 
Taruna ini mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha kesejaht~raan 
sosial tanpa membedakan asal keturunan, suku, jenis kelahiin, 
kedudukan sosial, pendirian politik dan agama. 

2. Tcmpat dan Kegiatan 

Yang dimaksudkan dengan tempat dalam kaitannya dcngan Orga­
nisasi Sosial yang hidup dan berkembang dalam dacrah peitclitian ini 
adalah tcmpat kedudukan organisasi · · itu sendiri dan daerah kerja 
organisasi bc.rsangkutan serta tcmpat aktivitas. atau kcgiatan. yang sering 
dilakukan. Adapun kegiatan adalah usaha-usaha atau aktivitas y~ng 
dilakukan olch organisasi berkcnaan sesuai dengan bidang tugas dan 
jenis organisasi tersebut. 

a. Pembinaan Kesejahteraan Keluar~a ( PKK) 

I) Pusat Kegiatan 

Sebagai seksi dalam Lcmbaga Ketahanan Masyarakat Desa 
maka pusat kcgiatan d~ri PKK in_i adalah sama halnya 
.dengan LKMD yaitu me'liputi scluruh dacrah Negari/Desa 
Suliki dan Mahat. Aktivitas biasanya diselcnggarakan di 
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Kantor Desa dan ada kalanya juga di gedung-gedung 
sekolah dan rumah penduduk. 

Adapun tempat kedudukan dari organisasi Pl<I< itu sendiri 
juga saina dengan Ll<MD yaitu diibu Negari Suliki yakni 
Jorong Suliki Pasar dan diibu Negari Mahat yakni Jorong_ 
Ronah. 

2) Jenis l<egiatan 

Jenis kegiatan dari organisasi Pl<I< yang merupakaA Seksi 
dari Ll<MD ini baik di Negari Suliki maupun di Negari 
Mahat adalah sebagai berikut : 

a) Melaksanakan 10 pro~ram Pokok Pl<I< yaitu: Pengha­
yatan dan Pengamalan Pancasila, gotong royong, 
sandang, pangan, perumahan, dan tata laksana rumah 
tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, 
megembangkan kehidupan berkoperasi, kelestarian 
lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. 

b) Mensukseskan program Ll<MD dalam ruang lingkup 
keluarga. 

c) Melaksanakan P2Wl<SS sebaga.i program lintas 
sektoral untuk meningkatkan peranan wanita. 

b. Olah raRa 

I) Pusat l<egiatan 

Pusat kegiatan keolahragaan di kedua Negari penelitian ini 
biasanya terletak di lokasi tersedianya prasarana atau la­
pangan olahraga itu sendiri, tegasnya tidak terikat pada 
ibukota negari tetapi tergantung dimana fasilitas olahraga 
tersedia. 

Seiring dengan ini kedudukan dari organisasi keolahragaan 
itu sendiri biasanya terletak di daerah-daerah yang menjadi 

· pusat kegiatan dari cabang-cabang olahraga dimaksud. 

2) J.enis l<egiatan 

Jenis kegiatan keolahragaan pada umumnya adalah berben­
tuk tatihaO.:latihan dan pertandingan-pertandingan baik 

.antara kese~lasan a tau grup yang ada di . dalam N~gari 



Suliki atau Mahat sendiri maupun antara kesebelasan atau 
grup di luar Desa/Negari bersangkutan. Latihan tersebut 
adakalanya bersifat fisik atau melakukan kegiatan olahraga 
.dan sering pula berbentuk pengarahan-pengarahan dan 
diskusi yang ·bersifat teoritis. Kedua jenis kegiatan 
dimaksud .adalah dalam rangka meningkatkan mutu per­
mainan . 

Dengan demikian kegiatan olahraga ini tidak hanya 
ditujukan untuk peningkatan kesegaran jasmani para ang­
gotanya ~etapi juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi 
terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan 
atau perlombaan yang diadakan pada waktu-waktu 
tertentu. 

c. K ese n i an 

I) Pusat Kegiatan 

Seperti sudah diutarakan pada bagian pendahuluan dari 
bab ini yaitu organisasi kesenian ini tersebar menurut 
cabang-cabang kesenian yang ada dan sangat jarang 
ditemui organtsasi kesenian yang aktivitasnya meliputi 
sebagian besar cabang kesenian serta yang mempunyai 
daerah j.angkauan yang rrienyeluruh di suatu Negari baik di 
Sutiki maupun di Mahat. 

Berkaitan dengan itu pusat kegiatan organisasi atau gruJ>­
grup kesenian ini juga terbatas pada lokasi-lokasi tertentu 
dalam kenegarian yang bersangkutan. Maksudnya adalah 
untuk grup randai, grup dikir, grup talempong, grup 
qasidah/ r,ebana maupun grup band/ musik sekalipun pusat 
kegiatannya adalah terbatas pada tempat atau lokasi dari 
organisasi/ grup kesenian tersebut berdiri dan melakukan 
aktivitas. Jelasnya suatu grup talempong misalnya terdapat 
pada beberapa jorong disuatu negari maka biasanya pusat 
kegiatan grup talempong ini adalah di dalam Jorong­
Jorong yang bersangkutan. Begitu juga untuk gru~grup 
kesenian yang lain. 

Sekiranya satu grup kesenian hanya terdapat ada suatu 
daerah negari tertentu atau J orong tertentu, maka sering 
grup · keseruan dimaksud menyatakan pusat kegiatannya 
meliputi seluruh daerah negari. Kenyataan yang ditemui 
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oleh tim peneliti di lapangan adalah pusat kegiatan hanya 
terbatas pada Joron~ bersangkutan atau meliputi bcbcrapa 
Jorong yang berdekatan. 

Selain dari pada itu perlu dijelaskan bahw; tcmpat-tcmpal 
kegiatan kesenian tidakJah seragam an Iara satu . cabang 
kesenian dengan cabang lainnya. Untuk cabang kesenian 
randai tempat kegiatan biasanya dilakukan disuatu 
lapangan terbuk31 dengan mengambil tempat pada suatu 
tern pat tertentu at au pada tanah pekarangan pusat- pusat 
pemondokan pemuda pada suatu negari. 

Kegiatan kesenian dikir biasanya dilakukan pada rumah­
rumah penduduk tertentu dan ada juga ditemui pada surau­
surau yakni seniacam langgar. Qasidah atau rebana banyak 
diselenggarakan pembinaan dan latihannya di taman-taman 
pendidi kan Al Qur' an a tau mushaila- mus ha Ila tertenl u. 

Saluang sebagai cabang kesenian yang dilakukan hanya 
oleh beberapa orang dengan meniup instrumennya dan 
diiringi dengan nyanyian pada umumnya tidak mempunyai 
tempat kegiatan yang khusus, tetapi sering diselenggarakan 
pada rumah- rumah a tau bangunan- bangunan tern pat 
berkumpul kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang 
berminat terhadap kesenian saluang. Ada kalanya ditemui 
juga dikedai-kedai kopi atau warung-waruog minuman dan 
di emper-emper toko atau kedai sert·a los-los pasar yang 
tidak mengganggu ketentraman umum. 

Kesenian talempong yang pemainnya cukup banyak 
jumlahnya kegiatannya biasa dilakukan pada lapangan­
lapangan terbuka dan sangat disenangi pada tempat-tempat 
yang mempunyai perlindungan di bawah-bawah pohon 
yang rindang. Dan ada kalanya juga dibangsal-bangsal atau 
bangunan tertentu menurut kondisi daerah setempat. 

Perlu dikemukakan bahwa kesenian talempong ini sering 
dilakukan pada waktu masyarakat turun kesawah dan 
gotong royong kerja bakti pada objek-objek tertentu seperti 
memperbaiki tali bandar, jalan kampung, dan bataRak 
'-.bertagak) rumah RadanR serta pada waktu upacara batagak 
penghulu(meresmikan diangkatnya penghulu baru). 

Grup musik atau band umumnya melakukan kegiatan 
latihan di gedung-gedung tertentu biasanya pa~a balai 



pemuda, dan ada juga dengan meminjam gedung-gedung 
sekolah. Khusus di kenegarian Suliki juga mempergunakan 
aula Kantor Depdikbud Kecamatan Suliki Gunung Mas. 
~ertunjukan grup musik atau band ini sering juga di 
lakukan pada tempat- tempat terbuka dengan membangun 
.pentas-pentas darurat , serta menggunakan los-los pasar 
yang mempunyai . pasilitas lapangan yang rhemadai untuk 
para penontonnya. Aktivitas ini biasa dilaku'ka'l dalam 
rangka memperingati hari-hari besar nasional, ataupun 
lokal, dan pada upacara- upacara perkawinan . 

Dalam hubungan ini patut juga dijelaskan bahwa organisasi 
kesenian yang dikoordinir oleh pemuda dan pelajar dan 
mencakup beberapa .cabang kesenian, pusat kegiatannya 
melingkupi seluruh daerah Negari/ Desa. Aktivitas atau 
kegiatannya sering dipusatkan di ibukota negari baik di 
Suliki maupun di Mahal. 

2) Jenis Kegiatan 

Tidak banyak berbeda antara jenis kegiatan cabang 
kesenian tertentu dibandingkan dengan cabang kesenian 
lainnya. Aktivitas dari kegiatan kesenian ini adalah me­
lengkapi instrumen-instrumen yang di perlukan dan di­
lanjutkan dengan mengadakan latihan-latihan secara 
periodik ataupun secara insidentil dan terakhir melakukan 
pertunjukan-pertunjukan pada upacara-upacara tertentu. 
Karena jumlah organisasi atau grup kesenian ini maslh 
relatif terbatas jarang diadakan pertandingan-j)ertandingan 
atau perlombaan kesenian. 

Dalam melakukan pertunjukan adakalanya suatu grup 
kesenian baik modern atau tradisional mengadakan perge­
laran di luar desa bersangkutan malah sering pula diluar 
Kecamatan Suliki Gunung Mas. Hal ini terjadi karena grup 
kesenian tersebut diundang mengadakan pertunjul<:an oleh 
kecamatan lainnya dalam rangka memeriahkan ~pac.;ua­
upacara tertentu yang diadakan oleh masyarakai setempat 
atau keluarga tertentu. 

Dengan demikian jenis kegiatan keser'iian ini hanya berbeda 
dalam mated kesenian itu sendiri seperti' musik, qasidah 
atau rebana, randai, saluang, dan sebagainya; tetapi jenis-
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jenis kegiatan pada umumnya sama saja antara satu dengan 
lainnya termasuk pembinaan dan pengkaderan para pemain 
dari satu gene·rasi-kegenerasi berikutnya, sehingga keles­
tarian dan aktivitas kesenian berkembang dan dapat ber­
lanjut terus. 

d. lkatan Pemuda Pe/ajar 

l) Pusat Kegiatan 

Aktivitas lkatan Pemuda Pelajar Suliki dan lkatan Pemuda 
Pelajar Mahal secara perinsip sama saja yaitu terpusat pada 
ibukota kenegarian/ desa dengan ruang lingkup daerah 
kegiatan meliputi seluruh daerah negari . 

Sesuai dengan sifat , fungsi dan program yang akan dilak­
sanakatl, tempat-tempat kegiatan Ikatan Pemuda Pelajar 
ini selain dilakukan pada kantor organisasi secara khusus 
juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, di Mesjid atau Mu­
shalla dan di lapangan khusus untuk kegiatan olahraga 
sedangkan untuk kegiatan kesenian seperti diungkapkan di 
;itas. 

2) Jenis Kegiatan 

Di samping melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan 
untuk menggalang persatuan dan kesatuan dikalangan 
pemuda pelajar dalam· masing-masing Negari Suliki dan 
Mahat ini seperti me~gadakan diskusi-diskusi, kegiatan 
sosial yang meningkatkan rasa senasib sepenanggungan, 
kegiatan la,in dan sering dilakukan adalah dalam bentuk 
gotong royong kerja bakti pada obyek-obyek pembangun­
an, kemasyarakatan, keolahragaan, kesenian dan keaga­
maan. 

t.- Kelompok Arisan 

1) Pusat K egiatan 

Sudah diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa kelorn­
pok arisan ini menyebar terdapat dalam kedua kenegarian 
atau Desa Suliki dan Mahat. Berkaitan dengan itu pusat 
kegiatan Kelompok Arisan ini terbatas pada daerah jang­
kauan tertentu yang biasanya meliputi Jorong dan terbatas 
pada profesi anggota tertentu ·yang daerah jangkauannya 
sukar ditentukan dengan pasti karena ada yang meliputi 



suatu kenegarian, Jorong dan perkampungan-perkam­
pungan penduduk tertentu. 

Kelompok arisan ini dalam melakukan kegiatanny~ keba­
nyakan mengambil tempat di rumah penduduk yang dila­
kukan secara bergiliran . Khusus untuk Kelompok arisan 
profesi tertentu seperti guru-guru dan pegawai negeri lain­
nya sering juga dilakukan di gedung-gedung sekolah, se­
dangkan kelompok arisan pedagang di samping diseleng­
garakan di rumah para anggota secara bergiliran juga sering 
dilakukan di warung-warung, dan tempat-tempat berda­
gang para anggota. 

2) Jenis Kegiatan 

Pada umumnya kegiatan kelompok arisan ini adalah mela­
kukan aktivitas yang berkaitan denga11-mempererat sila­
turrahmi diantara para anggota dalam beritUk mengadakan 
santapan rohani, baik keagamaan maupun pembinaan 
kesejahteraan keluarga. Seiring dengan itu dilakukan pula 
ju/0-julo yaitu semacam kegiatan simpan pinjam dimana 
para anggota mengumpulkan sejumlah uang tertentu dan 
secara bergiliran masing- masing anggota menerima dana 
yang terkumpul menurut periode waktu tertentu pula. 
Setelah setiap anggota menerima giliran maka dilanjutkan 
dengan tahap berikutnya. Jul~ julo ini sangat berarti bagi 
para anggota untuk membeli peralatan_rumah tangga, dan 
perlengkapan untuk modal kerja sebagai sumber mata 
pencaharian hidup. 

f. Sasaran Si/at Minong 

1) Pusat Kegiatan 

Kelompok atau sasaran Silat Minang ini pusat kegiatannya 
tidak seragam antara satu sasaran dengan sasaran lainnya. 
Baik di Suliki maupun di Mahat sasaran silat ini ada yang 
mempunyai daerah jangkauan meliputi seluruh negari dan 
pemukiman-pemukiman penduduk tertentu. Tempat 
kegiatan kelompok silat ini dinamakan sasaran yaitu tempat 
berlangsungnya ·proses mempelajari ilmu persilatan. 
Biasanya sasaran ini diadakan pada lapangan-lapangan 
terbuka seperti dipekarangan mesjid, mushalla, surau, balai 
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desa dan tempat-tempat khusus yang sengaja dibuat untuk 
itu. -Pada sebagian daerah ada juga dilakukan di perka­
rangan rumah guru silat yang bersangkutan. 

2) Jenis Kegiatan 

Sebagai suatu cabang olahraga yang juga sering disebut seni 
bela diri Silat Minang kegiatan yang dilakukan kelompok 
atau sasaran silat ini adalah menghimpun anak sasian atau 
calon anggota dan dilanjutl)an dengan mengadakan latihan­
latihan secara priodik . Di samping latihan fisik juga 
diberikan ajaran-ajaran yang bersifat teori dalam rangka 
memperdalam keterampilan persilatan. Kegiatan lain yang 
dilakukan adalah mengadakan demonstrasi dan pertun­
jukan pada upacara-upacara tertentu yang diadakan di 
Kenegarian dan sering juga diundang ketingkat kecamatan. 
Pada sebagian sasaran kegiatannya juga berbentuk gotong 
royong kerja bakti baik untuk kepentingan masyarakat 
maupun untuk kepentingan guru silat. Pada waktu-waktu 
tertentu para onok sosion para anggota persilatan ini mela­
kukan gotong royong mengerjakan sasarana persilatan,. 
Ke-giatan ini terutama dilakukan pada waktu membentuk 
sasarana atau jika sasaran memerlukan perbaikan atau 
perluasan. 

g. Penguruson Anok Yotim 

I) Pusat Kegiatan 

Kelompok pengurusan anak yatim ini sebagaimaila dilapor­
kan pada bagian terdahulu hanya terdapat di Negari Mahat. 
Pusat Kegiatan Pengurusan Anak Yatim ini meliputi Negari 
Mahat. Tempat-tempat kegiatan dilakukan . di ~1esjid­

mesjid dan Mushalla di Kenegarian Mahat. 

Perlu pula dilaporkan bahwa pusat kepengurusan bertern­
pat diibukota Kenegarian yang berlokasi di Mesjid Raya 
Ronah. Adapun pembantu pengurus ter~apat pula pada 
masing-masing Mesjid dan Mushalla yang ada di kenega­
rian il\i. 

2) Jenis Kegiatan 

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Kelompok Pengu­
rusan Anak Yatim ini adalah mengumpulkan dana dan 



mendistribusikannya kepada anak yatim piatu yang rer­
daftar dikenegarian ini. Kegiatan lain adalah memberikan 
pendidikan secara periodik berupa ceramah-ceramah dan 
memberikan pelajaran a~ama dan termasuk mempelajari Al 
Qur'an. 

Kegiatan dalam mengumpulkan dana selain dilakukan di 
mesjid- mesjid dan mushalla dengan mengumpulkan zakat, 
infak dan sedekah dari anggota masyarakat juga dilaksana 
kan pengurnpulan dana di pasar mingguan dengan memin­
lakan bantuan derrna kepada para pedagang dan anggota 
masyarakal lainnya . 

h. KaranR Toruno 

I) Pusat Kegiatan 

Pusat kegiatan organisasi Karang Taruna ini adalah di­
tempat kedudukannya yaitu diibukota Negari Suliki 
sedangkan daerah jangkauan operasionalnya meliputi 
seluruh wilayah negari/ desa yang terdiri dari delapan 
Jorong. Walaupun pusat aktivitas letak diibukota Negari 
dalam kegiatan-kegiatan tertentu sering melaksanakan 
kegiatan di daerah-daerah Jorong baik dalam bidang olah­
raga, kesenian, dan usaha-usaha kemasyarakatan lainnya. 

2) Jenis KegiataJl 

Sesuai dengan tugas pokok Karang Taruna yang sudah 
digariskan yaitu bersama-sama pemerintah menanggulangi 
berbagai_ permasalahan sosial remaja/ pemuda tlalam 
lingkungannya dalam rangka pembinaan dan pengern­
bangan generasi muda maka jenis kc;giatan dari organisasi 
ini yang menonjol antara lain adalah f. 

a) Membina dan mengembang'kan keolahragaan masya­
rakat terutama dikalangan generasi muda. 

b) Membina dan mengembangkan kesenian. 

c) Berpartisipasi dalam pendidikan dan latihan kepemim­
pinan dan keterampilan masyarakat terutama generasi 
muda bekerja sama dengan program pendidikan m,asya­
rakat dan pembinaan generasi muda Departemen ~Pen. 
didikan dan Kebudayaan yang ada di daerah serta ins­
tansi dan dinas lainnya yang relevan. 

139 



d) Kegiatan di bidang pengabdian masyarakat meliputi 
berbagai usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial, 
perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta palang 

merah remaja. 

3. Tingkat yang akan dicapai 

Ukuran umum yang dijadikan pegangan dalam menentukan tingkat 
yang akan dicapai oleh suatu organisasi adalah tujuan dari organisasi itu 
sendiri. Pengertian tujuan disini tentu saja meliputi tujuan jangka 
pendek dan tujuan jangka panjang atau tujuan khusus dan tujuan 
umum. Bertolak dari pokok pikiran ini pada bagian yang berikut akan 
diuraikan tingkat yang akan dicapai oleh masing-masing organisasi 
sosial sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya. 

a. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) 

Tujuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah mewujudkan ke­
luarga sejahtera yang menikmati ketenangan, ketentraman, dan kese­
jahteraan hidup lahir maupun bathin dal~m tata kehidupan masyarakat 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
(Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Baral, 1981). 

. Untuk mencapai tujuan umum tersebut Seksi PKK dalam LKMD 
Negari Suliki dan Negari Mahal telah berusaha secara intensif agar 
fungsi Seksi PKK ini dapat terlaksana secara baik, tepat guna dan 
bergaya guna. Fungsi tersebut antara lain adalah : 

l) Memberikan informasi kepada Ketua Umum LKMD dan Tim 
Penggerak PKK Kecamatan Suliki Gunung Mas tentang kebu­
tuhan esensiel dan urutan perioritas program yang perlu di 
lakukan untuk melaksanakan 10 program pokok PKK. 

2) Menyusun rencana pelaksanaan program yang akan dilaksa­
nakan di Negari Suliki dan Negari Mahal. 

3) Menggerakkan keluarga dalam masyarakat lingkungannya 
untuk dapat terlaksananya semua program yang telah 
direncanakan. 

4) Memanfaa\kan kader-kader wanita Dalam PKK dalam ke­
lompok-kelompok kerja, seperti kelompok kerja tani, kelom­
pok kerja Keluarga Berencana, kelompok kerja gizi, kelompok 
kerja KBPD (Kelompok Belajar Pendidikan Dasar) dan ke­
lompok-kelompok kerja lainnya. 
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5) Memberikan bimbingan motivasi dan petunjuk kepada keluarga 
dan masyarakat untuk terlaksananya program-program PKK. 

Dalam melaksanakan fungsi Seksi PKK ini pada kedua Kenegarian 
telah dilakukan usaha- usaha yang optimal, berencana, sistematis dan 
terpadu dengan harapan tingkat yang akan dicapai organisasi ini akan 
selalu berkembang secara berkelanjutan sehingga sasaran yang diingin­
kan akan diperoleh secara tepat guna dan berhasil guna. 

b. 0rRon1sasi OlohroRo 

Seperti telah diuraikan di muka jenis- jenis cabang olahraga yang 
dibina dan dikembangkan dikedua Kenegarian sasaran penelitian ini 
adalah cabang-cabang olahraga masal seperti sepakbola, bola volley, 
badminton, dan tenis meja serta· olahraga tradisional pencak silat 
Minangkabau. 

Sehubungan dengan itu tujuan kegiatan olahraga yang ingin dicapai 
oleh organisasi keolahragaan di daerah ini pada uinumnya adalah 
membina Ketahanan Nasional c;tan memupuk kemampuan fungsional 
manusiawi. Selain dari pada itu juga bertujuan agar masyarakat atau 
olahragawan bersangkutan memperoleh rasa senang jasmaniah dan r~ 
haniah, kepuasan sosial serta pemulihan kesegaran jasmaniah. Selanjut­
nya kegiatan olahraga tersebut diharapkan pula agar para anggotanya 
memperoleh tingkat kemahiran dan prestasi yang semakin tinggi dan 
memadai dalam rangka kebanggaao nasional. 

Untuk mencapai tujuan umum dimaksud telah diusahakan serang­
kaian Kegiatan Keolahragaan oleh setiap organisasi dalam tahap-tahap 
atau tingkat-tingkat tertentu seperti memasyarakatkan olahraga dan 
~eolahragakan masyarakat dikedua kenegarian ini dan seiring dengan 
itu membina para olahragawan u·ntuk beroleh tingkat-tingkat prestasi 
tertentu dengan harapan akan dapat memberikan sumbangan yang 
berarti dalam pengembangan olahraga di tingkat Desa, Kecamatan, 
Wilayah daerah dan jika memungkinkan terhadap perkembangan olah­
raga Nasional. 

c. Organisasi kesenian 

Kalau diteliti secara mendalam kegiatan Organisasi kesenian yang 
hidup dan berkembang di daerah ini, arah tujuannya adalah 
mengembangkan kreativitas seni sesuai dengan kepribadian bangsa dan 
memantapkan disiplin Nasional dalam rangka memperkokoh persatuan 
dan kesatuan bangsa. 
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Sesuai dengan arah aan tujuan kegiatan Organisasi kesenian ini 
telah dilakukan pembinaan seni budaya bangsa dalam beberapa cabang 
kesenian dan khusus untuk kesenian daerah tetap akan dihidupkan, di­
perkaya, dibina, dan disebarluaskan dan dimanfaatkan guna terwujud­
nya Kesenian Nasional. 

Dalam mencapai tingkat sasaran dimaksud telah dilakukan usaha­
usaha memasyarakatkan kesenian tersebut, membinanya dan diman­
faatkan untuk hiburan dan rekreasi masyarakat sehingga di kedua 
kenegarian diharapkan seltiruh anggota masyarakat akan merasakan 
peningkatan kehidupan yang seimbang baik jasmaniah maupun 
rohaniah. 

d. /katan Pemuda Pe/ajar 

Dalam rangka mempersiapkao generasi penerus perjuangan dan 
pembangunan Nasional lkatan Pemuda Pelajar Negari Suliki dan Mahal 
telah menyusun program kerjanya secara bertahap dan berkesinam­
bungan yang meliputi bidang pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, 
keolahragaan dan kebudayaan. 

Dengan pelaksanaan program-program dimaksud diharapkan gene­
rasi muda yang berada di Negari Suliki dan Mahal akan aktif berpar­
tisipasi dalam pendidikan di sekolah maupun diluar sekolah sehingga 

akan lebih mendorong usaha-usaha produktif setelah terjun kedaiam 
masyarakat. Jadi tujuan organisasi ini tegasnya adalah memajukan pen­
didikan dan mempertinggi akhlak, mengabdikan diri dan memelihara 
hubungan baik antara anggota dengan masyarakat. 

Seiring dengan itu juga dilakukan usaha peningkatan ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenal ajaran-ajaran yang ter­
kandung dalam Pancasila secara mantap serta membina dan mengem:. 
bangkan kegiatan keolahragaan dan kesenian dikalangan masyarakat 
terutama generasi mudanya baik pelajar maupun pemuda lainnya. 

Dengan diselenggarakannya program-program tersebut diharapkan 
setiap tingkatan program yang telah tercapai akan mendorong 
pencapaian tujuan organisasi ini sesuai dengan tujuan dan pembinaan 
serta pengembangan generasi muda sebagaimana dikemukakan cti atas. 

e. Kelompok Arisan 

Mantapnya kesatuan dan persatuan dikalangan masyarakat Kene­
garian Suliki dan Mahal adalah merupakan idaman warga masyarakat 
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keseluruhan termasuk pimpinan pemerintahan. Deng.an kesatuan dan 
persatuan yang kokoh kuat usaha-usaha pembangunan di segala bidang 
akan lebih mudah digerakkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 

Deng.an kerangka pikiran yang demikian kelompok arisan di kedua 
negari ini telah melakukan kegiatan-kegiatan secara berencana dan 
sistematis untuk memupuk silaturrahmi dan kerukunan berma5yarakat 
dalam bentuk temu ramah dan pengajian-pengajian yang diikuti oleh 
anggota arisan yang bersangkutan itu saja, kelompok arisan ini juga 
melakukan julo-julo atau penlimpukan modal walaupun dalam jumlah 
yang relatif kecil tetapi cukup berarti bagi warga masyarakat di tingk~t 
pedesaan ini. Dengan demikian tingkat yang ingin dicapai oleh 
kelompok arisan ini tidak saja kemaritapan persatoan dan kesatuan 
warga tetapi adal'ah juga meningkatkan taraf hidup para anggota secara 
bertahap dan berencana. 

f. Sosoron Si/at MinonR 

Sering disebutkan bahwa ·kebudayaan Nasional itu adalah puncak­
puncak kebudayaan daerah. Berkaitan dengan itu_ sasaran silat yang 
terdapat di Kenegarian Suliki dan Mahat ingin melestarihrfkebud_ayaan 
Silat Minang ini sebagai bagian kebudayaan Nasional. 
Selain dari pada itu ajaran-ajaran silcV Minang itu sendiri diharapkan 
tertanam dihati sanubari para anak sasian atau anggota Sasaran ini, 
sehingga aj~nan-ajaran silat yang bertujuan memperbanyak kawan dan 
memperkecil lawan hidup dikalangan para pendukungnya schingga 
persatuan dan kesatuan dalam masyarakat ikut terbina dan terwujud. 

Tidak itu saja tingkat yang ingin dicapai oleh sasaran silat ini tetapi 
juga mendidik semangat patriotisme atau keberanian dan menegakkan 
kebenaran. Dalam kehidupan sehaii-hari sering disebutkan lawan tidak 
dicad bertemu pantang dielakkan. Tidak takut kepada kekuasaan tetapi 
takut kepada kebenaran. 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat yang ingin dicapai oleh sasaran 
silat ini adalah terjalinnya rasa persatuan dan kesatuan dikalangan 
masyarakat terutama masyarakat pendukung silat dan ierpupuknya 
semangat patriotisme dan ajaran meletakkan sesdatu pada tempatnya 
serta patuh kepada kebenaran. Tentu saja tingkat yang ingin dicapai 
tersebut merupakan bagian dari melest~rikan kebudayaan daerah 
khususnya di bidang olahraga dan kesenian tradisional Minangkabau 
ini. 
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g. OrRanisasi PenRurusan Anak Yatim 

Tingkat yang ingin dicapai oleh organisasi Kepengurusan Anak 
Yatim ini adalah terbina dan terlatihnya anak yatim di bidang pendi­
dikan dan ketrampilan serta keagamaan sehingga anak yatim yang ber­
sangkutan mampu berbuat secara produktif setelah terjun ke dalam 
masyarakat serta berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan norma­
norma yangJJel'faku dalam masyarakat setempat.. 

Dalam rangka pencapaian tujuan yang ideal ini tingkat sebelumnya 
yang ing~n dicapai adalah tidak terlantarnya anak yatim piatu ini dari 
segala ak:tivitas · dan pengalaman yang patut diterimanya dari kecil 
sampai dapat b~rdiri sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu 
anak yatim piatu dan anak-anak terlantar ini dibantu kebutuhan 
hidupnya secara minimal sehingga yang . bersangkutan dapat 
berkembang secar.a wajar sebagai makhluk sosial sama dengan generasi 
muda lainnya yang masih mempunyai orang tua dan famili yang 
menjamin ·kehidupannya sampai dewasa. 

h. Karam: Toruno 

Diharapkan Karang l)runa Kenegarian Suliki ini akan dapat lebih 
mampu berfungsi dan berperan aktif sebagai wadah pembangunan 

kesejahteraan sosial, khususnya wadah pembinaan dan perigembangan 
generasi muda dalam rangka usaha pemantapan fungsi Lembaga ke­
tahanan Masyarakat Desa dalam pembangunan khususnya dibidang 
kesejahteraan sosial. 

Secara tegas tingkat yang ingin dicapai tersebut adalah agar remaja/ 
pemuda mengemban tanggung jawab sosial. Di samping itu agar terlak­
sananya kegiatan sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, . edukatif, 
ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya sesuai dengan ling­
kungan. Begitu juga diharapkan para remaja/pemuda ini dapat mema­
hami, menyadari dan memasyarakatkan penghayatan dan pengamalan 
Pancasila. 

8. SISTEM KEPEMIMPINAN 

Dalam sistem kepemimpinan ini akali dibahas secara terperinci 
.. ~arat-syarat dan faktor pendukung kei>emimpinan setiap organisasi 
sosial _yang ada di kedua daerah penelitian ini. Disamping itu juga akan 
diuraikan hak dan kewajiban, simbol atau atribut kepemimpinan dan 

144 



cara-cara pengangkata1.1 serta upacara y~n.s dilakukan jika ·ada, pada 
wakt\I .pensukuhan seseora~ atau sekelompolt orang yang menjadi 
pemimpin. 

L Syara&-Syar,t dan F,Ptorftndukung 

a. Pembinaan Kesejahteraan K~/uarga(PKK) 

Untuk dapat menjabat sebagai Ketua Seksi' PKK dalam LKMD 
Negari Suliki dan Mahat syaratnya adalah isteri Kepal~ Negari. Untuk 
jabatan lainnya seperti Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua­
Ketua Kelompok Kerja harus terdiri dari pemukjf..pemuka wanita yang 
ada di kedua negari ini. 

Pemuka wanita maksudnya tidak saja Jtelllimpirt suatu organisasi 
atau kelompok wanita tetapi juga tokoh-tokoh wanita yang mempunyai 
pengikut dikalangan masyarakat wanita karena kecendekiawannya di­
bidang ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan serta pemimpin agama 
dan tokoh bundo kandung dalam kedua kenegarian ini. 

Faktor pendukung kepemimpinan PKK ini ~lain terpenuhinya sya­
rat-syarat kepengurusan d,i atas, ·pengu~us PKK bersangkutan harus 
mempunyai pemahaman dan pengetahua'1 di bidang Pembinaan Kese­
jahteraan Keluarga dan mempunyai kepribadian yang menarik, 
berwibawa dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diran­
cang. 

b. 0 I a h r a I( a 

Di kedua negari ini syarat untuk menjadi pemimpin di bidang ke­
olahragaan selain setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 faktor 
lainnya yang harus dipenuhi adalah : 

I) Berdomisili di kedua negari ini. 
2) Memahami dan menghayati seluk beluk keolahragaan. 
3) Bertanggungjawab dan jujur dalam melakukan lcegiatan. 
4) Aktif dalam setiap kegiatan yang telal'! direncanakan. 

Yang mendukung seseorang dalam kepengurusan bidang ·keolah­
ragaan ini adalah faktor kewibawaan, mempunyai kepribadian yang me-­
nyenangkan dan berpandangan luas serta mampu berurusan kepihak­
pihak pemerintah dan badan- badan swasta yang ada hubungannya 
dengan pembinaan dan pengembangan keolabragaan. Fakior utama 
lainnya niendukung kepemimpinan olahraga ini adalah faktor kebijak­
sanaan dari pemimpin tersebut. Maksudnya adalah dapat menyelesaikan 
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sengketa_ atau perselisihan yang terjadi dikalangan anggota atau antar 
klub yang sejenis terutama dalam pertandingan dengan penuh keadilan 
dan diterima oleh semua pihak. Dalam pepatah Minangkabau sering 
disebut semacam menghela rambut dalam tepung, yaitu rambut tidak 
putus, tep.ung tidak berserakan. 

Kebijaksanaan ini juga dilambangkan dengan kata-kata de­
ngan rundng yang akan menusuk, tajam yang akan melukai, tahu 
derigan biang yang akan tembus, dan tahu dengan ujung kata sampai 
yaitu maksud yang terkandung dalam hati seseorang atau sekelompok 
orang. Dengan demikian faktor kearifan sangat memegang peranan 
penting. 

c. Kesenian 

Sebagai pemimpin suatu organisasi kesenian selain jug.a harus 
memenuhi syarat-syarat formal seperti setia dan taat kepada Pancasila 
dan UUD 1945 serta berdomisili-di Negari Suliki dan Mahal, syarat lain 
yang harus dipcnuhi adalah menghayati dan trampil dalam suatu cabang 
kesenian. Di samping itu sanggup memimpin, berwibawa, jujur dan 
aktif dalam kegiatan organisasi. Yang mendukung kepemimpinan di 
bidang kesenian ini adalah selain terpenuhinya syarat di alas, seorang 
pemimpin kesenian itu harus berwatak.,.--memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan memimpin yang lcbih daripada anggotanya serta berpan­
dangan luas, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam menjalankan 
roda organisasi kesenian ini. Kesanggupan untuk be-rkomunikasi dengan 
semua pihak dan berani untuk mengambil keputusan yang rasional 
adalah pula merupakan faktor pendukung kepemimpinan di bidang 
kesenian ini. 

d. Jka/4n Pemuda Pe/ajar 

· Uiltuk dapat diangkat sebagai pemimpin dala~ organisasi lkatan 
PemliClll Pelajar di kedua negari ini adalah: 

I) Berasal dari negari setetnpal. 
·2) Jkrpengetahuan dan l"fampil Clalam' berorganisasi . 
3) Terdidik. 
4) · Sehat jasmani dan rohani. 

Faktor pendukung darj kepemimpinan lkatan Pemuda Pelajar ini 
adalah. disenangi tem"'n-temann)'a1· Pandai berpidato dan mengeluarkan 
pendapat, mempunyai pengetahuan Ju_as,-a:rif-aan bijaksana serta aktif 
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tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa dalam melakukan kegiatan­
kegiatan orga~isasi. Kemampuan memimpin dan trampil dalam bidang 
administrasi adalah pula merupakan faktor pendukung yang tidak kalah 
art in ya dalam kepemimpinan pemuda pelajar ini. 

e. Kelompok Arisan 

Untuk dapat menjadi pemimpin dalam Kelompok Arisan ini syarat 
utama yang harus dipenuhi adalah disenangi oleh para anggota. Di 
samping itu aktif, jujur, dan berpandangan luas di bidang kema­
syarakatan. Mempunyai kemampuan untuk memimpin dan trampil 
dalam administrasi adalah syarat lainnya yang harus pula dipenuhi . 
Adapun berdomisili di Negari bersangkutan dan mempunyai waktu yang 
cukup jelas merupakan syarat umum dari kepemimpinan ini. 

I 

Faktor pendukung yang menonjol dari kepemimpinan dalam Ke­
lompok Arisan adalah sanggup memimpin, cakap, berpengetahuan, 
berpandangan luas dan aktif dalam kegiatan yang telah digariskan ber­
sama. Secara terselubung kelihatannya anggota-anggota yang mem­
punyai fasilitas dengan mudah untuk pelaksanaC\n kegiatan arisan nam­
paknya lebih disukai dan ditonjolkan untuk menjadi pemimpfo di suatu 
Kelompbk Arisan. 

f. Sasaran Si/at Minanl{ 

Sebagai pemimpin perguruan silat syarat utama yang harus dipe­
nuhi adalah pendekar yang bersangkutan harus berpredikat sebagai guru' 
tua di dalam sasaran yang bersangkutan. Pemimpin lain yang disebut 
sebagai guru bantu atau guru muda harus yang telah diangkat oleh guru 
tua . 

. Syarat lainnya sebagai pemimpin silat adalah lebih berpengalaman, 
lebih trampil dari guru-guru lain dan _para anak sasian. Di samping itu 
pemimpin silat harus berani, jujur dan memanf aatkan ketrampilannya 
untuk kepentingan masyarakat. Sebagai seorang yang beragama yang 
bersangkutan harus mempunyai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, tidak takbur, dan diutamakan yangynempunyai sasaran persilatan 
sendiri. 

Yang mendukung kepemimpinan silat adalah faktor kewibawaan, 
mempunyai jiwa kepemimpinan yang dapat dicontob clan mempunyai 
ketrampilan silat melebihi dari para anggota. Keberanian mengambil 
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keputusan dan kebijaksanaan serta kearifan dalam melakukan sesuatu 
adalah pula faktor pendukung kepemimpinan pendekar yang bersang­
kutan. 

Di samping mempunyai kelebihan dalam kemahiran atau ketram­
pilan fisik, biasanya pendekar atau pemimpin sasaran silat yang lebih 

· disegani itu adalah yang mempunyai "kekuatan hathin" dalam arti 
kesaktian yang tidak d~pat dilihat dengan panca indera secara fisik. 
¥rin_g juga\ dinamakarl 'pendekar yang demikian men~pilnyai tenaKa 
bathm. _ . 

g. Organisasi Pengurusan Ana(< Yatim 

Suatu :syarat khusus tertento untuk dapat diangkat menjadi pem­
pinan Pengurusan Anak Yatim di Negari Mahal boleh dikatakan tidak 
~igariskan ' sc;:cara eksplisit. Naman -demikian berdasarkan kebiasaan dan 
pengalaman masa lampau S-~ttap- peoggantian pengurus terlihat ciri-ciri 
khusu~ seselj)~ang yang di~gkat sebagai pemimpin Pengurus Anak. 
Yalim an Iara lain adalah. sebagai bedk ut: , . -. 

I) Berpengelahuan dan lcfaf menjalankan ajaran-a)itr~~n-i'iHt" 
,Islam. H.al iniumumnyaditemui dikalangan.ulama -danruamljla;­
d~ Keneg_atian Mahal, dan ada kalan~a juga dari kalangarY ?1'­
mk mamak ata_u_ penghulu yang relal1f mendalam rasa ~aga­
maannya 

2) Jujur dan memp'un'yai jiwa sosial; . dan kemanusiaannya yang 
linggi. 

3) Berdomisili d,i Negari Mahal dan_ mempunyai waklu yang cukup 
banyak.unluk1.urusan-urusan sosial. · · 

4) Trampil berinte.raksi dengan semua pihak baik kepada pihak 
pemerio1ah maup\m kepada pihak swasla. 

Yang mendukung kepemimpinan Pengurusan Anak Yalim in';_ selain 
dari lerpenuhinya syarat-syarat di alas adalah kewibawaan dan.aktivilas 
pemimpin yang bersangkutan. Selain dari pada itu yang bersangkulan 
kepemirnpinannya bersifal lerbuka, mempunyai rasa keadilan dan kebi­
jaksanaan serta kearifan yang linggi artinya pernimpin yang bersang~ 

-kutan bertindak atas dasar ambeg parama aria atau mendahulukan hal­
hal yan~ pe_nting. Di samping itu pemimpin bersangkutan mempunyai 
sikap Tut · wuri handaycmi · yaitu mempengaruhi dan memberi dorongail 
dari belakang kepada orang yang dipimpinnya. 
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Tanpa dipenuhinya faktor-faktor pendukung sebagaimana disebut­
kan di alas sulil bagi ang~ola masyarakal untuk mempercayai dan me­
nunjuk seseorang sebagai pimpinan dalam Pengurusan Anak Yalim .di · 
Negari Mahat ini. 

h. KoranJ{ Toruno 

Unluk dapal diangkal sebagai Pengurus Karang Taruna-¢.alam Ke­
pulusan Menleri Sosial Republik Indonesia No. 13/HUK/KEP/1/1981 
tanggal 23 Januari 1981 sudah digariskan yailu: 

I) Berlaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2) Selia dan laal kepada Pancasila dan UUD 1945. 
]) Melaksanakan, dan mengamalkan Kelelapan MPR-RI No. 11/ 

MPR/ 1978 lenlang Pedoman Penghayalan dan Pengamalan 
Pancasila. 

4) Memiliki pengelahuan dan kelerampilan berorganisasi serla ke~ 
mauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahleraan 
sosial. 

5) Yang bersangkulan adalah penduduk Desa/Kenegarian dan ber­
lempat linggal telap. 

6) Berumur anlara 18 sampai dengan 30 lahun. 

Faklbr pendukung kepemimpinan dalam Organisasi Karang Taruna 
ini adalah pandai bergaul, berwibawa, mempunyai ioyalitas yang linggi 
lerhadap semua golongan pemuda/ remaja yang ada di daerah a tau 
Negari Suliki. Di samping itu yang bersangkutan lebih mementingkan 
kemasyarakatan daripada kepentingan individu atau golongan. 

Didasarkan atas kenyataan yang ditemui, kiranya keberhasilan 
Ka.rang Taruna di Negari Suliki ini sangat tergantung kepada faktor 
pendukung kepemimpinan sebagai tersebut di atas di samping terpenuhi­
nya syarat-syarat kepemimpinan terutama di bidang kecerdasan dan · 

· -ketrampilan berogranisasi serta mempunyai kemauan dan kemampuan 
pengabdiari dalam hat kesejahteraan sosial. 

2. Hak dan Kewajiban 

a. Kepemimpinah Pembinaan Kesejahteraan Kefuarga( PKK) 

Anggota pengurus Seksi PKK dalam LKMD berhak mengajukan 
~sul, saran dan ikut serta melaksanakan tugas Seksi PKK dalam LKMD 
yaitu: 
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I) Melaksar:!_akan 10 program pokok PKK. 
2) Mensukseskan pr.ogram LJ'\MD dalam ruang lingkup keluarga. 
3) Melaksanakan program P2WKSS untuk meningkatkan peranan 

wanita. 

Kewajiban anggota pengurus Seksi PKK dalam LKMD adalah ikut 
aktif melaksanakan tugas Seksi PKI\ sesuai dengan fungsi Seksi PKK 
yaitu: 

I) Memberikan informasi kepada Ketua Umum LKMD dan Tim 
Penggerak PKK Kecamatan tentang kebutuhan esensiel dan 
Skala prioritas program pelaksanaan 10 program PKK . 

2) Menyusun rencana pelaksanaan program di Kenegarian/ Desa. 
3) Menggerakkan keluarga dalam masyarakat lingkungannya 

untuk terlaksananya semua program PKK . 
4) Memanfaatkan kader-kader wanita dalam PKK kedalam ke­

lompok-kelompok kerja. 
5) Memberikan bimbingan motivasi dan petunjuk kepada keluarga 

dan masyarakat untuk terlaksananya program-program PKK. 

b. Kepemimpinan Olahra!{a 

Hak pimpinan atau anggota Pengurus Olahraga pada umumnya 
adalah ikut merencanakan, melaksanakan dan menetapkan kegiatan­
kegialan alau organisasi di bidang keolahragaan. K.egiatan lersebut me­
liputi menghimpun materi pemain, rriengadakan Jatihan, menghimpun 
dana dan mengadakan perlengkapan/ peralatan serta prasarana keolah­
ragaan secara memadai. Hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan 
prinsiJ>-prinsip musyawarah dan mufakat. 

Kewajiban pimpinan atau pengurus organisasi keolahragaan ini 
adalah _ menyelenggarakan tugas pokok program-program yang telah 
disusun oleh organisasi. Secara umum kewajiban tersebut dipertanggung 
jawabkan kepada rapat anggota organisasi sedangkan secara ,khusus 
masing-masing unsur pengurus mempertanggung jawabkan bidang 
tugasnya kepada pimpinan atau Ketua Organisasi. 

c. Pimpinan Kesenian 

Pimpinan atau anggota pengurus organisasi atau grup Kesenian 
pada umumnya berhak ikut melaksanakan, dan menetapkan pe­
laksanaan kegiatan kesenian yang disepakati bersama dengan para 

· -anggota dan melakukan pengawas~n serta evaluasi dari pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Hak tersebut dilaksanakan tidak saja dalam rapat-
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rapat, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari sesuai dengan 
tanggung jawab dan perincian tugas yang telah digariskan. 

Kewajiban anggota pengurus adalah memimpin dan menjalanhn 
rencana kegiatan yang telah · disepakati bersama sesuai dengan bidang 
tugas masing-masing. Di samping itu pengurus juga berkewajiban 
menjaga nama baik organisasi atau grup serta kesinambungan 
pelaksanaan prpgram yang telah ditetapkan . 

d . Pimpinan /katan Pemuda Pe/ajar 

Hampir tidak berbeda dengan organisasi lainnya hak dari pimpinan 
atau anggota pengurus lkatan Pemuda Pelajar Suliki dan Mahal adalah 
turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penelitian 
dari program atau kegiatan organisasi yang disepakati bersama. Secara 
operasional anggota pengurus ini berhak ikut menetapkan dan 
mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam menerapkan program 
yang telah digariskan serta memecahkan masalah yang ditemui dalam 
operasional program. 

Hak ini dilaksanakan secara bersama-sama dan atau secara indi­
vidual sesuai dengan ketentuan organisasi dan jenis serta bobot tugas 
yang diketola. Dalam mempergunakan hak tersebut, pimpinan yang 
bersangkutan tidak boleh melanggar aturan atau ketetapan yang telah 
digariskan organisasi atau kelompok . 

Kewajiban pimpinan atau anggota pengurus lkatan Pemuda Pelajar 
ini adalah menjalankan program kegiatan organisasi sesuai dengan 
sasaran yang di'inginkan dan mempertanggung jawabkan organisasi baik 
keluar maupun kedalam, dalam arti bertanggung jawab kepada 
masyarakat dan atau pemerintah ( pihak luar) serta tanggung jawab 
kedalam kepada anggota dan pendukung lkatan Pemuda Pelajar ini. 

Dalam menjalankan kewajiban pimpinan organisasi ini dapat me­
lakukan secara bersama-sama dan juga secara individual yang tak lepas 
dari tanggung jawab bersama sesuai dengan bidang tugas masing­
masing. Pertanggungan jawab kedalam ini secara periodik dilakukan 
setiap tahun dalam rapat anggota lengkap. Memberikan pertanggung 
jawaban secara periodik tersebut adalah pula merupakan kewajiban dari 
para pimpinan pengurus organisasi ini. 

e. Pimpinan Arisan 

Pimpinan Arisan berhak untuk menetapkan kebijaksanaan-ke­
bijaksanaan operasional yang akan dijalankan atau dilakukan oleh 
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kelompok arisan mt. l<ebijaksanaan operasional ini umpamanya 
ritenunjuk dan mengundang para penceramah di dalam pembinaan 
m~ntal spiritual yang diadakan secara periodik. Contoh lain 'adalah 
memutuskan sangsi sementara terhadap para ang~ota yang melanggar 
ketentuan organisasi atau kelompol( menjelang ditetapkan secara 
bersama oleh anggota kelompok arisan. 

l<ewajiban Pimpinan Arisan adalah menjalankan keputusan yang 
telah ditetapkan bersama. _Di samping itu pengurus berkewajiban pula 
menyelenggarakan pertemuan secara periodik dan menghimpun/ 
niengumpulk'an dana-dana yang tefah disepakati dalam rangka simpan 
pinjam atauju(o-julo yang diadakah oleh grup arisan ini. l<alau gotong 
royong tolong menolong (jul~julo) tersebut berwujud benda-benda, 
maka pengurus juga berkewajiban untuk mengadakan barang-barang 
dimaksud. 

Dalam periode waktu tertentu pimpinan atau pengurus arisan 
berkewajiban pula untuk mempertanggung jawabkan belanja organisasi 
termasuk keuangan kepada seluruh anggota melalui pertemuan yang 
diadakan untuk itu. 

f. Pimpinon Sosoron Si/at Minong 

Hak dari pada pimpinan atau lebih terkenal dengan guru silat di 
setiap sosoron persiloton yang ada pada umumnya adalah menerima 
onok sosion atau calon anggota persilatan, men_etapkan waktu dan· 
tempat latihan. setta mengangkat guru sesuai dengan tingkatannya, 
seperti guru gadang berhak mengangkat guru tua. Guru tua berhak 
mengangkat guru muda atau guru bantu. Guru bantu berhak menunjuk 
anak s;tSian sebanyak yang dibutuhkan untuk membantu guru bantu 
memberikan pengajaran silat di tingkat permulaan kepada anak sasian 
yang baru jika dibutuhkan . 

. Hak lain daripada pimpinan sasaran silat ini adalah memberikan 
sangsi atau hukum kepada anak sasian atau anggota persilatan yang 
·m.elakukan pelanggaran dari ketentuan yang telah ditetapkan seperti 
mencemarkan nama organisasi. Sebaliknya pimpinan sasaran juga 

. . ·berhak rnemberikan pengampunan atau merehabilitir anggota-anggota 
yang telah menunjukkan keinsyafan dan memohon pengampunan. 

Kewajiban pimpinan sasaran persilatan ini adalah memberikan 
pembinaan dan latihan terhadap anak sasian atau anggota persilatan. 
K~ajiban lain adalah mengawasi dan bertanggung jaw-ab keluar baik 



kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tentang segala sesuatu 
yang berhubungan dengan sasaran persilatan tersebut. Kewajil;>an dalam 
bentuk pembinaan ini tidak saja dalam hal ketrampilan fisik tetapi juga 
membina para anggota atau anak sasian di bidang pengetahuan ke 
masyarakatan, ajaran-ajaran agama dan norma-norma lain yang 
berlaku dalam masyarakat setempat. 

g. Penguruson Anok Yotim 

Pengurus Anak Yatim dan anak-anak terlantar di Kenegarian 
Mahat berhak untuk menentukan bentuk-bentuk dan jenis sumbangan 
yang akan diberikan kepada para ana~ yatim atau anak terlantar dalam 
ruang lingkup kepengurusannya. Qi samping itu pengurus berhak 
menetapkan corak dan jenis pendidikan yang diberjkan kepada anak 
yatim atau anak terlantar tersebut. 

Selain daripada itu pengurus juga berhak memberikan hukuman­
hukuman atau ganjaran-ganjaran tertentu kepada anak yatim/anak 
terlantar yang diasuhnya jika yang bersangkutan berbuat kesalahan­
kesalahan menyolok dan melakukan kegiatan-kegiatari terpuji menurut 
norma-norma yang berlaku. Berkaitan dengan itu pengurus juga berhak 
memberikan pengampunan dan sangsi yang telah ditetapkan jika hal 
tersebut memungkinkan. 

Kewajiban Pengurus Anak Yatim di Negari Mahat ini yang 
terutama adalah mengumpulkan dana dan fasilitas lainnya secara wajar 
dan sah untuk disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan Anak 
Yatim atau anak terlantar. Di samping itu membina dan memberikan 
pendidikan dan pengajaran yang berguna bagi Anak Yatim tersebut 
untuk terjun ke masyarakat setelah dewasa. 

Sebagai suatu organisasi atau kelompok kemasyarakatan para 
pengurus ini berkewajiban mempertanggung jawabkan usaha dan 
kegiatannya kepada masyarakat biasanya melalui sidang-sidang Jum'at 
dan wirid-wirid pengajian dengan menyampaikan laporan kegiatan dan 
usaha yang sudah dilakukan. Membina anak Yatim di Suliki adalah 
tugas dan kewajiban Pengurus Mesjid. 

h. Pimpinon Korong Toruno 

Pimpinan atau Pengurus Karang Taruna berhak untuk menetapkan 
kebijaksan~an operasional dalam melakukan program-program kerja 
yang telah ditetapkan dari digariskan oleh organisasi melal~ tetentuan­
ketentuan yang berlaku. Di samping itu pengurus KarangTaruna bei-hak 

IS3 



mengambil keputusan sementara untuk melakukan tindakan disiplin 
yang bersifat sementara kepada para.anggota yang melang)!ar kctcntuan 
organisasi dan mencemarkan nama organisasi. 

Hak lainnya adalah mempergunaka_n dan mcmanfaatkan dana dan 
fasilitas yang ada untuk kepentingan organisasi dcngan mcmpcrhatikan 
ketentuan-ketentuan dan pedoman organisasi. Selain daripada itu 

ailggota pen gurus sesuai dengan t ugas dan wcwcnang masing-masing 
berhak mewakili organisasi dalam mcngadakan hubungan- hubungan 
kcluar baik terhadap masyarakat maupun pemerintah. 

Kewajiban pimpinan atau pengurus Karang Taruna yan)! tcrutama 
adalah bersama-sama dengan pemerintah menanggulan)!i bcrbagai 
permasalahan sosial remaja/pemuda dalam lingkungannya dalam 
rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda. Di samping itu 
pengurus Karang Taruna berkewajiban pula melakukan pcranan aktif 
sebagai wadah pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya wadah 
pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam rangka usaha 
pemantapan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LK MD) 
dalam pembangunan, khususnya bidang kesejahteraan sosial. 

3. Simbc,I/ Alribul Kepemimpinan 

Sebagai bagian dari sistem kepemimpinan ini selain dari syarat­
syarat, faktor pendukung, hak, dan kewajiban seorang pemimpin atau 
kelompok pemimpin perlu pula kiranya dijelaskan ten tang simbol/ at­
ribut kepemimpinan organisasi atau kelompok masyarakat di bidang 
sosial ini pada Negari Suliki dan Mahal. 

Uraian tentang simbol/atribut kepemimpinan ini hanya dibatasi 
pada hal yang menyangkut gelar/nama dan tanda-tanda kebesaran dari 
pemimpin yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu dalam uraian 
berikut ini akan dijelaskan tentang simbol/ atribut kepemimpinan bidang 
sosial yang ditemui di kedua Negari/Desa yang menjadi sasaran 
penelitian ini. 

a. Gelarl Noma 

Selain dari kepemimpinan di dunia persilatan Minang kepemimpinan di 
bidang sosial lainnya baik di bidang olahraga, kesenian, lkatan Pemuda 
Pelajar, Pengurusan Anak Yatim, Arisan maupun kepemimpinan dalam 
organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna tidak 
mempunyai nama atau gelar tertentu -yang melambangkan seseorang 
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sebagai pemimpin di bidang bersangkulan selain dengan sebulan Ketua 
saja unluk jabalan-jabalan pimpinan dalam organisasi alau kelompok 
seperli Kelua Umum, Kelua I Ketua II dan seterusnya. 

Dalam perlemuan-pertemuan resmi nama dan gelar ini hanya 
disebulkan sesuai dengan kedudukan yang bersangkutan dalam 
organisasi alau kepemimpinan kelompok bersangkulan seperti : 
Sekretaris, Bendahara, Ketua Seksi dan alau anggola saja. 

Di bidang persilatan kepemimpinan tersebut memang mempunyai 
nama dan gelar lerlenlu seperti lelah pernah disinggung pada bagian 
yang tetdahulu. Biasanya para pemimpin suatu perguruan silat atau 
sasaran silal baik di Suliki maupun Mahal sebulan kepada pemimpin 
persilalan lersebut pada umunya dinamakan : "Guru Gadanx". 
Setingkal di bawah guru gadang dinamakan "Ruru tuo" dan tingkatan 
guru terakhir dinamakan "Ruru hantu" alau "Ruru mud<>", sedangkan 
kepada anggola persilatan dinamakan "anak sasian ". Khusus untuk 
beberapa sasaran silat di Negari Mahal sebutan kepada guru silat ini 
dinamakan "Palimo" atau "PanRlima". Sebutan ini dipanggilkan 
merata kepada guru silal walaupun lingkatannya berbeda-beda 
sebagaimana disebutkan di alas. 

Atribul yang dipakai oleh para Pendekar atau Palimo di1'edua desa 
ini hampir bersamaan yailu memakai pakaian yang terdiri dari "Celano 
Ralemh<>nR" dengan baju gunting "Teluk Belanxa". Pakaian ini 
umumnya berukuran besar atau "xalembonx" supaya mudah 
melakukan gerakan-gerakan. Pada bahagian pinggang· diikatkan kain 
sarung yang berlipat dua. Warna· pakaian biasanya berwarna hitam. 
Pakaian ini tidak dipakai sehari-hari hanya dipergunakan pada waktu 
latihan atau demonstrasi-demonstrasi tertentu. 

b. Tonda Kebesaran 

Sepanjang informasi yang dikumpulkali dan observasi yang dila­
kukan tim peneliti di lapangan tidak ada diperoleh penemuan tentang 
tanda-tanda kebesaran setiap pemimpin bidang sosial yang ada di daerah 
ini. Dengan demikian berarti tidak terdapat tanda- tanda atau lambang 
tertentu yang membedakan para pemimpin dengan para pendukungnya. 
Hal ini tidak saja berlaku pada saat sekarang tetapi jug.a sejak masa­
m;tsa sebelumnya. 

Berat dugaan keadaan ini disebabkan karena mudahnya mengenal 
individu seseorang dalam kedua Desa/Negari ini. Di samping itu 
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pemimpin bidang bersangkutan tidak puia- banyak jumlahnya sesuai 
relatif jarangnya penduduk dan ruang lingkup daerah yang tidak begitu 
luas. Artinya antara penduduk di masing-masing Negari/Desa di kedua 
~erah ini relatif saling kenal mengenal atau sekurang-kurangnya tahu 
tentang tokoh atau pemimpio yang bersangkutan. 

4. Cara Pengangkatan dan Upacara 

a. Kepemimpinon Pembinoon Kesejohteroon KeluarKa(PKKJ 

Cara pengangkatan atau tata cara pengangkatan pengurus Seksi 
PKK dalam LKMD Negeri Suliki dan Mahal, prosedurnya tidak berbeda 
di kedua negari ini. MakslJdnya adalah untuk menduduki jabatan Ketua 
Seksi PKK secara otomatis dijabat oleh isteri Kepala Negari kedua negari 
ini. Untuk menyusun kepengurusan lengkap, Ketua Seksi PKK dalam 
LKMD berkonsultasi dengan Kepala Negari di kedua daerah bersang­
kutan. Dalam konsultasi ini Ketua Seksi dan Kepala Negari menginven-
tarisir pemuka-pemuka wanita yang dianggap mampu unt.uk menduduki 
jabatan kepengurusan Seksi PKK ini. 

Setelah, dapat kata sepakat maka para pemuka wanita tersebut 
diundang dalam suatu rapat khusus penyusunan pengurus. Dalam rapat­
rapaL ini ditetapkan personil yang akan menduduki jabatan kepengu­
rusan tertentu pada seksi PKK dalam LKMD Negari Suliki dan Mah;it. 

Susunan kepengurusan ini oleh Kepala Negari selaku Ketua Umum 
LKMD diusulkan untuk mendapat pengesahan kepada Tim Penggerak 
PKK Kabupaten 50 Kota melalui Tim Pepggerak PKK Kecamatan Suliki 
Gunung Mas. Setelah mempertimbangkan usul tersebut secara matang 
Tim Penggerak PKK Kabupaten mensahkan kepengurusan dimaksud. 

Dalam suatu rapat khusus atau upacara tertentu dikedu~ Negari ini . 
diadakan pelantikan kepengurusan yang dilakukan oleh Tim Penggera~ 
PKK Kecamatan Suliki Gunung Mas atas naina Tim Penggerak PKK 
Kabupaten 50 Kota. Dengan pelantikan tersebut secara resmi terbentuk-
lah pengurus Seksi PKK dalam LK~D di. kedua Negar~ bersangkutan. 

b. Kepemimpinan Olohraga 

Cara pengangkatan pengurus organisasi atau klub olahraga baik di 
Negari Suliki maupun di Mahat hanya meQempuh prosedur yang sangat 
scderhana yaitu anggota klub olahraga yang bcrsangkutan baik untuk 
cabang sepakbola, volley. ball, bulu~Jkis clan tenis meja menunjuk se-
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cara aklamasi seseorang sebagai pemimpin klub, Pemimpin klub 
bcrsangkutan menunjuk pula anggota pengurus lainnya yang mendapat 
pcrsetujuan dari pada para anggota. 

Biasanya yang dipilih sebagai l<etua atau pemimpin klub tersebut 
adalah promotor pendirian klub bersangkutan. l<etua atau pemimpin 
klub ini berdasarkan realita diterima kepemimpinannya oleh pejabat 
pemerintahan Negari di,kedua daerah bersangkutan. 

Setelah mendapat persetujuan bersama, pimpinan dan anggota 
pengurus klub olahraga ini tidak dilantik secara khusus atau melalui 
upacara-upacara tertentu selain dari mengumumkannya dikalangan 
anggota dan menyebarkannya dari mulut ke mulut dikalangan 
masyarakat. 

c. Pimpinan l\esenian 

-Sama halnya dengan tata cara pengangkatan kepemimpinan bidang 
olahra!!a. di bidang kesenian ini pemilihan pimpinan atau pengurus grub; 
juga hanya ditttttjttk secara aklamasi oleh para anggota grub atau 
organisasi cabang kesenian yang bersangkutan. Biasanya yang dipilih 
sebagai Ketua adalah personil yang memprakarsai pendirian grup atau 
organisasi yang bersangkutan. Sedangkan anggota pengurus lainnya 
ditunjuk oleh l<etua yang bersan~utan dengan mendapat persetujuan 
darl anggota. Berdasarkan kenyataan pejabat pemerintah mener.ima 
kepemimpinan grup atau organisasi kesenian ini. 

Pada umumnya tidak ada upacara pengangkatan baik di Suliki 
maupun di Mahal selain hanya meng'umumkan kepada anggota .klub 
pada mo.Rren yang dianggap tepat seperti setelah selesai atau sebelum 
latihjHt dan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam pengumuman 
inf tidak ada upacara-upacara khusus seperti kata-kata sambutan dan 
pengarahan-pengarahan lainnya. 

Karena langkanya tenaga dan mendalamnya rasa kekeluargaan dan 
musyawarah dari kalanga'n anggota pada umumnya sulit terjadi 
pen!!gantian pengurn' dan sepanjang informasi yang dikumpulkan tim 
peneliti belum ada penggantian pengurus organisasi atau grup kesenian 
di kedua negari ini sejak beberapa tahun terakhir.. Deng.an demikian 
berarti bahwa kepengurusan bidang kesenian ini tidak ada digariskan 
secara khusus periodisasi kepengurusan organisasi ini. 
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d. Pimpinan Jkatan Pemuda Pe/ajar 

Sesuai dengan kclenluan organisasi lkalan Pemuda Pelajar Negeri 
Mahal kepengurusannya disusun berdasarkan periodisasi tertentu (I x 
dalam dua tahun) . Dalam penyusunan pengurus baru diadakan rapat 
yang khusus untuk itu dan dihadiri oleh seluruh anggota. Tata cara 
pemilihan adalah dengan sistem formatur yaitu memilih beberapa orang 
anggota formatur melalui musyawarah mufakat dan atau melalui 
pemilihan suara para anggota rapat. 

Para - formalur yang terpilih diserahi tug.as untuk menyusun 
pengurus lengkap sesuai dengan struktur yang telah digariskan didalam 
Oq!anisasi. Hasil kcrJa forrnatur diumumkan dalam sidang pleno untuk 

beroleh tanggapan dan pengesahan dari para anggota. Setelah mendapat 
d~kungan dari para anggota ditetapkan waktu serah terima 
·kepengurusan yang hanya dilakukan antar pengurus lama dengan 
pengurus baru serta para anggola dewan penasehat. 

Pada waktu pembentukan pengurus baru tersebul hanya ~ilakukan 
upacara berupa kata sambulan dari l<etua baru yang terpilih 4an l<etua 
lama serta kata pengarahan dari Wakil Dewan Penasehat. Dalam upa­
cara ini tidak diadakan upacara pelantikan karena Organisasi lkatan 
Pe.~rnda Pelajar tidak mempunyai jenjang keorganisasian secara vertikal. 

Berkenaan dengan cara pengangkatan dan upacara-upacara yang 
dilakukan dalam pembentukan pengurus lkatan Pemuda Pelajar Suliki 
sepanjang informasi yang diperoleh anggota tim peneliti dilapangan 
tidaklah berbeda dengan prosedur pembentukan pengurus lkatan 
Pemuda Pelajar Negari Mahat seperti diungkapkan diatas. 

e. Pimpinan Arisan 

Cara pengangkatan pimpinan arisan sangat sederhana sekali yaitu 
menunjuk secara aklamasi seorang Ketua dan beberapa anggota 
pengurus lainnya, untuk inenjabat kepengurusan arisan ini baik di 
Negari Suliki maupun di negari Mahat. Biasanya yang ditunjuk sebagai 
Ketua dan anggota pengurus dimaksud adalah para sponsor dari arisan 

yang bersangkutan. 

Dalam pembentukan pengurus arisan ini tidak ada di,lakukan 
upacara-upacara tertentu selain hanya mengumumkan susunan dan 
personil pengurus kepada anggota dan selanjutnya secara beranting 
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diumumkan kepada anggota masyarakat di sekitar daerah kelompok 
arisan dimaksud. Pejabat pemerintahan hanya diberi tahu secara lisan 
tcntang kepengurusan arisan tersebut. Oalam penetapan anggota 
penguru' arisan lidak ada dilcrbitkan suatu surat keputusan secara resmi 
dari pihak manapun. Keadaan ini juga ditemui pada organisasi keolah­
ragaan dan kesenian. Hal ini disebabkan karena sifat Organisasi ber­
sangkutan benar-benar tumbuh dari bawah dan kelihatannya para 
anggota atau masyarakat sesuai dengan tingkat kepentingan masyarakat . 
daerah bersangkutan belum memerlukan tata cara dan ketentuan-keten- 1 
tuan resmi organisatoris untuk itu karena semuanya masih terikat· 
dengan cara-cara tradisional yang lebih mengutamakan musyawarah dan 
mufakat yang telah membudaya dikalangan masyarakat dikedua negari 
ini . 

f. Pimpinan Sasaran Si/al MinanR 

Sesuai dengan sifat per.Jirian sasaran silat ini adalah dengan adanya 
pendekar atau guru ~adang yang akan memberikan pelajaran silat 
kepada anak sasian, maka cara pengangkatan pemimpin atau RUru 
RadanR sasaran silat ini tidak melalui pemilihan-pemilihan yang 
dilakukan oleh para anggota persilatan atau ditunjuk oleh pejabat 
pemerintahan tertentu melainkan hanya yang bersangkutan telah diakui 
oleh warga masyarakat negari tersebut malah masyarakat daerah lainnya 
yang mengatakan pendekar tersebut adalah RUru RadanR persilatan. 

Dengan demikian berarti para anak sasian atau anggota persilatan 
memohon untuk menjadi anak sasian atau anggota sasaran silat tersebut 
seperli halnya saru perguruan arau lembaga pendidikan. Hanya saja di 
bidang persilatan ini para anggotanya merupakan suatu grup sosial yang 
juga ikut aktif atau berpartisipasi membantu kegiatan pembangunan di 
sektor-sektor lainnya. 

Adapun cara-cara pengangkatan pimpinan lainnya yang membantu 
guru gadang memang melalui tata cara tertentu yaitu : untuk diangkat 
sebagai Ruru tua yakni pendekar setingkat di bawah guru gadang harus 
melalui atau mendapat pengakuan dari guru gadong setelah melalui 
seleksi-seleksi tertentu dan diumumkan kepada anak sasian tentang 
pengangkatan tersebut. Begitu juga untuk pengangkatan guru mudo 
atau guru bontu harus melalui seleksi dan pengukuhan dari guru tuo 
karena guru mudo atau guru ban tu ini adalah pendekar yang setingkat di 
bawahnya. 
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Dalam pengangkatan ini tidak ada dilakukan suatu upacara khusus 
selain dari menempuh seleksi yang dinamakan momutuih · koji. 

'Maksudnya adalah pendekar yang bersangkutan telah diberi hak untuk 
be~tindak sebagai guru karena telah lulus dalam seleksi atau semacam tes 
fisi'k dan mental yang dilakukan oleh guru yang setingkat lebih tinggi, 
syarat untuk momutuih koji adalah memberikan sesuatu kepada guru 
~pa kain satu kabung (4 hasta), beras satu gantang, pisau lajam 
setiilah dan uang tak ditentukan jumlahnya. 

g. Peill(urusAnok Yotim 
Pengangkatan pengurus Anak Yatim biasanya dilakukan di mesjid 

atau mushalla pada waktu sesudah sembahyang berjamaah atau wirid­
wirid pengajian. Penunjukan anggota pengurus yang hanya terdiri dari 
Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan secara aklamasi oleh para anggota 
sidang yang hadir. Agar diketahui masyarakat secara luas pengurus yang 
telah terbentuk tersebut diumumkan sampai dua dan tiga kali dalam 
sidang shalat berjamaah atau wirid-wirid pengajian yang biasa 
dilakukan pada sebagian besar mesjid dan ~ushalla di Negari Mahal. 

Dalam pengangkatan pengurus anak yatim ini tidak ada dilakukan 
11pacar~upacara khusus seperti pelantikan dan kegiatan lainnya selain 
dari _mengumumkan nama dan jabatan dari pengurus yang 
bersangkutan. Di samping .itu kepada Ketua pengurus terpilih diberi 
kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan dan mengucapkan 
terima kasih alas kepercayaan yang diberikan kepada anggota pengurus 
yang telah terbentuk. 

h. Pimpinon Karam~ Toruno 

Sudah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa pengurus 
Karang Taruna letdiri dari pemuka remaja/pemuda pimpinan organisa­
si-organisasi pemuda yang ada di Negari Suliki. Pembentukan pengurus 
Karang Taruna ini adalah dengan cara pemilihan yang,dilakukan dengan 
musyawarah dan dipimpin oleh Ketua Umum· Karang Taruna. Kerua 
Umum dipilih diantara pemuka-pemuka remaja/pemuda setelah 
dimusyawarahkan dengan Kepala Negari Suliki selaku Pelindung 
Karang Taruna. 

Setelah terbentuk Pengurus Karang Taruna dimaksud melalui 
Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten 50 Kota diU5ulkan 
pengesahan pengurus tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departenien Sosial Sumatera Baral menerbitkan surat keputusan yang 
isinya mensahkan dan menetapkan susunan personel Karang Taruna ini. 
Dengan demikian berarti Karang Taruna di daerah ini telah mempunyai 
landasan hukum dalam pembentukan dan pendiriannya. 
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C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN DALAM 
BIDANGSOSIAL DALAM MASYARAKAT 

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah Negari atau Desa 
Suliki dan Mahal adalah penguasa yang memimpin rakyat negari dengan 
membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan serta· menyelengga­
rakan pembangun;rn di segala bidang yang ditujukan untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. 

Di samping itu pemerintah negari antara lain berkewajiban 
melaksanakan tugas-lugas pemerintahan umum, membina keamanan 
dan kctcrtiban umum, mempcrtinggi taraf hidup rakyat meningkatkan 
kecerdasan rakyat, dan ·memelihara nilai-nilai keagamaan, kebudayaan 
dan kesenian. Selain daripadfl itu pemerintahan negari juga berkewa­
jiban melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi dalam seluruh 
tata hidup masyarakat s,frta meme!ihara harta benda negari dan me­
ningkatkan penghasilan negari. 

Pemerintahan Negari terdiri dari Woli Negori dan Keropoton 
NeRari. Pemerintahan negari ini dibantu oleh Lembaga Ketahanan 
Ma,yarakat Desa ( LKMD) dalam meningkatkan pelayanan pemerintah 
dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa 
serta menggerakkan swadaya gotong r0yong masyarakat dalam perh­
bangunan. 

Dalam hubungan ini sudah dimaklumi bahwa baik Kerapatan 
Negari maupun LKMD para anggotanya adalah juga te.rdiri dari unsur­
unsur pemuka masyarakat di bidang ·sosial di samping bidang-bidang 
lainnya dan Kepala-Kepala Jorong. Dengan demikian berarti pimpinan 
bidang sosial ikut serta secara aktif dalam mendorong dan mensukses­
kan pembangunan Negari/Desa. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas dan kenyataan yang 
ditemui di lapangan dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemimpinan 
dalam bidang sosial ini dalam masyarakat Negari Suliki clan Mahat 
hampir sama keadaannya yaitu memegang peranan penting atau posisi 
kund dalam menentukan keberhasilan pembangunan terutama di bidang 
sosial budaya. 

Dikatakan demikian karena berhasilnya usaha-u~aha pembinaan 
kesejahteraan keluarga, keolahragaan, kesenian, pembinaan generasi 
muda, dan kelestarian nilai- nilai budaya sangat tergantung kepada peran 
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serta pemimpin di bidang sosial ini. Karena kepemimpinan bidang sosial 
pada umumnya mendapat dukungan dari bawah dan berakar dalam 
masyarakat maka para pemimpin tersebut dapat menggerakkan 
masyarakat pendukungnya untuk mencapai sasaran pembangunan yang 

telah digariskan pemerintah negari dan atau pemerintah daerah serta 
pemerintah nasional pada umumnya. 

Sesuai dengan peranan dan ruang lingkup kegiatan yang dibina dan 
dikembangkan oleh kepemimpinan bidang sosial ini maka jelas fungsi 
kepemimpinan bidang ini tidak saja sebagai penggerak, pendorong, dan 
pembina aspek-aspek sosial yang , dikembangkannya tetapi juga 
berfungsi sebagai mediator dan agen pembangunan. serta agen pemba­
haruan di· daerah pedesaan atau negari . 

Dapat dijelaskan bawha fungsi mediator dari kepemimpinan bidang 
sosial ini adalah dapat dijadikan sebagai sarana atau penghubung antara 
pemerintah dengan m~syarakat untuk menyebar luaskan pesan-pesan 
pembangunan terutama di bidang sosial budaya. Sebagai agen 
pembangunan kepemimpinan bidang sosial ini dapat pula dijadikan 
sebagai unsur penggerak pembangunan tidak saja di bidang sosial 
budaya tetapi juga di bidang ekonomi, pertahanan keamanan dan 
bidang lainnya karena aspek sosial budaya tidak dapat dilepaskan dari 
aspek-aspek pembangunan lainnya. 

Sebagai ak.ii>at dari kemajuan teknologi diperlukan metoda-metoda 
dan teknik yang. relevan dalam kehidupan masyarakat tida'k saja di 
bidang teknologi itu sendir:i tetapi juga · di bidang sikap mental 
masyarakat. Berkaitan dengan itu kepemimpinan bidang sosial ini keli­
h~tannya sangat berfungsi untuk membina dan menanamkan sikap 
mental pembaharuan kepada para pendukungnya baik dalam cara-cara 
berorganisasi maupun dalam hal melakukan aktifitas dan merupakan 
sistem nilai kearah hal-hal yang mendukung pembaharuan. 



BAB V 

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN 

DI BIDANG EKONOMI 

Kepemimpinan di bidang ekonomi dimaksudkan ~ebag~i suatu 
peranan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ikut aktif memikirkan, 
mengelola, membina dan mengendalikan usaha-usaha masyarakat • 
dalam mata pencaharian hidup sehingga mengarah kepada peningkatan 
prQduktifitas I dan income masyarakal di daerah yang bersangkutan 
dalam rangka mencapai tingkat penghidupan yang layak. 

Bertolak dari pokok pikiran yang demikian dan di dasarkan atas 
kenyataan yang dilemui di Negari Suliki dan Mahat yaitu keragaman 
mata pencaharian hidup masih sangat terbatas pada u~aha-usaha 
pcrtanian scdangkan jenis usaha lainnya sebahagian besar hanya 
merupakan pekerjaan sambilan dan hanya menyerap tenaga kerja yang 
sangal 'relatif kecil maka kepemimpinan di bidang ekonomi ini juga_tidak 
banyak jenis ragamnya selain dari yang menyangkut kegiata'1-kegiatan 
pertanian . 

Jika kepemimpinan ini dikaitkan dengan jenis dan jumlah 
organisasi ekonomi yang ada maka kelompok kepemimpinan bidang 
ckonomi yanµ terdapat di kedua Negari/Desa ini hanyalah -terhimpun 
dalam 4 ( empal) organisasi yang bersifat ekonomi yaitu: 

I . Kelompok Tani. 
2. Koperasi Unit Desa/BUUD 
3. Lumbung Pitih Negari 
4. Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya(SBAJR) 

A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN EKONOMI 
Seperti sudah di kemukakan di atas· di Negari Suliki dan Negarl 

Mahar ini pada waktu penelitian berlangsung hanya terdapat 4 (empat) 
jenis organisasi yaitu yang bergerak dalam bidang pertanian, perkos» 
rasian, keuangan, dan perburuhan khusus dibidang angkutan. Pola 
kepemimpinan dari setiap jenis organisasi ditnaksud akan dijelaskan 
seperti dibawah ini. 

I . Nama Orxanisasi 

a. Kelompok Tani 

Di Kenegarian Suliki terdapat 7 ( tujuh) organisasi kelompok tani 
sedangkan di Negari Mahat terdapat 32 kelompok tani yang menonjol 
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dan aktif pada waktu penelitian ini berlangsung. Nama-nama kelompo-1.. 
tani dimaksud dapat di Ii hat dalam Lampi ran laporan ini. 

Perlu dijelaskan bahwa penamaan kelompok tani dikedua Negari 
ini pada umuinnya berorientasi kepada .nama-nama joron1.1-,dan nama 
perkampungan atau kelompok pemukiman penduduk yang ada di 
daerah ini . Selain dari pada itu diperoleh pula informasi bahwa setiap 
paling banyak 16 (enam belas) kelompok tani ini dibina oleh seorang 
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yakni petugas khusus yang 
membina dan mengembangkan usaha-usaha tani masyarakat di daerah 
pedesaan. 
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I) Susunan Kepengurusan 

Susunan kepengurusan dari Kelompok Tani ini baik di 
Negari Suliki maupun di Negari Mahal sangat sederhana sekali 
dan ticlak begitu berbeda antar satu dengan yang tainnya. Pada 
umumnya susunan pengurus tersebut adalah terdiri dari: 

a) Ketua 
b) Sekretaris 
c) Bendahara 

Sangat sederhana struktur dan personel kepengurusan 
kelompok tani ini adalah merupakan penggambaran masih se­
dikitnya ruang lingkup kegiatan dan program-program yang 
akan dilakukan oleh kelompok tani dimaksud. Artinya orga­
nisa~i ini tidak inemerlukan anggota pengurus yang cukup 
banyak disebabkan dengan 3 ( tiga) personel saja · telah dapat 
menggembleng dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan 
kondisi dan situasi daerah. Tambahan lagi jumlah anggota yang 
akan dikoordinir belum pula begitu banyak hanya sekitar 11 sl d 
30 orang. 

2) Keanggotaan 

Kelompok tani ini beranggotakan para petani ya~g satu sama 
lain sating percaya, sating kenal dan sating bisa men'gadakan dan 
masing-masing menjalankan usaha tani. 

Di samping itu. mempunyai pandangan, kepentingan dan ke­
senangan yang·sama yang terjatin dalam hubungan luwes dan 
wajar. 

Untuk dapat menjadi anggota kelompok tani ini setiap kepala 
k-Ctuarga tani di. wajibkan mendaft-.rkan diri untuk dapat di 



catat sebagai anggota kelompok. Keanggotaan kelompok akan 
berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia, 
mengundurkan diri, pindah tempat tinggal dan atau di 
keluarkan oleh organisasi. 

Namun demikian yang tersebut belakangan ini tidak pernah 
terjadi karena tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap 
organisasi yang diperbuat oleh anggota kelompok. Selain dari 
pada itu eratnya hubungan silaturahitn dan berakarnya sistem 
musyawarah dan mufakat dikalangan anggota dan masyarakat 
juga membawa implikasi tidak pernah anggota kelompok tani 
tersebut dikeluarkan dari organisasi . 

b. Koperasi Unit Desa/BUUD 

Koperasi Unit Desa/BUUD di kedua Negari yang menjadi objek 
penelitian ini terdapat masing-masing satu KUD/BUUD. Di negari 
Suliki bernama KUD/BUUD Trinaga yang berkedudukan di Negari 
Sungai Rimbang yang berbatasan dengan Negari Suliki. Perlu di­
jelaskan bahwa KUD/BUUD Trinaga ini meliputi daerah kerja 
kesatuan ekonomi yang terdiri dari 3 (tiga) Negari yaitu Negari Suliki, 
Sungai Rimbang dan Negari Kurai dalam Kecamatan Suliki Gunung 
Mas. 

Di Negari Mahal Koperasi ini bernama KUD/BUUD Pembangun­
an, berkedudukan di lbu Negari Mahal yakni di Jorong Ronah. Daerah 
Kerja kesatuan Ekonomi KUD ini hanya meliputi Negari Mahat saja. 
Perbedaan daerah kerja dari KUD/BUUD ini adalah disebabkan Negari 
Mahal mempunyai luas daerah ± 1/3 luas derah Kecamatan Suliki 
Gunung Mas, sedangkan Negari Suljki tidak begitu . Juas. Jadi 
KUD/BUUD nya digabungkan dengan Negari lainnya seperti tersebut di 
atas. 

I) Susunan Kepengurusan 

(a) Koperasi Unit Desa(KUD) 

Susunan Kepengurusan Koperasi Unit Desa di Negari Suliki dan 
Mahat juga tidak berbeda satu sama lain. Susunan Pengurus 
tersebut adalah sebagai berikut : 

( 1) Ketua 
(2) Wakil Ketua 
( 3) Sekretaris 
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( 4) Bendahara 
(5) Pembantu Pengurus: 

- Ketua Kelompok Organisasi .... . 
- Ketua Kelompok Organisasi ..... . 
- Ketua Kelompok Organisasi ..... . 

(6) Anggota Pengurus Bidang Pertanian 
(7) Anggota Pengurus Bidang Perikanan 
(8) Anggota Pengurus Bidang Peternakan 
(9) Anggota Pengurus Bidang Industri Kerajinan 

( 10) Anggota Pengurus Bidang Perkreditan/Candakkulak 

b) Badan Usaha Unit Oesa(BUUO) 

Pada umumnya susunan kepengurusan BUUO baik di Suliki 
maupunMahat adalah sebagai berikut: 

(I) Ketua 
(2) Wakil Ketua 
(3) Sekretaris 
(4) Anggota 
(5) Anggota 
(6) Anggota 
(7) Anggota 
(8) Anggota 
(9) Anggota 

2) Keanggotaan 

(a) Koperasi Unit Oesa(KUO) 

(I) Setiap warga desa yang mendapatkan pelayanan dari 
KUO menjadi anggota KUO. 

(2) KUO Trinaga Suliki mempunyai wilayah keanggotaan 
meliputi 3 Negari/ Oesa yaitu Negari Suliki, Negari 
Sungai Rimbang dan Negari Kurai dalam Kecamatan 
Suliki Gunung Mas. 

(3) KUO Pembangunan, wilayah keanggotaannya meliputi 
Kenegarian ( desa) Mahal saja. 

(b) Badan Usaha Unit Desa(BUUO) 

(I) Anggota BUUO terdiri dari pamong desa dan tokoh­
tokoh atau pemuka masyarakat, termasuk pegawai 
negeri yang tinggal di wilayah BUUO/KUO Trinaga 



untuk Negari Suliki dan wilayah BUUD/KUD Pem­
bangunan Mahat untuk Negari Mahat. 

(2) Angg0ta BUUD tidak duduk dalam Kepengurusan 
KUD dan sebaliknya. 

(3) Penetapan pe11gangkatan dan pemberhentian anggota 
BUUD dilakukan oleh Kepala Kantor Koperasi Kabu­
paten Daerah Tingkat 11 50 Kota atas usul rapat 
tahunan anggota KUD dengan memperbatikan pertim­
bangan Carnal. 

(4) Anggota BUUD tidak mendapat imbalan jasa. 
(5) Masa kerja kepengurusan BUUD paling lama 5 t.ahun. 

c. Lumbun1: Pitih Ne1:ari 

Lumbung Pitih Negari adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan mendidik anak negari 
untuk ikut serta secara aktif dan nyata dalam pembangunan. Asas 
Lum bung Pitih ini adalah ekonomi kekeluargaan dan pembangunan. 

Lapangan Usaha Lumbung Pitih adalah mengadakan simpan 
pinjam kepada anggota. Disamping itu usaha lumbung ini adalah 
menyimpan dan memberikan pinjaman tak berbunga kepada Pemerin­
tah Negari. Pada akhir tahun Lumbung ini memberikan dana bantuan 
khusus untuk pembangui:ian Negari. 

Dasar operasional dari Lumbung Pitih ini adalah Surat Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 18 Maret 
1968, No. 015/GSB/1968 dan tanggal 30 Maret 1974 No. 43/GSB/1974 
serta No. 144/GSB/ 1975 . 

Nama lengkap dari Lumbung Pitih Negari ini hanya menambahkan 
nama Negari/Desa pada bagian akhir kata Lumbung Pitih, dengan 
demikian maka untuk Negari Suliki dan Mahat namanya adalah: 

\· 

I. Lumbung Pitih Negari Suliki 
2. Lunibung Pitih Negari Mahat 

I) Susunan Kepengurusan 

Bentuk dan susunan pengurus Lumbung Pitih terdiri dari : 

a) Pengurus Harian 

b) Dewan Komisaris 
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Susunan pengurus harian terdiri dari: 

(I) Satu orang Ketua 
(2) Satu orang Sekretaris 
( 3) Sa tu orang Bendahara 

Susunan Dewan Komisaris terdiri dari: 

(I) Satu orang Ketua 
.(2) Empat orang anggota 

pi dalam keanggotaan pengurus ini tidak dibenarkan 
adanya jabatan rangkap. 

2) K e a n g g o t a a n 

Yang menjadi anggota Lumbung pitih ini adalah : 

a) Perorangan/penduduk negari 

b) Lembaga/badan-badan lainnya yang ada dalam negari. 

Persyaratan untuk dapat menjadi anggota Lumbung Pitih 
ini adalah: 

a) Warga negari atau Badan/Lembaga yang didirikan 
dengan ketentuan-ketentuan hukum Negara Republik 
Indonesia. 

b) Menyetujui AD, ART, dan peraturan-peraturan lainnya 
dari Lumbung. 

c) Telah melunasi uang pangkal. 

Keanggotaan dihitung dari tanggal pencatatan dalam Buku 
Daftar Anggota. Keanggotaan berakhir apabila : 

a) Meninggal dunia. 
b) Minta berhenti atas kemauan sendiri. 
c) Diberhentikan oleh Pengurus Lumbung karena tidak 

mematuhi peraturan yang berlaku. 
d) Diberhentikan oleh Pengurus Lumbung karena terang 

merugikan nama baik Lumbung. 
e) Lumbung dinyatakan bubar. 

Setiap keanggotaan Lumbung Pitih berhak : 

a) Berbicara tentang hal-hal yang diperbincangkan dalam 
rapat anggota. 

b) Memilih dan dipilih sebagai pengurus . 



c) Mengajukan saran-saran kepada Komisaris secara ter­
tulis at au lisan. 

d) Menerima keuntungan Lumbung sebagai diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 

Setiap anggota Lumbung berkewajiban: 

a) Mem(\tuhi ietentuan-ketentuan yang diatur dalam AD 
dan ART serta ketentuan-ketentuan lainnya. 

b) Menghadiri rapat-rapat anggota. 

d. Serikat Buruh AnRkutan Jalan Raya 

Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya adalah suatu organisasi buruh 
yang bekerja a tau berusaha di bidang jasa angkutan jalan raya. 

Organisasi ini mempunyai struktur secara vertikal dari tingkat Desa 
sampai ke tingkat Nasional. SBAJR ini berada di bawah induk organi­
sasi yang bernama FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia). Penamaan 
organisasi ini di tingkat Desa/Negari adalah dengan menambah nama 
Negari/Desa di belakang nama organisasi ini, dengan· demikian maka 
untuk kedua negari yang menjadi obyek penelitian ini akan bernama 
sebagai berikut : 

I. Kelompok SBAJR Negari Suliki. 

2. Kelogipok SBAJR Negari Mahal. 

l) Susunan Kepengurusan 

Di tingkat Desai Negari susunan kepengurusan Serikat Buruh 

Angkutan Jalan Raya ini sangat sederhana sekali hanya terdiri 
dari : 

a) Ketua Kelompok 
b) Sekretaris Kelompok 

Patut pula dikemukakan bahwa secara vertikal setingkat di atas 
Negari/Desa, organisasi ini terdapat di tingkat Kecamatan, 
Kabupaten/Kodya, Propinsi dan di tingkat Nasional. Di tingkat 
Kecamatan kepengurusannya dinamakan Basis SBAJR, sekira­
nya jumlah anggota telah melebihi dari 21 orang dengan 
susunan pengurus terdiri dari : 

(I) Ketua Basis 
(2) Wakil Ketua 
( 3) Sekretaris 
(4) Wakil Sekretaris 
( 5) Bendahara 
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2) K e a n g g o I a a n 
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Keanggolaan SBAJR adalah orang-orang atau warga masya­
rakat daerah setempat yang pekerjaan sehari-hari atau bermata 
pencaharian sebagai : sopir, knep atau crew, agen-agen bus 
umum atau tenaga pelayarian penumpang pada terminal 
kenderaan bermolor dan pegawai-pegawai atau buruh-buruh· 
yang dalam pekerjaan sehari-hari bertalian dengan angklltan 
jalan q1ya. 

Selain dari persyaratan berdasarkan mata pencaharian seperti 
disebutkan di alas syarat lainnya adalah terdaftar dan diterima 
oleh kelompok organisasi yang ada, menyetujui anggara.n dasar 
dan anggaran rumah tangga serta mematuhi ketentuan­
ketentuan organisasi lainnya. Keanggotaan berakfiir jika yang 
bersangkutan meninggal dunia minta berhenti atas kemauan 
sendiri dan diperhentikan oleh pengurus karena melanggar 
peraturan dan tata tertib organisasi. 

2. Tempat dan Kegiatan 

a. Kelompok Tani 

I) Pusat Kegiatan 

Karena pada umumnya Kelompok Tani ini mengorganisir 
diri di tingkat Jorong atau unit administrasi pemerintahan 
setingkat dibawah Negari maka · pusat kegiatan dari Ke­
lompok Tani' ini adalah di Jorong bersangkutail. Sebagai 
contoh misalnya Kelompok Ta"i Jorong Atas Koto Suliki, 
Kelompok Tani Harapan di Jorong Padang Lawas Suliki, 
Kelompok Tani Saiyo Sakato di Jorong Koto Tinggi Mahat. 
Kelompok Tani Gunung Tembus Saiyo di forong Ronah 
Mahat dan kelompok-kelompok tani lainnya yang terdapat 
di masing-masing Jorong 

Dalam pengelolaan kegatan- kegiatan keorganisasian seba­
gian dari kelompok tani ini mempunyai kantor-kantor 
khusus, sedangkan sebagian lainnya mengambil tempat di 
rumah tempat tinggal salah seorang anggota pengurus yang 
pada umumnya adalah Ketua Kelompok. Sebagai illustrasi 
dalam gambar berikut ini dapat dilihat salah satu Kelompok 
Tani di Negari Mahat yang mempunyai kantor sendiri. 



Sumher : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan 
dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Baral 1983 

Gambar V. I. Kantor Kelompok Tani GununR Tembus Saiyo di JoronR 
Ronah NeRari Mahal. 

2) Jenis Kegiatan 

Baik di Negari Suliki maupun di Negari Mahat jenis 
kegiatan kelompok tani ini hampir sama saja keadaannya. 
Pada umumnya kegiatan kelompok tani tersebut adalah 
sebagai betikut: 

a) Perencanaan, mengenai jenis · tanaman, areal pena­
naman, waktu tanam, penggunaan air dan lain-lain. 

b) Penyediaan sarana-sarana produksi, misalnya benih, 
pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian, kredit, 
angkutan, gudang,.penjemuran dan sebagainya. 

c) Pemeliharaan dan perbaikan, misalnya mengenai 
jaringan pengairan, pemberantasan hama, pengawetan 
tanah dan lain-lain. 

d) Penyebaran ilmu/ketrampilan, komunikasi dan 
hubungan baik, misalnya kursus, diskusi, pertemuan, 
musyawarah, anjang sana dan lain- lain. 

e) Mengatur pembagian kerja dan lain-lain. 
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b. Koperasi Unit Desa/ BUUD 

172 . 

I) Pusat Kegiatan 

Koperasi Unit Desa/BUUD Trinaga Suliki yang meliputi 
tiga Negari yakni Suliki, Su_ngai Rimbang dan Kurai yang 
merupakan salah satu kesatuan ekonomi dalam Kecamatan 
Suliki Gunung Mas, pusat kegiatannya terletak di Negari 
Sungai Rimbang yang berbatasan dengan Negari Suliki. 
Maksudnya adalah Kantor dan pertemuan-pertemuan serta 
kegiatan keorganisasian dari Koperasi Trinaga ini berpusat 
di Sungai Rimbang. 

Adapun daerah operasionalnya meliputi ketiga negari 
seperti disebutkan di alas. 

Koperasi Unit Desa/BUUD Pembangunan yang terdapat di 
Negari Mahal pusat kegiatannya atau daerah operasional­
nya meliputi seluruh Kenegarian Mahal · sebagai satu 
kesatuan ekonomi lainnya dalam Kecamatan Suliki Gunung 
Mas. Pusat kegiatan keorganisasian seperti pertemuan­
pertemuan dan pengelolaan administratif berpusat di ibu 
kenegarian dengan menempati kantor sendiri .di pusat pasar 
J orong Ronah. 

Sebagai illustrasi dalam gambar di bawah ini dapat dilihat 
Kantor KUD/BUUD Pembangunan Mahat dimana rod;t 
organis~i ·digerakkan sehari-bari. 



Sumher : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan 
do/am Masyarakot Pedesoon Sumotero Baral 1983 

Gamhar V.2.- ·Kantor KUD!BUUD PemhonRunon di NeRori Mohot Ke­
comaton Suliki GununR Mos. 

. c. LumhunR Pitih NeRori 

I). Pus at I\ egiatan 

Karena Lumbung Pitih Negari ini 'hanya terdapat satu buah 
pada setiap kenegarian, maka daerah operasional atau 
lingkup kegiatannya adalah meliputi seluruh daerah negari. 
Artinya organisasi ini terbuka untuk seluruh warga atau 
penduduk negari . Dalam pengelolaan tugas sehari-hari 
Lumbung Pitih Negari ini melakukan kegiatan di kantor­
kantor yang telah diadakan khusus untuk itu guna melayani 
dan menggembleng para anggota dalam mencapai tujuan 
yang telah digariskan. 

Oi Negari Suliki Lumbung Pitih ini berkantor ~i rumah 
salah seorang pengurus yang terletak di pusat negari dan 
pemukiman ~nduduk yang mudah di jangkau oleh para 
anggota. Di Ne.ari Mahal Lumbung Pitih ini berkantor di 
ruangan khusus Kantor Wali Negari y~ng letaknya di pusat 
pemerintahan dan lalu lintas penduduk; 

Dalam gambar di bawah ini dapat dilihat Kantor Lumbung 
Pitih Negari Mahat yang letaknya berdampingan dengan 
Kantor Wali Negari Mahat. 
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Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Si~·tem Kepemimpinan 
do/am Masyarakat Pedesaan Sumatera Baral 1983 

Gambar V.3. Kantor lumbunl{ Pitih Nel{ari di Kenel{arian Mahal di 
Kecamatan Suliki Gununl{ Mas. 
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2) Jenis Kegiatan 

Jenis kegiatan Lumbung Pitih Negari ini baik di Suliki 
maupun di Mahal sama saja keadaannya yaitu mengadakan 
simpa. 1 ptnJam kepada anggota secara langsung, 
menyimpan dan memberikan pinjamah tak berbunga 
kepada pemerintah negari dan memberikan dana bantuan, 
khususnya untuk pembangunan negari pada setiap akhir 
tahun. 

d. Serikat Buruh Anl{kutan Jo/an Raya 

I) Pusat Kegiatan 

Pusat kegiatan SBAJR ini pada umumnya adalah pada 
pusat-pusat pasar dimana di jumpai terminal-terminal 
kendaraan bermotor. Dan di samping itu pada bengkel­
bengkel kendaraan bermotor serta terminal-termin!ll 
kendaraan di sepanjang jalan, raya yang ditempuh kende­
raan bermotor roda empat di kedua negari ini. Di setiap 



p~at kegiatan tersebut terdapat satu kelompok SBAJR 
yang merupakan bagian dari struktur organisasi yang 
terendah. 

2) Jenis Kegiatan 

Kelompok SBAJR ini pada umumnya mempunyai kegiatan 
memberikan pelayanan kepada para anggota masyarakat 
yang memerlukan jasa angkutan jalan raya baik sebagai 
penompang maupun bantuan- bantuan berupa mengangkat 
dan menyusun barang-barang bawaan anggota masyarakat 
dimaksud termasuk pekerjaan sebagai sopir dan crew 
kenderaan. 

Untuk mengatur pelayanan inilah fungsinya organisasi 
atau lielompok SBAJR ini. Khusus bagi kelompok organi­
sasi yang berp~at di perbengkelan kenderaan bermotor 
kegiatannya adalah mengadakan pembagian kerja di antara 
anggota kelompok dan membina anggota kearah bekerja 
yang lebih efektif dan efisien serta juga merupakan 
penghubung antara pengusaha derigan buruh dalam hal 
peningkatan produktivitas khususnya dalam cara-cara kerja 
dan yang berhubungan dengan sistem upah dan pembagian 
pendapatan. 

3. Tinakat yana Akan Dicapai 

a. Kelompok Tani 

Secara ideal tingkat yang akan dicapai oleh Kelompok Tani ini 
adalah agar para anggota kelompok hidup senang artinya tingkat 
produktifitas dari satu musim panen kemusim panen yang lain 
meningkat secara memadai sehingga tercapai peningkatan income 
anggota kelompok sehingga kesejahteraan atau tingkat kehidupan 
anggota berubah kearah yang lebih baik dimasa sekarang dan masa 
yang akan datang dibandingkan dengan masa lalu. 

Untuk mencapai tingkat yang demikian kelompok tani yang meru­
pakan suatu kumpulan orang bertani yang satu sama lain salirig percaya, 
saling kenal dan saling bisa mengendalikan maka: dengan sendirinya 
berfungsi sabagai atau merupakan suatu kesatuan produksi. Dengan 
demikian kelompok tani merupakan suatu kelas untuk belajar bersama 
yaitu belajar mengatur air, belajar memberantas hama, belajar menjual 
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hasil, belajar berkumpul berorganisasi dan belajar tentang aspek-aspek 
pertanian lainnya. 

_Selain dari menjual hasil bersama juga berusaha untuk membeli 
keperluan penunjang usaha pertanian secara bersama. Dengan demikian 
melakukan kegiatan koperasi sesuai dengan tuntutan Pasal 33 UUD 
1945. 

Maka untuk selajutnya koperasi ini atau tegasnya Koperasi Unit Desa 
adalah merupakan wadah untuk membina, mengelola dan berusaha 
secara efektif dan efisien dalam mencapai tingkatan hidup kearah yang 
lebih senang seperti dikemukakan di alas. 

b. Koperasi Unit Desai BUUD 

Secara umum tingat yang akan dicapai Koperasi Unit Desa/BUUD 
adalah meningkatnya kesejahteraan anggota, majunya daerah kerja dan 
masyarakat pada umumnya sehingga tercapai masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. 

Maksudnya adalah berubahnya tingkat atau taraf kehidupan 
masyarakat dalam daerah kerja yang bersangkutan kearah yang lebih 
baik secara merala di kalangan masyarakat alau lerulama bagi anggota 
pendukung Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Unit Desa bersangkulan. 

Bagi KUD Untuk mencapai lingkal ideal alau masyarakal sejahtera 
seperti dikemukakan dialas sesuai dengan jenis dan fungsinya yakni 
memberikan pelayanan berbagai kegialan perekonomian pedesaan maka 
KUD di bidang perkredilan berlujuan unluk membantu penumpukan 
modal dalam menyelenggarakan dan meningkatkan kegialan perek~ 
nomian di daerah pedesaan pada um·umnya alau pada.Negari Suliki dan 
Mahal pada khususnya. Dengan kala lain dapal dinyalakan lingkal yang 
ingin di capai KUD itu adalah unluk lebih memampukan KUD dalam 
memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakal sekilarnya serla 
dalam . memanfaalkan polensi perekonomian yang ada di Negari Suliki 
dan Mahal dengan sebaik-baiknya. 

Di bidang penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, 
barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya lingkal yang 
ingin dicapai adalah relatif lengkapnya faktor- faktor produksi yang 
dimiliki para anggota untuk dapat di manfaatkan, meningkatkan 
produktivitas dan income masing-masing sehingga kesejahteraan 
·anggota akan beroleh perbaika~ begitu juga di bidang pengolahan dan 
pemasaran basil produksi. 
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Seiring dengan tingkat yang ingin dicapai KUO maka BUUD mem­
punyai tujuan khusus tertentu pula yaitu berkembang dan meningkatnya 
kemampuan KUO dan tumbuh dan berkembangnya peranan dan 
tang!?ung jawab masyarakat pedesaan di Suliki dan Mahal agar mampu 
mengurus diri sendiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan 
negari. 

c. LumhunR Pitih NeRari 

Tingkat yang ingin di capai atau tegasnya tujuan Lumbung Pitih 
Negari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan 
mendidik anak Ncgari untuk ikut serta secara aktif dan nyata dalam 
pembangunan. Tujuan ideal ini dicapai apabila tujuan-tujuan antara 
dapat dipenuhi scperti tersedianya modal yang memadai yang dapat 
dipinjam oleh para anggota untuk penambah dan ~ngadaan modal 
kerja dalam rangka peningkatan pendapatan dan ·kesejahteraan anggota 
yang bersangkutan. 

Tujuan antara lain adalah dapatnya Lumbung Pitih Negari mem­
berikan pinjaman tak berbunga kepada pemerintah Negari dan dapat 
pula memberikan dana bantuan khusus untuk pembangunan Negari 
Suliki d;rn Mahfll pada setiap tahun. 

Diharapkan dengan tercapainya tujuan-tujuan antara tersebut 
tujuan umum Lumbung Pitih Negari yang berazazkan ekonomi keke­
luargaan dan pembangunan ini akan dapat dicapai sesuai dengan 
tingkatannya. 

d. Serikal Buruh An~kutan la/an Raya 

Dengan adanya pembagian kerja dan terhindarn*a persaingan tak 
sehat diantara buruh- buruh atau pekerja di bidang ang~utan Jalan Raya 
ini maka diharapkan akan tercapai ketertiban, efektifitas dan efisiensi 
kerja yang tidak saja bermanfaat bagi buruh sendiri tetapi juga bagi para 

. h I pengusa a dan anggota masyarakaf yang membutu,hkan pelayanan 
angkutan Jalan raya. 

Disamping itu dengan tergabungnya par~ buruh dalam satu orga­
nisasi maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para 
anggota akan lebih mudah dapat dicapai karena adanya prinsip kerja 
sama dan saling membantu tidak saja dibidang material · tetapi juga 
dalam bidang teknis edukatif yang bermanfaat untuk peningkatan 
produktifitas dengan cara-cara kerja yang lebih ber°daya guna dan 
berhasil guna. 
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Deng.an demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat yang ingin dica­
pai oleh organisasi SBAJR ini tidak saja dalam bidang bertambahnya 
pendapatan atau income belaka tetapi juga dalam hal peningkatan mutu , 
anggota dan bertambah kokohnya rasa kekeluargaan dalam rangka 
peningkatan kesatuan dan persatuan hidup. 

B. SISTEM KEPEMIMPINAN 

I . S~· aral-syaral dan ~'aklor P~ndukun~ 

.a. Kelompok Tani 

Pada umumnya pemimpin kelompok tani adalah terdiri dari petani 
maju, baik pemilik maupun penggarap yang ada dilingkungan wilayah : i 
kelompok tani yang bersangkutan. Pengertian petani maju adalah yang 
telah berhasil dalam usaha taninya dan terbuka terhadap hal-hal yang · 

' innovative di bidang pertanian. 

Dalam lingkungan kegiatan pertanian dipedesaan atau khususnya di 
Negari/ Desa Suliki dan Mahal pemimpin kelompok tani tersebut dina­
makan Kontak Tani. Syarat-syarat sebagai Kontak Tani sepanjang 
informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut . 

I) Petani pemilik tanah yang juga penggarap a tau petani peng- · 
garap atau petani pemilik yang telah .be.!lJengalaman dalam 
berusaha tani. 

2) Mempunyai pengaruh baik terhadap lingkuiigannya. 
3) Memiliki pandangan positif terhadap kemajuan ( dinamis) 
4) Aktif membantu pemerintah dalam usaha penyuluhan menuju 

pembangunan pertanian. 

Faktor pendukung kepemimpinan kelompok tani ini adalah luwes­
nya hubungan pemimpin tersebut dengan anggota kelompoknya karena 
mempunyai minat yang sama, pandangan yang sama, kepentingan yang 
sama dan kesenangan yang sama pula. Disamping itu faktor pendukung 
lainnya adalah dapat menariamkan pengertian kepada anggota dan 
masyarakat, terampil berorganisasi sesuai kata dengan perbuatan dan 
taat menjalankan ajaran agama yang dianut. Sedangkan keberhasilan 
yang pernah diperoleh dibidang pertanian merupakan faktor pendukung 
yang tak kalah pentingnya dibanding dengan faktor-faktor lainnya. 

b. Koperasi Unit Desai BUUD 

Syarat-syarat kepemimpinan Koperasi Unit Desa atau KUO di 
Negari Suliki dan Negari Mahat adalah sebagai berikut : 
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I) Anggota yang mempunyai sifat jujur, terampil, ada pengertian 
tentang perkoperasian (diutamakan yang pernah mendapat pen­
didikan/khusus/latihan tentang perkoperasian). 

2) Tidak mempunyai usaha yang bisa bersaingan dengan usaha 
koperasi. 

]) Aktif dalam usaha-usaha peningkatan kehidupan perekonomian 
masyarakat Negari/ Oesa. 

4) Telah memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai 
anggota Koperasi . 

Yang menjadi faktor pendukung dari kepemimpinan KUO ini 
adalah kewibawaan, keaktifan atau kemampuan berorganisasi dari 
pemimpin yang bersangkutan. Oisamping itu juga tersedianya waktu 
dari para pemimpin tersebut untuk mengelola atau menjalankan 
kegiatan koperasi sehari-hari, Ketaatan dalam menjalankan ajaran 
agama dan menghormati norma-norma yang berlaku di daerah setempat 
serta kemampuan untuk berurusan dengan instansi dan badan-badan 
lainnya baik pemerintah maupun Swasta adalah pula merupakan faktor 
pendukung kepemimpinan di bidang perkoperasian ini di daerah 
pedesaan. 

Jadijelas syarat-syarat kepemimpinan KUO/BUUO hampir sama 
saja dengan syarat-syarat kepemimpinan Koperasi pada umumnya yaitu 
mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja, mempunyai 
pengertian tentang perkoperasian dan telah memenuhi dan menjalankan 
hak dan kewajibannya sebagai anggota KUO. Khusus untuk KUO per­
syaratan lain yang harus dipenuhi adalah yang bersangkutan tidak boleh 
merangkap sebagai pelaksana usaha KUO. 

Adapun syarat-syarat lain dari kepengurusan atau kepemirnpinan 
BUUO adalah yang bersangkutan harus terdiri dari pamong desa, tokoh­
tokoh/pemuka-pemuka masyarakat, termasuk pegawai negeri yang 
tinggal diwilayah BUUO yang bersangkutan. Anggota BUUO tidak 
boleh duduk dalam kepengurusan KUO dan atau sebaliknya. 

Faktor pendukung kepemimpinan KUO/BUUD ini adalah kewiba­
waan, keaktifan dan kemampuan berurusan dengan pihak-pihak lain 
dari pemimpin yang bersangkutan. Selain dari pada itu ketaatan 
beragama dan menghayati adat istiadat setempat serta menonjol usaha­
usahanya dalam kegiatan pembangunan masyarakat pedesaan 
khususnya di Negari Suliki dan Mahat adalah pula merupakan faktor 
pendukung kepemimpinan KUO/BUUp. 
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c. lumbung Pitih Negori 

Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai pemimpin Lumbung Pitih 
Negari adalah : 

I)' Menjadi anggota Lumbung 
:!) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja 
3) Mempunyai pengertian tentang Lumbung 

Patut dikemukakan bahwa untuk pertama kali kepengurusan Lum­
hung Pitih Negari ini dibentuk oleh pemerintah Negari dalam rapat 
bersama dengan promotor dlon anggota dari Lumbung Pitih Negari 
Suliki dan Mahal tersebut. 

Yang mendukung kepemimpinan Lumbung Pitih Negari ini adalah 
kewibawaan, kebijaksanaan, dan keaktifan pemimpin bersangkutan 
dalam usaha- usaha pembangunan Negari dan mempunyai pandangan 
luas dibidang ekonomi, kemasyarakatan, pemerintahan dan keagamaan 
yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat. 

Status yang bersangkutan sebagai pemimpin baik selaku ninik 
mamak, alim ulama dan cendikiawan di dalam Negari adalah pula 
merupakan suatu faktor yang lebih mendukung kepemimpinan 
L.umbung Pitih ini. 

d. Serikot Buruh Angkuton Jo/on Rayo 

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus/pimpinan SBAJR ini adalah: 

I) Terdaftar sebagai anggota 
2) Pandai membaca dan menulis 
3) Memahami azas, tujuan dan program organisasi 
4) Aktif dalam usaha~'usaha atau kegiatan dibidang angkutan jalah 

ray a . 

5) Tidak kehilangan hak pilih. 

Untuk pertama kali kepengurusan SBAJR ini dibentuk . oleh 
promotor dengan mengadakan rapat bersama calon anggota membentuk 
peng'urus dan disyahkan oleh pimpinan organisasi setingkat lebih atas. 

Yang mendukung kepemimpinan SBAJR ini adalah kemampuan 
pimpinan yang bersangkutan untuk menggembleng dan mengatur para 
anggotanya dalam f>idang h,igas. ll)asing-masing serta melakukan 
kegiatan-kegiatan pehryanan jasa dibidang angkutan jalan raya terhadap 
masyarakat dan J)ara pengusaha. Kecekatan, ketepatari dan kecepatan 
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tindak dari pimpinan serikat Buruh Angkutan Jalan Raya ini merupakan 
hat yang mendukung kepemimpinan bersangkutan . 

2. Hak dan Kewajiban 
a. Kelompok Tani 

Pimpinan Kelompok Tani berhak untuk melakuk(ln tindakan-tin­
dakan dan upaya-upaya atau mengambil keputusan untuk kepe11ti_ngan 
pencapaian tujuan Kelompok Tani . Disamping itu pimpinan kelompok 
tani ini berhak untuk membicarakan keperluan-keperluan dari petani 
kepada para penjabat yang erat hubungannya dengan peningkatan dan 
pengembangan pertanian. 

Berkaitan dengan itu pimpinan kelompok tani berkewajiban untuk 
membantu para petani menentukan pemecahan masaalah y_ang dihadapi 
para petani dan menggerakkan petani agar sadar melakukan kegiatan 
kelompok dalam rangka memperbaiki keadaan dan kesejahteraan para 
petani. Oisamping itu pimpinan kelompok tani ini berkewajiban men­
jaga kekompakan para anggota dan menjalin kerja sama yang aktif 
dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan rnenjaga kesatuan 
kelompok agar tidak mudah ken~ gangguan negatif dari luar. 

b. K{Jperasi Uni/ Desa 

Hak dari pengurus KU D yang terutama adalah menetapkan kebi­
jaksanaan dalam KUD berdasarkan keputusan rapat anggota. Selan­
jutnya pengurus berhak mengangkat dan menggaji seseorang atau 
beberapa tenaga profesional sebagai Maneger untuk melaksanakan 
kegiatan diberbagai bidang usaha sehari-hari. 

Kewajiban dari pengurus KUO adalah melakukan pembinaan dan 
memberikan pelayanan kepada anggota secara aktif baik atas inisiatif 
Pengurus maupun alas usul para anggota KUD. Disamping itu pengurus 
KUO berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hubun~n­
nya dengan fungsi KUO sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan per­
ekonomian pedesaan seperti perkreditan, penyediaan dan penyaluran 
sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa­
jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran berbagai hasil produksi serta 
kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan 
lain-lain. 

Hak dari anggota pengurus BUUO adalah ikut serta membantu 
menyusun rencana dan program kerja KUD serta memberikan 
dorongan, pengembangan dan pembinaan KUD. 
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Kewajiban dari anggota pengurus BUUD adalah melaksanakan 
iuµas dan wewenang BUUD yailu: 

I) Membantu pengurus KUD dalam menyusun_ rencana dan 
program kerja . 

2) Membantu pengurus KUD dalam memberikan penyuluhan, 
pendidikan dan latihan kepada anggota dan masyarakat. 

_,) Menampung dan mengelola aspirasi masyarakat untuk mengem­
bangkan KUD. 

4) Mengambil prakarsa, mengadakan rapat-rapat bersama antara 
BUUD dengan pengurus KUD dalam rangka pengembangan 
KUD. 

5) Memberikan pengarahan · kepada Pengurus KU D dalam 
melayani kepentingan anggota-anggota KUD dan masyarakat 
sebajk-baiknya. 

6) Memberikan saran pertimbangan kepada Pengurus KUD dalam 
rangka mencapai daya guna dan hasil guna se-maksimal mung­
kin dari kegiatan KUD. 

c. LumbunR Pitih NeRari 

Pengurus Lumbung Pitih Negari berhak melakukan kegiatan usaha 
Lumbung Pitih sehari-hari dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam 
mencapai tujuan Lumbung Pitih Negari. Adapun kewajiban pengurus 
adalah menjalankan usaha-usaha Lumbung Pitih sesuai dengan 
ketentuan yang digariskan dan memberikan pertanggungan jawab 
kepada anggota dan setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk 
perhitungan anggaran. Disamping itu pengurus wajib mengumumkan 
kepada anggota situasi perkembangan usaha Lumbung setiap lriwulan. 

d. Serikat Buruh AnRkutan Jalan Raya 

Pengurus Kelompok SBAJR berhak untuk menetapkan kebijakan 
operasional dari pelaksanaan tugas organisasi seperti menetapkan pern­
bagian kerja masing-masing anggota dan menempatkannya pada unit­
unit kerja· tertentu sesuai dengan ketentuan organisasi. Selain dari pada 
itu pengurus juga berhak mewakili organisasi dalam konsultasi­
konsultasi _ yang diadakan dengan para pengusaha dan pemerintah 
setempat. 

Kewajiban pengun.ts yang terutama adalah rnembina dan mening­
katkan para anggofa da:lam me_lakukan tugas sehari-hari ·dan memberi- -
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kan pelayanan jasa angkutan kepada masyarakat daerah setcmpat yang 
dalam hal ini adalah di Kenegarian Suliki dan Mahal. 

Kewajiban lainnY,a adalah mengelola kegiatan organisasi baik yang 
hcrsifat administratif maupun-operasional seperti melakukan pembagian 
kerja, pcnyusunan pcrcncanaan kegiatan dan pengawasan kegiatan 
an).!gota kelompok . Pada akhi r tahun memberikan pertanggung jawab 
organisasi dalam rapat anggota yang sengaja diadakan untuk itu . 

.1 . Simbol/ Atribut Kept>mimpinan 

Sepanjang informasi yang diperoleh dalam penelitian ini Kepemim­
pinan bidang ekonomi tidak ada yang mempunyai simbol-simbol atau 
atribut-atribut tcrtentu Maksudnya adalah baik dalam organisasi Ke­
lompok Tani, Koperasi Unit Desa/BUUD, Lumbung Pitih Negari dan 
SBAJ R di Negari Mahal dan Suliki tidak ada ditemui lam bang- lam bang 
atau atribut tertentu yang menunjukan indentitas kepemimpinan dalam 
bidang.ekonomi . 

Lambang-lambang tersebut tidak saja berupa tanda- tanda kebe­
saran yang tidak dijumpai tetapi juga dalam bentuk pemberian nama­
nama a~au gelar-gelar tertentu ·yang menyatakan seseorang atau 
sekelompok orang adalah pemimpin di bidang ekonomi di kedua negari 
yang menjadi objek penelitian ini . Begitu juga atribut dalam bentuk 
pakaian dan perlengkapan hidup tidak ada ditetapkan dan dipakai yang 
menyatakan seseorang adalah pimpinan di bidang ekonomi. 

4. Cara pt>nKaRKkatan dan Upacara 

a. Kelompok Toni 

Pimpinan Kelompok Tani di pilih dari anggota-anggota kelompok 
tani yang rilembentuk organisasi atau kelompok pada suatu daerah 
tertentu. Pemilihan anggota pengurus atau pimpinan kelompok dil• 
kukan dalam suatu rapat khusus yang dihadiri oleh para anggota. 
Biasanya dalam rapat tersebut sering juga diundang atau dihadiri 
penjabat pemerintah setempat baik Negari maupun Jorong dan ada 
kalanya juga dihadiri oleh Penyuluh Pertanian bapangan (PPL). 

Setelah pengurus terbentuk yang biasailya terdiri dari petani-petani 
maju dan berhasil dalam usaha pertanian maka susunan pengurus 
tersebut dilaporkan oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapanpn) Ke­
pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Linibanans. ·Dengan pela­
poran tersebut maka syah dan terdaftarlah Kelompok Timi tersebut di 
'daerah setempat. 
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b. Koperasi Unit Desai BUUD. 

Pengurus KUO dipilih secara demokratis dalam arti anggota bebas 
mcmilih calon-calonnya. Anggofa pengurus dipilih hendaklah mcncer­
minkan semua kepentingan anggota yang ada. Pemilihan tcrsebut 
dilakukan dalam suatu Rapat Anggota KUO yang khusus diadakan 

untuk itu. 

Perlu dikemukakan Rapat Anggota KUO dihadiri oleh utusan­
utusan anggota kelompok sebagai peserta Rapat Anggota. Cara 
pemilihan sejauh mungkin berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai kata 
sepakat maka pemilihan atau keputusan diambil berdasarkan suara tcr­
banyak dari anggota yang ha~ir. 

Sebelum mulai memangku ja\)atan, anggota pengurus KUO yan~ 
· telah berhasil dipilih tersebut mengangkat sumpah at au janji sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, Pengangkatan sumpah atau janji dari 
a nggota pengurus ini adalah demi meyakinkan ke,pada yang bersang­
kutan bahwa tugas Pengurus adalah murni dan penuh tanggungjawab. 

Anggota Badan Usaha Unit Oesa pengangkatannya dan penetapan 
serta pemberhentiannya dilakuk_an oleh Kepala Kantor Koperasi 
KabupateniOaerah Tingkat II 50 Kota alas usul rapat anggota KUO 
baik di negari Suliki maupun di Negari Mahat deng.an memperhatikan 
pertimbangan Carnal Suliki Gunung Mas. Anggota~anggota BUUO ini 
biasanya ter<liri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti Pamong 
Desa, Nini.k Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai diwilayah kerja 
BUUO setempat yaitu di Negari Suliki, Sei. Rimbang dan Negari Kurai 
untuk BUUO Trinaga Suliki, dan Negari Mahal untuk BUUO 
Pembangunan Mahal. 

~· lumbung Pitih Negari 
i 

. '-Cara pengangkatan Pengurus Lumbung Pitih Negari baik di Suliki 
maup~n Mahal tidak berbeda satu sama lain, artinya adalah Pengurus 
dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Untuk pertama kali Pengurus LPN 
ini\ dibentuk oleh Pemerintah Negari dalam rapat bersama dengan 
promotor kelompok calon anggota dalam Lumbung Pitih Negari. Untuk 
kali berikutnya Pengurus Lumbung ini dipilih dalam rapat bersama 
antara Pemerintah Negari dengan para anggota Lum bung. 

Jabatan Pengurus yang lowong disebabkan berhenti karena 
meninggal dunia, permintaan sendiri, atau karena dipecat olch 
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pemerinlah Negari dan Dewan Komisaris Lumbung, harus diisi secc­
patnya olch Pcmcrintahan Ncgari dan Dewan Komisaris Lumbung Pilih 
Ncgari . 

Pcngurus Lumbung Pilih ini scbclum mcmangku jabatannya di­
haruskan mengangkat sumpah atau janji dalam suatu upacara tertentu 
yang khusus diadakan untuk itu. Susunan Pcngurus dan pcrsonil 
Lumbung ini ditctapkan olch Pcmcrintah Ncgari baik Suliki maupun 
Mahal. Seiring dcngan upacara pcngangkalan sumpah ini pengurus 
Lumbung Pitih lcrscbur sckaligus dilanrik olch Camal. 

d. Seri/wt 811r11h An~kuttJn ltJltJn RtJjtJ 

Untuk pertama kali pimpinan atau kepengurusan Kelompok 
SBAJR ini dibentuk oleh beberapa sponsor dari calon-calon a·nggota 
yang disaksikan dan disahkan oleh Pimpinan Basis atau Pemimpin yang 
setingkat lebih alas dari Pimpinan Kelompok . 

Selanjutnya sesuai dengan peraturan organisasi pengangkatan 
Pengurus Kelompok ini diretapkan oleh Basis SBAJR berdasarkan usul 
yang bersumber dari hasil pemilihan calon pengurus Kelompok oleh 
rapat anggota. Sebelum memangku jabatan pimpinan kelompok ini 
tidak ada melakukan sesuatu jenis upacara apapun kecuali memberi . 
tahukan kepada anggota kelompok dan pemerintah setempat bahwa 
susunan pengurus periode rertenru telah mendapat pengesahan dari 
instansi yang berwenang dalam organisasi SBAJR yang terdapat di 
Kecamatan Suliki Gunung Mas pada khususnya arau di Kabupaten 50 
Kota pada umumnya. 

C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG 
EKONOMI DALAM MASYARAKAT 

Berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan pengaruh dan 
fungsi kepemimpinan bidang ekonomi dalam masyarakat Negari Suliki 
hampir sama saja keadaannya dibandingkan dengan Negari Mahal. 
Maksudnya adalah kepemimpinan bidang ekonomi dikedua Negari ini 
belum menunjukkan pengaruh atau peranan yang menonjol dalam 
menggerakkan dan membina perekonomian masyarakal. 

Pimpinan Kelompok Tani yang dengan kata lain dinamakan 
Kontak Tani belum banyak berbuat dan melakukan peranan dalam 
mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Negari di bidang 
pertanian. Walaupun demikian dengan dorongan dan bimbingan 
pemerintah Negari serta spontanitas masyarakat dan petunjuk yang 
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dibcrikan oleh pelugas PPL pada saal lerakhir ini produksi beras di 
Ncgari Mahal rnclonjak dalam jumlah yang bcrarli sehingga daerah 
pcnjualannya mcnjan!!kau ibu kola Kabupalcn dan dcsa-desa lainnya 
dalam Kabupalcn 50 Kola . 

Sciring den!!an ilu kcpcmimpinan KUD/ BUUD walaupun peranan 
dan pcngaruhnya agak lcbih baik di Negari Suliki dibandingkan dengan 
Negari Mahal, namun jika dibandingkan dengan beberapa Desa yang 
maju pcrckonomiannya dalam Daerah Sumatera Baral lainnya maka 
botch dikalakan pcngaruh dan fung si kepemimpinan bidang ekonomi 
dikedua Negari yang dilelili in i belum pula menunjukan pencapaian 
sasaran yang berarli . 

Dikalakan demikian karcna belum banyak anggola KUO yang 
terdaftar dikedua Negari ini pada waktu penelitian berlangsung. Di KUO 
Trinaga Suliki yang meliputi daerah kerja pada 3 ( tiga) kenegarian yakni 
Sei. Rimbang, Suliki dan Kurai jumlah anggotanya baru tercalal 
sebanyak 456 orang sedangkan jumlah penduduk ketiga Negari ini 
adalah 6499 orang sedangkan di Negari Mahal jumlah anggola KUD 
hanya 116 orang dari jumlah penduduk sebanyak 6929 orang. Dengan 
demikian berarli kepemimpinan dibidang ekonomi khusus KUD ini 
belum banyak menjangkau anggola masyarakal pedesaan. 

Kepemimpinan Lumbung Pitih Negari di Negari Suliki pengaruh 
dan fungsinya lebih menonjol d ibandingkan dengan Negari Mahal. lni 
dilandai dengan telah berjalannya dengan lancar kegialan Lumbung 
Pilih Negari Suliki sedangkan di Mahal belum begilu lancar. Namun 
demikian pengaruh kepemimpinan organisasi ini belum begilu berarti 
dalam meningkalkan aklivilas perekonomian rakyat. Dengan kala lain 
dapat dinyatakan kepemimpinan Lumbung Pilih Negari ini belum me­
nempali posisi kunci alau leadinJ? sector dalam mendorong kemajuan 
perekonomian masyarakal Negari Suliki. 

Jika dilelusuri secara mendalam pengaruh kepemimpinan dibidang 
ekonomi yang belum berperan sesuai dengan yang diinginkan agaknya 
disebabkan karena faklor timbal balik anlara pemimpin ilu sendiri 
dengan masyarakal yang dipimpin. Disatu pihak pemimpin bidang 
ekonomi ini masih terbatas kemampuan, pengelahuan, dan teknik atau 
metoda yang digunakan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya; 
sedangkan dipihak lain warga masyarakat yang menjadi jangkauan 

'kei>emimpinan bidang ekonomi ini belum menunjukan sikap y~ng 
mendukung terlaksananya ekonomi kekeluatgaan untuk pembangunan 
dikedua Negari ini. 
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Unluk memernhkan masaalah ini perlu kiranya dilakukan usaha­
usaha yang inlensif unruk membina dan meningkalkan kepemimpinan 
dan ketrampilan serla pengetahuan para pemimpin di bidang ekonomi 
ini pada masa yang akan datang. 

Dengan pembinaan dan peningkatan kepemimpinan bidang 
ekonomi ini diharapkan fungsi kepemimpinan yang bersangkulan dalam 
masyarakat pedesaan akan dapat lebih berperan dan terealisir dengan 
baik. Fungsi dimaksud antara lain adalah: 

I) Menampung aspirasi masyarakat pedesaan yang berkaitan 
dengan usaha-usaha dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 
guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pem­
bangunan Desa. 

2) Merencanakan dan mengikut sertakan masyarakal dalam 
menyusun program-program dibidang ekonomi di daerah 
pedesaan. 

~) Mendorong aklifitas masyarakat dalam kegiatan-kegialan pr~ 
duktif dalam bidang ekl,,10mi . 

4) Menumbuhkan. meningkatkan dan mengembangkan peranan 
dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu 
mengurus diri sendiri dan berpartisipasi aklif dalam pem­
bangunan Desa. 

5) Mengawasi aklifiras dan kegialan masyarakat untuk selalu 
mengarah kepada usaha-usaha yang produklif dan menghindari 
kegiatan-kegiatan yang kurang menguntungkan arau kurang 
produktif. 

Disektor perhubungan sebagai bagian dari bidang perekonomian 
peranan dan fungsi kepemimpinan SBAJ R secara ideal sebenarnya me­
rupakan salah saru yang sangat menentukan roda perekonomian 
masyarakat. Kenyataan saar ini karena organisasi SBAJR ini. baru 
bertumbuh dinegari Suliki 'dan rerutama di Mahal, maka peranan atau 
pengaruh dan fungsi kepemimpinannnya belum berjalan sebagaimana 
diharapkan. Namun sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup ·kegiatan 
organisasi ini pada gilirannya akan dapat berperan ~an berfungsi 
mendorbng kelancaran perekonomian masyarakat Negari, terutama 
dibidang distribusi hasil produksi dan .pengaturan lalu lintas penduduk, 
barang dan jasa lainnya. 
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Walaupun hdum hanyak sdtor kcpcmimpinan bidang ckonomi ini 
Jih:np1kan dikcdua dacrah pcnclitian ini scpcrti scktor industri, pcrda­
ganµan, pariwisata dan jasa lainnya, scsuai dc1~an ckologi dan kondisi 
dacrah, kcpcmimpinan yanµ sckarang ada ·· jika bcnar-bcnar tclah 
bcrhwgsi Jan mcmpunyai pcnµaruh yang mcncntukan dalam mcning­
katkan ckonomi pcdcsaan maka kcpcmimpinan bidang ckonomi ini 
sangat ·dapat diandalkan untuk mcmbantu LKMD mcnrnpai sasarannya 
di bidang pembangunan ekonomi masyarakat melalui saran, usul dan 
partisipasi aktif guna mcnsukscskan tugas Kctua Scksi Pcrckonomian 
pada LKMD yaitu membantu usaha-usaha perkoperasian, perbaikan 
usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi 
lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja 
serta kewiraswastaan. 
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BAB VI 

POLA KEP•:MIMPINAN DALAM MASYARAKAT PF.OESAAN 

DI BIDANG AGAMA 

Scsuai dcngan kcnyalaan yang dilcmui dikedua daerah penelitian 
bidang agama yang dimaksudkan disini adalah bidang agama Islam. 
Dikalakan demikian karena hampir seluruh penduduk Ncgari Suliki dan 
Negari Mahal mcnganul agama Islam. Berlolak alas kenyalaan ini maka 
pola kcpemimpinan dalam masyarakal pedesaan dibidang agama yang 

·diuraikan dalam laporan ini adalah pola kepemimpinan pi bidang 
agama Islam. 

Selain dari pada itu perlu dikemukakan bahwa keJ?Cmimpinan di bi­
dang agama ini tidak banyak dilenlukan oleh organisasi-organisasi ke­
masyarakatan dibidang keagamaan lelapi lebih menonjol pada kepengu­
rusan rumah-rumah ibadah seperti Mesjid dan Mushalla. Walaupun 
scorang lokoh atau pemimpin agama adalah pengurus dari sualu mesjid 
alau musalla lidaklah berarli bahwa pengaruh dari lokoh agama tersebut 
hanya tcrbatas pada daerah jangkauan Mesjid atau Mushalla itu saja, 
lelapi jug.a menjangkau unluk keseluruhan Negari/ Desa; malah 
pengaruhnya sebagian pemimpin agama lersebul menjangkau daerah 
Kecamalan atau daerah Kabupaten. 

Berbicara tentang organisasi kemasyarakatan di bidang agama 
sang.at lerbatas sekali dijumpai dikedua negari ini. Organisasi keaga­
maan yang ada hanyalah Muhammadiyah dan Aisyiah (Anggota 
Muhammadiyah dari kalangan wanita) . Sepanjang diketahui jumlah 
anggota Muhammadiyah dan Aisyiah ini tidak begitu banyak dikedua 
daerah penelitian ini sedangkan jumlah penganut agama Islam adalah 
mayoritas dan ketaatan beragama warga masyarakat sangat tinggi dan 
menonjol. Selain dari pada itu pengaruh pemimpin-pemimpin agama 
sangat kuat, yang pada umun_ya adalah para pengembang agama melalui 
rumah-rumah ibadah xan1 <:ukup banyak jumlahnya yaitu pada masing­
masing Negari terdapat lO bqah Mesjid/Mushalla. 

l}ntuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang keorgani­
sasian, sistem kepemimpinan, pengaruh serta fungsi kepemimpinan 
bidang agama ini dalam masyarakat pedesaan secara berturut-turut akan 
diuraikan lebih terperinci pada bagian ~ang bCrikut ini. 
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A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN 

Di sarnping narna organisasi itu sendiri dalarn bagian ini juga akan 
dijelaskan tentang susunan kepengurusan, dan hal-hal yang berkaitan 
dengan keanggotaan, ternpat dan jenis kegiatan, serta tingkat atau 
tujuan yang akan dicapai rnasing-rnasing kepengurusan atau organisasi 
di bidang keagarnaan ini. 

I. Nama Or~anisasi 

a. Pengurus Me!>jidl Mushalla 

Penarnaan dari Pengurus Mesjid ini biasanya dilengkapi dengan 
nama tokasi dari Mesjid atau Mushalla ilu rnasing-masing; sebagai 
contoh urnparnanya: 

(I) Pengurus Mesjid Suliki Pasar di Suliki 
(2) Pengurus Mesjid Ranah di Mahal 
(3) Pengurus Mesjid Aur Duri di Mahal 

I) Susunan Kepengurusan 

Susunan Kepengurusan Mesjid/Mushalla ini, baik di Negari Suliki 
rnaupun di Negari Mahal pada masing-rnasing Mesjid/Mushalla pola 
atau slruktur kepengurusannya harnpir sarna saja salu sama lain. Pada 
urnurnnya susunan kepengurusan lersebul adalah sebagai berikut: 

a) Penasehat 
b) Kelua I 
c) Kelua II 
d) Sekrelaris 
e) Bendahara 
f) Keuangan 

Pen gurus sidang : 

(I) Imam 
(2) Khatib 
(3) Bilal 
(4) Ga rim 

2) Keanggolaan 

Sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di Propinsi Sumalera 
Baral keanggolaan dan Kepengurusan Mesjid/Mushalla ini pada 
umumnya adalah seluruh warga masyarakal yang berada dalam daerah 
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jangkauan atau yang memanfaatkan Mesjid/ Mushalla tersebut sebagai 
pusat kcgiatan bidang agama dan mcmpergunakannya sebagai rumah 
ibadah . Dengan dcmikian bcrarti anggota kepengurusan Mesjid/ 
Mushalla ini adalah seluruh umat muslimin yang ada disekitar rumah 
ibadah tcrsebut. 

b. Muhammadi_vah 

Sudah umum dikctahui bahwa Muhammadiyah merupakan suatu 
persyarikatan dalam rangka gerakan Islam yang didirikan pada tanggal 
18 Nopember 1912 . Sebagai suatu organisasi Muhammadiyah ini 
mempunyai susunan atau struktur mulai dari tingkat Ranting, daerah 
yaitu kesatuan cabang-cabang ditingkat Kabupaten/Kodya. Setingkat 
diatas Daerah, organisasi Muhammadiyah ini dinamakan Wilayah yang 
merupakan kesatuan Daerah-daerah dalam suatu Propinsi. lnstansi yang 
tertinggi dari organisasi Muhammadiyah ini ialah Pimpinan Pusat yang 
meliputi seluruh Wilayah Republik Indonesia. 

Sehubungan dengan penelitian ini nama organisasi Muhammadiyah 
yang ditemui dilapangan adalah Ranting Muhammadiyah Suliki di 
Negari Suliki dan Rantin,g Muhammadiyah Mahal di Negari Mahal. 
Dengan demikian dikedua daerah ini terdapat instansi yang terendah 
dari struktur organisasi yang terendah dari Muhammadiyah 

/ 

I) Susunan Pengurus 

Sesuai dengan bunyi fasal 12 Anggaran Dasar Muhammadiyah 
tentang pimpinan Ranting antara lain dinyatakan bahwa personelnya 
sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang ditetapkan oleh pimpinan 
Daerah alas nama Propinsi Wilayah untuk suatu masa jabatan dari 
calon-calon yang dipilih dari Musyawarah Ranting. 

Susunan kepengurusan yang terdiri dari 5 ( lima) orang tersebut yang 
ditemui dilapangan adalah sebagai berikut : 

a) Ketua 
b) Wakil Ketua 
C) Sekretaris 
d) Wakil sekretaris 
e) Keuangan 

2) Keanggotaan 

Anggota perserikatan Muhammadiyah ini adalah Warga Negara 
Indonesia yang beragama Islam, menyetujui dan bersedia mendukung 

191 

l 



maksud dan tujuan Pnsyarikatan . Anggota mcmpunyai hak suara 
mcmilih dan dipilih. 

Di samping itu dalam syarat-syarat keanggotaan dinyatakan sudah 
hcrumur 18 tahun atau sudah kawin baik laki-laki maupun pcrcmpuan. 
Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan 
Pusat melalui pimpinan Ranting untuk diteruskan kepada pimpinan 
Cabang dan selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Pusat dengan 
suatu catatan pertimbangan. 

Anggota Muhammadiyah bcrhak mcnyatakan pcndapat, suara, 
memilih dan dipilih scdangkan kcwajibannya adalah: 

a) Setia kepada Persyarikatan 
b) Tunduk dan taat kepada putusan-putusan dan peraturan-pcra­

turan Pcrsyarikatan. 
c) Sanggup menjaga nama baik Persyarikatan scrta mcnjadi tau­

ladan yang utama sebagai orang Islam. 
d) Turut melaksanakan dan mendukung amal usaha Pcrsyarikatan. 
d) Membayar uang Pangkal dan Uang lyuran yang banyaknya 

ditetapkan oleh Pimp.inan Pusat. 

Selain dari pada itu perlu dijelaskan bahwa anggota Muhammadi-
yah berhenti karena: 

a) Meninggal dunia 
b) Permintaan sendiri 
c) Keputusan Pimpinan Pusat 

c. Aisyioh 

Seperti sudah disinggung di muka organisasi Aisyiah ini adalah 
sebagai organisasi otonom dari Muhammadiyah yang keanggotaannya 
terdiri dari anggota Muhammadiyah yang wanita. Sama halnya dengan 
Muhammadiyah, organisasi Aisyiah ini mempunyai tingkatan organisasi 
mulai dari tingkat Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dan yang tertinggi 
adalah Pimpinan Pusat. 

Penamaan organisasi Aisyiah di Negari Suliki adalah : "RontinR 
Aisyioh Suliki". Perlu dijelaskan bahwa Tim peneliti aspek Sistem Ke­
pemimpinan ini hanya menemui organisasi Aisyiah di Negari Suliki 
sedangkan di Negari Mahat tidak ditemui pada waktu penelitian berlang­
sung. 
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I) Susunan Pengurus 

S(.suai dengan bunyi fasal 12 Anggaran Dasar 'Aisyiah jumlah 
pimpinan Ranting sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang yang 
dipilih dalam Musyawarah Ranting untuk satu masa jabatan dari calon­
calon yang . diajukan oleh anggota dan telah disetujui oleh pimpinan 
Muhammadiyah Rantingnya, kemudian dimintakan pengesahannya 
kepada Pimpinan Cabang. 

Ketua pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dari 
antara dan alas usul Pimpinan Ranting yang terpilih. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut susunan Pimpinan Ranting 
Aisyiah Negari Suliki diperoleh informasi sebagai berikut: 

a) Ket u a 
b) Wakil Ketua 
c) Setia Usaha I 
d) Setia Usaha II 
e) Bendahara 

2) Keanggotaan 

Anggota 'Aisyiah adalah anggota Muhammadiyah Wanita. Ang­
gota Muhammadiyah wanita ini berkewajiban melapor kepada 
Pimpinafl 'Aisyiah Cabang lewat Pimpinan Ranting. Kewajiban anggota 
Aisyiah adalah : 

a) Setia kepada organisasi 
b) Tunduk dan taat kepada keputusan-keputusan dan peraturan­

peraturan organisasi 

c) Sanggup menjaga nama baik organisasi serta menjadi teladan 
yang utama sebagai orang Islam. 

d) Turut melaksanakan dan mendukung amal usaha organisasi. 
e) Membayar uang pangkal, yang banyaknya ditetapkan oleh 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan uang iyuran bulanan yang 
banyaknya ditetapkan oleh Pimpinan Aisyiah Cabang dengan 
sepengetahuan Pimpinan Muhammadiyah Cabang. 

Anggota Aisyiah berhak menyatakan pendapat, memberi suara, 
memilih dan dipilih. Anggota berhenti karena meninggal dunia, keluar 
dari Persyarikltan dan diputuskan oleh Persyarika\an Pimpinan Aisyiah 
Wilayah atas usul .atau permintaan Pimpinan berhak untuk memper­
hentikan sementara dan atau untuk inemecat anggota dalam Wilayahnya 
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yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan nama baik organisasi • 
alau perjuangannya. 

2. Tempat dan Kegiatan 

a. Pen1:urus Mesjidl Mus hallo 

Tempat kedudukan dari kepengurusan Mesjid/Mushalla ini adalah 
Sama dengan lok.asi atau letak dari setiap Mesjid atau Mushalla . 
dimaksud. Artinya tempat kedudukan dari Pengurus Mesjid Suliki Pasar 
adalah di Jorong Suliki Pasar dan begitu juga tempat kedudukan 
Pengurus Mesjid Ranah terletak di Jorong Ranah. 

I) Pusat Kegiatan 

Baik di Negari Suliki maupun di Negari Mahal pusat kegiatan dafr 
Pengurus Mesjid/Mushalla ini adalah pada setiap mesjid atau Mushalla 
tersebut. Daerah jangkauannya meliputi daerah yang ditempati oleh 
para penduduk yang mempergunakan Mesjid/ Mushalla yang bersang­
kutan sebagai tempat ibadah. Daerah jangkauan ini tidak dapat diukur . 
secara standar menurut radius-radius tertentu tetapi tergantung kepada 
penyebaran perkampungan penduduk pada lokasi Mesjid/Mushalla 
tersebut. Pola pemukiman atau perkampungan penduduk seperti sudah 
dinraikan dimuka adakalanya memanjang jalan atau sungai, menge­
lompok berbentuk lingkaran dan ada kalanya berpota rad'ial serfa 
terpencar-pencar. Namun demikian daerah pembinaan suatu Mesjid/ 
Mushalla sepanjang pengamatan Tim peneliti dilapangan dikedua desa . 
ini paling jauh jaraknya sekitar 3 km. 

2) Jenis Kegiatan 

Pada umumnya sama saja jenis kegiatan yang dilakukan oleh . 
pengurus Mesjid/Mushalla dikedua Desa yang diteliti ini. Kegiatan 
tersebut adalah meliputi usaha"usaha pembangunan, mengorganisir atau 
menyelenggarakan dakwah atau pengajian dan berusaha dalam mem­
bantu anak yatim dan anak terlantar. 

Ke.giatan di bidang pembangunan meliputi usaha-usaha membangun 
dan merehabilitir mesjid itu sendiri berikut dengan fasilitas yang 
diperlukan seperti tempat berwuduk, peralatan dan perlengkapan 
mesjid, baik mimbar, tikar sembahyang, alat penerangan maupun alat­
alat kecil lainnya dalam rangk.a kebersihan lingkungan. 

Biasanya kegiatan di bidang pembang,unan ini dilaksanakan secara 
bertahap sesuai dengan kemampuan, dana, dan fasilitas yang dimiliki 
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olch Mcsjid yang bersangkutan yang biasanya bersumber dan 
sumbangan, scdckah, imfak, zakat, hibah dari warga masyarakat dan 
adakalanya juga berupa bantuan dari pemerintah. 

Scbagai contoh di bawah ini di lihat pembangunan Mesjid Suliki 
Pasar yang difakukan secara bertahap. 

Sumher : Foto Dok.umentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan 
di dalam Masyarak.at Pedesaan Sumatera Baral 1983. 

Gambar VJ. I. Mesjid Sulik.i Pasar dalam proses rehabilisasi secara 
bertahap. 
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Pa tut pula dijelaskan bahwa pendirian Mesjid/ Mushalla pada 

umumnya di kedua daerah ini atau daerah-daerah lainnya dipedesaan 
Sumatera Baral, biasanya dipilih pada lokasi-lokasi pemukiman 
penduduk yang mudah terdapat sumber air bersih, walaupun untuk 
mencapainya dilakukan dengan jalan setapak. Sebagai illustrasi dalam 
).!ambar di bawah ini dapat dilihat letak dua buah Mesjid yang terdapat 
di Negari Mahal. · 

Sumber Fot9 Dokumentasi Tim Penelition Sistem Kepemimpinan 
di dalmn Masyarakat Pedesaan Suma/era Baral /98J ,-

Gambar VI. 2. Mesjid Raja Aur Duri di Negari Mahal. 
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Sumher : Foto Dokumentasi Tim Pene/itian Sistem Kepemimpinan 
di dalam Ma.\yarakat Pede.man Suma/era Baral 1983. 

Gamhar VJ. 3. Me.\jid Ranah di pim~Rir pasar Ranah Negari Mahal 

Jika diperhatikan profil bangunan Mesjid di Negari Suliki atau 
Negari Mahal seperti terlihat pada gambar dlatas ukurannya tidaklah 
begitu besar dan luas. Hal ini disebabkan penyesuaian dengan kapasitas 
tampung mesjid bersangkutan dibanding dengan jum~ah penduduk 
yang ada disekitarnya. Sebagai dilaporkan sebelumnya kedua negari 
yang diteliti ini termasuk daerah yang relatif jarang penduduknya di 
Propinsi Sumatera Baral. 

Di bidang dakwah dan pengajian kegiatan yang dilakukan Qleh 
pengurus Mesjid adalah mengatur dan mendatangkan Khatib yang akan 
melakukan Khotbah pada setiap Shalat Jum'at dan merigadakan wirid­
wirid pengajian yang dilakukan secara -ruti"ne dan berkala disetiap 
Mesjid. Sering juga diadakan tabliq akbar pada waktu-waktu tertentu 
seperti memperingati hari besar Islam dengan mendatangkan mubaliq 
khusus dari luar desa yang biasanya terdiri dari Ulama-ulama terkenal 
dan berpengaruh. 
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Selaiil dari pada itu kegiatan dibidang dakwah ini juga meliputi 
pengaturan/ penyelenggaraan Pengajian Alquran yang diikuti oleh anak­
anak dibawah umur dalam rangka mempelajari Seni membaca Alquran 
dafl.mendalami ilmu Agama. 

Kegiatan dalani bidang membina dan membantu anak Yatim serta 
anak terlantar adalah dalam bentuk pengumpulan dana dan material 
lainnya yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 
anak-anak bersangkutan. Disamping itu juga memberikan pendidikan 
dan pengajaran terutama di bidang kea~aan. 

b. Mulwmmudiyuh 

I) Pus al I\ egialan 

Tempal kcdudukan Pimpinan Ranling Muhammadiyah di Ncgari 
Suliki dan di Negari Mahal adalah di ibuk~lla kcncgarian yailu Suliki 
Pasar untuk negari Suliki dan Jorong Ranah untuk Ncgari Mahal. 

Scsuai dengan lempat kedudukan tcrscbul maka pusal kegfalan 
Ranting Muhammadiyah ini adalah dalam dacrah Ncgari yang bersang-

. kulan. Loka~ i pusal kegiatan ini biasanya tcrlclak pada suatu tempat 
yang lelah rriempunyai amal usaha nyala guna mcwujudkan maksud dan 
tujuan Muhcimmadiyah. Dikedua Negari ini sebagian besar lerdapal di 
rcmpal lertentu dan Surau yang tcrdapal discbagian Jorong. 

2) Jenis Kegiatan 

Jenis kegiatan atau amal usaha nyata yang dilakukan Persyarikatan 
Muhammadiyah ini adalah: 

a) Pengajian atau Kursus anggota berkala sekurang-kurangnya 
sekali seminggu. 

b) Pengajian/Kursus umum berkala sekurang-kurangnya sekali 
sebulan. 

c) Membanguil Mushalla/Surau/ Langgar sebagai pusat kegiatan. 
d). Membentuk jemaah-jemaah .. 

c·. .'Aisyiah 

I) Pusat Kegiatan 

Sama halnya dengan pusat kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah 
organisasi Aisyiah inf -kegfarannya. berpusat di Mushalla, Surau atau 
Langgar · sepanjang yang menyangkut kegiatan · dibidang keagamaan. 
Tempat kedudukan Pimpinan Ranting adalah di ibu icota kenegarian 
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Suliki yakni di Jorong · Suliki Pasar. Daerah jangkauan meliputi 
Kenegarian Suliki yang amal usaha nyatanya tersebar pada sebagian 
Jorong. 

2) Jcnis Kcgiatan 

Sebagai organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah, 
• Aisyiah mcmpunyai jcnis kegiatan yang hampir sama dengan Muham­
madiyah, hanya saja dilaksanakan oleh kaum wanita. 

Kcgiiatan utama yang dilakukan adalah: 

a) Menyelcnggarakan pengajian atau kursus anggota periodik 
sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. 

b) Menyclcnggarakan pengajian atau Kursus umum secara 
pcriodik sekurang-kurangnya sebulan sekali. 

c) Membangun Mushalla, Surau, atau langgar. 
d) Membent uk jemaah- jemaah. 

Patut dikemukakan disini selain pengaruh dibidang keagamaan, 
Muhammadiyah dan Aisyiah ini juga melakukan usaha-usaha dibidang 
pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu penge­
tahuan 'menurut tuntutan Islam. Justru karena itu uraian tentang 
kegiatan dibidang pendidikan ini akan dijelaskan dalam Bab VII yang 
berikut yaitu mengenai Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat 
Pedesaan di Bidang Pendidikan. 

3. Tin1ekal Yanll akan Dicapai 

a. PenRuru~· Mesjidl Mushalla 

Tingkat atau tujuan yang ingin dicapai oleh Pengurus Mesjid 
dikedua Negari yang menjadi Objek penelitian ini adalah terdapatnya 
prasarana atau rumah-rumah ibadah yang layak clan merQadai diling­
kungan masyarakat Kepengurusan Mesjid yang bersangkutan. Dengan 
demikian masyarakat dapat melakukan amal ibadah dengan baik clan 
sempurna dalam arti mempunyai ruangan, fasilitas, dan lingkuilgan 
yang memadai. 

Di samping itu agar tercapainya penyelenggaraan dakwah dan 
pengajaran secara baik dan teratur dalam rangka meningkatkan iman 
dan ketaqwaan anggota masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
sesuai dengan ajaran agama Islam. Seiring dengan itu juga anak-anak 
Yatim piatu dan anak terlantar dapat dibina dan dibantu dalam rangka 
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mencapai harkat hidup dan kehidupan yang layak selaku umat 
beragama. · 

b. Muhammadiyah don Ai.\yiah 

Di alas sudah dikemukakan bahwa Aisyiah adalah merupakan 
hagian organisasi otonom dari Muhammadiyah khusus untuk kaum 
wanilanya. Mengingal keadaan yang demikian maka lingkat yang akan 
dicapai oleh kedua organisasi ini adalah sama saja yaitu; Menegakkan 
dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya. 

Untuk mencapai tingkatan yang demikian Muhammadiyah dan 
Aisyiah berusaha dengan berbagai kegiatan yaitu: 

a) Memperteguh iman, mengembirakan dan memperkuat ibadah 
seria mempertinggi akhlaq. 

b) Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam 
untuk mendapatkan kemurniannya. 

c) Memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran dan 
kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tun­
tunan Islam. 

d) Meinpergiat dan mengembirnkan da'wah Islam serta 'amar 
ma'ruf nahi munkar. 

e) Mendirikan, mengembirakan dan memelihara tempat-tempat 
ibadah dan wakaf. 

f) Membimbing kaum wanita kearah kesadaran bet'agama dan 
berorganisasi. 

g) Membimbing pemuda-pemuda supaya menjadi orang Islam 
yang berarti. 

h) Membimbing kearah perbaikan kehidupan dan penghidupan 
yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 

i) Menggerakkan dan menghidup suburkan amal tolong menolong 
dalam kebijakan dan taqwa. 

j) Menanam kesadaran ·· agar tuntunan dan peraturan Islam 
berlaku dalam masyarakat. 

.k) Usaha-usaha lain. yang sesuai dengan maksud dan tujuan Per­
syarikatan. 
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B. SISTEM KEPEMIMPINAN 

I. Syarat-syarat dan hktor Pendukunic 

a. PenRurus Mesjid!Mushalla 

Secara formal baik di Negari Suliki i:naupun di Negari Mahat tidak 
ada digariskan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat 
dipilih atau diangkat sebagai pengurus mesjid. Kecenderungan seseorang 
dipercayai atau dipilih oleh masyarakat sebagai pengurus Mesjid/ 
Mushalla kelihatannya jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut : 

I) Memahami ajaran agama Islam melebihi dari anggota 
masyarakat lainnya. 

2) Taat melakukan ibadah dan menunaikan ajaran-ajaran Islam 
dcngan sungguh-sungguh. 

3) Trampil mcngorganisir anggota masyarakat dan mampu melak­
sanakan kegiatan-kegiatan administratif. 

4) Mcmpunyai kejujuran dan dipercaya oleh masyarakat . 
5) Mempunyai · waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke­

pengurusan Mesjid/ Mushalla. 

Yang mcndukung kepemimpinan pengurus Mesjid/Mushalla ini 
adalah kemampuan dan ketrampilan seseorang untuk berbicara atau 
mcnyampaikan scsuatu dihadapan orang banyak. Disamping itu adalah 
tingkah laku dan kcpribadian seseorang yang mcnarik dan sesuai kata 
dengan perbuatan. Faktor umur dan kepemimpinan seseorang juga 
mcrupakan faktor pendukung, dari kcpemimpinan pengurus mesjid/ 
mushalla 'ini maksudnya adalah yang bersangkutan mcmpunyai wibawa, 
disegani dan merupakan tokoh dalam masyarakat baik selaku ninik 
mamak, alim ulama maupun sebagai cendikiawan. ._ 

Tclah pernahnya seseorang menunaikan ibadah haji kc Mckah 
adalah juga mcrupakan suatu faktor pendukung seseorang lcbih disukai 
dan dipilih sebagai pengurus mesjid/ mushalla olch masyarakat. Hal ini 
disebabkan atas pendapat masyarakat yang mc"yatakan ba.hwa 
seseorang yang tclah mcnunaikan ibadah haji lcbih komplit pema. 
hamannya tcntang agama dibandingkan dcngan mcrcka yang belum 
mcnunaikan ibadah haji . 

Keccndrungan untuk mcmilih seseorang mcnjadi'.pengurus mcsjid/ 
mushlla kadang-kadang juga disebabkan karcna kcdermawanan dan 
kayanya $CSC.Orang dalam Ncgari beriangkUtan, dcngan catatan para 
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dermawan tersebut juga memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana 
tersebut diatas. 

b. Muhammadiyuh 

Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai pimpinan Muhammadiyah 
antara lain adalah sebagai berikut : 

I) Telah menjadi anggota Persyarikatan sekurang-kurangnya satu 
tahun dan telah menjalankan ibadah/ mengamalkan ajaran­
ajaran islam. 

2) Setia kepada azas, tuj~an dan perjuangan Persyarikatan . 
J) Taal kepada garis kebijaksanaan pimpinan pusat. 
4) Mampu dan cakap menjalankan tugasnya. 
5) Dapat merijadi tauladan yang utama dalam Persyarikatan . 
6) Berpengalaman dalam Persyarikatan atau Organisasi . 
7) Tidak merangkap pimpinan organisasi politik dan organisasi 

yang amal usahanya sama dengan Persyarikatan/ organisasi. 

Faktor pendukung kepemimpinan Muhammadjyah ini antara lain 
adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk berpidato dan 
menyampaikan pendapat dihadapan orang ramai. Disamping itu adalah 
ketaalan dafarn menjalankan ajaran agama. kewibawaan dan kelokohan 
daJam masyarakat serta disenangi dalam pergaulan sehari-hari. 

Kelancaran, keuletan dan ketabahan adalah pula faktor yang ikut 
mendukung_ kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah ini. 
Di'katakan demikian karena tenaga-tenaga yang ulet dan labah daJam 
menghadapt permasalahan yang ditemui kelihatannya lebih berhao;il 
dalam menjalankan roda organisasi. 

c. 'Aisyiah 

Sebagai anggota Muhamriladiyah dari kalangan kaum wanita kepe­
mimpinan Persyarikatan. 'Aisyiah sama saja syarat-syaratnya dengan 
syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota pimpinan Muham-
madiyah. · 

Berkenaan dengan faktor pendukung kepemimpinan Aisyiah juga 
tidak jauh berbeda dengan faktor pendukung kepernimpinan Muham­
madiyalL Perbedaannya hanya terletak pada gaya kepemimpinan yaitu 
gaya kepemimpinan wanita terutama yang berhubungan dengan aspek-

. &spek kejiwaan. Kepemimpinan ka.um wanita ini lebih banyak dilandasi 
~ita rasa kewanitaan waJaupun tanpa meninggalkan rationalitas. 



:!. flak du Kewajiban 

a, f'l>n~urus Mesjidl Mushollo 

Sesuai dengan kesepakatan para jemaah yang mengangiat anggota 
pengurus Mesjid ini hak pengurus tersebut antara lain adalah meneta~ 
kan kebijakan operasioal yang akan dilakukan baik dalam ran:gka 
pembangunan mesjid maupun dalam hal penyelenggaraan dakwah dan 
pembinaan anak yatim dan anak terlantar dilingkungan Wilayah mesjid/ 
mushalla yang bersangkutan. 

Hak lainnya adalah menetapkan guru pen!lajian. guru dakwah, dan 
atau khalib pada acara-acara routine maupun insidentil seperti mentta­
dakan tabliqh akbar pada upacara-upacara hari besar Islam tertentu. 
Tentu saja hak tersebut dilakukan dengan mtmpertimbangkan aspirasi 
dan ~ondisi masyarakat setempat. 

Hak mempergunakan dana dan fasilitas yang dimil-iki dalam ruafi.l! 
ltngkup kegiatan kepengurusan mesjidl mushaHa. juga dimililti oteh 
pengurus alau pimpinan mesjid ini sesuai dengan tafa tertib kepeBtW­
rusan tentu saja tindakan-lindakan yang merupakan hak ~ ini 
baik inplika'iinya dalam bentuk dana, fasilitas 'maupun aktifitas 
kea.gamaan wajib dipertanggung jawabkan kepada sidang jemaah a.tau 
masyarakat pendukung rumah ibadah bersangkutan, 

Sdain dari memberikan pertanggungan jawab tentang aktivitas 
y1ang dilakukan tersebut, pengurus mesjid berkewajiban pula berusaha 
set:ara intensif untuk memelihara dan kalau dibutuhkan mclanjulkan 
atau memperluas pembangtman mesjid/mushaJla bersangiutan. Bc!gitu 
juga melengkapi perlengkapan dan fasilitas mesjid secara mcmadai 
sesuai dengan faktor pendukung yang dimiliki. 

Disamping itu kewajiban utama pengurus lainnya adalah menjarnin 
kelancaran penyelengaraan kegiatan keagamaan, baik pctiyeleng-

n sbalat maupun penyelenggaraan pengajian dan dakwa lslain 
sccara baik dan tertib. Begitu juga pengurus berkewajiban mdakukan 
usaha-usaha untuk membantu dan membina anak yatim atau aitak 
terlamar yang ada dalam daerah jangkauan rumah ibildah bersangkutan. 
Kewattban terakhir tentu saja memberikan pertan!?-gungan jawab atas 

· sCinua aktiflfas yang dilakukan pengurus secara priodik kepada jemaah 
mesjid setempat atau masyarakat pendu.kung rumah ibadah ini. 



b. Muhammadiyah 

Pimpinan Ranting Muhammadiyah baik di Suliki maupun di Mahal 
berhak menentukan kebijaksanaan persyarikatan berdasarkan kebijak­
sanaan pimpinan diatas dan keputusan musyawarah ranting. Disamping 
itu Pimpinan Ranting berhak mentanfidzkan keputusan Musyawarah 
Ranting, memimpin dan mengawasi pelaksanaannya. Seiring dengan itu 
Pimpinan Muhammadiyah di kedua Negari ini berkewajiban menjalan­
kan roda organisasi dengan perincian sebagai berikut : 

I) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan instruksi-instruksi Pim­
pinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan 
Cabang dan Majelis-majelisnya. 

2) Membimbing anggota-anggota dan jemaah-jemaah dalam 
amalan kemasyarakatan dan hidup beragama; meniogkatkan 
kesadaran berorganisasi dan beragama serta menyalurk'a11 
aktifitasnya dalam amal usaha Persyarikatan sesuai dengan 
bakat dan kemampuannya. 

3) Membina, membimbing, meintegrasikan dan mengkoordinir 
organisasi otonom tingkat Ranting. 

c. 'Aisyiah 

Sama halnya dengan syarat-syarat dan faktor pendukung kepemim­
pinan Muhammadiyah· maka dalam hak-hak dan kewajiban organisasl 
wanita _Muhammadiyah ini tidak berbeda dengan organisasi induknya 
yaitu Muhammadiyah. 

Perbedaan hanya terletak pada sasaran garap yaitu untuk Aisyiah 
khusus anggota Muhammadiyah yang wanita, sedangkan untuk 
Muhammadiyah meliputi seluruh anggota tanpa memandang jenis 
kelamin para anggotanya. 

3. Simbul/ atribut Kepemimpinan 

Sepanjang observasi dan informasi yang dikumpulkan di kedua 
daerah penelitian ini tidak terdapat simbol-simbol atau atribut · 
kepemimpinan yang dipakai atau dipergunakan oleh ketiga kelompok 
kepemimpinan di bidang agama yang ada didaerah ini maksudnya 
adalah pemimpin atau Pengurus Mesjid, Pimpinan Ranting Muham­
inadiyah -dan Aisyiah tidak·a<,ta mempunyaj atiiu memakaj tanda-tanda 
kebe5aran tertentu termasuk pemakaian nama atau gelar. 
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Atribut yang dipakai tidak didasarkan alas kepemimpinan Pengu­
rus atau organisasi tertentu, tetapi hanya memakai atribut-atribut seba 
).!ai scorang, muslimin at au muslimat dalam bentuk pakaian atau per­
lengkapan hidup. Tanpa membedakan kelompok seseorang kaum mus­
limin di daerah ini· biasanya memakai peci kebanyakan berwarna 
hitam dan nicmakai kain sarung jika melakukan ibadah di mesjid atau 
pertemuan-pcrtcmuan yang bersifat keagamaan. Bagi kaum muslimat 
atau kaum wanita memakai pakaian yang menutup "aural" artinya 
kebanyakan dalarn bentuk baju kurung, memakai kerundung dan kain 
sarung. · 

Jika pimpinan dibidang keagamaan ini adalah seorang haji atau 
hajjah maka pakaian yang biasa dipakai adalah pakaian haji/hajjah 
dimaksud seperti, yang sudah layak kita lihat dalam kehidupan sehari­
hari di scbagian besar wilayah Republik Indonesia. 

Jadi dengan demikian perbedaan dalam berpakaian atau mengguna 
kan atribut-atribut tertentu bukan didasarkan atas kepemimpinan 
di bidang keag~maan tetapi karena kebiasaan-kebiasaan seor!lng muslim 
berpakaian termasuk bagi mereka yang telah pernah menunaikan ibadah 
haji ke tanah suci . 

4. ('ara Pen1ean1ekatan dan Upacara 

a. PenRurus Mesjidl Mushalla 

Pengurus mesjid/mushalla ini biasanya dit>ilih oleh para jemaah 
mesjid/mushalla bersangkutan yang dilakukan secara.musyawarah dan 
mufakat. Tenaga-tenaga yang dipilih adalah dari pemuka-pemuka 
masyarakat yang memenuhi syarat-syarat seperti yang diungkapkan 
pada bagian terdahulu. 

Cara pemilihan dilakukan secara aklamasi dengan di<tahului usul 
atau saran dengan menyebutkan nama-nama calon yang akan diangkat. 
Usul dan saran, ini biasanya dikemukakan oleh seseorang atau jut:u 
bicara dan pimpinan sidang memintakan pendapat kepada para anggota 
jemaah apakah mendukung saran tersebut atau mengajukan calon lain. 
Biasanya usul tersebut diterima oleh anggota jemaah secara aklamasi 
karena sebelumnya telah dilakukan pendekatan-pendekatan antar 
anggota jemaah. Jadi penyampaian usul atau oleh salah seorang anggota 
jemaah yang hadir hanyalah merupakan formalitas belaka karena calon 
t~rsebut sebenarnya sudah didukung ol~h anggota jemaah sebe'tum 
sidang diadakan. 
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Patut dijelaskan disini bahwa dalam memilih Pengurus Mesjid/ 
Mushalla ini biasanya tidak banyak silang pendapat atau usul-usul dari 
anggota yang lain karena berbeda pendapat. Kalau ada usul atau saran 
biasanya hanya menambah personal baru karen_a ada tenaga lain yang 
dirasa patut diikut sertakan dalam kepengurusan tersebut. 

Dalam mengajukan usul narna-nama calon pengurus adakalanya 
tidak berdasarkan satu-satu jabatan seperti memilih ketua terlebih 
dahulu kemudian memilih Sekretaris dan seterusnya memilih Benda­
hara/Keuangan tetapi diajukan sekaligus personal dengan jabatannya 
masing-masing. 

Setelah Pengurus Mesjid/Mushalla dimaksud berhasil dipilih 
biasanya tidak ada dilakukan pelantikan-pelantikan atau upacara 
tertentu lainnya tetapi hanya mengulang kembali pengumuman personel 
dan jabatan pengurus tersebut dalam sidang jemaah yang sedan!! berlang 
sung dan untuk lebih tersebar luas dikalangan anggota masyarakat pem­
beritahuan yang sama · diulangi sebanyak satu atau dua kali jemaah 
berikutnya. 

W;ilaupun tidak ada upacara khusus tertentu namun pada akhir 
sidang pembentukan pengurus di~aksud kepada Kellia terpilih diberi 
kesempatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan menyerukan 
kerja Sama dan dukungan sepenuhnya .dari anggota jemaah pada 
khususnya atau masyarakat pada umumnya. 

b. Muhammadiyah 

Pimpinan Ranting Muhammadiyah terdiri dari sekurang-kurangnya 
5 ( lima) orang, ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas nama Pimpinan 
Wilayah untuk satu masa jabatan dari calbn-calon yang dipilih dalam 
Musyawarah Ranting. · 

Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oieh Pimpinan Daerah alas 
nama Pimpinan Wilayah dari antara tiga calon yang diusulkan oleh 
Musyawarah Ranting, dari dan alas usul calon-calon anggota Pimpinan 
Ranting terpilih, dengan memperhatikan pert_imbai:igan Pimpinan 
Cabang yang bersangkutan. Anggota pimpinan terdiri dari pada anggota 
persyarilcatan. Cara penrilihan adalah sebagai berikut : 
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I) Untuk pemilihan pimpinan dibentuk Panitia Pemilihan. Panitia 
pemilihan pimpinan ranting ditetapkan oleh Musyawarah 
Ranting atas usul pimpinan Persyarikatan yang bersangkutan. 

2) Panitia Pemilihan diangkat untuk sekali pemilihan. 



.1) Pemilihan dilakukan dengan cara langsung dan boleh juµ ···· · 
dengan membentuk formatur atas keputusan musyawarah ran-
ting. 

Berkenaan dengan upacara dalam pengangkatan Pengurus Ranting 
Muhammadiyah di Negari Suliki dan Mahat ini dilakukan sejalan 
dengan Pengurus Ranting lainnya yang diadakan khusus untuk itu 
dalam konperensi/Musyawarah Cabang Persyarikatan Muhammadiyah 
yang biasanya dilakukan satu kali dalam setahun. 

Upacara pengangkatan pengurus tersebut dilakukan dalam bentuk 
pelantikan yang dilakukan oleh pimpinan Daerah. 

C. Aisyioh 

Sama halnya dengan ketentuan organisasi lainnya, cara pengang­
katan dan upacara-upacara yang berkaitan dengan kepengurusan 
• Aisyiah ini tidak berbeda dengan yang berlaku pada Persyarikatan 
Muhammadiyah. Suda.h sering dinyatakan keadaan ini disebabkan 
organisasi Aisyiah tersebut adalah juga organisasi Muhammadiyah yang 
hanya anggotanya khusus terdiri dari kaum wanita. 

Perbedaan lain dari tata cara pengangkatan pengurus Aisyiah ini , 
adalah harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Muhammadiyah 
Rantingnya dan kemudian akan dimintakan pengesahan kepada 
Pimpinan Cabang Aisyiah yang bersangkutan. 

C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG 
AGAMA DALAM MASY ARAKAT 

Dibandingkan dengan Kepemimpinan Bidang Sosial, Ekonomi dan 
Bidang Pendidikan, pengaruh Kepemimpinan bidang agama jauh lebih 
menonjol dikalangan masyarakat. Dikatakan demikian karena 
pemimpin bidang agama ini merupakan sasaran tempat bertanya dan 
memintakan fatwa- falwa atau pedoman hidup dan kehidupan bagi 
anggota masyarakat tidak saja dalam hal- hat keduniawian tetapi juga 
tentang kehidupan diakhirat atau dialam baka sesuai dengan ajaran 
Islam. 

Sudah dimaklumi keadaan ini disebabkan pandangan hidup dari 
masyarakat di pedesaan Suliki dan Mahal yang sangat terikat dengan 
ajaran-ajaran Islam, dan filsafah adat Minangkabau sesuai dengan nilai­
nilai yang terkandung dalam Pancasila. 



Bertolak alas kenyataan yang demikian maka kepemimpinan di 
bidang agama ini sangat dihormati dan disegani oleh anggota masyara­
kat. Sebagai implikasinya sangat mudah pemimpin bidang agama ini 
diteri.ma anjuran-anjurannya dan ditaati larangan-larangannya oleh 
masyarakat banyak. Mudahnya masyarakat terpengaruh oleh kepemim­
pinan bidang agama ini juga disebabkan karena penampilan dan tingkah 
laku pimpinan bersangkutan disenangi oleh masyarakat dan hampir 
selalu konsisten perbuatannya dalam arti sesuainya kata dengan tindak 
tanduk yang dilakukan. 

Mengingat pengaruh yang demikian pemamfaatan pemimpin 
bidang agama untuk ikut serta mengembangkan idee-idee pembaharuan 
dan menggerakkan pembangunan di pedesaan pe~lu kiranya lebih 
tingkatkan dan diberi tanggung jawab. Mempedomani jenis kegiatan 
dan tingkat yang akan dicapai dalam kepemimpinan masyarakat 
dibidang agama ini seperti diuraikan pada bagian terdahulu maka fungsi 
kepemimpinan bidang agama ini dalam masyarakat antara lain adalah 
sebagai berikut: 
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I) Pembina dan pembimbing masyarakat kearah memahami dan 
melaksanakan ajaran-aj~ran agama secara sungguh-sungguh, 
termasuk peningkatan pemahaman dan sikap masyarakat dalam 
pentingnya kerukunan beragama. 

2) Pendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke­
duniawian dan achirat ~secara seimbang. Artinya adalah 
mendorong masyarakat untuk berbuat produktif dan ekonomis 
dalam memenuhi/tuntutan hidup dan kehidupan ·anggota 
masyarakat dalam rangka pemb~ngunan · bangsa · dan Negara, 
disamping melakukan amal ibadah sebagai bekal diachirat. 

3) Pelopor pembangunan yang bersifat kemasyarakatan seperti . 
pembangunan rumah-rumah ibadah, . panti-panti asuhan, 
lembaga-lembaga pendidikan, sarana dan prasarana kemasya­
rakatan lainnya dalam rangka peningkatan kecerdasan dan 
pengetahuan masyarakaJ. 

4) · Sebagai sumber ilmu . pengetahuan. dan sumber informasi 
-tentang ajaran-ajaran keagamaan yang berkaitan dengan 
kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. 

5) Sebagai tokoh identifiicasi dan keteladanan bagi masyarakat 
data~ berbuat,. berting)cah laku dan bertanggung jawab: 



Dikaitkan drngan fungsi dan peranan Lembaga Ketahanan Masya­
rakat Desa ( LKMO) dikedua Negari yang diteliti ini mua kiranya fungsi 
kepemimpinan Bidang Agarna dalam masyarakat relevan dengan fungsi 
dan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh LKMD itu sencliri. 

Seperli swiah disinggung dalam uraian terdahulu tugas Ketua seksi 
Agama pada LKMD adalah membantu usaha-usaha cli bidang pening-
katan pembinaan kerukunan dafam kehidupan antar umat berapma. 
DalaATI hubungan ini peranan pemimpin bidang agama sangat penting 
untuk kelancaran tugas Ketua Seksi Agama pada LKMD ini. 

Pemamfaatan pemimpin bidang agama mutlak diperlukan untuk 
mencapai sasaran program kerja LKMD di pedesaan dan program 
pemerintahan Desa/Negari itu sendiri. Tidak untuk mensukseskan 
program bidang keagamaan saja, dafam bidang kemasyarakatan lainnya 
termasuk ekonomi dan pendidikan pengaruh kepemimpinan bidang 
agama ini perlu pula dimanfaatkan seefektif dan seefesien mungkin. 

Walaupun kepemimpinan bidang pendidikan sudah disebut-sebut 
dalam bagian ini secara terperinci pola kepemimpinannya akan 
diuraikan secara mendetail dalam Bab VII berikut ini. 



BAB VII 

POI.A IU•:PEMIMPINAN DAI.AM MASYARAKAT PEDESAAN 

DI BIDANG PENDIDIKAN 

Sepanjang informasi yang diperoleh Tim Peneliti di lapangan sangat 
langka ditemui organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang 
pembinaa~ dan pengembangan pendidikan. Pendidikan di sini dalam 
arti pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah baik dalam 
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun dalam 
lingkungan Departemen Agama dan Departemen-Departemen lainnya. 

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu organisasi/ ,, 
persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah selain bergerak dalam 
bidang keagamaan juga melakukan kegiatan membina dan mengem­
bangkan pendidikan baik umum ataupun agama Islam. Organisasi lain 
yang membina dan bergerak di bidang pendidikan adalah perkumpulan 
masyarakat JoMng yang dikoordinir oleh Kepala Jorong. 

Perlu dijelaskan bahwa lembaga pendidikan yang didirikan dan 
dibina oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah adalah Taman 
Kanak-Kanak dan Madrasah Diniyah Awaliah yang hanya terdapat di 
Negari Sllliki. Di Negari Mahal tidak ditemui kedua lembaga pendidikan 
ini. Seiring dengan itu lembaga pendidikan yang didirikan dan dibina, 
oleh Masyarakat Jorong di Negari Suliki adalah hanya Taman Kanak­
Kanak yang terdapat di Jorong Padang Lawas dan Jorong Jariangau 
masing-masing satu buah Taman Kanak-Kanak. 

Organisasi lain yang bergerak dalam membina dan · membantu 
penyelenggaraan pendidikan adalah Badan Pembantu Penyelenggaraan 
Pendidikan (BP3) Badan ini dibentuk pada setiap sekolah Negeri baik · 
SD maupun SMTP/SMT A sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam lnstruksi bersama Menteri Depdikbud dan Mendagari RI No. 
I 7/0/1974 dan No. 29 Tahun 1974, tanggal 20 Nopember 1974. 

Sesuai dengan kenyataan yang ada pada kedua kenegarian ini terdapat 
Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri, maka dengan sendirinya BP3 ini 
terdapat disemua sekolah yang ada yait~ 8 ( delapan) SD Negeri di Suliki 
dan IO(sepuluh) SD Negeri di Mahat. Adapun SMP Negeri terdapat satu 
buah di Suliki dan satu buah di Mahat walaupun masih berstatus 
Sekolah Filial dari SMP Negeri Limbanang Kecamatan Suliki Gunung 
Mas. 

2ll 



Selain daripada itu perlu juga dijelaskan bahwa organisa$i kemasya­
rakatan yang bergerak dan membina pendidikan luar sekolah atau 
lembaga pendidikan yang diselenggarakan mayarakat dikedua negari ini 
tidak ada dijumpai Kursus-Kursus pendidikan masyarakat seperti Ke­
lompok Belajar Pendidikan Dasar (KBPD), Pendidikan Kesejahteraan 
KdUMga dan Kursus Kejuruan Masyarakat lainnya langsung dibentuk 
dan dibina oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Kecamatan Suliki Gunung Mas dan Camat daerah bersangkutan. 

Berdasarkan kenyataan ini maka organisasi masyarakat yang dapat 
dijadi.kan lapangan stucli dalam Aspek Kepemimpinan dibidang 
perrdidikan ini hanya terbatas pada 3 (tiga) organisasi yang disebutkan di 
alas yaitu: 

l. Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah 
2. Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Cendrawasih Jorong 

Padang Lawas dan Badan Pembina Ta~an Kanak-Kanak Bundo 
Kandung Jorong fariangau di Kenegarian Suliki. 

3. BadaJ1 Pembantu PenyeJenggaraan Pendidikan ( BP3) SD Negeri 
dan SMP Negeri di Negari Suliki dan Mahal. 

Sesuai dengan itu di bawah ini secara berturut- turut akan diuraikan 
seJuk beluk organisasi tersebut termasuk sistem kepemimpinannya serfa 
fungsi dan .pengaruh kepemimpinan ·bi~ng oendidi°kan tersebut . di 
dalam masyarakat peflesaan Suliki dan Mahat. 

A. ORGANiSASI DALAM KEGIAT AN PENDIDIKAN 

I . Nama Organisasi 

a. Persyarikatan Muhammadiyahdan Aisyiah. 

Nama organisasi yang mendirikan dan membina kegiatan dibidang 
pendidikan di Kenegarian Suliki yang pertama adalah Persyarikatan 
Muhammadiyah dan Aisyiah Ranting Suliki, sedangkan di Negari Ma-hat 
Organisasi ini belum melakukan usahanya dibidang pendidikan. 

Susunan kepengurusan dan keanggotaan Persyarikatan Muham­
madiyah dan Aisyiah ini dalam Bab VI terdahulu yakni tentang Pola 
l.epemimpinan dibidang agama telah diuraikan secara panjang lebar. 
Justru· karena itu pada bagian ini tidak akan diulangi lagi karena 
memang tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya pada jenis dan sasaran 
kegiatan . 
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b. Bodun Pembina Toman Kanak-Kanak Jorong Padang lawas· 
don Jorong Joriangau. 

Organisasi kedua yan~ melakukan usaha dibidang pendidikan di 
Negari Suliki adalah Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Jor~ng 
Padang Lawas dan Jorong Jaringau di Kenegarian Suliki. 

Walaupun Badan Pembina Taman Kanak-Kanak ini,:i.n1'ar~ Jorong 
Padang Lawas dan Jorong. Jariangau terpisah atau berdiri s_endiri namun 
pola atau susunan kepengurusan dan keanggotaannya· persis sama 
karena kelihatannya kedua Jorong ini dalam pendirian kedua lembaga 
pendidikan dimaksud melakukan konsultasi sebelum~ya. Mengingat 
keadaan yang· demikian maka dalam laporan ini hanya dikemukakan 
satu pola yang seragam dimaksud yang tentu saja personatnya terdiri 
dari masing-masing wakil masyarakat Jorong beresangkutan. 

I) Susunan Kepengurusan 

Badan Pembina Taman Kanak-Kanak pada kedua Jorong ini 
susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut: 

(a) Koordinator Kepala Jorong yang bersangkutan 
( b) Ketua Pelaksana ( unsur masyarakat) 
( c) Sekretaris ( unsur masyarakat) 
( d) Bendaharawan ( unsur masyarakat) 
( e) Penyelenggara Pendidikan/ : (Tenaga khusus yang ditunjuk), 

Kepala Sekolah 

2) Keanggotaan 

Anggota Badan Pembina Taman Kanak-Kanak dikedua Negari ini 
terdiri dari dua golongan besar yaitu : 

(a) Anggota biasa 
( b) Anggota luar biasa 

Yang dimaksud dengan anggota biasa adalah para orang tua/wali 
murid Taman Kanak-Kanak bersangkutan, sedangkan anggota luar 
biasa terdiri dari dua unsur yaitu : 

( I) Kepala Jorong, karena jabatannya. 
(2) Para donator yang terdiri dari para dermawan masyarakat J~ 

rong bersangkutan. 

Perlu dijelaskan bahwa anggota luar biasa yang. ter.diri dari para 
dermawan ini sebelumnya dimintakan kesediaannya oleh Badan 
f>embina Taman Kanak-Kanak dikedua Jorong tersebut. 
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· c. Badon Pembantu PenyelenRRara Pendidikan ( BP3) 

Nama organisasi BP3 perbedaannya anlara salu sekolah Negeri 
'dengan sekolah Negeri lain adalah menambahkan nama sekolah yang 
bersangkulan di belakang nama organisasi BP3 dimaksud. Sebagai 
conloh adalah seperli berikul : 

(1) Badan Pembanlu Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar 
Negeri I Suliki. 

(2) Badan Pembanlu Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar 
Negeri ll l Mahal. 

(3) Badan Pembanlu Penyelenggara Pendidikan Sekolah t\ienengah 
Tingkal Perlama Negeri 2 Suliki. 

(4) Badan Pembanlu Penyeleilggara Pendidikan Sekolah Menengah 
Tingkal Perlama Negeri Limbanang Filial Mahal. 

1) Susunan Kepengurusan 

a) Sekolah Dasaf Negeri 

Susunan kepengurusan BP3 Sekolah Dasar Negeri yang jumlahnya 
8 (delapan) SD di Negeri Suliki dan 10 (sepuluh) SD di Negari Mahal,. 
slruklurnya sama saja yaitu sebagai berikul: 

(I) Pelindung 
(2) Penasehal 
(3) Kelua I 
(4) Ketua II 
(S) Sekretai:is I 
(6) Sekretaris II 
(7) Bendahara 
(8) Keuangan 

: ( Kepala Negaril Desa) 
: (Kepala Sekolah) 
: ( dari unsur orang lua/ wali mu rid) 

(dari unsur orang lua/wali murid) 
: ( dari unsur orang lua/ wali mu rid) 
: ( dari unsur orang tua/ wali mu rid) 
: ( dari unsur orang tua/ wali mu rid) 

. : (dari unsur orang lua/wali murid) · 

b) Sekolah Menengah Tingkal Perlama(SMP) Negeri 

Karena bersumber dari pedoman yang sama yaitu lnstruksi Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Mendagri RI No. 17/0/1974 dan No. 
29 Tahun. 1974 serta berada dalam daerah wilayah kecamatan Suliki 
Gunung Mas yang · hampir . bersamaan kondisinya maka · susunan 
pengurus BP3 pada kedua '.SMP . yang lerdapat di daerah penelitian ini 
jiiga hampir bersamaan yaitu seperti dibawah ~ni : 

214 



( I) Penao;ehat ( Kepala Sekolah) 
(2) KetuaUmum ( unsur orang tua/ wali mu rid) 
(3) Ketua I ( unsur orang tua/wali murid) 

(4) Ketua II ( unsu r orang t ua/ wali mu rid) 
(5) Sekretaris I ( unsur orang tua/ wali murid) 
(6) Sekretaris II (unsur orang tua/wali murid) 
(7) Bendahara ( unsur orang lua/ wali mu rid) 
(M) Seksi ( unsur orang tua/wali murid· serta beberapa 

·Keuangan Kepala Negari). 

2) Keanggotaan 

Keanggotaan BPJ Sekolah Negeri ini sesuai dengan bunyi fasal 4 
lnslruksi bersarria yang disebutkan di alas adalah terdiri dari: 

(a) Orang tua mu rid atau wali mu rid 
(b) Personil sekolah 

Keanggotaan tersebul di alas dapal diperluas dengan warga rnasyarakat 
setempat, tamatan dan orang tua tamatan sekolah yang bersangkutan. 

2. Tempat dan Keaiatan 

a. Persyarikatan Muhammadiyah don Aisyiah 

I) Pusat Kegiatan 

Sesuai dengan tingkatannya Persyarikatan Muhammadiyah dan 
Aisyiah Ranting Suliki mempunyai daerah kerja dalam lingkungan 
kenegarian Suliki. Pusat kegiatan di bidang pendidikan adalah di lokasi 
Taman Kanak-Kanak dan Madrasah Diniyah Awaliah yang dibina oleh 
Persyarikatan ini yaitu : 

a) Di Jorong Pasar untuk Taman Kanak-Kanak dan Madrasah Di­
niah Awaliah 

b) Di Jorong Suliki Baruh untuk Taman Kanak-Kanak saja. 

Semua kegiatan dibidang pendidikan ini dilakukan pada lembaga­
lembaga pendidikan dimaksud · baik dalam pen¥usunan perencanaan 
maupun dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dan kontrol kegiatan 
pendidikan tersebut. 
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2) Jenis Kegiatan 

Sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan 
Persyarikatan ini pada umumnya mempunyai jenis- jenis kegiatan 
sebagai berikul : 

a) Mengumpulkan dana dan fasilitas untuk membangun dan 
memelihara prasarana dan sarana pendidikan seperti tanah, 
gedung, perlengkapan sekolah dan peralatan pendidikan seperti 
mobiler, perlengkapan olahraga, dan alat-alat tulis yang di­
perlukan sekolah. 

b) Membangun dan mengadakan prasarana dan sarana pendidikan 
yang dibutuhkan. 

c) Menerima pendaftaran murid baru selelah diumumkan sebe­
lumnya. 

d) Mencari dan merekruit guru yang relevan dengan tingkat pen­
didikan. 

e) Mengumpulkan dana dan membayar gaji/honorarium para 
guru, dan tenaga non guru yang dipekerjakan. 

t) Melaporkan pendirian dan pelaksanaan pendidikan yang dibina 
kepada Depdikbud dan Depa~temen Agama yang ada di ~rah 
bersangkutan, Kabupaten 50 Kota dan Propinsi Sumatera 
Baral. Laporan yang sema4.:am juga di i;ampaikan kepaqa 
organisasi atasan sesuai dengan Strukturn~a datam Propinsi 
Sumatera Baral. 

g) Membantu Kepala Sekolah untuk mendapatkan Buku 
pedoman penyelenggaraan pendidikan seperti kurikulum dan 
pedoman-pedoman pelaksanaannya. 

· h) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
sekotah dan pendidtkan di masing-masing lembaga pendidikan 
yang dibrna. 

i) Membuat dan menyelesaikan kegiatan di bidang teknis adminis­
. tratif baik yang menyangkut Ketata Usahaan Umum, perso~il. 

maupun ketata usahaan keuangan. 

b. Badon Pembina . Toman Kanak-Kanak Cenderaw.asih Jorong 
Padang Lawas don Toman· K(lnak-Kanok Bundo Kand~ng di · 
Jorong JariaTrgau, · · 



I) Pusat Kegiatan 

Karena lokasinya yang berbeda antara kedua Taman Kanak-Kanak 
am maka pusat kegiatan dari kedua organisasi pendidikan ini juga 
berbeda sama lain. Badan Pembinaan Tl< Cenderawasih pusal 
kel?iatannya terletak di Jorong Padang Lawas dalam Kenegarian Suliki, 
sedangkan Badan Pembina TK Bundo Kandung terletak di Jorong 
Jariangau dalam Kenegarian ini juga. 

Kegiatan harian Badan Pembina TK ini berpusal di masing-masing 
lembaga pendidikan yang bersangkutan. Ruang lingkup daerah kerja 
meliputi daerah Jorong masing- masing. Sama halnya dengan Persyari­
katan Muhammadiyah dan Asiyiah kegiatan- kegiatan di bidang peren­
canaan dan pelaksanaan program kerja dilakukan pada pusat kegiatan 
ini. 

:?) Jenis Kegialan 

Tidak berbeda dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Persya­
rikatan Muhammadiyah dan Aisyiah dalam mendirikan, dan membina 
pendidikan Taman Kanak-Kanak ini maka Badan Pembina TK 
Cenderawasih dan TK Bundo Kandung yang mempunyai jenis kegiatan 
yantz menyanl!lkut pengadaan dan pengelolaan keuangan, fasilitas, kete­
flal.l~an, kurikulum, pengawasan dan evaluasi ketziatan dibidang 
pendidikan ini. 

c. Badon Pemhantu Penyelem~Raraan Pendidikan ( BP3J 

0 Posat Kegiatan 

a) Sekolah Dasar 

Pusat K~iatan BPJ Sekolah Dasar Negeri terletak pada lokasi 
sekolah Dasar :Ne!?eri masing- masing. Kelihatannya penyebaran SD 
Netieri dikedua Kenegarian ini cenderung terletak pada maslng-masing 
Jorong yang ada di Negari Suliki ( delapan Jorong) dan Neyari Mahal 
(Sepuluh Jorontz) . Walaupun demikian daerah Jangkauan ()perasional 
dari Pengurus BP3-SD Negeri · ini tidaklah persis sama den!13n luas . 
daerah masing-masing Jorong. Hal ini disebabkan karena murid yang 
berpartisipasi pada setiap sekotah tidak teTbatas untuk satu· Jorong 
bersanpkutan tetapi tergantung kepada daerah asal murid .bersangkutan 
yang tidak selalu terdiri dari satu . Jorong tetapi ada kalanya dari dua 
atau ·aiga Jorong. Keadaan demikian terjadi karena letak sekolah ckngan 
perkampungan penduduk yan1.1 mudah ~ijangkau okh murid meliputi 
beberapa Jorong. 

217 



Patut dijelaskan bahwa partisipasi pcnduduk umur sckolah (7 s/ d 

12 tahun) di SD sangat lerganlung kepada faklor keadaan alam, ,Ja­
ringan 1ranspor1asi dan keadaan fisik anak disesualu daerah. Di sam­
ping ilu letak SD Negeri di Kedua Kenegarian ini lidak selalu persis sama 
dilengah-lengah Jorong yang hanya dapat dicapai oleh anak umur SD 
yang ada di Jorong yang bersangkutan. Mengingat keadaan yang 
demikian daerah kerja suatu organisasi BP3-SD Negeri tidak meliputi 
satu daerah Jorong saja tetapi dapat terdiri dari dua atau lebih Jorong 
lainnya. 

b) Sekolah Menengah Tingkat Pcrtama(SMP) Nc)!cri. 

Pusal kegiatan BPJ SMP Negcri 2 Suliki dilakukan pada SMP 
Negcri 2 Suliki ini sendiri, artinya adalah scluruh kcgiatan yang diran­
cang dan yang akan dilaksanakan berpusat dan aktivitasnya dilaksana­
kan di sekolah ini. Daerah kcrja organisasi ini dalam ranj!ka 
pengumpulan dana meliputi hcbcrapa Ncgari dalam Kccamatan Suliki 
Gunung Mas yaitu negari Suliki, Sei. Rimbang, Kurai dan Negari Talang 
Anau. Penentuan daerah kerja unluk pengumpulan dana ini adalah di 
dasarkan alas relatif banyak calon murid yang berpartisipasi pada SMP 
Negeri 2 Suliki ini dan alas kesepakatan para pimpinan SMP Negeri dan 
BPJ . lainnya yang ada dalam Kecamatan ini yaitu SMP Negeri 
Limbanang dan SMP Negeri Kolo Tinggi. 

BP3 SMP Negeri Limbanang Filial Mahal pusal kegialannya 
lerletak pada lokasi SMP Filial dimaksud yailu di Negari Mahal. Semua 
rencana dan pelaksanaan kegialan aklivitasnya berpusat di SMP Filial 
ini. Sesuai dengan letak geografis daerah ini yang relatif jauh dari 
Negari-negari lainnya dalam Kecamatan Suliki Gunung Mas maka 
daerah kerja BP3 bersangkutan pada umumnya hanya meliputi 
kenegarian Mahal. Dalam hubungan ini perlu pula dilaporkan bahwa 
pada waklu penelitian berlangsung murid-murid SMP Filial ini hampir 
seluruhnya berasal dari warga niasyarakat Negari Mahal. 

2. Jenis Kegiatan 

K~rena pedoman pembentukan dan pengelolaan BP3 ini bersumber 
pada dasar hukum yang sama sebagaimana dijelaskan dimuka pada jenis 
kegiatan dari organisasi pembantu penyelenggara pendidikan ini hampir 
sama saja perwujudannya baik di Sekolah Dasar maupun di Sekolah 
Menengah. Sehubungan dengan itu dalam mengemukakan jenis kegiatan 
BP3 dalam laporan penelitian im hanya dijelaskan secara menyeluruh 
untuk semua jenis dan tingkat pendidikan . 
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Jenis kegiatan dimaksud adalah sebagai berikul : 

a) Mendorong dan mcningkatkan hubunganbaik antara kcluarga. 
masyarakat, sckolah dan pemerintah baik sccara organisatoris, 
maupun perorangan . 

b) Membantu kelanrnran kegialan pendidikan dengan lidak 
mcncampuri urusan leknis pengajarannya yang termasuk 
wewenang Kepala Sckolah, guru. dan instansi pembina 
pendidikan yang bcrsangkulan . 

c) Mengusahakan bant uan dari masyarakat baik berupa benda, 
uang maupun jasa dengan lidak menambah beban wajib bayar 
sesuai dengan kelenruan yang lelah di atur sebelumnya oleh 
yang berwenang Cq. Mendikbud. Mendagri dan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia. 

d) Memberi pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dan 
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud mengenai permohonan 
keringanan atau pembebasan kewajiban membayar SPP yang 
diajukan secara aktif oleh wajib bayar. 

3. Tinickal ~· anic akan dkapai 

a. Persyarikatan Muhammadiyah don .4 i.\yit1h 

Sepcrti telah dijelaskan dalam Bab VI terdahulu. tingkat yang akan 
dicapai atau tujuan dari Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah itu 
adalah mengembangkan dan membina Umat Islam sesuai dengan ajaran 
agama dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan hukum 
yang berlaku. Disamping itu juga bertujuan meningkatkan ilmu 
pengetahuan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk lebih jelasnya dalam 
Bab VI dimaksud dapat dilihat secara terl'-_Crinci mengenai tingkat atau 
tujuan yang ingin dicapai persyarikafan ini. 

b. Badon Pembina Toman Kanak-Kanak Cenderawasih Jorong 
Padang lawas dan Badan Pembina Toman Kanok-Kanak 
Bundo Kondung Jorong Jariangau. 

Tingkat yang ingin dicapai oleh kedua Badan ini adalah agar semua 
anak umur Taman Kanak-Kanak yang ada di kedua Jorong ini dapat 
berpartisipasi atau memasuki Taman Kanak-Kanak :sebelum belajar di 
Sekolah Dasar. 

Seiring dengan itu jug~ diharapkan agar anak-anak umur pra­
sekolah ini dapat memahami dan mengenal dunia persekolahan serla 
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pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampila~ d~sar . ya~g 
menunjang keberhasilannya ditingkat pcndidikan yang leb1h tmgg1 ba1k 
di bidang kognitif, afektif maupun di bidang psych~motor. 

c. Budun Pemhuntu Penyelenl!,1!,Uru Pendidikun ( BP3) di SD Nel!,eri 

dun SM P NeJ?,eri. 

Sama dengan ketcntuan lainnya tcntang BP3 ini dalam hal tingkat 
yang ingin dicapai atau tujuan dari organis·ctsi ini adalah sama saja untuk 
setiap jcnis dan tingkat pendidikan . Perbedaannya hanya terlctak pada 
k.egiatan pendidikan masing-masing mcnurut jcnis dan tingkatannya 
tersebut. 

Menurut fasal 2 lnstruksi Bcrsama Mcndikbud dan Mcndagri RI 
scperti dikemukakan sebelumnya tujuan dari BP3 ini adalah: 

"Memclihara dan meningkatkan hubungan yang heral dan 
serasi kerja sama dan tang.gung jawab bersama antara keluarga, 
masyarakat, sekolah, dan pemerintah untuk mcnycmpurna.kan 
kegiatan pendidikan" . 

B. SISTEM KEPEMIMPINAN 

I. Syarat-Syarat dan hktor Pendukung 

a. Persyurikutun Muhummudiyuh dun A i.\yiuh 

D.atam Bab VI laporan ini sudah dijelaskan bahwa syarat untuk 
dapat dicatonkan sebagai anggota pimpinan organisasi atau Persyari­
katan Muhammadiyah dan Aisyiah antara lain adalah calon tcrsebut 
telah menjadi anggota sekurang-kurangnya selama I tahun dan 
menjalankan ibadah atau mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Di 
samping itu harus setia kepada azas dan tujuan perjuangan organisasi, 
taat kepada keputusan dan garis kebijaksanaan pimpinan pusat dan 
mampu serta cakap menjalankan tugas. 

Secara lengkap syarat-syarat dan faktor pendukung dari kepemim­
pinan Persyarikatan Muhamadiyah dan Aisyiah ini dapat dilihat datam 
Bab VI di muka. 

b. Badon Pembina TK Cenderawasih Jorong Padang lawas don 
Badon Pembina TK Bundo Kandung Jorong Jariangau. 

Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Badan Pembina Taman 
Kanak-Kanak dikedua Jorong ini sepanjang informasi yang dikumpul­
kan saina saja keadaannya karena. letak daerah yang saling berdekatan 



clan kelihatannya kedua pimpinan Jorong dikedua daerah ini sering me­
lakukan konsultasi sehingga terdapat kesatuan gagasan tentang pembi­
naan Taman Kanak-Kanak dikedua daerah ini. 

Syarat-syarat dimaksud tegasnya adalah sebagai berikut : 

I) Kepala Jorong sebagai Koordinator dalam kepengurusan Baclan 
pembina ini otomatis memegang jabatan tersebut selaku tokoh 
utama pemerintahan Jorong bersangkutan. 

2) Untuk menempati komposisi kepengurusan lainnya syarat­
syaratnya adalah merupakan tokoh masyarakat seh:mpat baik 
dari Kalangan Cendekiawan, maupun dari kalar.gan ninik 
mamak clan alim Ulama. 

3) Selain clari pada itu calon pengurus yang bersan[lkutan mem­
. punyai pengetahuan dan kemampuan mengelola kegiatan orga­
nisasi yang orientasi programnya khusus terhadap pembinaan 
dan pengembangan Taman Kanak-Kanak. 

4) Syarat lain yang tak kalah pentingnya adalah calon yang ber­
sangkutan cukup mempunyai waktu untuk mengurus kegiatan 
organisasi clan mendapat dukungan dari masyarakat Jorong 
set em pat. 

Berkenaan dengan faktor pendukung yang mendorong seseorang 
dipercayakan untuk duduk clalam kepengurus Badan Pembina Taman 
Kanak-Kanak ini adalah kemampuan yang bersangkutan untuk mem0-
tivasi, menggembleng dan meningkatkan minat masyarakat untuk 
mendfrikan dan membina Taman Kanak-Kanak dikedua Jorong ini. 
Disamping itu adalah kemampuan yang bersangkutan untuk berurusan 
dengan pihak-pihak pemerintah yang relevan dalam rangka mewujud­
kan clan.memintakan bantuan serta pembinaan Taman Kanak-Kanak 
ini. 

c. Badon Pembon.'u PenyelenRRoroon Pendidikon(BP3) 

SeJain dari pada penasehat pengurus yaitu Kepala Sekolah. Syarat­
syaral untuk dapat diangkat untuk menjadi Pengurus 8P3 adalah harus 
tercatat sebagai anggota biasa yaitu semua orang tua murid atau wali 
murid sekolah yang bersangkutan, yang dapat diperluas dengan warga 
masyarakat setempat, tamatan, dan orang tua, atau waU tamatan 
sekolah tersebut. 

Disamping persyaratan tersebut calon anggota pimpinan organisasi 
ini harus mendapat dukungan atau dipilih dalam suatu rapat anggota 
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BP3 yang khusus diadakan unluk itu. Anggota pengurus tidak boleh 
lebih dari dua kali masa jabalan bcrlurul-lurul dalam arli hanya boleh 
memegang jabatan sebagai pengurus untuk masa 2 ( dua) tahun ajaran. 

Memperhatikan kepada sebagian besar personil pengurus BP3 
Sekolah yang ada saat penelitian ini dilakukan maka dapat disim­
pulkan faktor pendukung kepemimpinan BP3 disetiap sekolah baik SD 
maupun SMP yaitu terutama adalah besarnya minat calon pengurus 
dimaksud terhadap pembinaan dan perkembangan pendidikan didaerah 
bersangkutan pada khususnya dan daerah lain pada umumnya. 

Faktor lainnya yang mendukung kepemimpinan pengurus BP3 ini 
adalah kemampuan yang bersangkutan untuk mengelola kegiatan 
organisasi lermasuk program-programnya dan kejujuran serla 
kreativitas yang tinggi dari calon pengurus dimaksud. Terpenuhinya 
faktor-faktor pendukung ini semakin menambah kepercayaan ma­
syarakal unluk memilih lokoh lersebul duduk dalam kepengurusan BP3. 

2. Hak dan Kewajiban 

a. Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah 

Pada bagian ini tidak akan dijelaskan lagi tentang hak dan 
kewajiban Pengurus Ranting Muhammadiyah dan Aisyiah yang juga 
mempunyai program dibidang pendidikan. Hal ini telah dilerangkan 
setarajelas dalam Bab VI terdahulu tentang sistem kepemimpinan di 
bidang agama, walaupun aspeknya berbeda yakni di bidang agama 
dan pendidikan namun hak dan kewajibannya adalah sama karena 
pengurus yang mengelola kedua program ini adalah terdiri dari sti:uktur 
kepengurusan dan personil yang sama. 

b. Badon Pembina Toman Kanak-Kanak Cendrawasih danTaman 
Kanak-Kanak Bundo Kandung 

Hak dari pengurus Badan Pembina Taman Kanak-Kanak di Jorong 
Padang Lawas dan Jariangau ini antara lain adalah : 

I) Menetapkan kebijaksanaan operasional organisasi dari Taman 
Kanak-Kanak bersangkutan. 

2) Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi Kepala Sekolah, Guru 
dan Staf lainnya dari Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan. 

3) Berhak mengangkat dan memperhen.tikan tenaga pengajar dan 
staf lainnya sesuai dengan ketentua,i organisasi. 
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4) Berhak menerima sumbangan dan bantuan dari pihak manapun 
baik dari pemerintah maupun badan-badan swasta dan anggota 
masyarakat. 

Adapun kewajiban dari Badan Pembina Taman l<anak-l<anak ini 
adalah: 

I) Mengadakan dan melengkapi prasarana dan sarana pendidikan 
yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di Taman 
Kanak-Kanak ini. 

2) Memberikan imbalan jasa kepada Kepala Sekolah, Guru dan 
Staf lainnya dari masing-masing Taman Kanak-Kanak. 

3) Mewakili organisasi dalam mempertanggung jawabkan kegiatan 
kepada anggola/ masyarakat dan berurusan dengan pihak 
pemerintah ataupun swasla. 

4) Berkewajiban menghimpun dana dan fasilitas dalam rangka 
menjamin kelestarian dan kelancaran pelaksanaan proses 
betajar mengajar di Taman Kanak-Kanak bersangkutan. 

c. Bodon Pembontu Penyelenggoroon Pendidikon(BP3) 

Hak dari kepengurusan BP3 se!iap sekolah negeri adalah menyusun 
perencanaan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu 
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan 
ketentuan-ketenruan yang berlaku dilingkungan Depdikbud RI. Hak 
lain adalah menetapkan kebijakan operasional organisasi dan menei:i­
tukan bentuk-bentuk dan nilai-nilai perbantuan kepaJa Sekolah ~una 
kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Disamping itu pengurus BP3 
mengundang dan mengumpulkan orang tua/wali murid dan anggota 
BP3 lainnya untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan 
per~ntuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 

Kewajiban BP3 sekolah negeri pada umumnya adalah sebagai 
berikut: 

I) Melaksanakan setiap jenis kegiatan dan program kerja sesuai 
dengan tugas dan wewenangnya serta hasil keputusan-kepu­
tusan rapat anggota. 

2) Memimpin dan mewakili BP3 baik keluar maupun kedalam 
organisasi. 

3) Mempertanggung jawabkan pungutan, penerimaan, pengelola· 
an dan penggunaan keuangan BP3 kepada anggota dan 
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memberikan laporan tahunan kepada aparal Departemen 
Dalam Negeri dan Depdikbud. 

3. SimbuJ/ Atribut Kepemimpinan 

Sepanjang informasi dan hasil observasi Tim Penelitian Sistem Ke­
pemimpinan ini dilapangan baik dilingkungan Persyarikatan Muham­
madiyah/ Aisyiah maupun dilingkungan Kepengurusan Badan Pembina 
Taman Kanak-Kanak Cenderawasih dan Bundo Kandung serla diling~ 
kungan kepengurusan BP3 Sekolah 11egeri yang lerdapal di kedua 
llcn:egarian atau daerah obyek penelitian ini tidak terdapat simbol­
simbol atau atribut-atribut kepemimpinan dalam organisasi di bidang 
pendidikan yang ada didaerah ini. 

Simbol atau atribut tersebul tidak saja dalam hal penggunaan gelar 
atau nama lerlentu lelapi juga yang berupa tanda-landa kebesaran baik 
dalam benluk pakaian, lambang, perlengkapan hidup dan sebagainya. 
Dengan demikian berarli kepemimpinan dalam bidang pendidikan ini 
lidak ditonjolkan dalam bentuk simbol-simbol alau atribul lelapi hanya 
dikeual karena ketokohan yang bersangkulan dibidang pendidikan ini di 
~en,_~~.l~ngah masyarakal. 

Tidak dipergumikannya simbol atau alribul kepemimpinan ini lidak 
meJ)'lpet'lgaruhi wibawa dan _martabat pemimpin bersangkutan dimata 
masyarakat karena tidak saja didasarkan alas Sub Cultur yang biasa 
berlaku di daerah ini yakni menghormati seorar:ig · tokoh tergantung 
kepada kepemimpinannya pada masa lalu, serta tindak tanduk yang 
bersangkutan dalam pergaulan sehari-hari yang disenangi masyarakat 
tetapi juga pengenalan kepemimpinan cfimaksud sudah dilakukan 
karena relatif jarangnya penduduk dan lar:igkanya pemimpin dimaksud. 

4. Cara Pen1anpatan dan Upacara 

a. .Persyarikatan Muhammadiyah don Aisyiah 

Dalam Bab VI terdahulu sudah diuraikan secara jelas tentang cara 
pengangkatan dan Upacara pelantikan pengurus Ranting Muhamma­
diyah dan Aisyiah di dua ~ehegarian penelitian ini pada khususnya atau 
dilingku.ngan Persyarikatan ini pada umumnya. Sudah dijelaskan bahwa 
untuk pemilihan pimpinan dalam organisasi ini terlebih dahulu perlu 
dibentuk Panitia Pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung 
atauformatur atas keputusan musyawarah Ranting. 
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Adapun upacara pengangkatan juga sudah dijelaskan yakni setiap 
pengurus Ranting yang terpilih baru syah kedudukannya setelah dilant,ik 
oleh Pimpinan Daerah dalarn rnusyawarah Cabang yang dllakukan 
sccara khusus. Upacara dalarn bentuk pengambilan sumpah dan janii 
tidak ada dilakukan dalarn Persyarikatan ini. 

b. Badon Pemhinu Toman Kunuk-Konok Cenderawasih dun 
Toman Konok-Kunuk Bundo A'undunl!,. 

Pengangkatan pengurus Badan Pembina Taman Kanak-Kanak di 
kedua Jorong ini sarna saja polanya yaitu Kepala Jorong seb~i 
pengambil inisiatif mengundang beberapa pemuka atau tokoh-tokoh 
rnasyarakat untuk rnerundingkan perlunya dibentuk Pengurus yang 
akan mcngelola dan rnernbina Tarnan Kanak-Kanak yang diinginkan 
dan oleh masyarakat di Jorong bersangkutan . 

Dalarn pertemuan ini Kepala Jorong sebagai pemimpin rapat 
rneminta kesediaan para peserta yang hadir untuk bersedia duduk dalam 
kepengurusan Badan Pembina Taman Kanak-Kanak tersebut. Pada 
kesempatan tersebut Kepala Jorong mengusulkan calon-calon yang akan 
menduduki jabatan kepengurusan secara menyeluruh dan memintakan 
pertimba,ngan dan kesediaan kepada para peserta yang hadir. Dilandasi 
atas azas rnusyawarah dan mufakat para hadirin secara aklamasi 
rnenyokong usul dimaksud dan bagi yang terpilih mengatakan kesediaan 
untuk menduduki jabatan tersebut. 

Dengan tersusunnya kepengurusan Badan Pembina in~ dimana 
Kepala Jorong langsung dimintakan kesediaannya memimpin organisasi 
ini dengan nama jabatan Koordinator Badan Pembina. maka keputusan 
tersebut diumumkan kepada masyarakat melalui sidang-sidang jemaah, 
dan pertemuan pemuka masyarakat Jorong. 

Perlu dijelaskan bahwa upacara pengangkatan baik berupa pelan­
tikan maupun berupa sumpah dan janji tidak dilakukao sama sekali. 
Bcgitu pula tidak ada pengesahan dalam bentuk surat-surat keputusan 
resmi dari pihak manapun. Hanya saja diberikan laporan kepada Kepala 
Negari, Camat dan Pimpinan Kandcp P dan K Kecamatan Sttliki 
Gunung Mas. 

c. Badon Pembantu PenyelenRRaraan Pendidikan(BP3) 

Cara pengangkatan pcngurus BP3 Sekolah Dasar dan Sekolab 
Mcnengah Ncgeri telab diatur proscdure pembentllkaimYa dalam Pala! 6 
lnstruksi Bersama Mendilcbud dan Mendagri RI. No-. 17/6/1974 dan 



No. 29, Tahun 1974 seperti telah pernah diungkapkan sebelum ini. Bunyi 
Pasal 6 tentang prosedure pembentukan BP3 ini adalah sebagai berikut : 

I) BP3 dibentuk atas prakarsa .l<epala Sekolah melalui sebuah 
Panitia Persiapan yang terdiri dafi sedikitnya 5 ( lima) orang dari 
kalangan orang tua murid atau wali murid dan atau warga 
masyarakat yang mempunyai persyaratar:i sebagai berikut.: 

(a) Menaruh mi~at terhadap pendidikan 
(b) Terpandang aikalangan orang tua .murid atau wali murid 

dan masyarakat iuas. 

2) Panitia Persiapan tersebut juga mempersiapkan Anggaran 
Dasar yang garis besarnya disesuaikan dengan pola sebagai­
mana tersebut dalam lampiran lnstruksi Bersama Mendikbud 
dan Mendagri seperti tersebut diatas. 

3) Pembentukan BP3 dilaporkan kepada Kepala Sekolah yang ber­
sangkutan, lnstansi Pendidikan dan K.ebudayaan dan Pemerin­
tah setempat atau Carnal Suliki Gunung Mas. 

Perlu dijelaskan bahwa pengurus BP3 Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Negeri ini disahkan oleh Rapat Anggota Badan Pembantu 
Penyelenggaraan Pendidikan ( BP3) sekolah bersangkutan. Upacara­
Upacara seperti pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji para 
pengurus BP3 ini tidak ada dilakukan. Hanya saja Ketua terpilih diminta 
menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kesediaan memikul 
tanggung jawab yang dibebank~n anggota dan mengaturkan terima 
kasih atas kepercayaan yarig diberikan serta menghimbau para anggota 
serta majelis guru untuk sating bekerja sama dan .bantu membantu 
dalam melaksanakan program kerja guna kelancaran penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah bersangkutan. 

C. FUNGSI DAN PENGARUH KEPEMIMPINAN BIDANG 
PENDIDIKAN DALAM MASY ARAKAT 

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang fungsi dan pengaruh ke­
pemimpi.nan bidang pendidikan. ini dalam masyarakat Negari/ Desa 
Suliki daH Negari/Desa Mahat perlu dikemukakan disini bahwa kepe­
tnimpirian . pendidikan di kedua daerah ini dan atali disebagian besar . . 
kenegarian atau desa di · Propinsi Sumatera Barat tidak seturuhnya 
dicerminkan oleh . kepemi'mpin~n . ~organisasi kemasyarakatan yang 
bergeFak· :ctatam bidang peildidikan ba.ik pendidikan .umum maupun 
pendidikan ag;im~; tetapi lebih banyak ditentukah peranannya oleh 
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aparatur pendidikan atau tegasnya Kepala Sekofah dan guru-guru yang 
bertugas di lingkungan pendidikan baik umum maupun agama. 

Dikatakan demikian karena organisasi kemasyarakatan yang 
bergerak dibidang pendidikan di daerah pedesaan masih relatif langka 
dan organisasi yang adapun masih terbatas jangkauannya terbadap 
jenis-jenis sekolah tertentu, lagi pula sekolah-sekolah yang ·ada di daerah 
pedesaan pada umumnya adalah berstatus Negeri baik ditingkat Sekol~h 
Dasar maupun ditingkat Sekolah Men~ngah. Adapun organisasi' BP3 
yang hanya ditemui pada sekolah-sekolah Negeri peranannya terbatas 
pada meningkatkan pembangunan fisik sekolah-sekolah bersangkutan 
saja. 

Bertolak atas pokok-pokok pikiran yang demikian maka fungsi dan 
pengaruh kepemimpinan bidang pendidikan dalam masyarakat pedesaan 
ini dapat ditinjau dalam dua sudut pandangan yaitu berdedikasi 
kemasyarakatan dibidang pendid,ikan dan yang berorientasi kepada 
peranan dan aktivitas individual professional atau tenaga-tenaga 
kependidikan yang bertugas sebagai Kepala Sekolah dan Guru dalam 
masyarakat pedesaan. 

Sehubungan dengan itu fungsi' dan pengaruh kepemimpinan bidang 
pendidikan dalam masyarakat pedesaan yang berdedikasi kepada orga­
nisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut : 

I . t'unasi Kepemimpinan 

a) Sebagai partner pemerintah dalam mendirikan, membina 
dan mengembangkan berbagai jenis lembaga pendidikan 
dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab bersama antara 
keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

b) Sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam meren­
canakan dan melaksanakan pembangunan di bidang. pendt. 
dikan di daerah pedesaan. 

c) Menggali memanfaatkan potensi ·dan me~ggerakkan swa­
daya gotong royong masyarakat untuk pembangunan pen-
didi kan didaerah pedesaan. · 

d) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 
dengan jalan membina dan mengembangkan lembaga-lern­
baga pendidikan yang relevan. 
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e) Mendorong dan meningkatkan hubungan haik antara 
keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah baik secara 
organisatoris maupun secara perorangan. 

2. Pen~aruh Kepemimpinan 

Sesuai dengan fungsi kepemimpinan organisasi kemasyarakatan 
bidang pendidikan sebagaimana disebutkan diatas dan melihat kenya­
taan yang ditemui dilapangan pengaruh kepemimpinan bidang 
pendidikan ini cukup menonjol dikalangan masyarakat pedesaan 
dikedua negari ini. Maksudnya adalah masyarakat pada umumnya 
menghormati, melaksanakan anjuran-anjuran dan saran-saran yang 
dikemukakan oleh pemimpin organisasi kemasyarakatan di bidang 
pendidikan ini karena tug.as yang diem ban oleh pernimpin ini merupakan 
penyaluran dan aspirasi atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi 
di daerah pedesaan terhadap pendidikan pada beberapa dekate yang ter­

akhir ini. 

Tidak dapat dimungkiri pada saat ini masyarakat kenegarian Suliki 
dan Mahal khususnya atau masyarakat pedesaan lain pada umumnya 
menginginkan anak-anak mereka dapat ikut bcrpartisipasi dalam 
pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan 
Tinggi. Dihubungkan dengan tugas pemimpin dibidang dimaksud maka 
masyarakat menjadikan pemimpin bersangkutan sebagai pengarah 
pendidikan anak-anak mereka tidak saja ditingkat pendidikan dasar dan 
menengah tetapi juga ditingkat Perguruan Tinggi. 

Berkenaan dengan ini sering dijumpai para orang tua atau wali 
murid meminta pendapat, saran dan petunjuk dari pemimpin-pemimpin 
bidang pendidikan ini tentang masa depan pendidikan anak-anak 
mereka. Berkaitan dengan itu pengaruh pemimpin bersangkutan sangat· 
terasa dikalangan masyarakat tidak saja dalam hat kependidikan malah 
juga dalarn aspek-aspck hidup dan kehidupan lainnya baik di bidang 
sosial, ekonomi dan budaya. 

Dalam rangka pemamfaatan sumber-sumber tenaga penggerak 
pcmbangunati dipedesaan kiranya pemimpin di bidang pendidikan. ini 
perlu dirpanfaatkan terutama dalam menghimpun potensi masyarakat 
dan membawa suara pembaharuan dalam menunjang pembangunan 
pada umumnya. 

Seiring dengan fungsi dan pengaruh kepemimpinan bidang pen 
didikao yang berdedikasi kepada orgaitisasi kemasyarakata:n seperti 
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disinggung dialas maka fungsi dan pengaruh kepemimpinan pendidikan 
yang lerdiri dari lenaga kependidikan ( kepala sekolah dan lenaga 
pengajar) yang berlug.as di daerah pedesaan dapat dijdaskan sebagai 
bcrikul : 

I . l'u~ Kept>mimpinan 

a) Sebagai agen pembaharuan dan pembangunan di daerah 
pedesaan . 

b) Sebagai sumber aspiras i masyarakai dalam bidang pendi­
dikan . 

c) Sebagai pengg.ali dan penggerak swadaya g.olong. royong. 
masyarakal terutama untuk pembangunan bidang 
pendidikan dan pembangunan sektor-sektor kehidupan 
lainnya. 

d) Sebagai lokoh identifikasi dalam memberikan suri teladan, 
kedisiplinan, kelertiban, dan kerapian dalam kehidupan 
sehari- hari di kalangan masyarakat. 

e) Sebagai pelopor penyebaran dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan technologi dikalangan masyarakal 
lerutama g.enerasi mudanya. 

2. Penpnah Kepemimpinan 

Sama halnya dengan pengaruh kepemimpinan di bidang pendidikan 
yang berdedikasi kepada organjsasi kemasyarakatan di biang 
pendidikan maka pengaruh kepemimpinan aparatur pendidikan ini juga 
sangat besar dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan . kepercayaan 
dan harapan masyarakat untuk mendidik dan melatih anak-anaknya 
agar kelak menjadi anggota masyarakat yang mengabdi dan berbakti 
kepada keluarga, lingkungan dan masyarakat bangsanya. 

Oisamping itu tenaga kependidikan ini sangat berpengaruh dalam 
membentuk pola berpikir dan bertindak masyarakat tidak saja melalui 
pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan disekolah tetapi juga 
mdalui interaksi sehari-hari dengan anggota masyarakat baik resmi 
maupuntidak1resmi. Pengaruh kepemimpinan ini juga dirasakan dalam 
membina dan menggembleng generasi muda dalam kegiatan- kegiatan 
sosial budaya masyarakat terutama dikalangan generasi muda. Dalam 
kenyataan sehari-hari sebagian besar tenaga kependidikan dikedua 
Negari/Desa ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan di bidang olah raga, 
kesenian, keagamaan dan k~giatan sosial lainnya. 
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Mengingat fungsi dan pengaruh kepemimpinan tenaga kepen­
didikan ini maka sewajarnyalah yang bersangkutan dimanfaatkan 
untuk tenaga penggerak dan pelopor pembangunan diberbagai bidang 
kegiatan pada daerah pedesaan. Pemanfaatan tenaga kependidikan ini 
tentu saja dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan tertentu 
yang mendatangkan kegairahan dan tidak menimbulkan pengaruh­
pengaruh yang negatif dalam pelaksanaan tug.as pokoknya sebagai 
tenaga kependidikan di daetah pedesaan. 



BAB VIII 

BEBERAPA ANAUSA 

Didasarkan atas kenyataan- kenyataan yang ditemui dilapangan se­
bagaimana diuraikan pada bagian terdahulu baik tentang keadaan Sosial 
budaya masyarakat maupun tentang faktor dan Sistem kepemimpinan 
dalam masyarakat pedesaan seperti dibidang Sosial, ekonomi, agama 
dan bidang pendidikan maka bagian akhir penulisan ini akan dikemuka­
kan hubungan antara Sistem Kepemimpinan di pedesaan dengan 
pengaruh kebudayaan, sistem administrasi politik Nasional dan 
kaitannya dalam pembangunan nasional. 

Diharapkan dengan analisa ini akan dapat terungkap masalah dan 
aspek-aspek kepemimpinan yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, 
ekonomi, sosial dan budaya di daerah pedesaan yang kiranya dapat 
dijadikan sebagai bahan informasi dan landasan penyusunan kebijak­
sanaan Nasional di bidang kebudayaan yang meliputi pembinaan ke­
budayaan nasional, pembinaan kesatuan bangsa dan peningkatan 
ketahanan oasional. 

Untuk lebih jelasnya analisa · dimaksud akan diuraikan secara 
berurutan dibawah ini sehingga kaitan antara sistem kepemimpinan 
dipedesaan dengan pengaruh kebudayaan, dan sistem admininstrasi 
politik nasional serta pembangunan Nasional dapat dilihat secara : terpi 
~ah walaupun seluruhn¥a bermuara kepada peningkatan ketahanan na 
~ional. ' ..... 

A. PENGARUH KEBUDA YAAN TERHADAP SISTEM 
KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN 

Sudah umum dimaklumi bahwa isi dari semua kebudayaan adalah 
religi dan upacara keagamaan, sisterri dan organisasi kemasyarakatan, 
sistcm pcngctahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pcncaharian hidup, 
dan sistem technologi dan peralatan. Disamping itu sudah sama-sama 
diketahui pula bahwa kebudayaan itu paling sedikit mempunyai tiga 
wujud yakni : pertama, sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, 
nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; kedua, sebagai 
suatu ko(llpleks aktivitet kelakuan berpola dari manusia dalam 
masyarakat dan yang ketiga, sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Bertolak atas pokok-pokok pikiran yang demikian jelas bahwa 
sistem kepemimpinan yang terdapat di daerah pedesaan sedikit 
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banyaknya dipengaruhj dan malah <iitentukan oleh unsur-unsur 
kebudayaan dimaksud. 

Sudah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa didaerah pede­
saan at au tegasnya di Negari/ Desa Suliki dan Mahal secara garis besar 
terdapat tiga sistem kepemimpinan yakni sistem kepemimpinan formal, 
sistem kepemimpinan formal tradisional dan sistem kepemimpinan 
informal. Namun demikian ditinjau dari kepemimpinan masa kini, 
sistem kepemimpinan tersebut pada hakekatnya hanya terdiri dari dua 
sistem besar yakni sistem kepemimpinan formal dan sistem kepemimpin­
an informal karena sistem kepemimpinan formal tradisional pada masa 

· kim digolongkan kepada sistem kepemimpinan informal ini. 

Jika cfiperhatikan syarat-syarat dan faktor pendukung dari kedua 
j.enis sistem kepemimpinan ini, terdapat suatu prinsip umum yang perlu 
dipenuhi atau diindahkan oleh kedua sistem kepemimpinan ini yakni ide­
ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma. peraturan dan sebagainya yang 
berlaku di daerah pedesaan yang bersangkutan. Wujud kebudayaan 
yang disebut terakhir ini menentukan dan mempengaruhi aktivitas 
k:elak.uan berpola dari anggota masyarakat pedesaan tersebut. 
Berkenaan dengan itu kedua wujud kebudayaan dimaksud merupakan 
refleksi dari tujuh unsur kebudayaan yang telah disinggung di at as. 

Jika diperhatikan makna yang terkandung dalam kebudayaan ma­
syarakat SuUki dan Mahat pada khususnya atau 111asyarakat Minangka­
bau pada um.umnya dasar pokoknya adalah kekeluargaan yang 
berrnuara k.epada prinsip bersama, artinya adalah dalam masyarakat 
dcsa ini para anggotanya merasakan malu yang belum berbagi. saciok 
bak a.yam. sadancing fJak /Jas4 sakabek bak lidi, serumpun bale sarai, 
atau malu belum berbagi, seeiap bak ayam, sedencing bak besi, seikat 
seperti fidi dan satu rumpun seperti serai. 

Seiring dengan itu dalam masyarakat kedua desa ini berlaku prinsip 
bersama sebab anggota-anggotaDya adalah duduk sama rendah berdiri 
sama tinggi. Dalam mengambil keputusan juga berlaku prinsi.p bersama 
karena keputusan tidak diambil dengan pemungutan suara beFdasarkan 
sistem suara terbanyak tetapi adalah berdasarkan sistem sehati atau 
sepabt yang menurut fatwa adat berbunyi : 

.. Bolek tab bulieh digolongk~ picak lah bulieh dilayangkan" (Kalau 
bulat sudah boleh digoJongkan, kalau gepeng sudah boteh di layangkan). 
Tujuan dari masyarakat kedua desa ini juga dilandasi dengan prinsip 
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bersama dalam hubungannya dengan tujuan terhadap Nei,tari/ Desa yailu 
mengenai semarak negari dan syarat-syarat kejayaan neyari adalah : 

bermesjid 
berbalai rung, 
ber.sawah, 
berladang, 
bertepian tempat mandi dan 
bergelanggang. 

Dalam mencapai tujuan bersama itu juga berlaku prin~ir hcrsama 
yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing yang tidak ada sama 
dicari, sama sakit sama senang, kebukit sama mendaki, kelurah sama 
menurun, sama-sama menghayun dan sama-sama melangkah. 

Pada waktu memperoleh keberuntungan dan mengalami malape­
taka, juga berlaku prinsip bersama yang terbukti dengan fatwa adat 
yang ditemui dikedua Negari/ Desa ini yaitu: 

Jika kabar baik diberitahu. 
jika kabar buruk serentak didatangi . 
jika jauh ingat mengingat. 
jika dekat temu- menemui 

Dengan kenyataan dan argumentasi seperti diuraikan diatas jelaslah 
bahwa masyarakat Suliki dan Mahat pada khususnya atau masyarakat 
Minangkabau pada umumnya menurut adat adalah berdasarkan pTinsip 
bersama itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut adat yang berlaku 
di- daerah bersangkutan masyarakatnya adalah mempunyai da.-.ar 
bersama, tujuan bersama dan cara bersama pula. 

Perlu dikemukakan disini bahwa azas kebersamaan ini bukanlah 
berarti tidak menghiraukan prisi1>-prinsip diri pribadi tetapi 
kepcntingan-kepentingan pribadi itu selalu dikaitkan dengan kepen­
tingan-kepentingan bersama. 

Dihubungkan dengan sistem kepemimpinan baik formal maupun 
informal drkedua desa ini maka wujud kebydayaan yang berbentuk 
gagasan vital dan pola kelakuan ini sangat mempengaruhi dan menen­
tukan sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di daerab ini. 
SChubungan dengan itu pengaruh dimaksud tentu saja meliputi 
seluruh aspek kehidupan atau bidang- bi dang kepemimpinan seperti 
bidani poHtik/ pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang 
agama dan bidang pendidikan. 
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Untuk lebih jclasnya dapat dinyatakan bahwa tidaklah ada tempat 
bagi pemimpinan berdasarkan kekuasaan dan paksaan di daerah ini. Se­
seorang yang akan dijadikan pemimpin dikedua desa ini haruslah 
beralam lapang atau berjiwa besar sebab pemimpin itu adalah pusat jala 
pumpunan ikan yaitu banyak dan ben.:orak ragam masaalah yang di­
hadapkan kepadanya dan yang akan dipecahkannya. 

Yang utama diharapkan dari pada pemimpin daerah ini, bukanlah 
suatu keputusan yang tajam tetapi adalah kejernihan dan penyelesaian 
sebab menurut fatwa adat yang berlaku di daerah ini, tidak ada kusut 
yang tidak akan selesai, tidak ada keruh yang tidak jernih. 

Sebagai kesimpulan dapat _dikemukakan bahwa dalam sistem kepe­
mimpinan formal seperti kepemimpinan di bidang pemerintahan dan 
badan-badan lain yang pemimpinannya diangkat secara resmi dengan 
suatu surat keputusan dan juga dalam sistem kepemimpinan informal 
seperti kepemimpinan alim ulama, cerdik pandai atau cendekiawan dan 
ninik mamak atau pemangku adat prinsip-prinsip ajaran kebudayaan 
yang bersifat kekeluargaan dan bersama ini perlu diindahkan dan 
dipedomani oleh pemimpin bersangkutan, jika•tidak demikian halnya 
maka kepemimpinan seseorang besar kemungkinan kurang berhasil 
karena syarat-syarat yang diperlukan untuk mendukung kepemimpinan 
tersebut tidak dipenuhi walaupun untuk kepemimpinan formal syarat­
syarat teknis, administratif dan politis sudah terpenuhi seluruhnya. 

Selain dari pada itu bahasa sebagai isi kebudayaan juga merupakan 
faktor penentu dalam mendukung kepemimpinan di daerah pedesaan 
karena dalam masyarakat Negari Suliki dan Mahal atau Minangkabau 
pada umumnya faktor bahasa yang terdiri dari 4 ( empat) tingkatan yakni 
bahasa mendaki, bahasa melereng, bahasa mendatar dan bahasa menu­
run mempunyai arti dan kaedah-kaedah khusus dalam· pergaulan sehari­
hari. 

Sebafiknya jtka semua persyaratan kepemimpinan didaerah pedesa­
an ini terpenuhi secara relatif lengkap maka tokoh bersangkutan akan 
menjadi ikutan bagi anggota masyarakat banyak sehingga masyarakat . 
tersebut mudah digerakkan dan diarahkan kepada aktivitas-aktivitas ; 
yang lebih produktif sesuai dengan·tujuan pembangunan Nasional. 

Karena pada umumnya dalam kepemimpinan formal terutama ter­
diri dari para ninik mamak atau para penghulu, prinsip kekelµargaan dan 
azas bersama ini relatif lebih terpenuhi maka potensi dari kepala suku 
atau ninik mamak ini dan juga para alim ulama serta cerdik pandai yang 
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ada di daerah ini kiranya dapat dimamfaatkan untuk melaksanakan dan 
mendorong gagasan-gagasan pembaharuan yang sangat diperlukan 
dalam pembangunan di daerah dan pembangunan Nasional. 

Sebagai . pelengkap dari analisa pengaruh kebudayaan terhadap 
sistem kepemimpinan di daerah pedesaan ini. dapat pula dijelaskan 
bahwa benda-benda hasil karya masyarakat di desa Suliki dan Mahat 
sesuai dengan sistem pengetahuan dan sistem tehknologi dan peralatan 
serla nilai seni yang dimiliki oleh masyarakat daerah bersangkutan pada 
umumnya adalah bersifat agraris atau dalam bentuk ha.sif...hasil 
pertanian, maka implikasinya terhadap sistem kepemimpinan tidaklah 
bersifat kompleks dan sophisticated. Maksudnya adalah hasil-hasil 
perlanian yang ada masih bersifat umum dan berbentuk bahan mentah 
sehingga sisJem kepemimpinan dalam arti syarat-syarat dan faklor 
pendukung, hak dan kewajiban pemimpin yang bersangkutan masih 
dalam benluk yang sederhana alau belum dilunlul sislem keorganisa­
sian, pengelahuan, dan kelalalaksanaan yang cukup linggi dan komplit. 

Pada bagian akhir anal,isa pengaruh kebudayaan lerhadap sistem 
kepemimpinan dipedesaan ini perlu dilaporkan bahwa wujud kebuda­
yaan sebagai hasil benda-benda hasil karya manusia di Negari Suliki 
lebih beraneka ragam coraknya dibandingkan dengan di Negari Mahal 
yang pada umumnya relalif sangal lerganlung alau berwujud benda­
benda hasil pettanian belaka. Di Negari Suliki benda- benda hasil karya 
masyarakatnya selain produksi perlanian juga menghasilkan barang­
barang kerajinan dan induslri pertukangan. 

Dikaitkan dengan sistem kepemimpinan di daerah pedesaan ini jelas 
persyaratan hak, kewajiban dan aspek-aspek lainnya yang harus dipe­
nuhi dalam kepemimpinan di Negari Suliki lebih komplek dibandingkan 
dengan. Negari Mahal, lerutama dari segi kepemimpinan bidang eko­
nomi. 

8. SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN SEHUBUNGAN 
DENGAN SISTEM ADMINISTRASI POLITIK NASIONAL 

Sudah sama dimaklumi bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 
tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah adalah merupakan 
landasan penyelenggaraan Pemerinlahan di daerah yang mewujudkan 
pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bersama-sama 
dengan deltonsentrasi · yang memantapkan penyelenggaraan pemerin­
tahan di daerah dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan. 
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Dengan ltata lain Undan)!-Undang ini mcngatur tcntang pokok­
poltok penyelcnggaraan pcmerintahan Dacrah Otonom dan pokok­
pokok penyclcnggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pcmerintah 
Pw;at di daerah yang berarti bahwa dalam Undang-undang ini diatur 
pokok-pokok penyelenggaraan urusan pcmcrintahan berdasarkan azas 
desentralisasi, azas dckonsentrasi dan azas tugas pembantuan di daerah. 

Berkaitan dcngan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ini telah pula 
ditetapkan U ndang-undang ten tang pemerintahan desa dengan U ndang­
undan)! Rcpublik Indonesia No. 5 Tahun 1979, Undang-Undang yang 
di'sebut tcrakhir ini landasan penyusunannya antara lain ad~lah sebagai­
mana ten:antum dalam ketentuan fasal 88 Undang-Undang No. 8 tahun 
19:74 yang menyatakan bahwa: "Pengaturan tentan,g Pemerintah Desa 
ditetapkan dengan Undang-Undang". 

Seperti juga pernah dikemukakan dalam uraian yang terdahulu 
yakni waktu penelitian ini berlangsung penerapan Und~g-Undang No. 
5 Tahun 1979 ini belum seluruhnya dilaksanakan di daerah-daerah 
pedesaan Sumatera Baral atau dengan kata lain masih dalam transisi 
maka pemerintahan Desa yang dijadikan pangkal tolak orielitasi dalam 
peneFitian ini adalah Surat Keputusan Gubernur Daerah Tk. I Sumatera 
Barat No. 155/GSB-1974, tentang pokok-pokok pemerintahan Negari 
diwilayah Daerah Tingkat I Sumatera Baral. Surat Keputusan Gubernur 
ini disusun antara lain jug.a mengingat Undang-Unda1rn No. 5 Tahun 
1974, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah Republik 
Indonesia tentang pemerintahan Desa sebagaimana tercan,um dalam 
fasal 88 UU No. 5 Tahun 1974. 

Sepanjang pengamatan tim peneliti . Surat Keputusan Gubernur 
Sumatera Baral No. 155/GSS-1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 

1 1979 mempunyai jiwa yang hampir bersamaan karena tetap mengakui 
adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masya­
rakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan yang masih hid up, 
sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan 
Nasional. 

Hanya perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan ketentuan Bab II 
bagian pertama Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang 
pembentukan. pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa. jumlah 
Desa dan ruang lingkup wilayah dari penerapan kedua ketentuan hukum 
tentang pemerintahan Desa ini tidaklah persis sama atau tegasnya 
jumlah Negari/Desa dalam SK Gubernur No. 155/GSB-1974 adalah 
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sebanyak 54.l Negari/ Village, sedan!!kan berdasarkan pl'lll'rapan UU 
No. 5 tahun 1979 jumlah 01.'sa sl'kitar .l.518 buah . 

Berdasarkan kl'rangka dan landasan pl'mikiran yan!! demikian di­
bawah ini dapat dikl'mukakan hubun!!an antara sistem kl'pemimpinan 
pcdesaan dengan sisll'm administrasi politik Nasional dimaksud. Pada 
perinsipny;.r sistl'm kl'pemimpinan pl'dl'saan baik formal maupun 
informal dalam seluruh aspek kl'hidupan sepl'rti dibidan!! politik/ peml'­
rintahan, bidang sosial. bidan!! l'konomi. bidan!! a!!ama dan bidan!! 
pendidikan dapat llll'nunjan!! dan malah dalam sistem kepcmimpinan 
formal memp1:domani kl'll'ntuan-kctl'nl uan dan perinsip-pcrinsip yan!! 
terkandung dalam sistcm administrasi politik Nasional yan!! berlaku. 

Dikatakan demikian karena dalam sistem kepemimpinan formal 
di daerah pedesaan khususnya di negari Mahal dan Suliki ketentuan­
ketentuan dan mekanisme yan!! harus dipenuhi dan dipedomani sesuai 
dengan aturan dan penggarisan yang berlaku serta hakekat yan!! 
terkandung dalam sistem administrasi politik Nasional. 

Seiring dengan itu dalam sistem kepemimpinan informal yang pada 
umumnya berlandaskan kepada ajaran adat istiadat dan kebiasaan­
kebiasaan yang masih hidup didaerah pedesaan sang.at relevan dan dapat 
menunjang hakekat yang terkandung dalam sistem administrasi politik 
Nasional . 

Sebagai contoh nyata dari keadaan ini adalah antara lain terpe­
nuhinya ketentuan fasal 14 SK Gubernur Sumatera Baral No. 155/GS~ 
1974 yang rl)tJlYalakan bahwa anggota Kerapatan Negari terdiri dari 
ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai atat1 tegasnya para 
pemimpin informal di daerah pedesaan. Seperti telah pernah dijelaskan 
pemuka-pemuka masyarakat tersebut keberadaannya sesuai dengan 
sistem kepemimpinan informal yang hidup di daerah pedesaan. 

Sama halnya dengan Kerapatan Negari ini dalam pasal 17 Undang­
Undang No. 5 Tahun 1979 tentang keanggotaan Lembat?a Musyawarah 
Desa antara lain dinyatakan terdiri dari Pimpinan Lembaga-Leinba!?a 
Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat didesa bersan!!kutan. 
Pimpinan dimaksud pada hakekatnya adalah pimpinan informal 
di daerab pedesaan. 

Contoh lain dari mempartisipasikan potensi pimpinan informal 
dalam sistem administrasi politik Nasional di daerah pedesaan adalah 
berkenaan dengan anggota pehgurus LKMD yang antara lain terdiri dari 
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Pcmuka-pcmuka Masyarakat scpcrti Pcmuka Adat, Agama, Pendi~ 
dikan/Ccndikiawan. Pcmuda dan Wanita scrta pimpinan Lcmbaga­
lcmbaµa masyarakat yang ada di dcsa yang bcrsangkutan. 

Pcrlu pula dijclaskan kcikut sertaan-pemimpin-pemimpin informal 
dalam lembaga-lembaga pemerintahan 'Dcsa tidak saja dalam rangka 
memenuhi tuntutan yang digariskan dalam Sistem administrasi politik 
nasional di daerah pedesaan tetapi yang lebih penting dari itu adalah 
tingkat pemahaman tokoh yang bersangkutan tentang aspirasi dari 
masyarakat pendukungnya sehingga dalam menjalankan fungsi dan 
peranannya di Lembaga-lembaga tersebut dapat berjalan lancar dan 
memenuhi tuntutan yang diingini dalam sistem administrasi politik 
Nasion,al dimaksud. 

Karena sistem kcpem+mpinan pedesaan ini mencakup berbagai 
aspek kehidupan' seperti bidang sosial, ekonomi, agama, pcndidikan dan 
lain-lain yang relevan pula dengan aspek-aspek yang terkandung dalam 
sistem administrasi politik Nasional maka jelas sistem kepemimpinan 
informal di daerah Suliki dan Mahal pada khususnya atau di daerah 
Sumatera Baral pada umumnya sangat menunjang kelancaran dan 
sesuai dengan mekanisme sistem administrasi politik Nasional itu 
sendiri. 

Selain dari hal-hal seba!!atmana disebutkan diatas perlu pula di­
kemukakan bahwa dalam memenuhi ketentuan dan pola penunjang 
program diberbagai sektor di daerah pedesaan seperti );endidikan, 
koperasi, pertanian, keagamaan dan sektor lainnya maka sistem 
kepemimpinan dipedesaan ini tidak bertentatlgan satu sama lain yang 
dapat menimbulkan ketimpangan tetapi malah prinsipnya serasi dan 
seiring dengan sistem administrasi politik nasional sehingga keduanya 
saling isi mengisi dalam mencapai tujuannya. 

Berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang . ditemui dilapangan 
seperti diuraikan diatas jelas bahwa sistem kepemimpinan . pedesaan 
sehubungan dengan sistem administrasi politik Nasional yarig berlaku 
pada saat ini saling tunjang menunjang, isi mengisi dan tidak terdapat 
perbedaan konsepsi- konsepsi yang prinsipil sehingga tidak ditemui ham­
batan-hambatan yang berarti dalam menerapkan mekanisme kedua 
sistem ini. Sebagai kunci dari keserasian ini adalah karena kedua sistem 
.dimaksud berlandaskan pada kenyataan-kenyataan yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat pedesaan. 
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Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sistem 'Kepemimpinan 
Tradisional dengan Kepemimpinan yang berasal dari Sistem 
Administrasi Politik Nasional sama-sama kual alau sehimbang sehingga 
sama-sama mengatur I ala- tat a kehidupan masyarakat di daerah 
bersangkutan. 

C. SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN DALAM 
PEMBANGUNAN NASIONAL 

Dalam GBHN sudah ditetapkan bahwa Pembarigunan Nasional 
bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang 

.merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila didalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu 
dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang 
aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan 
dunia yang $1erdeka, bersahabat, tertib dan damai . 

I 

Di samping itu juga dijelaskan bahwa landasan pelaksanaan pem­
bangunan Nasional tersebut adalah Pancasila dan UU D. 1945 . 
Sedangkan azas-azas pembangunan Nasional itu adalah azas mamfaat, 
azas usaha bersama dan kekeluargaan. azas demokrasi, azas adil dan 
merata, azas perikehidupan dalam keseimbangan, azas kesadaran 
hukum dan azas kepercayaan pada diri sendiri . 

Sudah dimaklumi bahwa semua program-program dan proyek­
proyek pembangunan yang dirancang secara Nasional, dan kedaerahan 
akhirnya bermuara atau dilaksanakan di daerah pedesaan. Sebagai 
pelaksana pembangunan tersebut selain dari aparat-aparat pemerintah 
juga dilakukan oleh warga masyarakat daerah pedesaan. 

Justru karena itu potensi dan keikut sertaan masyarakat pedesaan 
dalam melaksanakan pembangunan Nasional itu sangat menentukan 
t<eberhasilan pembangunan tersebut. Pendayagunaan potensi 
'lJlasyarakat ini akan lebih memadai jika dikoordinir dan diarahkan 

·~cara efektif dan efesien oleh pemimpin-pemimpiii atau agen-agen 
pe~bangunan yang berada dipedesaan. 

Berkaitan dengan ini penemuan dilapangan penelitian ini pada 
khususnya atau daerah Sumatera Barat pada umumnya tentang sistem 
kepemimpinan ,pedesaan dalam pembangunan Nasional adalah sating 
tunjang menunjang dan serasi satu sama lain. 

Dikatakan demikian karena sistem kepemimpinan di daerah 
pedesaan sebagaimana diungkapkan lerdahulu mengandung azas ke-
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kduaqiaan, azas dcmokrasi, ai:as kcpcn:ayaan pada diri scndiri, azas 
adil dan mcrata, dan hcrasal kcsadaran hukum. Justru karcna itu tidak 
ada pcrtcntangan malah sama halnya dcngan pcmbangunan Nasional 
Indonesia. 

Disampinµ- itu khusus dalam kcpcmimpinan formal sccara lebih 
lc!!as dinyatakan bahwa syarat kepcmimpinan yang harus dipenuhi 
antara lain adalah sctia dan taat kcpada Pancasila dan UUD 1945 . 
Deng.an dcrnikian berarti antara pelaksanaan-pclaksanaan pernbangun­
an dan landasan pernbangunan itu sendiri saling bertolak alas perinsip 
dan dasar yang sama. Hal ini tcntu saja akhirnya diharapkan sasaran 
dan rnanfaat pernbangunan lcrsebut scsuai dengan yang rclah digariskan 
dan diset ujui bersarna. 

Berkcnaan dengan syarat-syarat dan faktor pendukung kcpcmirn­
pinan informal disegala bidang kehidupan yang ada dipedcsaan antara 
lain adalah bcsarnya rninat dan pcmahaman pemimpin bersangkutan 
dari bidang yan11 dikelolanya serta yang bersangkutan mendapat 
kepercayaan dari masyarakat pendukungnya maka pemimpin informal 
ini dapat diharapkan sebagai pelopor rnencip"takan kondisi yang dinamis 
dikalangan rnasyarakat pedesaan guna menggerakkan tenaga kegotong 
royongan masyarakat dalam ikut serta mendorong dan melaksanakan 
pembangu.nan di daerah pedesaan. 

Kunci permasalahan sekarang adalah sejauh mana penanggung 
jaw.ab pembangunan Nasional dapat memanfaatkan pemimpin informal 
ini yang sistem keberadaannya sesuai dengan wujud dan isi kebudayaan 
yang berlaku secara luas dikalangan masyarakat. 

hka ditinjau sasaran pembangunan Nasional Indonesia ini secara 
dalam jdas terlihat pembangunan tersebut tidak saja diarahkan kepada 
hal-hal yang bersifat ekonomis dan peningkatan IC\raf hidup masyarak;at 
tetapi juga diarahkan kepada pembinaan dan menumbuhkan manus.ia­
manusia pembangunan termasuk pembinaan kader- kader bangsa dan 
pimpinan yang berilmu pengetahuan luas. cerdas dan terampil. Sasaran 
ini dicapai dengan melaksanakan berbagai program seperti program 
pembinaan generasi muda, pendidikan masyarakat dan peningkatan 
peranan wanita. 

Mengingat kosepsi yang demi:kian maka sistem kepemimpinan 
masy.aT·ak.at pedesaan dengan sendirinya tetap dibina dan dikembangkan 
·melalui usaha-usaha dan pro~am-program yang tercakup daia~ 

pembangunan Nasional. Pembinaan ini tentu saja akan memberikan 
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umpan b lik yang positif terhadap pembangunan Nasional itu sendiri 
karena memanfaatkan konsep-konsep yang ideal dalam sistem kepe­
mimpinan masyarakat pedesaan itu sendiri. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa. sistem kepemimpinan pedesaan 
selaras dan serasi dengan sistem dan tujuan pembanguilan Nasional dan 
untuk itu kepemimpioan pedesaan ini perlu dibina dan ditingkatkan 
mekanismenya serta gagasan-gaj!asan vital yang terkandung dalam 
sistem dan idee-idee para pendukungnya. 

Terakhir dalam analisa hubungan kebudayaan, sis.tern administrasi 
politik Nasional dan Pembangunan Nasional ini dengan sistem 
kepemimpinan pedesaan adalah saling tunjang menurijang, isi mengisi 
dan didasarkan alas wujud dan isi kebudayaan itu sendiri secara 
universil. 
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Lampiran : I 

U:MBARAN DAl<:RAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMA TERA BARAT 

No. Urut80 Tahon 1981 Seri-D.80. 

PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT 

Nomor; 7 Tahun 1981 
Ten tang 

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN 
PENGHAPUSAN DESA DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

SUMA TERA BARAT 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA, 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT. 

Menimbana: 

Bahwa dalam rangka laksanaan Pasal 2 U ,ndang- U ndang Nomor 5 
Tahun 1979 tentang P merintahan Qfsa, d1hgan memperhatikan· dan 
mengindahkan status egari sebagai kesatu'an masyarakat huklUJI adat 
di Propinsi Daerah ingkat I Sumatera Baral, di pandang pertu 
menetapkan suatu Pe turan Daerah yang mengatur tentang )>emben­
tukan,- pemecahan, nyatuan dan pe_o.ghapusan Desa sesuai dengan 
pedoman yang diberik n oleti Menteri Dalam Negeri; 

Menainaat: 

I . Undang-Undang *o. 61 Tahun 19,8 tentang Pembenfukan Daerah- . 
daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Baral, Jambi dan Riau jo. 
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979; 

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme­
rintahan di Daerah; 

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 
' -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. ,4 Tahun 1981 tentang 
Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa; 

5. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera__ Barat No. 
03/SB/ 1978 tentang Peraturart Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah 
Tingkat I Sumatera Barat; 
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Dehgan Perselujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Propinsi 
Daerah Tingkal I Sumalera Baral; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

Peraluran Daerah Propinsi Dacrah Tingkal I Sumalcra Baral tcnlanµ 
Pembentukan, Pemecahan, Pcnyaluan dan Pcnghapusan Dcsa dalam 
Propinsi Daerah Tingkal I Sumalcra Baral. 

BA 8. I 
1.U:Tl':NTlJAN lJMlJM 

Pasal. I 

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dcnµan: 

a. Pemerinlah Daerah: adalah Pemcrinlah Propinsi .Dacrah Tinµkal 

h. Gubernur Kepala 
Daerah 

c. Bupati/Walikola-
madya .Kepala Da-
erah Tingkat II 

d . Ca mat 
e. Desa 

Sumalcra Baral; 
adalah Gul?ernur l\cpala Dacrah Tinµkal I Su­
malera Baral; 

adalah Bupali/Walikolamadya l\cpala Dacrah 
· Tingkal II dalam Propinsi Darrah Tinµkal I 
Sumalera Baral. 
adalah Kepala Wilayah l\c:ramaian; 

· adalah sualu Wilayah yang di1c:mpa1i okh sc:-
jumlah penduduk sebagai kc:saluan masyarakal 
lermasuk didalamnya kcsaluan masyarakal 
hukum yang mempunyai organisasi Prmc:rin­
lahan lerendah langsung dihawah Carnal dan 
berhak menyelenggarakan rumah 1angganya 
sendiri dalam ikalan Negara l\esaluan 
Republik Indonesia; 

f. Dus u n adalah bagian Wilayah dalam Desa yang 
merupakan lingkµngan kc:rja pelaksanaan Pe­
merinlahan Desa; 

g. Pembentukan Desa : adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar 
Wilayah Desa-desa yang telah ada; 

h. Pemecahan Desa adalah . tindakan mengadakan Desa Baru di 
dalam Wilayah Desa; 

L .. Penyatuan Desa ada!ah penggabungan dua Desa atau Iebih 
m~njadi satu Desa baru; 
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j. Penghapusan Desa 
k. Desa Persfapan 

adalah tindakan meniadakan Desa yang ada; 
adlalah Dt!sa baru didalam Wilayah Desa 
sebagai hasil Pemecahan, yang akan di 
tingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri. 

8 AB. II 

P I<: M B 1<: N T U K A N 

Bagian Pertama 
Tujuan dan Tata Cara Pembentukan 

Pasal. 2 

(I) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan 
kemampuan penye1enggaraan Pemerintahan secara berdaya guna 
dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai 
dengan tingkat perkembangan dan kemajlf3(1 Pembangunan. 

(2) Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berda­
sarkan usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri . 

Bagian Kedua 
Syarat-Syarat Pembentukan 

Pasal. 3 

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor­
faktor sebagai berikut: 

a. Faktor Penduduk 

b. Fall.tor Luas 
Wilayah 

c. Faktor Letak 

d. Faktor Prasarana 

ya.itu jumlah penduduk bagi terbentuknya 
suatu Desa Baru sedikit-dikitnya 2500 jiwa atau 
500 Kepala Keluarga; 
yaitu luas Wilayah yang ter:jangkau secara ber­
dayaguna dalam rangka peinberian pelayanan 
dan Pembinaan masyarakat; 
yaitu Wilayah yang memiliki jaringan perhu­
bungan atau komunikasi antara Dusun:.dusun 
yang letaknya memungkinkan terpenuhinya 
faktor Luas Wilayah tersebut hurl.If b; 

yaitu tersedianya atau kemungkinan terse­
dianya prasarana dan sarana perhubungan, 
pemasaran, sosial produksi, prasarana · dan 
sarana Pemerintahan Desa; 
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e. Faktor Sosial 
Buday a 

yaitu suas~n· yang memberikan kemungkinan 
kerukunan/ ~idup beragama dan kerukunan 
hidup befmpsyarakat dalam hubungannya 
d~.og.an ad~t i~tiadat; 

'!'. Faktor Kehidupan : y~itu terseiiapya tempat untuk mata pencaha~ 
masyarakat nan masy rak\at; 

g. Dalam Pembentukan Desa ber sat"kan faktor-faktor tersebut pada 
huruf a sampai dengan .f, perllµ dI. domani pola Tata Desa yang 
memungkrnkan kelancaran pef e bangan Desa yang selaras dan 
sesuai dengan Tata Pemerintatj n esa, Tata Masyarakat dan Tata 
ruang fisik Desa, guna mempe ' tah . kan keseimbanl?an lingkungan 
yang lestari. 

Bagi~n Ket~ga 

Nama, Batas dan ll>em~agJian Wilayah 

P.asal. 4 

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Qaerah- menizenai pembentukan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam pas~f2 ayatO) harus menyebutkan 
nama, luas Wilayah, jumlah penduduk,J batas t>esa rlan jumlah Dusun 
yang dibentuk. 

8 A 8. Ill 

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN 

Pasal. 5 

Desa yang dibentuk sebag.ai'mana dimaksud dalam · Pasal 4 mempunyai 
Organisasi Pemerintahan . terendah langsung dibawah Camat . yang 
mempunyai Hak, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut: 

I. Ha k 

a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 
b. Melaksanakan peraturan-pe.raturan dan ketentu~n-ketentuan 

dari Pemerintah Daerah. 

2. Wewenang. 

a. Menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membkarakan ma­
salah-masalah penting yang menjangkut Pemerintahan Desa dan 
kehidupan masyarakat Desanya; · 

b. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk metaksanakan 
Pembangunan. 
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c. Melakukan pungutan dari Penduduk Desa berupa luran atau 
sumbangan untuk . keperluan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat 
yang bersangkutan berdasarkan peraluran perundang-undangan 
yang berlaku. 

3. K e w 11 j i ·h 11 n. 

a. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan-
masyarakat di Desa yang bersangkutan; 

b. Menyelenggarakan adminislrasi pemerintahan Desa; 
c. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan ke­

sejahteraan warga Desanya; 
e. Memelihara tanah, Kas, Desa, Usaha Desa dan Kekayaan Desa 

lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan 
berhasil guna. 

BAB. IV 

Pfo:Mfo:("AHAN, PEN\' ATlJAN DAN Pfo:NGHAPUSAN 

Pasal. 6 

(I) Desa yang oleh perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertinl­
bangan teknis Pemerintahan dan Pelayanan terhadap masyarakat 
Desa di mungkinkan untuk dipecah; 

(2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) harus dimu­
syawarahkan/ dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga 
Musyawarah Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuk 
suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang hasilnya 
dituangkan didalam Keputusan Desa; 

(3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa persiapan dan disyahkan 
oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati/Walikota Madya 
Kepala Daerah Tingkal II; 

(4) Desa Persiapan, sebagaimama dimaksud dalam ayat(3) untuk dapat 
ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat ! 
terbentuknya Desa sebagaimana dimaks.ud dalam pasal 3; 

(5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapatkan 
perset\ljuan dari Menteri Dalam Negeri. 
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Pasal. 7 

(I) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dimungkinkan untuk 
disatukan atau dihapuskan. 

(2) Penyatuan atau penghapusan Desa dtlakukan dengan Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat J, berdasarkan usul Bupati/ 
Walikota Madya Dati Tk. II. 

(3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 

BAB.V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal. 8 

(I) Dengan terbentuknya Desa ber:dasarkan Peraturan Daerah ini maka 
Negari tidak lagi mempunyai hak menyelenggarakan rurnah tang­
ganya sendiri sebagai Organisasi Peinerintahan Daerah. 

(2) Kedudukan Negari selanjutnya sebagai kesatuan Masyarakat 
Hukum Adat tetap diakui dan akan diatur dengan peraturan Daerah 
Propinsi Tk. I Sumatera Baral. 

Pasal. 9 

(I) Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur ~epala 
Daerah. 

(2) Peraturan Daerah ini dap_at disebut "Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa 
dalam Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat" . 
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{J) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya 
dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera 
Baral. 

DEWAN PERWAKll.AN RAKYAT 
l>AERAH PROPINSI l>AERAU 

TINGKAT I SUMATERA BARAT 

Padang, 27 Juni 1981 
GUBERNUR KEPAl:K6WAH 
TINGKAT I SUMAtERA-BARAt 

Kclua 
t.t.d 

DJOllAKI KAllAK. Sil u I. HA<;1,uo 

t.t.d. 

Disahkan l>lt:h Mc:nteri Dalam Ne!!eri RI 
l>..·n)!an Surat Kl·putusan tan)!)!al 10 Nl>pemher 1911 I 

N<>. 140-~ .l - N7 
l>iundan)!bn dalam l.c:mharan Daerah 

Pn>pinsi Daerah Tin)!kat I Sumatera Barat 
N1>. Llrut.110 Seri D. 110 

Tan)!)!al ~~ Nl>pemher Tahun 19111 
SEl\RET.:\.Rls\\'ILA YAH DAERAH 

1.1.d 

URS. II . S.Hn:RKA'.\I 

NIP. 0 )()()(,~~ff:' 
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Lampiran II. 

Salinan 

U:MBARAN DAERAH 
KABUPAT•:N DA•:RAH TINGKAT 1150 KOTA 

NOMOR: IOI TAHUN 1981 SERI "D" Nomor : 94 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1150 KOTA 

NOMOR: 15 TAHUN 1981 
Tentana: 

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGkATAN DAN 
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, kEPAtA URUSAN 

SERTA KEPAtA DUSUN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1150 KOTA 

Menimbana: 

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya 
guna berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan maka 
dalam rangka pelaksanaan pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang Nomor 
5 tahun 1979, tenlang Pemerintahan Desa, dipandang perlu unluk 
menetapkan Peraluran Daerah Kabupalen Daerah 'Tingkat II 50 Kola 
tentang persyaratan, Tata Cara PengaAgkatan dan Pemberhenlian 
Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta kepala Dusun. 

Mfllainaat : 

I. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 lenlang Pembenlukan 
Daerah Olonom Kabupalen dalam lingkunga_n Propinsi Sumalera 
Baral. 

2. Undang-Undang nomor 5 . lahun 1974 lenlang Pokok-pokok 
Pemerinlahan di daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974~ Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
(l.embaran Negara Nor:nor 3153); 
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4. Pcraturan Menteri Dalam Ncgari No. I tahun 1981 tcntang Susunan 
Orgarusasi dan Tata Kerja Pcmcrintahan Dcsa dan Perangkat Desa. 

5. Pcraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
PembeAto'kan Lembaga Musyawarah Desa; 

6,. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1981 tentang Pcrsya­
ratan, Tata cara Pcnµanµkatan dan Pcmhcrhcnlian Sckrctaris Dcsa 
.K_.epala Urusan scrla l\cpala Dusun. 

Dengan pcrsctujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn 
Daerah Tln11kat II 50 Kola. - ~ -

MEMlJTUSKA' 

MENETAPKAN : 

-PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 50 
KOTA TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANG­
l<ATAN_ DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA 
DESA,XEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN . 

BAB. I 
KETENTUAN UMUM 

Pa:-,al. ·1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 
Kofa 

b. Carnal adalah Kepala Wilayah Kecamatan. 
adalah suatu Wilayah yang dilempali oleh 
sejumlah penduduk sebagai kesaluan masya­
rakal lermasuk didalamnya kesaluan masyara" 
kal hukum yang_ mempunyai Organisasi Peme­
rintah lerendah langsuflg ditfawah Carnal dan 
berhak menyelenggarakan rumah langganya 
sendiri dalarh ikalan Negara Kesaluan 
Republik Indonesia. 

c. D u s u n adalah bagian wilayah Dalam Desa yang 
merupakan lingkungan. 

d. L-embaga Musyawarah Desa : . adalah lembaga permusyawaralan/ 
pemiufakalan yang keanggotaannya lerdiri alas Kepala-kepala 
E>usun, Pimpinan Lembaga kemasyarakalan dan Pemuka-Pemuka 
Masyarakat di Desa yang bersangkulan. 
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ltAR. II 

1.0WONGAN s•:KR•:TARIS D•:sA. K•:PALA llRllSAN 
. DAN KEPALA DllSlrN 

P.asal. 2 

I . Jabalan Sekrelaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusuri Lowong 
karena berhenli alau diberhenlikan o.kh-pejabal karena: 

a. Meninggal dunia. 
b. Alas perminlaan sendiri 
c. Telah diangkal pejabat yang baru 
d. Tidak lagi memenuhi sesualu syarat yang dilenlukan dalam pasal 

J dan pasal 4 . 
e. Tindak~tindakannya yang menghilangkan kepercayaan pen­

duduk Desa lerhadap kepemimpiJ1annya sebagai seorang pejabal 
Pernerinlahan Desa. 

f. Sebab-sebab lain yang berlenlangan dengan ketenluan peraluran 
perundang-undangan dan alau norrna-norrna dalarn kehidupan 
rnasyarakal Desa selernpat. · 

2. Dalam hal jabalan Sekrelaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala 
Dusun lowong, rnaka Kepala Desa rnenunjuk seorang pejabal dari 
perangkal Desa dan selarnhal-larnbalnya dalarn jangka 6 ( enarn) 
bulan harus sudah dilaksanakan pengangkalannya. 

BAB. Ill 
PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA 

URUSAN DAN KEPALA DUSUN 

Pasal. J 

Yang dapal diangkal rnenjadi Sekrelaris Desa daft Kepala Urusan adalah 
penduduk desa Warga Negara Republik Lndonesia yang: 

a . Berlaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Selia dan laal kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 

Negara dan Pernerinlah Republik Indonesia . 
c. Berkelakuan baik, jujur, ce'rdas dan beribawa. 
d . Tidak pernah lerlibal langsung alau lidak langsung dalarn sualu 

kegialan yang rnenghianali Negara Kesaluan Republik Indonesia 
y~ng berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti 
{I.JOSI PK I dan atau kegiatan-kegiatan organisa~ terlarang lainnya. 
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e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berda­
sarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana 
sekurang- kurangnya 5 ( lima) tahun. 

f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa 
yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama I ( satu) tahun 
terakhir dengan tidak terputus. 

g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 ( dua puluh ) tahun dan se­
tinggi-tingginya 56 tahun. 

h. Sehat Jasmani dan Rohani. 
i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau 

yang berpengetahuan/ pengalaman yang sederajat dengan itu. 

Pasal. 4 

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa 
Warga Negara Republik Indonesia yang: 

a. Bertaqwa kep.ada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Selia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. 
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan beribawa. 
d . . Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu 

kegiatan yang mengkianati Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dah Undang-undang Dasar 1945 seperti 
G.30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lain.~~a. 

e. Tidak · sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berda­
sarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti 
karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang­
kurangnya 5 ( lima) tahun. 

f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa 
yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama I (satu) tahun 
terakhir dengan tidak terputus-putus. 

g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan 
setinggi-tingginya 56 tahun. 

h. Sehat Jasmani dan Rohani. 
i. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan Pertama atau ber­

pcngetahuan/berpengalaman yang sederajat dcngan itu. 



BAB. IV 
Pf<:NCAUlNAN SEKRETARIS DESA, 

Kf<JPAl.A URUSAN DAN KEPAl.A DUSUN 

Pasal. 5 

(I) Pencalonan Sekrelaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun 
diajukan oleh Kepala Desa secara terlulis kepada pejabat yang 
berwenang rnengangkat dengan melengkapi kelerangan-keterangan 
yang diperlukan sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 3 dan pasal. 4. 

(2) Pencalonan dirnaksud dalarn ayat (I) dilakukan oleh Kepala Desa 
selelah rnendengar pertirnbangan dari pirnpinan Lernbaga Masya­
rakal Desa. 

(3) Jurnlah calon yang dirnaksud/diusulkan sedikit-sedikilnya 2 (dua) 
orang dan sebanyak- banyak nya 3 ( liga) orang. 

BAB. V 

Pf<:NGANGKATAN SEKRETARIS DESA 
Kt<:PAl.A URUSAN DAN KEPAl.A DUSUN 

Pasal. 6 

(I) Sekrelaris Desa di angkat 01¢11 Kepala Daerah dari calon yang 
diusulkan oleh Kepala Desa setelah rnendengar perlirnbangan 
Carn at. 

(2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkal oleh Carnal alas narna 
Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa. 

(3) Pelaksanaan pengangkalan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan 
Kepala Dusun dilakukan selelah datarn bentuk ujian penyaringan. 

BAB. VI 
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN 

SEKRETARIS DESA, KEPAl.A URUSAN DAN KEPALA OUSUN 

Pasal. 7 

(I) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dilunjuk 
alau tersangkut dalarn suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa 
dapat diperhentikan sernenlara. 

(2) Pernberhenlian Sernentara ·dilakukan dengan Keputusan pejabal 
yang berwenang rnengangkat. 

(3) Selarna Sekrelaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun 
dikenakan pernberhenlian sernentara, rnaka pekerjaan sehari-hari 
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dilakukan olch Kcpala Dcsa atau pcjabat lain yang ditunjuk olch 
Kepala Dcsa. 

(4) Alas usu( atau saran dari Kcpala Ocsa dcngan hcrdasarkan 
kcputusan Pcngadilan yang tclah mcmpunyai kckuatan pasti maka 
yang bcrwcnang mcngangkat, mcn..:ahut surat kcputusan 
pemberhentian scmcnlara yang hcrsangkutan untuk dikukuhkan 
kembali dalam hal yang hcrsangkutan t idak hcrsalah a tau dihcr­
hentikan dalam hal yang hcrsangkutan dinyalakan hcrsalah . 

. Sekretaris Dcsa, Kcpala Urusan dan Kcpala Ousun hcrhcnli alau 
diberhcntikan olch pcjahal yan)! hcrwcnang mcngan)!kat, karcna 
sebab-sebab scbagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (I) . 

RAB. VII 
KETENTlJAN P•:Nl JTlJP 

Pasal. 8 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
lanjut menurut Peraturan atau petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. 

Pasal. 9 

Peraturan Daerah ini .mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kotc.t. 
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Pay a k um bu h, 5 Agustus 1981 

BUPA"{I KEPALA DAERAH TINGKAT II 

50KOTA 

d.t.ll . 

(BURHANUDDIN PUTIH) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1150 KOTA 

Ket ua 

d.Lo. 

(ZAINUl. ARmN 1.n:s1 



UISAllKAN 

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I 

SUMATERA BARAT 

TANGGAL : 30-12-1981 NOMOR: W6/GSB/1981 

SEKRETARIS Wll.AYAH/ DAERAH 

d .t.o. 

(Ors. 11- SJOt:RKANO 

NIP. 010062507 .-

UllJNUANGKAN 

DAI.AM I.EM BARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK . II 

SOKOTA 

TANGGAL.: 6-2- 1982 SERI : D NOMOR : 95 

SEKRETARIS WILAYAH 

d.t.o . 

4 ORS. JlJAINI RAIS) 

NIP. 01003'3803 .-

2S9 

- ----------- - ______________ ______________ ........,. 



1,ampiran : Ill 

No. 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

NAMA-NAMA KELOMPOK TANI DI NEGARI SULIKI 
DAN MAHAT, KEC. SULIKI GUNUNG MAS 

Nama Jumlah 
NamaPPL Kete-

Kelompok Tani anggota rangan 

A. Neaari Suliki Kusrini 

Suliki Pasar 25 (Alumni SPMA 
Suliki Baruh 20 Padang Mengatas 
Jariangau 11 Payakumbuh) 
Harapan (Padang La was) 23 
Guguk palano 23 
Taratak 19 
Bungo tanjung 23 

B. Neaari Mahal Agus Samsul Bahri 

Bonjo 25 (Alumni SPMA 
Kayu kalek 25 Padang Mengatas 
Tabek 20 Payakumbuh) 
Sunur Botih 20 
Larin 20 
Bigau 21 
Lubuk 19 
Padang Tumpuk 25 
Boncah 25 
Palansingan 20 
Rawang 23 
Saka to 21 
L olo 22 
Batu 20 
So pan 20 
Karya Tani (Nenan) 30 
Tanjung Bungo 26 Evi Zulfiar 
Tanah Hitam 30 (Alumni SPMA 
Al. Panjang I 24 Pd. Mengatas) 
Al. Panjang II 28 
Ronah (G.T. Saiyo) 27 
Pad an g Tui 28 
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(Sambungan) 

No. 
Na ma Jumlah 

NamaPPL 
Kete, 

Kelompok Tani anggota rangan .. 
tJ . 

23 . Pajomban 27 
24. Seberang Air Dingin 28 
25. Banjar Tangah 31 
26. Kubu Ateh 34 
27. Atas Kala 29 
28. Seberang Sungai 29 
29. Sim pang 28 
30. Kubu Baru 34 
31. Padang Saluak 25 
32. Maronging 20 

Sumber data: Dari PPL yang bersangkutan. 
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'Lampiran IV A. 

D•:PARn:Mt:N PENDIDlkAN DAN kEBUDA YAAN 

PROYEk INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI 

KEBUDA Y AAN DAERAH SUMA TERA BARAT 

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang 

Telepon 25744 Pesawat 16 

INSTR\]MEN PENELITIAN 
SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASY ARAKAT PEDESAAN 

Perhatian: 

Bubuhilah tanda silang [xJ dalam kotak 
yang disediakan dari alternatif jawaban 
yang dicantumkan dalam daftar perta­
nyaan di bawah ini atau isilah dengan data 
yang sesungguhnya. 

Kepala 9'eluarga 

A. ldentitas Responden 
I. Nama . . ........ ..... .. . . ...... 
2. Jenis Kelamin a. Laki-laki 

b. Perempuan 
3. Suku Bangsa a. Meningkabau 

b. Jaw a 
c . .................................. 

4. Penduduk asli atau a. Asli 
pendatang b. Pendatang sejak tahun ... 

5. Pekerjaan: 

a. Utama a . ............................... 
b. Sambilan b. . .... . .. . . ... .. ......... 

6. Agama . . ..... . . ..... . . .. . .. . .. 
7. Pendidikan : 

a. Formal ····································· 
b. Non formal .. ........... ~ ..... : ................... 

8. Status perkawinan a. Ka win 
b. Belum kawin 
c. Janda/duda 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
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9. Bahasa yang dipahami a. Bahasa Indonesia D 
b. Bahasa daerah D 

Minangkabau 
c. Bahasa Dae rah ........... 0 

B. Daftar Pertanyaan : 

I. Siapa nama Kepala Desa 
Negari di desa ini? ...................................... 

2. Sudah berapa lama beliau 
menjabat Kepala Desai Ne-
gari tersebut a.~ l tahu 0 

b. 2 - 3 tahun D 
c. 4 - 5 tahun D 
d. >- 6tahun D 

3. Siapakah nama Kepala 
Desa/Negari sebelum Ke-
pala Desa yang sekarang? : .............. .. ............... ........ 

4. Adakah hubungan keluargai 
antara Kepala Desa yang 
sekarang dengan Kepa-
la Desa yang sebelumnya?: a. ada D 

b. Tidak ada D 
5 . Apakah penyebab pergan-

. tian Kepala Desa dima-
sud? a. Masa jabatan Kepala Desa 

sebelumnya sudah habis D 
b. Kepala Desa yang lama me-

ngundurkan diri 0 
c. ·· ················· ·· ·········· 0 

6. Siapa yang memilih Ke-
pala Desa? a. Penduduk Desa 0 

b. Kerapatan Negari D 
c. Ditentukan oleh Pejabat 

Atasan yaitu ............. 0 

7. Adakah gelar atau nama 
khusus untuk Kepala De-
sa/Negari? a. Ada D 

b. Tidak ada D 
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8. Kalau ada apa nama khu-
sus tersebut ············· ········ ·· ······· ···· L1 

9. Selain Kepala Desa, ada-
kah orang yang dituakan/ 
ditokohkan yang disegani 
di desa ini? a. Ada [] 

b. Tidak ada D 

10. Jika ada siapakah tokoh 
terse but a. Ninik mamak 0 

b. AlimUlama 0 
c. Cerdik pandai yaitu : 

I) ·························· 0 
2) .......................... 0 

11. Seandainya perselisihan di- a. Ninik mamak 0 
antara warga desa siapa- b. Alim ulama 0 
kah yang biasanya men- b. Cerdik pandai yaitu : 
jadi penengah dalam per- I) .... ........ ... ............ 0 
selisihan tersebut selain 2) ..... ... ... ... ... .. ...... . [] 

Kepala Desa? d. ·· ··· ························· 0 

12. Siapa yang membantu Ke-
pala Desa dalam tugasnya 
sehari- hari ? · a . Sekretaris Desa D 

b. Kepala-kepala Dusun D 
c. Kepala-kepala Urusan 0 
d . ..•......................... 0 

13. Organisasi atau perk um- a. LKMD 0 
pulan apa saja yang Ba- b. PKK 0 
pak/Saudara aktif seba- c. KUD 0 
gai anggota didalamnya? d. Pramuka 0 

e. LKAAM 0 
f. Karang Taruna 0 
g. Perkumpulan arisan D 
h. Perkumpulan kesenian 0 
I. Perkumpulan Olahraga 0 
j. .............................. 0 

14. Sebutkanlah nama- nama a . .............................. 0 
organisasi/ perkumpulan b. ······························ 0 
yang Saud<:tra masuki c . .............................. 0 
tersebut ! 
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15. Apa saja syarat-syarat 
yang harus dipenuhi un­
tuk diterima menjadi ang­
gota organisasi dimak­
sud? 

16. Apa saja kegiatan per­
kumpulan/ organisasi ter­
sebut? 

17. Dimana biasanya kegiat­
an tersebut dilakukan? 

18. Apa saja tujuan organisa-: 
si yang Bapak/Saudara 
masuki tersebut? 

19. Kapan biasanya kegiatan 
organisasi tersebut dila­
kukan? 

20. Bagaimana cara pe­
gangkatan pemimpin 
organisasi ......... . 

21. Apa syarat-syarat untuk 
menjadi pemimpin orga­
nisasi tersebut ? 

a ... ... ....... ............ .... .. 
b . .............. ... .......... .. 
c .... ... ..... ...... .... .. ...... . 

a. Organisasi ............. .. 
Kegiatannya: 
I) ............... . ....... .. 
2) ...............••.... .... . 

b. Organisasi .............. . 
Kegiatannya: 
I) ......................... . 
2) ......................... . 

a. I) Organisasi ........... . 
2) ......................... . 
3) dan .................... . 

b. I) Organisasi ........... . 
2) Di ....................... . 
3) dan .. ............... .... . 

a. Organisasi .............. . 
I) ........................ .. . 
2) ......................... . 

b. Organisasi .............. . 

d 
D 
D 

D 

D 
0 
0 

D 
0 
0 

D 
0 

I) ...... ... ................. 0 

2) ········· ·· ··············· 0 
a. Organisasi ............. .. 

I) ......................... . 

2) ......................... . 
b. Organisasi ............. .. 

0 
D 

I) .......................... 0 
2) ......... ... .............. D 

a. Organisasi .. , ........... . 
caranya .................. . 

a. Organisasi ....... ... ..... . 
syaratnya: 
I) ......................... . 
2) ....................... . . . 



22. Adakah hal-hal lain di 
luar kemampuan pribadi-
nya yang mendukung se-: a. Ada D 

seorang untuk menjadi se- b. Tidak ada [] 

orang pemimpin organi-
sasi tersebut? 

23 . Bolehkah penduduk pen- a . Boleh D 
datang menjadi pemimpin b. Tidak boleh D 
organisasi tersebut ? c. ······ ·· ·· ··· ·· ··· ··· ·· ···· ·· D 

24. Kalau tidak boleh ke- ·· ········ ··· ····· ·· ········· ········· 
napa? ···· ···· ···· ······· ··· ···· ····· ··· ··· · 

25 . Apakah pimpinan/ ketua a. Organisasi . . .. . ... .... ....... . 
organisasi yang Bapak/ I) Ya D 
saudara sebutkan tadi . 2) Hanya mendapat penga-
diangkat dengan surat kuan masyarakat saja D 
Keputusan resmi? b. Organisasi . ....... .... ..... . . 

1) Ya (] 

2) Hanya mendapat penga-
kuan masyarakat saja D 

26. Apakah pengangkatan se-: a. Ya [] 

orang pemimpin organisasi b. Tidak D 
dilakukan dengan suatu 
upacara? 

27. Kalau ya, coba ceritakan ........ .. ... .... .. .... ..... ..... .. 
jalannya upacara tersebut! ·· ·················· ··········· ··· 

··· ····· ·························· 
28. Apakah upacara itu ma- a. Masih berlangsung D 

sih berlangsung dari dulu b. Tidak berlangsung lagi D 
sampai sekarang? 

29 . Kalau tidak melakukan ....... ........................... 
upacara bagaimana pe- ........... .. ... ... ....... ..... ... 
ngangkatan pemimpin .............................. ... .. 
organisasi bersangkutan? 

30. Apakah pemimpin orga- a . Ya D 
nisasi yang disebutkan tadi b. Tidak D 
memperoleh nama khu-
sus atau gelar? 
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31. Kalau ya, apa nama khu-
sus atau gelar tersebut? ...... .......... .. .. ... ........ ... .. 

...... ... .. ........ .... ...... ... .... 
32 . Adakah lambang kebe- a. Ada D 

saran yang diperoleh se- b. Tida k 0 
bagai tanda kepemim-
pinan organisasi dimak-
sud? 

33 . Kalau ada, dalam ben- a. Pakaian 0 
tuk apa lam bang tersebut? b. Lencana 0 

c. Badge D 
d. Penutup kepala ( saluak/ 

peci) D 
e. Keri s D 
f . .... .. ............... ...... .. .. . 

34. Manfaat apa yang di per- : a. Untuk meningkatkan 
oleh masyarakat dengan persatuan 0 
adanya organisasi b. Mudah menghimpun te-
kemasyarakatan di naga untuk sesuatu tujuan D 
di desa ini? c. Mudah memberikan pe-

nerangan/ pendidikan 
kepada masyarakat 0 

d. Mendidik masyarakat 
berorganisasi dan kerja 
bersama 0 

e . .. .... ........ .......... .... ..... D 
35 . Apakah kegiatan yang : a. Ya selaJu D 

melibatkan seluruh warga b. Kadang-kadang c 
desa ini selalu dipimpin c Jarang sekali D 
oleh Kepala Desa? d. Tidak per:nah D 

36. Apakah ada koperasi a. Ada ~ 
di desa ini? b. Tidak -..d.a D 

37. Kalau ada apa nama . a. KU9' .. , .... ~··· ·· · · · ·· ···· · ·· D 
koperasi itu? b. Koperasi . .. ........ . ...... . .D 

c. Koperasi .. .. , .. : .. .' ... ... .. D 
38. Adakah organisasi lain a. Ada yaitu: 

yang bergerak di bidang I) Organisasi a~utan D 
mata pencaharian di 2) ·········· ···· ·· ···· ·····• •!• 
desa ini ! b. Tidak ada D 

268 



39. Sebutkanlah nama orga- : a . ................................ 0 
nisasi bersangkutan ! b . ................................ lJ 

c . ................................ 0 
d . ................................ 0 

40. Siapa yang menjadi ang- : a. Organisasi . .............. .. 
gota perkumpulan lain di anggotanya. 
bidang mata pencaharian ! I) ............................ 0 

2) ........... ... ... ........ ... 0 
b. Organisasi ················· 

.............................. 
Anggotanya: 
I) ....... .. .......... ....... .. c 
2) ···························· c 

41. Apakah ada tempat ter- a. Ada yaitu: ., 

tentu untuk melakukan I) ............................ c 
kegiatan organisasi di 2) ............................ c 
bidang mata pencaha-
rian? 

42. Kegiatan apa saja yang a . ..................... -........... 0 
biasa dilakukan dalam b . ............... .. ......... ... .. 0 
organisasi ekonomi? c . ... .... ... .. .. .. ... ............. 0 

43. Hal-hat apa saja yang a. Pengumpulan modal . 0 
ingin dicapai oleh suatu b. Melenyapkan persaingan 
organisasi di bidang c. Meningkatkan pengeta- 0 
ekonomi? huan pasar 0 

d. Membina administrasi 
anggota 0 

44. Siapakah yang meng- a. KUDoleh:· 
angkat ketua koperasi? I) Rapat anggota n 

2) Jawatan koperasi 0 
3) Kepala Desa 0 

45. Apakah syarat-syarat a. Koperasi: 
yang harus dimiliki oleh I) ...... ...................... 0 
calon Ketua atau pemim- 2) .............................. 0 
pin koperasi dan organi- 3) ............................. 0 
sasi ekonomi lainnya? b. Organisasi ekonomi 

lainnya: 
I) ............................ 0 
2) ···· ··· ·· ··················· 0 
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46 . Apa hak seorang pe- a . .. ... ... ..... ................... 0 
mimpin perkumpulan/ b. ·· ···· ·· ··· ··· ···· ··· ·· ······· · 0 
organisasi ? c. ·· ·· ················· ··· ·· ··· ··· 0 

47. Apa pula kewajiban se- a . ......... .. ............. ... ...... D 
orang pemimpin per- b . ... .... ... ... .... ... ........... 0 
kumpulan? c . ... .. . .... ... .. .. ...... ........ D 

48. Apakah pemimpin/ke- . ...... ... .... .... .. .. ...... ..... ... 
tua perkumpulan mem- ................... .. ..... .......... 
punyai gelar/nama ter- ·· ····························· ····· 
sendiri untuk jabatan itu ..... .. .... .. ... .. ... ............... 
(kalau ada sebutkan) ......... ..... ... .. ................. 

49. Apakah ada tanda-tanda: a. ada yaitu: D 
kebesaran bagi pemim- ... .... ... ...... .............. .. 
pin/ketua perkumpulan .. .... .. ... ..................... 
tersebut? b . Tidak ada 0 

.................. .. .......... .. 
50. Apakah dalam pengang- : a. Tidak ada 0 

katannya dilakukan su- b. ada, jalannya upacara 
atu upacara. Kalau ada yaitu: 
bagaimana jalannya upa- ···· ··· ··· ··· ·· ·············· ·· · cara/waktu, tcmpat, pc- ······ ·· ··· ··· ·················· mimpin upacara, yang 
hadir upacara)? 

51. Setelah adanya perk um- : a. Ada D 
pulan/ organisasi ( terma- b. Tidak ada 0 
suk koperasi) yang ber- c. Sama saja 0 
gerak di bidang mata 
pencaharian tersebut 
adakah kemajuan yang 
dicapai masyarakat? 

52. Apakah di desa ini ada a. Ada D 
organisasi/ perkumpulan b. Tidak ada 0 
yang bersifat ke aga-
maan? 

53. Coba sebutkaQ nama or-: a . .... ........................ .... 0 
ganisasi/ perkumpulan b. ······.··· ············· ·· ······· 0 
yang bersifat keagamaan c. ····· ·· ························· 0 
tersebut ! 
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54 . Bagaimana kedudukan a. Pemerintah 0 
organisasi/ perkumpulan b. Swasta [] 
keagamaan ( dibina oleh c. Keduanya D 
pemerintah atau swasta) . 

55 . Siapa sajakah yang da- a. Semua warga Desa 0 
pat masuk menjadi ang- b. Terbatas pada pemeluk-
gota organisasi/ perkum- nya. D 
pulan keagamaan terse- c. Usia muda saja D 
but? d. Usia tua saja D 

56. Apakah di dalam orga- a. Ya, berdasarkan : 
nisasi/ perkumpulan ter- 1) Usia muda dan tua 0 
sebut dibedakan ber- 2) Jenis kelamin 0 
dasarkan usia a tau jenis 3) Tidak dibedakan 0 
kelamin? 

51 . Kalau ya bagaimana a . ..... .... ...... ..... ............ D 
pembagiannya? b . ... ..... ... ... .. ...... .. .... ... [J 

c . ....... ... .. ... .. .. .......... .. . D 
58. Dimanakah biasanya ke-: a. Di mesjid D 

giatan organisasi/ per- b. Surau/Mushalla 0 
kumpulan keagamaan c. Sekolah 0 
tersebut dipusatkan? d. Gedung tersendiri 0 

59. Apakah setiap organisa- : a. Ya c 
sil perkumpulan keaga- b. T i d a k D 
maan memiliki tempat 
tertentu didalam meta-
kukan kegiatannya? 

60, Keg·Nitan apa saya yang' : a. Dakwah c 
dilakukan oleh organisa- b. Sosial [~ 

sil perkumpulan terse but? c. Pendidikan c 
61. Berapa kali dalam se- a. Sekali seminggu 0 

minggu kegiatan itu di- b. Dua kali seminggu c 
lakukan? c. Tiga kali sebulan c 

d. Tidak tentu 0 
62. Bilamana biasanya ke- a. Pa g i 0 

kegiatan organisasi/ per- b. Sore D 
kumpulan keagamaan c. Ma lam 0 
dilakukan? d. D 

63 . Siapa yang menjadi pe- Ketua . .. ... .. .. . ... ...... ... 
mimpin organisasi/ per- .. .... .... ........... ............... 
kumpulan keagamaan .......... ..... .. ... .. ... .......... . 
tersebut? 
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64. Apakah ia mempunyai a. Ya, yaitu 
kedudukan lain selain 
menjadi pemimpin orga­
nisasi/keagamaan terse­
but? 

65. Siapa yang mengang­
kat nya menjadi pemim­
pin? 

66. Bagaimana cara peng­
angkatannya ? 

67. Apakah ada persyaratan: 
tertentu untuk menjadi 
pemimpin bidang keaga­
maan? 

68. Dalam jangka berapa la-: 
ma ia dapat diakui seba­
gai seorang pemimpin 
agama? 

69 . Apa tujuan dari orga-: 
nisasi/ perkumpulan 
keagamaan ini? 

70. Dapatkah pemimpin or- : 
ganisasi/ perkumpulan 
keagamaan ini diambil 
dari lµar desa ini ? 

71. Apakah cara pengang­
katan seorang pemimpin 
dalam organisasi/ per­
kumpulan keagamaan 
menurut kebiasaan ma­
sih berlaku sampai se­
karang? 

72. Mengapa demikian? 

73. Apakah ada persyaratan : 
lain kecuali kemampuan 
dalam bidang Agama 

I) .... .. .. ... .... .... ........ . 

2) . . .... ..... . .. ..... .. . . . . .. . 

3) . . .... .. ... ... ...... ..... ... . 
4) . .. ... .. ........... ...... . . . 

a. Rapat anggota 
b. Karena keturunan 
c. Ditetapkan dari atas 

a. Seumur hidupnya 
b. Selagi dipilih anggota 
c. 2 x masa jabatan 

a. D a pat 
b. Ti d a k 

a. M'asih berlaku 
b. Ti d a k 

a. Ad a 
b. Tidak ada 

[] 

D 
D 

0 
D 
0 

D 
D 

0 
0 

0 
0 



kemampuan lain juga 
harus dikuasainya un-
tuk dapat menjadi pe-
mimpin organisasi ke-
agamaan? 

74. Kalau ada kemampuan ······· ····························· 
apa saja .................................... D 

·· ·································· [l 

···································· 0 
75. Apa saja tugas- tugas se- a . ................................ 0 

orang pemimpin dalam b. ·········· ··· ·················· 0 
bidang keagamaan di c . ................................ D 
desa ini? d . ............................... [] 

76. Apakah hak seorang a. ································ LJ 
pemimpin keagamaan? b. ······························· 0 

c . ................................ D 
77. Apakah ada sebutan ter-: a. Ad a D 

tentu atau nama khusus b. Tidak ada 0 
yang diberikan bagi se-
orang pemimpin keaga-
maan? 

78 . Kalau ada bagaimana . .• ........ .......................... 
sebutan itu? ... ...... ........................... 

79. Selain sebutan tersebut a. Ya IJ 
apakah seorang pemirn- b. Tidak D 
pin keagamaan mema-
kai pakaian khusus da-
lam melaksan~kan tugas 
sehari- hari ? 

80. Selain pakaian khusus a. Ad a 0 
apakah ada benda-benda b. Tidak 0 
lain yang menunjukkan 
kepemimpi~annya? 

81. Apakah ada upacara a. Ad a D 
yang dilakukan dalam b. Ti d a k 0 
pengangkatan seorang 
pemimpin agama? 

82. Kalau ada coba cerita- ·· ·································· 
kan jalannya ups.cara ····· ····························-··· 
(waltu, tem~t, alat dan ······· ····························· 
pimpinan upacara) ! ···································· 
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83 . Dalam wujud apa saja a. Rumah ibadat bertam-
kemajuan/ perk em bang- bah 0 
an di bidang keagamaan b. Generasi muda semakin 
di desa ini? meningkat pengalaman 

agamanya 0 
c. Sekolah agama semakin 

maju 0 
d . .. ......... ... .. .......... .. .. . 0 

84. Apakah di desa ini ada a. Ad a 0 
organisasi/ perkumpulan b. Tidak ada 0 
di bidang pendidikan 

85. Coba sebutkan nama a . .. ........ .... .. .. ... .. ... ...... D 
m.asing- masing organi- b . .. ..... .. .. .... ........ .... .... 0 
sasi/perkumpulan di bi- c . .. .. ..... .. .... ................ . 0 
dang pendidikan di desa 
ini ! 

86. Bagaimana kedudukan a. Sangat menentukan per-
organisasi/ perkumpulan kembangan pendidikan 
di bidang pendidikan di di daerah ini 0 
daerah ini? b. Tidak begitu menentu-

kan perkembangan pen-
didikan di daerah ini D 

87. Apa tujuan organisasi/ a . .... .... .. .... .......... .... .... D 
perkumpulan di bidang b. ..... .. ... ..... ... ..... ... .. ... D 
pendidikan ini? c . ... ....... ...... .. ......... ..... 0 

d . ........ .. .. ....... .. ... ....... 0 
88 . Siapa saja yang dapat a. Guru 0 

menjadi anggota <?rgani- b. Peg. Depdikbud lainnya 0 
s:isi/ perkumpulan dalam c. Peg. Dep. Agama D 
bidang pendidikan ini? d. Tidak terbatas D 

89. Dimanakah biasanya ke-: a. Rapat anggota D 
giatan organisasi/ per- b. Rapat pengurus saja D 
kumpulan tersebut di- c. Rapat anggota terbatas 0 
putuskan? 

90. Apakah setiap organisa- : a. Ya D 
si/ perkumpulan terse but b. Ti d a k D 
. memiliki tempat tertentu 
untuk melakukan ke-
giatannya 
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91. Kegiatan apa saja yang a. Menyelenggarakan se-
dilakukan oleh organi- kolah formal 0 
sasi/ perkumpulan ter- b. Menyelenggarakan kur-
sebut? sus-kursus 0 

c. ································ 0 
92. Bilamana biasanya ke- a. Pa g i D 

giatan organisasi/ per- b. Sore D 
kumpulan ini dilakukan? c. Ma lam D 

d. Tak tentu D 
93. Siapa yang menjadi pe- a. Pejabat dibidang Pen-

mimpin organisasi/ didikan 0 
perkumpulan di bidang b. Dipilih anggota orga-
pendidikan nisasi D 

c. Ulama/Syech daerah ini D 
d. 0 

94. Apakah sebagai seorang : a. Ya, yaitu D 
pemimpin organisasi/ 1) D 
perkumpulan ia juga 2) D 
memiliki kedudukan 3) 0 
lain? b. Ti d a k 0 

95. Apakah ada persyaratan : a. Ya, yaitu 0 
yang harus dimiliki oleh I) .... .......... .............. 0 
seorang pemimpin di bi- 2) ····· ······ ········ ·· ······· D 
dang pendidikan? b. Ti d a k 0 

96. Bagaimana cara pc- a. ···· ···························· 0 
ngangkatan seorang pc- b. ······ ························· 0 
mimpin organisasi/ per- c . ................................ 0 
kumpulan di bidang pen-
didikan 

97. Dalam jangka berapa la- : a. Selama aktif D 
ma ia dapat diakui seba- b. Untuk ....... tahun D 
gai seorang pemimpin di c. Tak tentu 0 
bidang pendidikan d. ······························· 0 

98. Bagaimana cara pc- a . ................................ D 
ngangkatan pembantu b . ................................. 0 
pimpinan di bidang c. . ............................... D 
pepdidikan ini ? 

275 



99. Apa saja tugas yang a. D ···· ··· ··· ··· ·· ················· 
dilakukan s,ebagai se- b. ········· ········ ······ ····· ··· D 
orang pemimpin pen- c. ······ ···· ··········· ··· ······ ·· D 
didikan d. ·· ········· ····· ·· ········ ·· ··· D 

100. Apa saja hak seorang a. ··· ·· ·· ······ ··········· ·· ······ 
pemimpin di bidang b. ······························· 
pendidikan? c. ··· ··· ···· ·· ···· ············· ··· 

IOI. Apakah ada sebutan ter- : a. ································ 
tentu bagi seorang pe- b. ······························· 
mimpin bidang pendi- c. ········ ·· ·· ·· ·················· 
dikan sebutkan ! 

102. Selain sebutan tersebut a. Ya yaitu: 
apakah mereka menge- 1) ·················· ·········· D 
nakan pakaian atau tan- 2) ···························· D 
da-tanda tertentu untuk 3) ···························· 0 
menunjukkan sebagai 
seorang pemimpin di b. Ti d a k 0 
bidang pendidikan? 

103. Apakah ada upacara a. Ad a D 
yang dilakukan dalam b. Ti d a k 0 
pengangkatan seorang 
pemimpin di bidang pen-
didikan 

104. Kalau ada coba cerita- . ................................... 
kan bagaimana jalannya .................................... 
u pacara terse but ( waktu, .................................... 
tempat, alat dan pim- .................................... 
pipan upacara) ... ... ...... ........................ 

105. Apa saja hasil yang di- a. Menambah daya tam-
capai dengan adanya ke- pung D 
giatan pendidikan di b. Meningkatkan pendi-
desa ini? dikan keterampilan ma-

syarakat 0 
c. Meningkatnya mutu 

guru 0 
d . ............................... D 
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106. Kalau ada pelanggaran 
adat kepada siapa hal 
ini dilaporkan? 

I 07. Siapa yang menyelesai­
kan ( pengadili) perkara 
ini? 

108. Bila terjadi kasus per­
sengketaan seperti pere­
butan warisan pusaka 
kepada siapa melapor 
atau mengadu ? 

I 09 . Siapa yang biasanya 
menyelesaikan perseng­
ketaan ini? 

110. Dalam menyelesaikan 
perselisihan persengke­
taan antara warga desa 
peraturan mana yang 
dipakai 

a. ····· ···· ···· ··· ···· ······ ···· ·· 
b. ····· ····· ··· · ··· · · ··· ···· ····· 
c .. .... ...... . .. ...... ........... . 

d. ···· ········ · · · · ···· · ·· ······· · 
a. · ········ ···· ······ ············· 
b. ··· ······· ·· ·· ·· ·· · · · ········ ·· 
c. ···· · · ··· · · · · ··· ············· ··· 
a. ······ ···· ···· ·· ··············· · 
b. 
c . ...... ..... ....... .. ..... ..... . . 
d. 
e. ······· · · ········ .. ... . . ... . ... . 
a. ···· ····· ·· ······ ·· ··· ······ ··· · 

b. · · ···· · ····················· ··· 
c. ···· · · ····· · · ·· ··· ··· ··········· 
a. Peraturan adat 
b. Peraturan agama 
c. Peraturan pemerintah 
d . Peraturan ketiganya 
e .. ..... ... . .. . ..... ..... . . . . ... . . 

l1 
[] 
[] 
[] 

LJ 
0 
0 
D 
D 
[j 
[] 

fl 
[] 

Ll 
[] 

D 
LJ 
0 
0 
[] 

D 

... .. ........ . ... . ..... . ... . . . ..... . 1983 

Pengumpul Data, 

(---------) 
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Lampiran IV.B. 

Dt:PARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN 

PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI 
--

KEBUDA Y AAN DAERAH SUMA TERA BARAT 

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang 

Telepon: 25744 Pesawat 16 

INSTRUMEN PENELITIAN 
SISTIM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN 

Perhatian: 

lsilah titik-titik pada kelompok yang 
disediakan dengan jawaban yang benar 
menurut pendapat anda dan bubuhilah 
tanda silang IBl dalam kotak yang dise­
diakan dari alternatif jawaban yang di­
cantumkan daftar pertanyaan dibawah 
ini. 

Responden : lnformasi Kunci 

Pekerjaan: .. ,,. ................... . 

Pendidikan : ..................... . 

Kabupaten 
Kecamatan 
K enegarian/ Desa 
Jorong/Kampung : 

I. LOKASI DAN SEJARAH SETEMPAT 

Lokasi 

I . Lokasi kecamatan dalam Kabupaten : 

- Sebelah Utara dibatasi oleh Kecamatan ....... .. ... . 
- Sebelah Selatan dibatasi oleh Kecamatan . .. . . . ..... . 
- Sebelah Barat dibatasi oleh Kecamatan ........... .. . 
- Sebelah Timur dibatasi oleh Kecamatan ............ . 
( Dilengkapi dengan peta) 

2. Lokasi Kenagarian!Desa dalam Kecamatan: 

Sebelah Utara dibatasi oleh Desa/Kenagarian ....... . 
Sebelah Selatan dibatasi oleh ... .................. . 
Sebelah Barat dibatasi oleh ............. , ................... .. 
Sebelah Timur dibatasi oleh ........... . .... . ..... . 

(Dilengkapi dengan Peta) 
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Sejarah Setempat 

I. Setahu Bapak/lbu kapankah Kenegarian/Desa ini Mulai 
ditempati oleh penduduk I dan bagaimana sejarahnya 
mereka sampai di daerah ini? 

2. Nama Kenegarian/Desa ini adalah ... . ............... . 
Kenapa disebut demikian? 

3. Bukti-bukti apa sajakah yang dijadikan sebagai pertanda 
tentang sesuatu kejadian bersejarah yang masih dapat 
dilihat sampai saat ini di Desa/Kenagarian-kenagarian ini? 

Bukti I) ............. . . . . .. ............ .. .... . .. . . . 
Bukti 2) . ............. .. ........ '. .. . ....... . ... . .. . 
Bukti 3) ...... . . .. . . . . ... . .... . ..... . ............. . 
Bukti4) .................. ..... . ........ . .. .. .... . . 

II. PRASARANA PERHUBUNGAN 
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I . Apa-apa sajakah jenis prasarana transportasi? 

a. Laut pantai [] panjangnya ... ..... km 
b. S u n g a i 0 panjangnya ... ..... km 
c. Jalan setapak 0 panjangnya .. . ... .. km 
d. Jalan kenderaan roda dua 0 panjangnya .... .. . . km 
e. Jalan kenderaan roda em pat 0 panjangnya .... ... . km 

2. Dari j~nis prasarana transportasi seperti tersebut di atas mana­
kah yang menentukan bagi masyarakat daerah ini dengan 
rangking prioritasnya? 
a. Laut pantai 0 
b. Jalan setapak D 
c. Sunga i 0 
d. J alan kenderaan roda dua 0 
e. Jalan kenderaan roda empat D 

3. Apa-apakah jenis kenderaan yang dipergµnakan untuk peng­
angkutan atau perhubungan di daerah ini? 
a. Oplet/City/Datsun 0 



b. Pedati D 
c. Bend i D 
d. Bus [] 
e. Perahu D 
f. Kenderaan roda dua ( honda) D 
g. Sepeda D 
h. Gerobak [] 

4. Dengan prasarana dan sarana tersebut di atas apakah 
hubungan antar Desa/Negari dan Kecamatan berjalan lancar? 

a. Lan car [J 

b. Kurang lancar [J 

c. Tidak lancar 0 

5. Kalau kurang lancar dan tidak lancar hal-hal apa sajakah yang 
menyebabkannya? 
a. 
b. 
c. 

6. Apakah hubungan antara daerah ini dengan Ibukota Kabu­
paten, Propinsi dan Kola-kota penting lainnya di Sumatera 
Baral juga berjalan lancar? 

a. Lan car 
b. Belum lancar 

D 
D 

7. Kalau belum lancar hal-hal apakah yang menyebabkannya? 
a. 
b. 
c. 

III. POTENSI DFSA 

A. Potensi Alam 

I. Berapakah luas Daerah/Desa alau Negari ini seluruhnya? D ha 

2. Dari daerah seluas lersebul di alas, berapakah yang diguna­
kan/ yang lerdiri dari : 
a. Perkampungan 
b. Sawah/legalan ladang 
c. Perkebunan 

0 ha 
D ha 
0 ha 
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d. H u t a n L D ha 
e. Tanah tandus pengembalaan D ha 

. (gambarnyadiambih ·. 
f. Lain-lain tJ ha 

3. Dalam Kenegarian ini berapa ha luas sawah? D ha 

4. Sebutkan nama-nama sungai di daerah ini: 
a. 
b. 
c. 

5. Untuk apa sajakah penggunaan dari sungai-sungaii tersebut 
oleh anggota masyarakat? (ambil gambarnya) 
a . . ..... . . . .. . . . ..... .. .. .. . .... ....... .. .... ...... . . 
b. 
c. 

6. Apakah semua sungai-sungai tersebut digunakan seperti ter­
sebut pada butir 5 di atas? 
a. Semuanya D 
b. Tidak semuanya D 

IV. PEMERINTAHAN 
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I. Apakah syarat untuk dipenuhi oleh seorang Kepala DeSCl_ 
a . ... ..... ........ ........ .. ..... ..... ..... .... D 
b . . . .. ... . ..... ..... .. . . .... . ...... . . . ....... .. D 
c . .. .. . ... ... . . ... . ... .... . . ... . . .. ...... .. . . . . D 
di .. .... . .. ..... ....... .... ....... . .. .. ... .. ... D 

e. ···· ··· · ·· ······ ···· · · ·· ·· ··· ············· ··· 'o 

2. Selain syarat-syarat tersebut apa lagi yang dapat men­
dukung seorang menjadi kepala desa 

a. Harus kaya 
b. Pemberani 
c. Pandai berpidato 
d. Mempunyai kekuatan gaib 

3. Bolehkah seorang 'kepala desa berasal dari orang desa lain 
(bukan penduduk asli) -

D 
D 
0 
0 

a. Boleh 
b. Tidak 

D 
·D 



4. Kalau tidak mengapa? 

5. Apakah syarat-syarat atau hal-hal lain yang harus dimiliki 
seorang kepala desa sama sejak dahulu sampai sekarang 
a. Sama sejak dahulu sampai sekarang 0 
b. Tidak sama D 

6. Kalau tidak sama coba jelaskan 

7. Apakah hak seorang kepala desa 

a. 
b. 

············································· D 

c. 
d. 

. ................ . ......... . . • / • ............. . 

8. Apakah kewajiban s~rang kepala desa 

D 
D 
D 

a. 
b. 

··················· · · ····· ··· · ······ ··· · ····· D 
D 

c . 
....... : ... . ................................. D 

d. 

9. Selain mendapat gelar atau nama khusus apakah tanda­
tanda kebesaran atau lambang kepala desa 

10. Apakah pengangkatan seorang kepala desa melalui suatu 
upacara : 

a. Ya 
b. Ti da k 

11 . Kalau ya coba jelaskan upacara tersebut? 

D 
D 

a. W a kt u ..................................... D 
b. Te m pat ..................... . .... ... .. . ... . D 
c. Pimpinan upacara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 

283 



284 

d. Peralatan yang digunakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
[] e. . . .. . ........ . ... .. . . .... . . . . . .............. . 

12. Siapa yang membantu kepala desa dalam tugasnya sehari­
hari: 

a. Sekretaris desa . .. ... .. . .... .. .. . .............. 0 
b. Kepala-kepala jorong . .. . . .. ........ . .... . ..... D 
c. Kepala-kepala urusan .... . ...... . .............. 0 
d. . . .. . ..... . . . .. .. . . ...... . ......... . . . ....... . 

13. Berapa orang jumlahnya? 

.... . .. . ... . .......... . ........ . ......... . .... .... ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14. Siapakah yang memilih pembantu-pembantunya itu 

a. Kepala desa sendiri . .. . . ......... . ..... ... ... . . [J 
b. Lembaga musyawarah desa .... . .............. . . 0 
c. . ...... ... . . ..... . ........ ... ................ . 

15 . Adakah hubungan keluarga antara kepala desa dengan 
pembantu-pembantunya 

a. Ada ... . . . . ... .. . . . .. ... ' . 0 
b. Tidak ada . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

16. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pem­
bantu kepala desa 

a. 
b. 
c. 

. . . .. . ..... . . .. ... .. ... .. ... .. .. . ... . ..... .. . . 

. . .. ... . .. . .. ... .. . . . .. . .. . .... . ......... .. .. . 

. . .. .... . .. . . .. .. . . . . ... ...... . . . ....... . .. .. . 

17. Bolehkah pembantu kepala de~a orang yang berasal dari 
desa lain 

a. Boleh 0 
b. Tidak boleh 0 

18. Kalau tidak boleh apa sebabnya 
.. .. .. ...... . .. . .. ... .... ·-· . .. ... . . .. .. .... ... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19. Apa saja hak dari para pembantu kepala desa 
a .. .... ... ... .... ..... ... . .. 0 

b. ·· · ··· · ·· ·· · ··· · ··· ···· ··· 0 



c. 
d. 

............. .... ......... 0 

20. Apa saja tugas pembantu-pembantu kepala desa 

a. 
b. 
c. 

21. Apakah pembantu kepala desa ini mendapat nama khusus 
seperti halnya kepala desa 

L Ya 0 
b.- Ti da k 0 

22. Kalau ya apakah nama khusus yang diberikan kepadanya 

23. Selain mendapat nama khusus apakah para pembantu ke­
pala desa memakai lambang- lambang kebesaran tertentu 

a. Ada 
b. Ti d a k 

0 
0 

24. Kalau ada dalam bentuk apa lambang kebesaran itu 

25. Apakah pemberian nama khusus dan lambang kebesaran 
tersebut berlangsung dari dulu sampai sekarang 

a. Ya Cl 
b. Tida k D 

26. Apakah pengangkatan pembantu kepala desa mempergu­
nakan surat keputusan resmi 

L Ya D 
b. Ti da k 0 

27. Kalau ya dari siapa? 

a. K epala desa 
b. Dari Carnal 
c. 
d. 

Dari Bupati 

0 
0 
0 
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28. Apakah pengangkatan para pembantu kepala desa me­
lalui suatu upacara 

a. Ya 0 
b. Ti d a k 0 

29. Kalau ya coba jelaskan jalannya upacara tersebut 

a. W a kt u 
b. Tempatnya 
c. Peralatan yang di 

gunakan 
d. Pimpinan upacara 

30. Apakah upacara tersebut berlangsung dari dulu sampai 
sekarang 

a Ya D 
b. Ti d a k 0 

.... . ...... ... . .. ..... tgl. ... .. . ..... .... ...... 1983 

Pengumpul data 



l.ampiran IV. C. Pemimpln Bidan1t 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA\'AAN 

PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI 

KEBUDA Y AAN DAERAH SUMA TERA BARAT 

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang 

Telepon : 25744 Pesawat 16 

INSTRUMEN PENELITIAN 
SISTEM KEPEMIMPINAN DA LAM MAS\' ARAKAT P~PF~AAN 

Perhatian : 

lsilah titik-titik pada kelompok yang 
disediakan dengan jawaban. yang 
benar menurut pendapat anda dan bu­
buhilah tanda silang fxJ dalam kotak 
yang disediakan dari alternatif jawab­
an yang dic~ntumkan dalam daftar 
pertanyaan di bawah ini. 

A. ldentitas, Pemimpin : 

I. Nam a 
2. Jenis kelamin a. Laki-laki TI 

3. Suku bangsa 

4. Penduduk asli atau pen- : 
datang 

5. Pekerjaan 
a. U tam a 
b. Sambilan 

6. Ag a ma 
7. Pendidikan 

a. Formal 
b. Non formal 

8. Status perkawinan 

b. Perempuan D 

a. Minangkabau 0 
b. "Jaw a 0 

c. ············· ·········· ····· ·· · 
a. Asli 0 
b. i>endatang sejak tahun 0 

a .... .. . .... . ... .. .. .. . .. .. ..... . . 
b. 

a. kawin 
b. belum kawin 
c. janda/ duda 

0 
0 
0 
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9. Jumlah anak ······ ······ ········· ············ ··· 
10. Bahasa yang dipahami a. Bahasa Indonesia 0 

b. Daerah Minangkabau 0 

c. Daerah .. . ... .. . .... . ..... ... 0 

d. Bahasa ... ..... ... ... . ..... . . D 

11. Alamat ······ ··· ·· ·· ···· ··· ················ 
a. Desai J orong ·· ····· ···· ·· ··· ··· ···· ·· ········ ·· · 
b. Kecamatan Suliki Gunung Mas 

c. Ka bu paten 50 Kola 

B. Daflar Pertanyaan 

I. Sejak kapan bapak jadi I. I tahun yang lalu 0 
pemimpin dibidang ini? 2. 3 tahun yang lalu 0 

3. 5 tahun yang lalu 10 
4 . ... .. .......... .. ...... ........ . D 

2. Sampai berapa lama ja- I. I tahun lagi .. . ........ .. .. 0 
batan ini akan bapak 2. sampai ada pemilihan 
jabat lagi ( ± bulan/tahun lagi) D 

3. 2 tahun lagi D 
4 . .. .. .. .... ....... ..... .......... D 

3. Siapa yang mengangkat I. Penunjukan dari atas D 
bapak sebagai pemimpin yaitu . .. ...... .. .. . .... .. . .. . 
dibidang ini didesa ini 2. hasil pemilihan D 

3. hasil musyawarah D 
4. ·· ·················· ········ ·· ·· D 

4. Apakah dasar pengang- I. Surat putusan resmi 
katan bapak sebagai pe- dari· .. ... ... . ... . . . ......... . 0 
mimpin desa ini 2. Pengakuan dari masya-

rakat desa ....... . .. ... . ... D 
3. ................................ D 

5. Apakah bapak dapat . .......... ... .. ................. ... 
menceritakan bagaima- ······· ····· ························ 
na cara pemilihan bapak ·· ··· ··· ················· ········· ·· 
sebagai pemimpin di- ..... ... .. .... ....... .. ........... .. 
bidang ini ?- ····· ··· ········· ·· ················· 

6. Apakah ada perbedaan I. Ad a ...................... D 
cara kepemimpinan di- 2. Tidak ada ... .. ........ .. .. D 
masa lampau dan masa 
kini 
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7. Kalau ada apa saja per- I. ................................ l l 
bedaannya 2. ································ lJ 

3. ................................. [ I 
8. Apakah ada persamaan I. Ada ......................... I I 

cara kepemimpinan di- 2. Tidak ada ................. u 
masa lampau dan masa 
kini 

9. Kalau ada apa saja per- I. I I ........ ..... ................... I 

samaannya 2. ································ I ! 
3 . ................................ r 1 

IO. Apakah bapak dapat . ................................... 
menjelaskan susunan or- .................................... 
ganisasi yang bapak (Kalau dapat buat struk-
pimpin? tur organisasinya) 

11. Bagaimana cara Bapak ···································· 
menyelesaikan perseli- ·· ·································· 
sihan diantara penduduk ···································· 
di desa ini? ···································· 

12. Deugan cara apa Bapak I. Mengadakan rapat I I 
sebagai pemimpin orga- 2. Berdialog secara indi-
nisasi ini melakukan te.. . vidual ....................... I I 
mu wicara (dialog) de- 3. Mempergunakan pesa-
ngan para anggota yang wat/telepon khusus r 1 
bapak pimpin 4 . ................................ I I 

13. Mengenai hall masaalah : I. Rencana kerja ............ r·1 
apa saja yang _dibicara- 2. Pengembangan organi-
kan dalam temu wicara sasi [J 

tersebut 3. Pelaksanaan pekerjaan [ J 
4. Pemberian bimbingan 

kerja ........................ [J 
5 . ................................ [ ·1 

14. Untuk kelansungan 1. UangPangkal ............. [J 

hidup organisasi/ per-· 2. lyuran bulanan ........... [] 

kumpulan yang bapak 3. Donator .................. . . n 
pimpin, bagaimana cara 4. U saha lain yang halal 
Bapak menghimpun dan syah .................... n 
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dana ... . . . .. . . . . . .. . .. ... 5. Minta bantuan pada pe-
pemerintah . . . ..... .. .. . ... [l 

6. ···· ···· ···· ··· ·· ·· ··········· ·· 
15. Apakah organisasi/ per- 1. Ad a . .. ..... .... . . . ..... . . . . [ J 

kumpulan yang bapak 2. Tidak ada .. .......... .. .. . Cl 

pimpin ini mempunyai 
pen yum bang tetap (do-
nator) 

16. Dari mana asal penyum- : I. Dalan desa ini saja [l 

bang tetap ini 2. Diluar desa ini dalam 
propinsi Sumbar r:i 

3. Diluar propinsi Sum-
bar . . . .. .. .. . . .... . . .. ... . .. ... [ ] 

4. Dari luar Negari LI 
5. ····· ··· ···· ······ ···· ·· ······ ·· 

17 . Apabila asal penyum· 1. Anak sendiri .. . .... . ... ... I I 

bang ini dari luar desa, 2. Menantu . ..... ... ..... . .. .. I I 

apa hubungannya de- 3. Kemenakan .... . ... . . . .... . r J 

ngan Bapak 4. Teman akrab ..... . . . ... .. [ I 

5. Tidak ada hubungan 
famili ... . . . . ......... .. . . l I 

6. ·· ·· ·· ·· ···· ··· ··· ··· ··· ··· ···· I l 

18. Apakah ada kepenting- 1. Ad a ....... .. .. . .. . ... . . ... l J 

an tertentu yang diha- 2. Tidak ada . .. .... . .. ... . .... L J 

rapkan dari organisasi/ 
perkumpulan yang Ba-
pak pimpin 

19. Sebagai seorang pemim- : 1. Ad a .. .. ... .. ... . . .. ..... ... Ll 

pjn, apakah bapak men- 2. Tidak ada . .. .. ....... . . .. . [] 

dapat imbalan sebagai 
balas jasa yang telah ba-
pak berika.n kepada or-
ganisasi/ perkumpulan 
yang ~apak pimpin. 

20. Dalam bentuk apa im- 1. Uang .. .. ..... ....... . . . . .... . 0 

balan jasa itu ? 2. Jasa/bantuan tenaga 
kerja . ... .. .. .. ... . .. .. .. .. .. D 
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3. NaturaVhasil-hasil ter-
tentu .... ... .. .. .. . .......... [ ] 

4. ··· ···························· [J 

21. Sebagai seorang pemim- : I. Ya, yaitu .................. D 
pin apakah bapak me- 2. Tidak ................... D 
nyandang gelar yang me-
madai kepemimpinan 
itu? .............................. 

22. Apakah gelar itu hanya I. Ya .......................... d 
selama menjabat sebagai 2. Terus menerus sampai 

. . ? p1mpman ...... ... .... meninggal dunia ......... D 
3. Tidak ......... .. ........ c 
4 . ................................ 0 

23. Selain menyandang gelar: I. Ad a ........................ Ll 
apakah lambang-lambang/ _2. Tidak ada ..... ... .......... lJ 
tanda- tanda kebesaran 
lain yang dapat menun-
jukan bapak sebagai se-
orang pemimpin .......... 

24 . Kalau ada apa wujud/ I. ································ D 
dalam bentuk apa lam- 2.· ································ [ ] 

bang-lambang tersebut? 3 . ... ......... ...... ............... 0 
4 . .. ...... ........................ 0 

25. Dapatkah bapak menye- : I. ·· ······························ 0 
butkan lambang terse. 2 . ... ...... ..... , ................. n 
butsatu persatu. 3. ···· ···························· [] 

4. ······ ····················· ····· r1 
26.· • Apakah tanda-tanda ke-: I. ya ........................... n 

besaran/ lam bang- lam- 2. Tidak ................... [] 

bang tersebut dimiliki 
hanya selama menja-
jabat pemimpin saja. 

27. Kalau tidak mengapa I. ..... ........................... 0 
demikian? 2. ................................ 0 

3. ································ 0 
28. Pernah Bapak memba- I. Pernah membacanya 0 

ca/mengetahui UU No. 2. Mengetahui dari orang 
5 tahun 1979 tentang lain .. ., .. ... . .......... : ...... 0 
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pemerintahan desa. 3. Tidak pernah mengeta-
hui/ membacanya i-1 

29. Bagaimana tanggapan I. . ............................... I I 
bapak mengenai UU 2. ................................ I I 
No. 5 tahun 1979 ter- 3. ................................ L I 
sebut 4. ................................ LI 

5 . ................................ l I 
30. Apakah UU No. 5 Ta- I. Sudah ... . ................... I I 

hun 1979 dimaksud te-- 2. Bel um .................. I I 
lah diterapkan di desa 3. Masih transisi I I 
ini? 

· ··· · ······· · ········· tgl. . .... · ............. . 1983 
Pengumpul data 

(----------) 
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LampranV.A. 

Daftar : Nam•nama lnforman Kund Pimpinan Bidang. 

A. Nepri : Sullki 

No. Nam a Pendidikan Pekerjaan Alamat 

iBidang Pol/Pem. 

I. Ors. Y ohanes U mar IIP Jakarta Camat Suliki Gn. Suliki Pasar 
Mas 

2. lsyakrani Saleh SLTA Ang. DPRD 50 Guguk 
Kota Palano 

3. M. Yasin S.Gubernemen Kep. Jorong/Tani Suliki Pasar 
4. Niswar ST Kep. Jorong/Tani Suliki Baruh 
5. Dt.M.Nan Putih SD Kep. Jorong/Tani Jariangau 
6. Rafi a I SD Kep. Jorong/Tani Sorik 
7 . . Mas n i SMP Kep. Jorong/ Taratak 

Tukang 
8. Maryunis SR Peg. Kejaksaan Suliki Pasar 

Suliki 
9. lrdon Azri SMP LKMD/Tani Atas Koto 

10. Sunarto MT Secaba LKMD/Polri Suliki Baruh 
11. Dartinis ST 'Kep. Jorong/Tani Atas Koto 
12. Dasril Chan M.Ts LKMD/Tani Taratak 
13. Mardinas Sek. Agama .LKMD/Tani Sorik 
14. S. Dt. B. Sa ti, SR KN/Tani Suliki Baruh 

ang Org. Sosial 

15. Ya sir M. IAIN KNPI/Pegawai Suliki Pasar 
16. Zulyetti Jamil D3/IKIP PKK/Pegawai Suliki Pasar 
17. Rosmawati SMTA PKK/Pegawai Suliki Pasar 
18. Syamsidar Tarbiah PKK/R. Tangga Atas Koto 
19. Rosmini SMEA PKK/R. Tangga Atas Koto 
20. Dt. Sandi SR KAN/Tani Atas Koto 
21. Evi Warman SD Ikatan Pemuda/ Suliki Pasar 

Dagang 
22. Da sr i I SR Ikatan Pemuda/ Suliki Pasar 

Buruh 
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-·· ·-···--·-·-----------------------------

No. Nam a Pendidikan Pekerjaan Alamat 

Bidang Org. 
Ekonomi. 

23. Rusdi Hanif SMP Penghulu Pasar/ Suliki Pasar 
Dagang 

24 . Yohanas SMA LPN/Pensiun Suliki Pasar 
ABRI 

25. Dartinis ST Kip. Tani/Tani Atas Kato 
26. Buyung SMA Kip. Tani/Tani Atas Kato 
27 . Zamrul ST Kip. Tani/Tani Guguk 

Palano 
28. Er di ST Kip. Tani/Tani Pd. Lawas 
29. Azwar Sek. Samb SBAJR/Pens. Suliki Pasar 

ABRI 
30. Masrul SD Pengusaha/ Da~anE Suliki Pasar 

Bidang Org. 
Agama 

31. Dt. R. Mangkuto S.Gubernemen P.3NTR/Tani Suliki Baruh 
32. Syarkawi N.S. Peg. Mesjid/Pens Suliki Pasar 
33. Ridwan S.Gubernemen Peg. Mesjid/ Suliki Pasar 

Dagang 
34. Ratna Kasima Sek. Agama Mhd/R. Tangga Suliki Pasar 
35. Hasnah Sek. Agama Aisyiah/R. Tangga Suliki Pasar 
36. Darmalis SD Peg. Mesjid/Tani Taratak 
37. Abizar Sek. Agama Peg. Mesjid/Tani Sarik 
38. Yunifal SMP Kip. Mesjid/Tani Atas Koto 
39. D. Dt. Saudi M SR Kip. Mesjid/Tani Sarik 
40. Y. Dt. M. Sati SD Kip. Mesjid/Tani Taratak 

Bidang Pendidikan 

41. Abbas SGA Kandep P dan K/ Suliki Pasar 
Pegawai 

42. Nurmal L. SMA BP3 SMP2/ Suliki Pasar 
Pegawai 
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43. Hasnah Sek. Agama Madrasah Diniah Suliki Pasar 
Aliah/R. Tangga 

44 . Mustazir SGA Penilik TK/SD/ Suliki Pasar 
Pegawai 

45. Bakraini Malik SMP/IKIP Kep. SMP2/ Suliki Pasar 
Pegawai 

46. Syakruddin KGA Pen. Pen. Masy/ Suliki Pasar 
Pegawai 

47. Haitami SGA Pen. TK/SD/ Suliki Pasar 
Pegawai 

48. Nurni M. SGA Kep. SD/Pegawai Suliki Pasar 

49. Zulfahmi SM/IKIP Pen. Tk./SD/ Suliki Pasar 
Pegawai 

50. Syarkawi NS Pens. Kep. SD/ Suliki Pasar 
Pegawai 

Bidang Politik. 

51. Yusyafril SGA Kam. Golkar/Peg Suliki Baruh 

52. Syakrani Saleh SLTA Ang. DPRD 50 Guguk 
Kota Palano 
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B. Negari : Mahal. 

No. Nam a P~ndidikan Pekerjaan Ala mat 

Bid. PoVPem. 

I. Anas Dt. M. Besar SMP W ali Neg. Maha ti B. Tanjung 
Tani 

2. Amr is SMP Kep. Jorong Nenen 
Nenen/Tani 

3. Z.H.Dt.P. Sati Sek. Agama Kep. Jorong A. A. Gadang 
Gadang I/Tani 

4. Dir an SD Kep. Jorong A. Aur Duri 
Duri/Tani 

5. Har u n SMP Kep. Jorong Sopan 
Sopan/Tani 

6. A. Dt. Sati SR Kep. Jorong Kt. Kt. Tinggi 
Ti nggi/ Dagang 

7. D a Ii mi SD Kep. Jorong Kt. Kt. Gadang 
Gadang/Tani 

8. Us an SD Kep. Jorong A. A. Gadang 
Gadang II/Tani 

9. S. Dt. Besar S.Gubernemen Ketua KN Mahat/ A. Gadang 
Dagang 

10. S. Dt. Pono Lelo S.Gubernemen Kep. Jorong B. B. Tanjung 
Tanjung/Tani 

11. Mah nus SMP Kep. Jorong Ronah 
Ronah/ Dagang 

Bid. Org. Sosial. 

12. Mu as Tarbiah Peng. Anak Ronah 
Yatirn/Tani 

13. Sayuti SR Mhd/Dagang Ron ah 
14. Ramisah Perawat Kes' Pemimpin BKIA/ Ron ah 

Pegawai 
15. Bermawi S. Desa Sasaran Silat/Tani Ron ah 
16. Mardiana SD PKK/R. Tangga B. Tanjung 
17. J.Dt. Majo lndo SMP KAN/Tani B. Tanjung 
18. Tamris STM 0. Raga, Kese- Ron ah 

nian/ Dagan~ 
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19. Yohanes Mhs. FHUK IPP/Mahasiswa Ron ah 

Bid.Ora. Ekonomi 

20. Almunir SGA LPN Mahat/ A. Gadang 
Dagang 

21. J. Dt. Mangkuto SGA KUD/Dagang Ronah 
22. Z. Dt. R. lmbang MDA KUD/Dagang Ronah 
23 . Sudirman SMEA Pengusaha Heier/ Kt. Tinggi 

Dagang 
24. Id r us SD Koord. Usaha Kt. Tinggi 

Telur/Dagang 
25. Z. Dt. lmbang Tarbiah KUO/Tani Ron ah 
26. A. Dt. Marajo SR Kip. Tani/Tani Kt. Gadang 
27. A. Dt. Peng. Basa SD Kip. Tani/Tani 'sopan Tanah 

Bid. Agama 

28. Tengku Mudo Tarbiah P3 NTR Mahat/ Aur Duri 
Di ran Gr. Agama 

29. D.Dt.Rajo Diraio SD Rajo lbadat/Tani B. Tanjung 
30. Ja man Tarbiah Ulama/Tani Ronah 
31. Z.DT.R. lmbang Tarbiah Peng. Mesjid/ Ronah 

Dagang 
32. Mu as Tarbiah Peng. Mesjid Ronah 

Dagang 
33. Hasanuddin SD TPA/Tukang Ronah 
34. D.DT. Bandaro SD Peng. Mesjid/ Aur D.uri 

-
Tani 

35. Sayuti SR Ketua. Mhd/ Ronah 
Dagang 

36. S. Dt. Besar S. Sambungan Peng. Mesjid/Tani B. Tanjung 
37. A. Dt. Marajo SR' Peng. Mesjid/Tani Kt. Gadang 
38. L. Dt. Sati Tarbiah . Peng. Mesjid/Tani B. Tanjung 
39. Hasan Basri KMI TPA/Gr. Agama Ronah 
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Bid. Pendidikan. 

40. Zulfahmi SM/IKIP Pen. TK/SD/Peg. Ron ah 
41. Mariunis SGA Kep.SD Kt. Tinggi Koto Tinggi 
42. Dahlar Dt. Sari KPG Kep. SD. Kt. Kt. Gadang 

Pado Ga dang 
43. An as KPG Kep. SD Nenen Nenen 
44. M. Jamil SPG Kep. SD Ronah Ronah 
45 . Sahar Muis SGA Kep. SD I A. A. Gadang 

Gadang 
46. Dahalib SR BP3 SD II/ Dagang Ronah 

Bid. Politik. 

47. Jayusman Tarb1ah PPP/Tani Ronah 
48 . N. Dt. Indo Puto P.SGB Golkar/Pens. B. Tanjung 

Kep. SD 
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1,ampiran V .8. 

Daftar: Nama-nama Responden Kepala Keluarga 

A. Negari Suliki 

No. Nama Pendidikan Pekerjaan Alamat 

1. Dani n S.Gubernemen Tani ' Guguk Palano 
2. J. Dt. R. Nan Limo SD Tani Guguk Palano 
3. Raman us SD Tani Guguk Palano 
4. Ya s r i I SD . Tani Pd. Lawas 
5. Yu s r i SD Tani Pd. Lawas 
6. Buyung A SD Tani Pd. Lawas 
7. lsniar SD Tani Pd. Lawas 
8. Warten SD Tani Pd. Lawas 
9. Amir Amris STM Tani Pd. Lawas 

10. Muehl is SD Tani Jariangau 
11. Suhaili SD Tani Jariangau 
12. Jamil us SGB Tani Jariangau 
13 . Tani SD Tani Jariangau 
14. Nursal SD Tani Jariangau 
15. lrwan Susilo SPMA Tani Suliki Baruh 
16. Efizon SD Tani Suliki Baruh 
17. Abd. Mias B SD Tani Suliki Baruh 
18. Rathai SR Tani Atas Kt. Suliki 
19. M. Yanis S.Gubernemen Tani Atas Kt.Suliki 
20. M. Dt. Gunung S.Gubernemen Tani Teratak 

Sa ti 
Tani 21. Darami SR Teratak 

22. Anwarlis SD Tani Sorik 
23 . Syamsul SR Tani Sorik 
24. Yamalis SR Tani Sorik 
25. Dasril M.Ts Tani Taratak 
26. Faisal SD Tani Taratak 
27. Wen Wrizon SD Tani Tiaratak 
28. Raflis SR Tani Atas Koto 
29. Suardi SD Tani Pd. Lawas 
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30. Ewiral SD Tani Taratak 
31. Zainuddin SMP Dagang Suliki Pasar 
32. Ramadona SR Dagang Suliki Pasar 
33. Rid wan SD Dagang Suliki Pasar 
34. Jasmi SD Dagang Suliki Baruh 
3S. Azwardi SD Dagang Suliki Baruh 
36. Miswar SR Pegawai Suliki Baruh 
37. Agustar Chan STM Pegawai Suliki Baruh 
38. Khairul Amar SD Pegawai Suliki Baruh 
39. Bas n i KPG Pegawai Suliki Baruh 
40. Ytirnalis Dt. Bijo SPG Pegawai Suliki Baruh 
41. Nazaruddin KPG Pegawai Atas Kt.Suliki 
42. Masnismar D.l/IKIP Pegawai Atas Kt.Suliki 
43. M. Yalis SPG Pegawai Suliki Pasar 
44. Jasmidar SPG Pegawai Sorik 
4S. Alwi SD Pegawai Guguk Palano 
46. Muhardi M.Ts Tukang Guguk Palano 
47 . K.H. Masri M.Ts Tukang Padang Lawas 
48. Kam r i SMA Tukang Suliki Pasar 
49. Zulwardi ST Tukang Suliki Pasar 
so. l(hairizal SD Tukang Suliki Pas~r 
SI. .Zulwardi SD Tukang Atas Kt.Suliki 
S2. Sumarto. MT Secaba Jasa lainnya Suliki Baruh 
S3. Masrul SD Jasa lainnya Suliki Pasar 
S4. Mas n i SMA Jasa lainnya Suliki Pasar 
SS. Yunidus SD Jasa lainnya Jariangau 
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B. Neaari M1h1t 

No. Nama Pendidikan Pekerjaan Alamat 

I. A zw i SD Tani Kt. Gadang 
2. Zulkifli SD Tani Kt. Gadang 
3. M. Nulis SD Tani Kt. Gadang 
4. llyas SR Tani Ronah 
5. Moh. Ali SMTP Tani Ronah 
6. L.Dt. Pado Labih SR Tani Ronah 
7. Syafri SD Tani Aur Duri 
8. M. Yunus SD Tani Aur Duri 
9. Yarnis SD Tani B. Tanjung 

10. Y.Dt.P. Rajo M.Ts Tani Kt. Gadang 
11. Mawardi SD Tani Kt. Gadang 
12. Awaluddin SMA Tani Kt. Gadang 
13. M. Nur MTs Tani Koto Tinggi 
14. Idris SD Tani Koto Tinggi 
15. Darulis SD Tani Koto Tinggi 
16. Samsurijal SD Tani Kofo Tinggi 
17. Adrian is SD Tani Koto Tinggi 
18. Naz an SD Tani Koto Tinggi 
19. Dis an SR Tani Koto Ting~i 
20. Nu a r SD Tani Koto Tinggi 
21. Nasr i SD Tani Koto Tinggi 
22. Burhani SMP Tani Koto Tinggi 
23. Ra Ii SD Tani Koto Tinggi 
24. Saryan SD Tani B. Tanjung 
25. Darwis SMTP Tani Koto Tinggi 
26. Sawir SGB Tani Koto Tinggi 
27. Kh. Kari S. Gubernemen Tani K.oto Tinggi 
28. Us i I SD Tani Koto Tinggi 
29. S.Dt. Rajo SD Tani Koto Tinggi 

Kinantan 
30. B. Dt. Muncak SMTP Tani Aur Duri 
31. Er i M. Ts Tani Ap. Gadang 
32. Nusin Dt.P. Sati M.Ts Tani Ap. Gadang. 
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33 . Munir SD Tani Ap. Gadang 

34. Amrizal SD Tani Ap. Gadang 

35. Jazid Dt. Tunaro SD Tani Ap. Gadang 

36. Muhammad SMP Tani Nenen 

37. Syairul SD Tani Nenen 

38. A. Dt. Komo SR Tani Ronah 

39. Zuraida SD Tani Ronah 

40. Toni SD Tani Ronah 

41. A .. Dt. R. Penghulu SMTA Tani Ronah 

42. Dali mi SD Tani Ronah 

43 . Djohar SD Tani Ronah 

44. N. Dt. Padang SR Tani Ap. Gadang 

45. Suhaili SD Tani Ap. Gadang 

46. Yu s r i SD Tani Sopan Tanah 

47. Yu z i r SD Tani Sopan Tan~ 
48. As r i SMP Dagang Aur Duri 

49. Mu a z SR Dagang Koto Tinggi 

50. Bah rum SMP Dagang Sopan Tanah 

51. Syamsurizal SD Dagang Sopan Tanah 

52. A. Dt. Sati SD Dagang Koto Tinggi 

53. Yasin SPG .Pegawai Koto Gadang 

54. Yustimurni SPG Pegawai Ronah 

55. M. Jail SPG Pegawai B. Tanjung 

56. Na ban KPG Pegawai B. Tanjung 

57. Bermawi SM/IKIP Pegawai Ronah 

58. Zamris M. Alijah Tukang B. Tanjung 

59. Yarnis SD Tukang B. Tanjung 

60. Darm a wan SD Tukang Kt. Gadang 

61. Ali Zamri SD Tukang Kt. Gadang 

62. Sabar SD Tukang Kt. Tinggi 

63. Sudirman SMEA Jasa lainnya Kt. Tinggi 

64. Ali Unis PGSLP Jasa lainnya Kt. Tinggi 

65. Buchari Kuliatul Jasa lainnya Sopan Tanah 
Muahmm 
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66. I I ya s SPMA Jasa lainnya Sopan Tanah 
67 . N.DT. lndo Puto P .SGB Jasa lainnya 8. Tanjung 
68. Dahalib SR Jasa lainnya Ronah 
69. Hasanuddin SD Jasa lainnya Ronah 
70. Ramisah · Sek. Perawat Jasa lainnya Ronah 
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Adat bersandi syarak, 59, 69 
Adat diisi lembaga dituang, 61 
Adat salingkuang nagari, 7, 8 
Adat koto piliang, 54, 56, 58, 
Alim ulama, 10, 75, 88, 93 
Adat sepanjang jalan, 70 
Alur dan patut, 106 
Agri bisnis, I 

INDEKS 

Amar ma' ruf nahi munkar, 198 
Ambeg prama arta, 148 
Anak kemenakan, 10 
Anak sasian, 129, 152, 159 
Arsitektur, 68 
Asisten demang, 56 
Asisten residen, 56 
Aurat, 205 
Baju, 107 
Baju saalai babagi dua, 110 
Bak tambang diasak-asak, 104 
Balai adat, 53 
Batagak penghulu, 111 
Batagak rumah gadang, 134 
Batang Mahat .• 52 
Batu asahan, 64 
Bertopografi kasar, 31 
Biang nan mambuek, 54 
Bisan, 70 
Biso kawi, 112 
Bodi caniago, 53, 54, 56, 
Bundo kandung, 62, 88, 93, 145 
Celana, 107 
Celana Galembong, 155, 
Cendekiawan, 88 
Cerdik pandai, 10, 75, 88, 93 
Clan, 53 
Compact setlement, 32, 
Controleur, 56 
Cupak diisi lembago dituang, 60 
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Daerah tertutup, 19 
Dangau,52 
Demang, 56 
Desa praja, 2 
Desa urban, 31 

. D_?,q;ir. I 07 
Dikir, 123 
Distrik, 56 
Dubalang, 54, 112 
Dusun, 52, 53 
Fluktuasi, 65 
Fragmented settlement, 29, 32 
Formal masa kini, 89 
Formal tradisional, 89 
Gadang bagilie, 102 
Gadang diamba, 106 
Gadang manyimpang, 111 
Gan ting yang mamutuih, 54 
Guru bantu/guru muda, 155, 159 
Guru gadang, 155, 159 
Guru tuo, 155, 159 

Harta pusaka rendah, 70 
Harta pusaka tinggi, 70 
Hiduik bakarelaan, 110 
Hinggok mancakam, tabang manumpu, 60 
Hipotesis, 5 
Huller, 68 
Hutan negara, 26 
lndikator, 60 
lnforman kunci, 9, 10 
lpar, 70 
Jalan nan golong nan kadituruik, 104 
Jalan nan pasa, 106 
J orong, 29, 77, 
Jule>-julo, 143, 152 
Kata nan empat, 71 
Kaum, 63, 64, 
Keempat suku, 54 
Kelompok menhir, 52 
Keluarga batih, 31, 62, 63 

306 



Keluarga luas, 62, 63 
Kekerabatan, I, 3, 6, 7, 3 I, 32, 39 
Kekuatan bathin, 148 
Kemenakan baraja kepada mamak, 70 
Kemanakan di bawah dado, 104 
Kemanakan di bawah daguk, 102, 104 
Kemanakan di bawah lutuik, 104 
Kemanakan di bawah pusek, 104 
Kepala jorong, 76, 77, 93 
Kepala paruik, 54 
Kepala kaum, 54 
Kepemimpinan informal, 89 
Kerapatan adat, 115 
Kerapatan nagari, 54, 76, 78, 79, 88, 92, 161 
Kincir air, 68 
Komuniti kecil, I 
Konstruksi bangunan, 68 
Kontak tani, 178 
Koto, 52, 53 
Koto piliang, 53, 58, 
Kudabeban,39, 65,6~ 
Labuh luruih yang ditampuh, 104 
Leading sector, 186 
Line village, 35, 37 
Lum bung pitih negari, 67, 
Malin, 54, 112 
Mamak baraja kepada alur dan patut, 70 
Mamak kapalo waris, 62 
Mamutuih kaji, 159, 160 
Mengambang nan talipek, 110 
Manggunting siba baju, 110 
Manti, 54, 112 
Mati batungkek budi, 110 
Matrileneal, 69 
Medan nan bapaneh, 111 
Mediator, 160 
Mambangkik batang tarandam, 110 
Manurunkan nan tagantun~. 110 
Merawa, 111 
Modern, I 

·, 

' •. 

307 



r 

Nagari, 7, 52, 53, 
Net enrollement rationY.a, 44 
Ninik Mamak, 10, 59, 75, 79, 88, 93, 117 
Nucliated village, 37 
Onder distrik, 56 
Onder afdeling, 56 
Open contry village, 37, 38 
Orang dagang, 61 
Palimo/ panglima, 155 
Pak wali, 99 

Pandam, 53 
Panungkek 112 
Paruik, 63, 64 
Pasar A, 67 
Pasar B, 67 
Pasar Mingguan, 37 
Pasar serikat, 67 
Patrilenea;I, 69 
Pendekar, 147, 148, 159 
Penghulu,53,54,57,59, IOI 
Penghulu andiko, 53 , 102 
Penghulu indu, 102 
Penghulu payung, 102 
Penghulu pucuk, 54 
Penghulu satu tungku, 111 
Penghulu Suku, IOI 
Pola radial, 37 
Primitif, I 
Pupuk kandang, 67 
Purposive, 9 
Randai,123 
Ranting Aisyiah Suliki, 192 
Reba n a, 123 
Rumah bagonjong/rumah gadang, 52 
Saluang, 123 
Sasaran, 128 
Sasaran persilatan, 147, 152 
·sekata, 116 
Sekali air besar sekali tepian beranjak, 70 
Sepakat, 116 
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Siba ba1an1i, 107 
Simpanan negara, 25 
Sirih dalam carano, 61 
Sistem matrilineal, 62, 63, 
Sistem kekerabaran, 64 
Sistem warisan, 62 
Staatsblad, 55 
Suku, 64 
Sumarera Baral , 91 
Surau-surau, 1-12 
Syarak bersendi ditabullah, 59 , 169 
Tale1~pong, 123 
Tali tigo sapilin, 114 
Tahu dikaro nan ampek, 71 
Tanah ulayah, 53 
Taratak, 52 
Tari gelombang, 72 
Tari piring, 72 
Teluk belanga, 155 
Tembakau batu pitih, 25 
Tembakau Payakumbuh, 25 
Tenaga bathin, 148 
Tenaga kuat, 45 
Tepian, 53 
Terisolasi, I 
Terisolir, 47 
Teritorial, 1 
Tinggi dianjuang, 106 
Tipologi, 2 
Tuah sakato, 91 
Tumbuh dek ditanam. 106 
Tuanluhak,56 
Tungganai, 101 
Tungku tigo sajarangan, 114 
Tuo dusun, 53 
Tuo taratak, 52 
Tut wuri andayani, 148 
Urbanisasi, 1 
Urang ampek jinih, 54, 114 
Urang dagang, 61 
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U rang asa, 61 
U rang datang, 61 

. ~ali negari, 76, 88 , 161 
Waris dijawek, 102 
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